
PENJAMINAN KREDIT SEBAGAI SALAH SA TU BENTUK 
PENGAMANAN KREDIT DALAM PENYALURAN KREDIT 
BAGI SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN 

KOPERASI 
(STUD I KASUS PENJAMINAN KREDIT MELALUI 

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA 
ATAS KASUS KREDIT MACET KOPERASI PEGA WAI 

REPUBLIK INDONESIA-GOTONG ROYONG PADA BANK 
NIAGA) 

TESIS 

Diajnkan sebagai saJah satu syarat untuk mem~roleb gelar Magister 
Hukum 

HALIDANURINA 
0706175224 

UNIVERSITAS INDONESIA 
FAKULTAS HUKUM 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 
KEKIIUSUSAN HUKUM EKONOMI 

JAKARTA 
JULI2009 

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



PENJAMINAN KREDIT SEBAGAI SALAH SATU BENTUK 
PENGAMANAN KREDIT DALAM PENYALURAN KREDIT 
BAG I SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN 

KOPERASI 
(STUDI KASUS PENJAMINAN KREDIT MELALUI 

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA 
ATAS KASUS KREDIT MACET KOPERASI PEGA WAI 

REPUBLIK INDONESIA-GOTONG ROYONG PADA BANK 
NIAGA) 

TESIS 

HALIDA NURINA 
0706175224 

UNIVERSITAS INDONESIA 
FAKULTAS HUKUM 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 
JAKARTA 
JULI2009 

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



HALAMAN PERNY ATAAN ORISINALITAS 

Tesis ini adatah basil karya saya sendiri, 

dan semua somber baikyang dikutip maupun dirujuk 

telab saya nyatakan dengan benar. 

Nama 

NPM 

Ta.nda Tangan 

Tanggal 

ii 

: Halida Nurioa 

: 0706175224 

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



HALAMAN PENGESAHAN 

Tesis ini diajukan oleh: 
Nama 
NPM 
Program Studi 
Judui Tesis 

Halida Nurlna 
0706175224 
Ilmu Hukurn 
Penjaminan Kredit sebagai Salah Satu Bentuk 
Pengamanan Kredit dalam Penya1uran Kredit bagi 
Sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 
(Studi Kasus Penjarninan Kredit melalui Perusahaan 
Umum Jaminan Kredit Indonesia atas Kasus Kredit 
Macet Koperasi Pegawai Republik indonesia~Gotong 
Rotong pada Bank Niaga). 

Telah berha.sil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima 
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoteh gelar 
Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hokum Fakultas Hokum, 
Universitas [ndonesia. 

Pembimbing 
Penguji 
Penguji 

Ditetapkan di 
Tanggal 

DEWAN PENGUJI 

: Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., AAIK ( 
:Dr. Nurul Elmiah, S.H., M.H. ) 
: Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H. ----J('---=;rr;.<.o~:':':==:·~)--

:Jakarta 
: 14 Juli 2009 

iii 

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



KATA PENGANTAR 

Pujl syukur saya. panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat­

Nya, saya dapat menyelesalkan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan daJam 

rangka memenuhi salah satu syamt untuk mencapa1 gelar Magister Hukum pada 

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari 

bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan 

sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelcsaikan 

tesis lni. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada: 

I. Bapak Komelius Simanjuntak S.H .• M.H., AAIK .• se!aku dosen pembimbing 

yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya 

dalam penyusunan tesis ini; 

2. lbu Dr. Nurul Elmiah, S.H., M.H. dan lbu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H 

selaku penguji da1am sidang tesis yang telah memberikan masukan: beserta 

seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bimbingannya. 

3. Bapak Robinson Simbo!on, Bapak Agus Priambodo, Bapak Vikar Husain dan 

Ibu Erna Djubaedah darl Perum Jamkrindo serta Legal Officer Bank Niaga 

yang teJah ban yak membantu dalam memperoleh data yang diperlukan; 

4. Bagian Akademik Program Magister Hukum Universitas Indonesia; 

5. Mamah1 Papah, Lena dan Reza serta keluarga besar yang relah mernberikan 

dukungan material dan moral; dan 

6. Ank, Mita, Saa, Aya, Anya, Nisye, Ari, Sondang1 lmis~ r-..fba Evi, Nurul, Tria. 

Tesar, Anca, Faiz, Ucil, luqman. Arif, Leo, Jedi, Tito, Pilus, lrfan, Diki. Isal, 

Aris, Ochy, Riri, Nuni, Sofie, Dina) Andini, Chandra, Rima, Rani, Risma. 

7. Teman-teman sepcrjuangan; Dinda, Honnie, Ella, Dian, Lili, La!a, Mba Alirn, 

Umae, Mas Agus, ~as Doni, Mas Arief, Yuri, Amir, Dika, Damon, Kresna, 

Mas Lukman, dan Mba Sri. 

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua 

pihak yang telah membantu, Semoga tesis ini membawa manfaat bagi 

pengembangan ilmu. 

IV 

Jakarta, Juli 2009 

Peneliti 

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
TV GAS AKHIR UNTUK KEPEl'iTINGAN AKADEMIS 

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di 
bawah ini; 

Nama 
NPM 
Program Studi 
Fakultas 
Jenis Karya 

: Halida Nurina 
: 0706175224 
: Magister Ilmu Hukum 
:Hukum 
: Tesis 

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Universitas Indonesia Hak Bebas RoyaJti Noneksklusif (Non-exciusiYe Royalty­
Free Riglrf) atas karya ilmiah saya yang berjudul: 

"Penjaminan Kredit sebagai Salah Satu Bentuk Pengamanan Kredit da1am 
Penyaluran Kredit bagi Sektor Usaha Milao, Kecil, Menengah dan Koperasi 
{Studi Kasus Penjaminan Kredit melalui Perusahaan Umum Jaminan Kredit­
Indonesia atas Kasus Kredit Macet Koperasi Pegawai RepubUk Jndonesia~Gotong 
Royong pada Bank Niaga)" 

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Roya!ti 
Noneksklusif trn, Universitas Indonesia berhak menyimpan, 
mengalihmedia/furmatkan, menge[ola dalam bentuk pengkalan data (database), 
merawa:t, dan mernpllblikasikan tugas akhir saya tanpa rneminta izin dari saya 
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitifpencipta dan sebagai 
pemilik Hak Cipta. " 

Demikian pernyataan :ini sa:ya buat dengan sebenarnya. 

Dibuat di 
Tangga! 

:Jakarta 
: l4Ju!i2009 

(l!alida Nurina) 

v 
Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



ABSTRAK 

Nama : Halida Nurina 
Program Studi : Magister Jlmu Hukum Universitas [ndonesia 
Judul : Penjaminan Kredit sebagai Salah Satu Bentuk Pengamanan Kredit 

dalam Penyaluran Kredit bagi Sektor Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah dan Koperasi (Studi Kasus Penjaminan Kredit melalui 
Perusahaan Urnum Jaminan Kredit Indonesia atas Kasus Kredit 
Macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong 
pada Bank Niaga). 

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang 
menghasilkan kajian preskriptif. Metode peneiitian yang digunakan dalarn 
penelitian ini adalah pendekatan perundang~undangan~ pendekatan konsep dan 
pendekatan analitis. Dalam teknik pengumpuJan data, peneliti menggunakan data 
sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan~bahan hukurn 
primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, dilakukan wawancara deogan pihak 
Perum Jamkrindo dan Bank Niaga untuk mendapatkan data primer yang 
digunakan untuk mendukung data sekunder, Data yang ada rlianalisis secara 
kualitatif. Pennasalahan dalam penefitian ini adalah dasar pertimbangan hukum 
ma.slh diperlukan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamrlndo, padahal 
KPRT-Gotong Royong telah menjaminkan piutangnya secara fidusia kepada Bank 
Niaga. Selanjutnya. aklbat hukum apa yang akan timbul atas penyelesaian kredit 
macet KPR1-Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya penjaminan kredit 
melafui Perum Jamkrindo. Persoalan lainnya adalah apakah perbedaan. 
keunggulan dan kelemahan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit."Sebagai 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjaminan kredit melalui Perum 
Jamkrindo diperlukan karena jaminan piutang secara fidusia dirasakan kurang 
memadai deng:an terdapatnya kelemahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana 
terdapat dalam Akta Jaminan Fidusia. Pertimbangan hukurn lainnya adalah 
dilepaskannya hak istimewa Pcrum Jamkrindo berdasarkan Pasal 1831 dan 1832 
KUHPerdata, Mengacu pada hal di atas, dengan adanya penjam!nan kredit melalui 
Perum JamkrJndo, KPRI-Gotong Royong telab memenuhi persyara.tan teknis 
perkreditan sehingga mempero]eh kredit yang hersangkutan. Sementam itu, Bank 
Niaga pun merasa aman atas kredit yang disalurkannya kepada KPRI-Gotong 
Royong karena telah mendapatkan penjaminan kredit dari Perum Jamkrindo. 
Dengan adanya penjaminan kredlt, ketika terjadi kredit macet, Perum Jamkrindo 
sebagai Penjamin wajib mernbayar klaim sebesar 75% dari kerugian yang diderita 
kepada Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan. Atas pembayaran klaim tersebut, 
Penjamin memiliki bak subrogasi yang besarnya sebanding dengan besa.mya 
k1airn yang dibayar. Dalam hal ini, Penjamin menggantikan hak-hak Bank Niaga 
atas KPR1-Gotong Royong. Berkaitan dengan hal tersebut1 terdapat beberapa 
keunggulan1 kelemahan dan perbedaan antara penjaminan kredit dan asuransi 
krcdiL Berdasarkan apa yang diuraikan di atas. maka tujuan dari dilakukannya 
penelitian ini adalah rnembantu UMKMK dalam mengakses krcdit perbankan 
dengan memanfaatkan penjaminan kredlt 

Kata Kunci: penjaminan kredit, Perum Jamkrinrlo, asuransi kredit. 
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Name 
Major 
Title 

ABSTRACT 

: HaUda Nurina 
; Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia 
:Credit Guarantee as One of The Credit Security on The Loan Facility 

for Micro Small Medium Enterprises (Case Study of Credit 
Guarantee Using Perusahaan Urnum Jaminan Kredit Indonesia on 
The Default of Koperasi Pegawai Republik lndonesia-Gotong 
Royong in relation to lts Credit Agreement with Niaga Bank) 

This law research is using normative juridical as a type of law research which 
produces prescriptive studied. The methods using in this research is statute 
approach, conceptual approach, and analytical approach. Jn data collecting 
technique, the researcher is using secondary data which is obtained by library 
research toward primary law materials, secondary law materials, and tertiary law 
materials, In addition, to support the secondary materials. researcher is using 
primary materials which is obtained from the interview with Perum Jamkrindo 
party and Niaga Bank, Furthermore, the data are analyzed in a qualitative manner. 
The problem in thfs research is the law consideration why it's required a guarantee 
through Perum Jamkrindo whereas KPRl..Ootong Royong has guarantied its 
account receivable under fiducia to Bank Niaga. The second problem is what legal 
cause that will adse on the credit settlement between KPR1-Gotong Royong and 
Niaga Bank with the ~recUt guarantee from Perum Jamkrindo. The other problem 
is what the contrast. advantages and disadvantages between credit guarantee and 
credit insurance. As the result of this research it can be concluded that credit 
guarantee through Perum Jamkrindo is needed beeause of the account receivable 
guarantee which is only under fiducia is Insufficient refer to the execution 
weakness that is stated in Akta Jaminan Fidusia, The other law consideration is 
based on the releasing of Perum Jamkrindo's privilege as stated in Article 183 I 
and 1832 Code Civil. According to those above, with the credit guarantee from 
Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong has obtained all technical loan 
requirements and lead to a result that it can have the loan mentioned. Meanwhile, 
Niaga Bank has the security over the loan which it is provided to KPRI~Gotong 
Royong as the result of the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The credit 
guarantee offer a 75% payable over the claim of the detriment that suffered by 
Niaga Bank as the party who receives the guarantee. Over the claim payment. 
guarantor receives the subrogation right which equal with the claim payment. 
According to that. the guarantor replaces the right of Niaga Bank and the party 
who receives the guarantee over KPRJ-Gotong Royong. So there are some 
contrast. advantages, disadvantages between the credit guarantee and credit 
insurance. Based on those above. the purpose of this research is helping UMKMK 
gain the banking loan which is using credit guarantee. 

Key words: credit guarantee, Perum Jamkrindo. credit insurance. 
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BABl 
PENDAHULUAN 

l.1 Latar Belakang Masalah 

Pembanguna.n dilakukan untuk mengubah suatu kondisi dari suatu tiogkat 

yang dianggap kurang baik ke kondisi baru pada tingkat kualitas yang dianggap 

lebih baik atau paling baik, 1 Untuk itu, pembangunan yang dilaksanakan di 

Indonesia haruslah merupakan pembangunan yang menyeluruh dalam semua 

sektor? 

Dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 

(UUD 1945), pembangunan nasiom:d yang diiaksanakan selama ini merupakan 

upaya pembangunan yang berkesinambungan da!am rangka mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur. Guna mencapai tujuan tersebut. pe!aksanaan 

pembangunan harus senantiasa mernperhatikan keserasian, ke.'>elarasan, dan 

keseimbangan berbagai unsur pembangunan. 3 

Khusus pembangunan di bidang ekonomi, amanat tersebut dapat di!ihat 

dalam Pasal 33 UUD I 945 yang berbunyi seba.gai berikut: 

(l) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan, 
Cabang-.cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
Bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dipergunakan sebesar­
besamya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, 
Perekonomian nasional dlselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan pnns1p keadilan, kebersamaan efisiensi 
berkeadi!a.n, berke!anjutan, berwawasan lingkungan, kcmandirian, 
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasionaL 
Ketentuan lehih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 
Undang-undang.4 

1 Mulhndi, "Relevansi Teori Sociolcgk:ol Jurisprudem:e dal:nn Upaya Pembaharuiln 
Hukum di Indonesia." <httn;llllbmry,w;t).,j£jd!Qfn.YJtLoaQ/ fu£Q..600G65S.pdl>, dinks,.-s 18 Oktober 
2007. 

1 Djuhaendah Hasan, Lembago Jamfnan Kebl!ndacm Bagi 10nah dan IJe.nda LaitJ yang 
McleJ.nt Pa:da Tanah daiam Kansepsi Penerapan Asas Pemisahan Jlonsomal (Suaru Kansep 
dalom MetJ_yongsong Ldirirnya Lembaga Hak Tanggungan), cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1996), him. L 

J indonesia (a), Undang~undang Pembal!an Undang-undang Nomor 7 Tafnm 1992 
tentang Perb(Jnkan, UU No. 10, LN No. 182 tabun 199&, TLN No. 3790, Ps. 7. 

• Indonesia (b), Undtmg~undang Dosar 1945, Ps.. JJ_ 
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Salah satu pelaku di bidang ekonomi adalah perbankan, Perbankan 

memegang peranan yang strategis dalam pembangunan. Peran itu diwujudkan 

dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi perantara 

an tara Debitur dan Kreditur. Dengan kata lain, sebagai penghimpun dan penyaiur 

dana masyarakat. s 

Fungsi tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan perbankan nasional, 

yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabiiitas nasionat ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.6 

Untuk mencapai tujuan di atas, maka peranan perbankan nasional perlu 

ditingkatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu dengan !ebih memperhatikan 

pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada 

Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah, serta berbagai lapisan 

masyarakat tanpa diskriminasi sehingga alum memperkuat struktur perekonomian 

nasionae Kelompok pelaku usaha ini jurntahnya banyak di Indonesia. Oleh 

karcna itu, apabifa pemerintah ingin mengakseierasi pertumbuhan ekonomi yang 

mengakar pada mayoritas peiaku ekonomi, maka percepatan pertumbuhan Usaha 

MUcro. Kecil. Menengah dan Koperasi (UMKMK) pantas menjadi prioritas,8 

Memhicarakan UMKMK pada dasamya membahas tentang ekonomi 

rakyat atau kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh sebagian besar 

masyarakat kita. Keberadaan UMKMK di Indonesia tercatat dalam sejarah 

perekonomia~ dalam perjalanan ekonomi selama empat tahun masa krisis antara 

1997~2001, UMKMK tercatat scmakin besar sumbangannya terhadap 

pembentukan PDB (Produk Dornestik Bruto).9 Pada masa kondisi suiit tersebut, 

ketika terjadi kcnaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terrnasuk kenaikan 

harga faktor~faktor produksi lainnya:, UMKMK sangat luwes menyikapi kondisi 

yang demikian dengan menurunkan margin keuntungannya dan rnenyesuaikan 

s Indonesia (a), op.cil., Ps. 3. 
6 lbld., Ps, 4, 
7 Ibid., Ps. 8. 
t Na.<>roen Yasabl)ri dan Nina Kurnia Dew!, Pe,Yaminan Kredtf Menganfar UKMK 

Mengahies Pembiayaan, eeU, (Bnndung: Alumni, 2007}, him. v. 
'J Ibid., him. 79. 
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dengan perubahan harga pokok produksi. 10 Oleh karena itu, kelompok usaha ini 

tercatat sebagai pelaku ekonomi Indonesia yang tangguh menghadapi krisis 

ekonomi dan bahkao berhasil memberikan kontribust bagi pemulihan ekonomi. 11 

Menurut Urata, kedudukan UMKMK dalam perekonomian Indonesia 

paling tidak dapat dilihat dari: 

a. Kedudukannya sebagai pemaln utama da!am kegiatan ekonomi di 

berbagai sektor; 

b. Penyediaan lapangan kerja yang terbesar; 

c. Pemain penting da(am pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan 

pemberdayaan masyarakat; 

d. Pencipta pasar baru dan inovasi; serta 

e. Sumbangan daiam menjaga neraca pembayarnn. meialui 

sumbangannya dalam menghasilkan ekspor. tl 

Selanjutnya, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

Kementerian Negara KUKM Lahun 2007. maka gambaran umum UMKMK dalam 

perekonomian Indonesia di tahun 2006 adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah unit Usaha Kecil dan Menengah adalah sebanyak 48.929.636 

unit atau 99, 98% dari total usaha di Indonesia. Dar! jumlah tersebut. 

jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah sebanyak 4&,& juta unit dan 

Usaha Menengah (UM) adalah 106,8 ribu unit 

b. Secara sektoral lebih dari separuh (53, 7%) unit usaha UMK di tahun 

2006 bergerak di sektor pertanian. diikuti oleh sektor perdagangan 

(27,J%) dan sektor industri (6,6%). 

c. Kontribusi UMKMK dalam penyerapan tenaga kerja yang tergambar 

dari tenaga kerja yang bekerja di sektor UMK pada tahun 2006 tercatat 

sebagai 85,4 juta pekerja (UMK 80,9 juta pekerja dan UM 4,5 juta 

peke~a). 

m Ibid., hlm. 85. 
11 Ibid., hlm. 79. 
1
' Ibid. 
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d. Dari total tenaga kerja yang diserap oleh seluruh pe\aku usaha 

(UMKM dan UB) di semua sektor, terdapat tiga sektor UMKM yang 

paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu: 

a. Sektor pertanian sebesar 38,8 juta pekerja (43,7% dari total tenaga 

kerja), 

b. Sektor perdagangan, hotel dan restoran 22,2 juta pekerja (24,9% 

dari total tenaga kerja), 

c. Sektor jasa-jasa 9,4 juta pekerja (I 0,6% dari total tenaga kerja). 

e. Kontribusi UMKMK dalam penciptaan nilai tambah nasional adalah 

sebesar Rp 1. 779 Triliun atau 53,3% dari Produk Domestik Bruto 

(PDB) Nasional. 

f. Pertumbuhan PDB UMKMK terjadi di semua sektor ekonomi. 

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan sebesar 8,2%, 

diikuti sektor jasa-jasa (8,1%), sektor pertambangan dan penggalian 

(7,9%) dan yang terendah adalah sektor pertanian (3,1 %). 

g. Peranan ekspor UMKMK di tahun 2006 terhadap ekspor non migas 

nasional tercatat 20,1% setara dengan Rp 122,2 Triliun atau meningkat 

10,8% dibanding tahun sebelumnya. 

h. Besaran investasi fisik UMKMK yang dinyatakan dengan angka 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2006 tercatat 

sebesar Rp 369,8 Triliun (UMK Rp 165,1 Triliun UM Rp 204,7 

Triliun, atau 46,3% terhadap total PMTB Indonesia. 13 

Berdasarkan data statistik di atas terdapat beberapa hal penting terkait 

dengan keberadaan UMKMK di Indonesia. Pertama, UMKMK memberikan 

kontribusi yang sangat besar bagi penyerapan tenaga kerja dan potensi penyerapan 

tenaga kerja mt selayaknya ditingkatkan mengingat tingginya angka 

pengangguran di Indonesia. 14 Kedua, kontribusi UMKMK terhadap produk 

13 Ibid., him. 81-82. 
1 ~ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pad a Februari 2005 mencapai I 0,3 persen, lebih 

tinggi sedikit dibanding TPT pada Agustus 2004 sebesar 9,9 persen. TPT pada Februari 2006 
mencapai 10,4 pcrscn, scdikit lcbih tinggi dibandingkan kcadaan pada Fcbruari 2005 (10,3%), 
tetapi jauh lebih rendah dibandingkan keadaan pada Nopember 200:5 (11,2%). TPT di Indonesia 
pada Fcbruari 2008 mencapai 8,46 persen, mengalami penurunan dibandingkan kcadaan Agustus 
2007 yang bcsamya 9,11 perscn, demikian juga terhadap keadaan Februari 2007 yang besarnya 
9,75 persen. Olch karcna itu, jumlah pcnganggur pada Fcbruari 2008 mcngalami pcnurunan 
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domestik bruto, ekspor dan investasi selayaknya diperhitungkan dalam konteks 

pembangunan perekonomian nasional. Keberpihakan kepada UMKMK terkait 

kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan kontribusinya terhadap 

pertumbuhan ekonomi saat ini sangat penting untuk ditingkatkan. 15 

Mengingat keberadaa.n UMKMK dan perannya yang sangat besar dalam 

perekonomian Indonesia. mal<a sejak lama pemerintah telah secara sadar 

rnelakukan upaya untuk memhanlu UMKMK. Dalam hal ini, Bank Indonesia (Bl) 

memberikan Kredlt Likuiditas Bank fndonesia (KLBI) atau sering disebtH Kredit 

Program dalam rangka membiayai Usaha Kecil. Selanjutnya. setelah berlakunya 

Undang~undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana 

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank lndonesia1
!j, 

pengelolalan KLBI dalam rangka Kredit Program dialihkan kepada tiga Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) koordinator, yakni PT Permodalan Nasional 

scbesar S84 ribu orang dlbandiogkan dengan keadaan Agustus 2007 yaitu dttri 10,01 juta orang 
pada Agustus 2007 menjadi 9,43 juta orang pada Februari 2008, dan mengalami penurumm 
sebesar l, 12 juta >Orang jlka dibandingkan det1gan keadaan Februari 2007 sebesar l0,55 juta orang. 
Lihat di "Keadaan Ketenagakerjaan di Indonesia Agustus 2008,'' 
<htlp://wv.·w.bps,g.o.idrreleas..Jother Press RtlgsesfBahasa Indonesia! mdex.html>, diakses 28 
Februarl2009. 

15 Na.sroen Yassbari dan Nina Kumla Dewi, op.tit., hlm. 83. 
14 Setelah ber!akur;ya Undang-undang NoiTIQr 23 Tahuo 1999 tentang Bank Indonesia 

scbagiDmana Ieiah diubah dengao Undang-undangNomor 3 Tahun 2004 dan dimasukkannya Pasal 
ZlD dalam UUD 1945, Bank Indonesia menjadi bank sentral y<1ng independen terlepas dari 
campur tangan pcmerintah. Konsep inde.pendensi bank sentral arlalah menyangkut moncter, yaitu 
untuk menjaga stabilitas hurga barang~barang dan jasa-jasa, atau dengan kata lain menjaga agar 
tingkat Jniiasi serendah mungkin, Untuk mencapai tujuan tersebul, pemerintah harus menyerahke.n 
kebijakan mnneter kepada sualu lcmbaga yang terpisah dari pemerintah, yaitu bank senlral d11n 
bnnk sentml tersebut h11rus memi!iki otonomi dan keah!ian leknis urrtuk mencapai sasaran 
kebijekan t.ersebut Sutan Remy Sjahddni, Bank Indonesia; Bonk Sentral Repuh!ik Indonesia yang 
lndapemfen (Memahamf Undang-utttfm1g B'mk JndonesiCl), (PI M-.P..}, him. 17. Berkaitan dengan 
itu, latar belakang dari penernpan ketentuao yang menghentikan pern.berian KLBI datam kredil 
progam karcna penyaluran krcdit program dapat mempengaruhi indcpendensi Oank Indonesia 
dalam rnewujudkan tujuan Bank InOOnesio. untuk mencap11i dan mernelihara kcstabilan nilai 
rupiah. Hal tersebut disebabkan di satu plbak kredit program yang bertujuan mernejukan sduor 
ekonomi akan menyebabkan adanya ekspansi moneter yang !ebih lanjut menjadi beN!n APBN. 
Ekspansi t.ersebut dapat dilihat darl kenaikan Kredit Likuiditas dari tahun 1993 sampai dengan 
1998 untuk pangan dan gu!a darl Rp 2 Triliun rnenjadi Rp 6 Triliun, Kredit Koperasi dan Kredit 
Usaha Tani dari sekitar Rp 100 Milyar menjadi Rp 2 Triliun, sementarn itu Kredit Likulditas untuk 
investasi lndoncsia bagian Timut menurun d~ri Rp 6 l'ri!iun mcnjadi Rp 4 Trlliun. Peningkatun 
dana kredit likuiditas J3I mcrupakan kcrawanan terse11diri karcno. KLB1 bukan merupakan dana 
yang dlhimpun dati masyarn:kat tetapi merupakan "unng baru" yang berasa! dari Bank Indonesia. 
Peningkat!lfl jumlah KLBJ mempunyai dampak yang hesar lcrhadap pcnarnbahan uang bcredar 
sehingga hersifa! inflatoir, Scrnenlara itu dalam upaya menstabilkun rupiah Bank Indonesia han:s 
mdakukan tindakan-tin-dakan kontro.ktif aniara lain dcngan cara menekan l~ju inOasi tH3u 

mcnslabilkan ni!ai rupiah. Siti Sundari Arie M., "Efektivilas Peogaturan Krcdit untuk Usaha Keci!, 
Suatu Tinjauan Yurldis,"{Discrtasi Doktor Universilas Indonesia, Jakarta, 2000) him. 319-320. 
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Madani (PNM), PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan PT Bank Tabungan 

Negara (BTN). Namun demikian, Bl masih dapat rnendorong pengembangan 

UMKMK secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai kebijakan 

sebaga.i berikut: 17 

a. BI dapat menyesuaikan ketentuan Perbankan dengan tetap 

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang­

undangan yang berlaku. Terkait hal tersebut, sejak tanggal 4 Januari 

2001, BI telah menyempumakan ketentuan tentang Kredit Usaha Kecil 

(KUK) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/2/PBI/2001 

tentang Pemberian Kredit Usaha Kecll. Pada intinya Bank Indonesia 

tidak mewajibkan lagi bank-bank untuk menyalurkan KUK dengan 

rasio tertentu (22,5 persen dari total kredit bank yang bersangkutan). 

Narnun menganjurkan kepada Bank untuk menyalurkan KUK sesuai 

dengan business plan-nya dan tetap berkewajiban untuk melaporkan 

pencapaian kredit UMKMK. 

b. Untuk menanggulangl kemiskinan melalui pemberrlayaan dan 

pengembangan UMKMK, sejak tanggal 22 April 2002 relah 

ditandatangani kesepakatan bersama antara Bl dan Menteri 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat seJaku Ketua Komite 

Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan kesepakatan bersama tersebut 

antara lain untuk mendorong bank umum dan BPR untuk 

meningkatkan penyaluran kredit UMKMK sesuai dengan rencana 

bisnis rnasing~masJng Bank 

c. Pemberian bantuan teknis dati BI daiam bcntuk pelatihan, penelitian, 

dan penyediaan informasi. Tujuannya, meningkatkan jumlah dan 

kualitas pemberian kredit kepada Usaha Kecil dan Mikro dengan 

menggunakan dana bank sendiri dan mobilisasi tabungan dan 

pengusaha kecil dan mikro dalam rangka menggerakkan sektor riit 

n Sri Mu\yatl Tri Subarl, "Kebijakan dan Strntegi Pengembangnn Bank Indonesia <lalam 
Mendukung Pelayanan Kcuangan yang BcrkclanjutaQ Bagi UMKM," 
<httJ>:IIwy.~v.bwtp.org/.'~m/jndonwinttV News and Even!s/BWLP.workshop!Subari~ 
~>, 27 Agustus 2004. 
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d. Mendorong kerja sama antar lembaga (linkage program) antara bank 

umum dengan BPR dalam penyaluran kredit kepada UMKMK, 

mengingat pangsa pasar Usaha Mikro yang relatif luas dan 

keterbatasan penghimpunan dana oleh BPR. 

e. BI mendorong Perbankan untuk membentuk UMKMK center yang 

berfungsi sebagai lembaga penyedia informasi UMKMK, memonitor 

dan menga.wasi Kredit kepada UMKMK, dan sarana komunikasi. 

t: Meningkatkan Lembaga Keuangan Mikro penyusunan RUU Lembaga 

Keuangan Mikro sebagai payung dari Lembaga K.euangan Mikro 

(LKM), Selain itu perlu pcrluasan jaringan/kerja sama pembiayaan dan 

infonnasi antar~LKM serta pemanfaatan dana·dana murah seperti dana 

bergulir yang berasal dari APBN maupun laba BUMN. 

Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKMK Jayak. 

mendapat prioritas: dalam penyaluran kredit perbankan.13 Namun. da1am 

praktiknya, maslh ada hambatan penya!uran kredit bagl UMKMK. DiJihat dari·sisi 

UMKMK., lembaga keuangan fonnal seperti perbankan atau lembaga keuangan 

lain penyalur pembiaya.an dianggap masih sangat sulit untuk dijangkau. Hal ini 

antara fain karena lembaga-Iembaga forrnal tersebut dinilai memili!d prosedur 

formal yang dianggap cukup rum it, kurangnya informasi terhadap sumber-sumber 

pembiayaan serta ketersediaan agunan yang masih merupakan hambatan dalam 

upaya memenuhi persyaratan perkredit.an secara teknis. 19 

Je Selain kebljakan yang dlsebutkan di ata.s, sebagt~i fin'dak Janjut dar\ Inpres No.6 ialwn 
2007 tanggal 8 Juni 2007 {entang Kebijakan Percepalan Pengembangan Seklor Riil dan 
Pemberdayaao UMKM, telah difaksmaklln Nota Kesepahaman Bersama (MOU) antara 
Pemerinfah, F'erusahuan Penjamino.n, dan Perbankan (enam bank yaitu Bank Mand!d, J3NI, BTN, 
BRJ, Bank Bukopln, dan Bank Syariah Mandiri) pada tanggal 9 Oklober 2007 teniang. Pc1\iaminan 
Kredit/Pembinyaan kepada UMKM!Kopcrasi. Dengan MOU tersebut maka dlluncurkan Kredit 
Usaha Rakyat(KUR) oleh Presiden RI pad<tlanggal 5 November 2007. Lihat ''Siaran Pers: Dalam 
R<lngka Pen gem bangan UMKM,,., <!'ill,p;{{Ytl_""W,ymkm~soloraya.romlindex,p_b~ntio!l"'CQm 

contem&~iew&id""62&1temid=ll5>, diakses 28 Agusi~.JS 2008. Tanpa skema perijam.inan 
seperti KUR, Perbankan alam kesul.itan menyalurkan k.redit buat rakyat keclL KUR mcropakan 
kredit dengan pola penjamirum dati asuransL KUR ditujukao untuk pcngu:saha mikro dtto kecil 
yang tidak mcmllikl agunan. Llhat "KUR Jangao Berhenti; Akses UMKM ke Perbankan Sulit," 
Kompru, ~24 Juni 2009): 17. 

' Nasroen Yasabarl dan Nina Kurnia Dewi, opcit., hlm. 84. Berkaitan dengan masalah 
KUR, Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang UMKM, Sandiaga S. Unu mcnyalnkan 
keprihatfnannya karena akses: UKMK kc Perbankan masih su!it. Dahkan, bunga KUR ditasakan 
sangai tinggi knrcna dana plliak ketiga dan cos/ ojj1md tinggi. Lihal "KUR Jnngan Berhenll: Akscs 
UMKM kc Pcrbankan Sulit," Kumpr;IS, (24 Juni 2009): l 7. 
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Scbaliknya, pada sisi perbankan atau lembaga lain penyedia kredit., 

terdapat kesulitan untuk menjangkau UMKMK sebagai target pemberian kredit. 

Kesulitan tersebut diantaranya karena jaringan perbankan yang masih cukup 

terbatas untuk dapat menjangkau UMKMK yang jumlafmya banyak dan cukup 

tersebar, ketladaan informasi tentang ldnerja dan kemampuan UMKMK, 

terbatasnya kemampuan petugas Perbankan untuk melayani UMKMK dengan 

segala karakteristiknya, serta asas kehati-hatian yang tetap menjadi prioritas 

dalam mernberikan persetujuan kredit.;w 

Secant teknis kesulitan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada 

kalangan UMKMK adalah karena tidak tersedianya credit record (riwayat kredit) 

UMKMK dan tidak cukupnya agunan yang dlmiliki UMKMK sebagai salah satu 

syarat me.nperoleli' kredit atau pembiayaan.21 Dari dua perspcktif di atas, terdapat 

satu kcndala yang sama yang dihadapi oleh para UMKMK dan lembaga keuangan 

penyedia kredit yaitu ketersediaan agunan kredit.12
' 

Agunan (collateral) merupakan salah satu aspek yang diperhatikan bank. 

Aspek lainnya yang harus diperhatikan adalah watak (character}, kemampuan 

(capacity)~ modal (capital) dan prospek usaha (conditions). Analisa terhadap 

aspek~aspek tersebut merupakan upaya bank dalam mengamankan kredit yang 

disalurkannya. 

Pengamanan kredit pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

pengamanan preventif dan pengamanan represif: Pengamanan preventif adalah 

pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan k:redit. Di sisi 

Jail), pcngamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan untuk 

menyelesaikan k.redit-kredit yang telah mengalaml ketidaklancaran atau 

kemacetan_.:n 

Dari uraian di atas, pada hakikatnya pengamanan kredit adalah 

memperkecil rlsiko, bahkan sampai pada menghilangkan risiko yang mungkin 

» Nasroen Yasabari dan Nina Kumia Dewi,/QC,cit. 
21 Ibid. 
<llbid., him. 3. 
11 Mgs, Edy Putra Tje'Aman, Kredit Perhankan Slfatu Tit!}auan Yuridis, eel. II, 

(Yogyakartu: Liberty, 1989), hlm. 39. 
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timbul maupun sudah timbullterjadi, Manakala risiko telah timbul/terjadi, pada 

umumnya bank-bank melakukan pengamanan dengan cara mencairkan agunan.24 

Dengan tidak adanya agunan, bank merasa tidak arnan. Oleh karena itu, 

ketika masuk dalam prinsip collateral. bank tidak berani mengucurkan kredit ke 

UMKMK dengan alasan bahwa banyak Usaha Kecil dan MUcro yang tidak layak., 

tidak bankable karena permasalahan collateral yang tidak memadai.25 

Untuk mengatasi hambatan kredit karena agunan tersebut, beberapa 

lembaga menawarkan produk Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit yang pada 

intinya mernuda.hkan pembiayaan bank kepada UMKMK. Dua tembaga yang 

terbilang aktlf menawarkan produk ini adalah Perusahaan Umum Jaminan Kredit 

Indonesia (Perum Jamkrindo)26 dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT 

Askrindo).27 Perum Jamk.rindo menawarkan Penjaminan Kredi4 sementara 

Askrindo menawarkan Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit28 

Penjaminan Kredit pada intinya adalah upaya meyakinkan pihak bank atau 

lembaga keuangan penyalur kredit dalam memberikan kredit kepada para 

UMKMK yang memiliki usaha dan prospek yang baik, tetapi tidak mem Hiki 

:.. Ibid., him. 3&. 
:u "Voucher umuk Usaha Kecil dan Mikro," <http:/fdpp. perbarindo.ors' 

artikel_ detail.php?no"" 15>, 30 No'>-ember 2007. 
2

;; Perusahaan Umum (Perum) Jamimm Kreditlndonesia atau disingkat Perum Jamkrindo, 
merupakan Badan Usalla Milik Negara (BUMN) yang dklirikan Pemerin!.nh Indonesia bcrdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 lentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit 
Indonesia (PP No.4t/2008), tanggal I9 Mei 200tt Perum Jamkrindo diberi !ugas untuk 
mcnyelenggarakan kegialan usaha di bidang Penjaminan Kred!t bagi Usaha Mikro, Us11ha Kecil, 
dan Usaha Menengah, serta Koperasi (UMKMK), termasuk kegiatan Penjaminan Kredit 

, , ,P.?ro.rangan, jasa .konsultasi dan jllSa manajemen kepada UMKMK. Mempelajari kemba!i sejarah 
perusahaan, memang perusahaan ini menga!ami perubahan nama bebcrapa kali scsuai deng:an 
kondlsi, dinamika dan tantangun perusahaan pada zamannya rnasiog~ma.sing. Perusahaan ini y.ang 
pada awa!nya memlliki nama Lembaga Jaminan Kredit Kopcrasi (LJKK} pada tahun 1971, 
kcmudian menjadi Pcrum Pengemb1.mg.an Keuangan Kopcrasi (Perum PKK) pacta 23 Desember 
1981 yang seka!igus sehmjutnya dlperingati sehagai hari lahirnya perusahaan ini, kemudian di 
tahun 2000 menjarli Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU atau Perum Sarana), dan 
sant ini menjndi Perum Jamkrindo, dapat dilihat di htlp://W\vw.jamkrindo,coro. 

21 PT Askrindo didirikan oleh Pemcrint.ah Republik Indonesia cq. Depanemen Keuaogan 
dan Bank Indonesia pada lahun 1971. sebagai bagian dad upaya menumbuh kembangkno Usaha 
Mikm, Kecil dan Menengah (UMKM), B~irinya PT Askrindo tersebut didosari Qleh Peraturan 
Pemerinlah Nomo; J Tahun 1971 (tcntang Penyertaan Modal Negara Rcpub!ik Indonesia untuk 
Pcndirian Perusahmm Perseroan dalam Bidaog Pcrasurtmsinn Krcdil}, yang diundangkan dalam 
Lembaran Negora. Repub!ik 1mtoocsia Tahun 1971 Nomor L Padn awalnya untuk melaksanaknn 
upaya tcrsebul, PT Askrindo menja!anh"lln usnha Asuransi Krcdit Bank dan dalam pcrkcmbang;ln 
sclanjutnya upaya tenebut dilengkapi dengan usaha-usttha lainnya, khususnya di bidang 
pcnjaminan. Dapatdilibat di http://wvtw.askrindo.com. 

'a "'Mcngalasi Hambatan Aguoan Kredit," <http://w\-vw.wirausaha. 
com!bisnis!u:mg!mengatasi_hDmbaian_agunan_Krcdit.h!ml>, 17 Aprl12007. 
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jaminan yang memadai. Dengan kata lain, Penjaminan Kredit merupakan 

:'jembata.n'1 bagi mereka yang usahanyafoasib/e (layak usaha), tetapi belum layak 

memperoleh kredit (bankable)." 

Produk yang ditawarkan jasa Penjaminan Kredit ada1ah pemberian 

jaminan kepada pihak Kreditur atas kredit yang disalurkan kepada kalangan 

UMKMK akibat tldak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana ditetapkan oleh 

Kreditur. :;a Sehubungan dengan itu, peran seb.agai Penjamin Kredit dilakukan 

dengan membayar sejumlah kewajiban Terjamin atau Debitur kepada Penerima 

Jaminan atau Kreditllr. Hal ini dilakukan apabila pada saat kredit telah jatuh 

tempo sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit antara Debitur dan 

Kreditur, temyata Debltur (Terjamin) tidak dapat rnernenuhi kewajiban tersebut. 

Kondisi ini umumnya dikenal dengan kredit macet (loan default)?' 

Besaran penjaminan dihitung berdasarkan nilai kredit yang disetujui aleh 

Kreditur dan disesuaikan dengan kebutuhan Debitur (Terjamin), Dalam praktik 

Penjaminan Kredit di beberapa negara, besaran Penjaminan Kredit ini maksimal 

berkisar antara 70%~80% dari pokok atau plafon kredit yang disetujui.32 Selain 

itu, karena utang becsifat melekat pada seseorang atau badan hukum, setelah 

dibayamya sisa kewajiban tertunggak Pengusaha Debitur kepada Kreditur~nya 

oleh pihak Penjamin, seJanjutnya akan muncul utang subrogasi. Utang subrogasi 

ini mewajibkan pengusaha untuk membayar kembali talangan utang tersebut 

kepada pihak Penjamin Kredit.3) 

Berkaitan dengan hal di atas, salah satu Bank yang aktif menyaJurkan 

kredit bagi sektor UMKMK adalah Bank Nlaga. 34 Dalam hal ini Bank Nlaga 

memberikan pembiayaan untuk Pegawal Negeri Sipil (PNS) atau karyawanfo:ed 

income earner me[aloi koperasi pcgawai atau karyawan suatu perusahaan. Oleh 

karena itu, mek;misme penyaluran kredit dilakukan secara executing dengan 

metibatkan Koperasi sebagai debitur/agent yang berkewajiban untuk menyalurkan 

kredit yang diterimanya kepada PNS/karyawanfix:ed income earner sesuai kriteria 

nNasroen Yasabari dan Nina Kumia Devvi, loc.dr. 
10 Ibid. 
11 Ibid,, him. 14. 
31 Ibid. 
31 Ibid., blm. 4. 
1 ~ PT Bank Niaga Tbk Calmng Bflndung sdnnjutnya discbut Bank Niaga, 
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Bank Niaga. Fasilitas yang diberikan oleh Bank Niaga di~cover dengan 

Penjaminan Kredit dari Perum Jamkrindo?' 

Sumber pembiayaan kredit berasal dari pemotongan gaji pegawai oleh 

Bendahara Dinas berdasarkan Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) yang diberikan 

oleh masing-masing pegawai kepada Sendahara Dinas dengan hak substitusi 

kepada Koperasi dan Bank Nlaga. Selanjutnya. hasil pemotongan gaji akan 

dikredit langsung ke rekening escrow Koperasi di Bank Niaga, untuk selanjutnya 

Bank Niaga akan melakukan splitinglpemisahan yang menjadi porsi pihak-pihak 

terkait (Koperasi, Bendahara Dinas. dan Bank).l6 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong (KPRI-GRi1 

adalah salah satu Nasabah Debitur Bank Niaga. Pada tanggal 5 Mel 2006, 

diadakan Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dengan KPRI-GR. DaJam hal ini, 

KPRI~GR mendapatkan fasilitas Kredit Multi Guna38 sebesar Rp 400.000.000,00 

(empat ratus juta rupiah}, dengan jangka waktu 5 Agustus 2011. Atas fttsilitas 

kredit tersebut, KPRI-GR k:emudian menyalurkannya kepada para anggotanya 

dengan plafon maksirnal Rp I 5.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per end user. 

Dalam hal ini~ terdapat 26 anggota yang mendapatkan kredit sebesar Rp 

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan satu orang anggota sebesar Rp 

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."' 

At.as fasilitas kredit tersebut, Bank Niaga menerima Jaminan Fidusia atas 

seluruh tagihan KPRl-GR kepada para anggotanya minimal sebesar Rp 

400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).40 SeJain itu, fasilitas kredit ini pun juga 

dijaminkan pada Perusahaan Umum Sarana Pengembangan U~ha (icini menjadi 

Perum Jamkrindo) dengan besar penjaminan maksirnal sebesar 75% dari kredit 

15 Berclasarkan lmsil \V-awancara clengall Legal Officer Bank Niaga pada lartgga! 30 
Oklober 2008. 

16 Ibid. 
" Kopcrasi Pegawa! Republik indonesia Dinas Pcndidikan Nasional Kecamatan Sukahaji 

"00(ong Royong". Dalam pcne!itian inl, sclanjutnya disebut KPRl·GR. 
'

11 Kredlt Multi Guna ada!ah kredit konsumtif dan serba gl.!rui. Berdasarlwn hasil 
waw;:~ll(;;9ra dcngan Legal Officer Bank Niaga pada tangsa! 30 Okiober 2008. 

19 Perjanjian Kredit No. XXX/PTK-IfBDG/2006 antarn Bank Niaga dan KPRT·GR. 
4~> Ibid. 
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yang direalisasikan untuk risiko non jiwa atau kematian, antara lain: ris.iko 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kredit macet,41 

Namun, kredit tersebut berstatus macct terhitung sejak 30 April 2008. 

Sebab~sebab dari kemacetan tersebut adalah: 

a. potong gaji tidak berjalan lancar karena terdapat anggota Koperasi 

yang meminjam lagi ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tanpa 

sepengetahuan Koperasi dan Dinas, 

b. Pihak Bendahara Dinas tidak mau lagi membantu proses pemotongan 

gaji end user untuk pembayaran angsuran sehingga peminjaman 

anggota k:e Kreditur selain Koperasi tidak terkontroL42 

Oieh karena itu, pada akhirnya Bank Niaga melakukan pencairan kiaim secara 

parsial sebelum kreditjatuh tempo atas nama KPRI-GR pada Perum Jamkrindo.43 

Berdasarkan Jatar belakang yang teiah diuraikan di atas secara singkat, 

maka peneliti akan melakul<an penefitian dengan judul: "Penjaminan Ktedit 

sebagai Salah Satu Bentuk Pengamanan Kredit dalam Penyaluran Kredit bagi 

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (Studi Kasus Penjaminan 
< 

Kredit meiaiui Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atas Kasus Kredit 

Macet Koperasi Pegawai Republik lndonesia-Gotong Royong pada Bank Niaga)". 

1.2 Perumusan Masalah 

a. Apa dasar pertimbangan hukum masih diperlukan adanya Penjaminan 

Kredit melalui Perum Jamkrindo dalam pember!an kredit dari Bank 

Niaga kepada Koperasi Pegawai RepubJik lndonesia·Ootong Royong 

padahal sudah ada Jaminan Fidusia? 

b. Akibat hukum apa yang akan timbul atas penyelcsaian kredit macet 

Koperasi Pcgawai. Republik lndonesia-Gotong Royong pada Bank 

Niaga dengan adanya Penjaminan Kredit melalui Perum Jamkrindo? 

41 Sertifikal Penjaminan Nomor XX~XXXX·XX tanggal 24 Met 2006 antarn Perusaha11n 
Urnum Sarana P<:ngembangao Usaha (PCJ1jamin} dan Bank Niaga (Penerima Jaminan}. 

41 Sural Dank Niaga nomor: XXX/SKJSMA-IIBDG/2008 taoggal 23 Mei 2008 j:X->riha! 
i'engajuan Klaim at.as nama KPRI~OR. 

41 Ibid. 
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c. Apa perbedaan, keunggulan dan kelemahan antara Penjaminan Kredit 

dengan Asuransi Kredit sebagai bentuk~bentuk pengamanan kredit 

bagi bank? 

1.3 Tujuan Penclitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pokok 

permasalahan yang diajukan, yaitu untuk: 

a. Mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hukum mengapa masih 

diperlukan adanya Penjaminan Kredit melalui Perum Jamkrindo dalam 

pemberian kredit dari Bank Niaga kepada Koperasi Pegawai Repubtik 

lndonesia-Gotong Royong yang telah dijamin dengan Jaminan Fidusia. 

b. Mengetahui dan rnengkaji akibat hukum apa yang akan tlmbul atas 

penyelesaian !credit macet Koperasi Pegawai Republik Jndonesla­

Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya Penjaminan Kredit 

melalul Perum Jamkrindo. 

c. Mengetahui dan mengkaji perbedaan. keunggulan dan kelemahan 

antara Penjaminan Kredit dengan Asuransi Kredit sebaga1 bentuk~ 

bentuk pengamanan kredit bagi bank. 

1.4 Manfaat PeueJitian 

a. Secara teoritis. hasH penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan 

pada tataran hukurn jaminan dan hukum asuransL Hal lni dikarenakan 

peneliti membahas. Penjamlnan Kredit yang merupakan salah satu 

bentuk dari penanggungan, kemudian membandingkannya dengan 

Asuransi Kredit 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini dirnaksudkan untuk rnemberikan 

sumbangan pemikiran khususnya kepada pihak Bank dan pelaku 

UMKMK uotuk memanfaatkan Penjaminan Kredit. Dengan demikian, 

pelaku UlvfKMK dibarapkan tidak kesulitan untuk mengakses kredtt 

karena kurangnya syarat agunan dan pihak bank pun merasa aman 

kareoa kredit yang diberikannya telah di~cover dengan Penjaminan 

Kredit 
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1.5 Kerangka Teoritis dan KonsepsionaJ 

1.5.1 Kerangka Teoritis 

14 

Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menentukan tujuan hidup 

bemegara Bangsa Indonesia, yaitu antara lain memajukan kesejahteraan 

urnum, mencerdasakan kehidupan bangsa dan meiindungi bangsa dan tumpah 

dara.h Indonesia. Menciptakan negara yang sejahtera, adil dan makmur 

merupakan suatu kegiatan yang rnemerlukan waktu panjang dan terencana 

dengan melibatkan semua pihak, balk administrasi negara maupun rakyat. 

Tujuan bernegara Indonesia yang tercantum jelas dalam Pembukaan di atas 

menunjukkan ciri welfare state (negara kesejahteraan} yang dianut Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI}.44 

Konsep negara kesejahteraan muncul sebagai reaksi atas kegagalan 

konsep legal state atau negara penjaga malam. Dalam konsepsi legal slate 

terdapat pdnsip staatsonthouding atau pembatasan peranan negara dan 

pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada datil "the least 

government is the best government', dan terdapat prinsfp "laissezfaire, laissez 

alier" dalam bidang ekonomf yang melarang negara dan pemerintah 

mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat (staatsbemceienis). Pendeknya. 

"the state should intervene as little as possible in people's lives and 

husinesses.j1 Akibat pembatasan ini 

menjadi pasif, sehingga sering 

pemerintah atau administrasi negara 

disebut negara penjaga malam 

(nachtwakerstaal atau nachtwqchtersstaat). Adanya pembatasan negara dan 

"pemerintah ini" daiam praktiknya temyata berakibat menyengsarakan 

kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan 

sosial. Dengan kata lain, konsepsi negara penjaga malam telah gagal daiam 

impJementasinya:~s 

Kegagalan implemetasi nachtwachtersstaat tersebut kemudian 

memunculkan gagasan yang menempatkan pemerintah sebagal pihak yang 

bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu welfare state, Ciri 

~4 Zainal Muttaqin, "Sejaralt Pertumbuhan dan Perkembangao Hukum Administrasi 
Ncgara da!am Negam Hukum Pancasila dan UUD 1945," dalam SF Marbun, eLaL, ed., Dimensi­
dimawri Pe.mrKiran Hukum Admiuistr(lsi Negara, cet. tl, {Yogyaka.rta: Ull Press, 2002), him. 144. 

~s Ridwan HR, Huklmt Adminlstrasi Ne:gara, (Ji:~knrta: RajaGrafindo Pcrsada, 2{}06), him. 
14. 
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utama negara ini adatah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan 

kcsejahteraan umum bagi warganya. D.engan kata lain, ajaran welfare state 

merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip slaatsonthouding, yang 

membatasi pecan negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan 

ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi .staatsbemoeini.r yang menghendaki 

negara dan pemerintah terHbat aktif dalam kehldupan ekonomi dan sosial 

masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di 

sam ping menjaga ketertiban dan keamanan.46 

Berkaitan dengan itu, maka teori tentang negara kesejahteraan 

digunakan sebagai plsau analisis data yang diperoieh selama penelitian. 

Sehubungan dengan itu, bagaimana negara kesejahteraan Indonesia tersebut 

dilaksanakan; UUD 1945 memberi kunci atau prinsip dengan rumus "negara 

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechlstaat)". Hal ini 

berarti bahwa dala.m penyelenggaraan kehidupan kenegaraan, segala tindakan 

dan perbuatan baik penyelenggara maupun rakyat didasarkan pada hukum, 

yang bersumber pada Pancasila. dan UUD 1945.47 Dalam hal ini, dapat kita 

lihat bahwa dalam rangka memberdayakan UMKMK, pemerintah ambil 

hagian dalam menerbitkan berbagai macam kebijakan. Salah satu kebijakan 

yang diterbitkan pemerintah adalah pendirian Lembaga Penjaminan Kredit 

dan Asuraosf Kredit. Dua lembaga yang terbilang aktif menawarkan produk 

ini adalah Perum Jamkrindo dan PT Askrindo. 

Perum Jamkrindo m~rupakan BUMN yang didirikan Pemerintah 

Indonesia berdasarkan PP No. 41 Tahun 2008, tanggal 19 Mei 2008. Perum 

Jamkrindo diberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang 

Penjarninan Kredit bagi Usaha: Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, 

serta Kopcrasi .(UMKMK), termasuk kegiatan penjaminan kredit perorangan, 

jasa konsultasi dan jasa manajernen kepada UMKMK.'u Sernentara itu, PT 

Askrindo didirikan oleh Pemerintah Republik indonesia cq. Departemen 

Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 1971) sebagai bagiao dari upaya 

menumbuh kembangkan UMKMK. Berdirinya PT Askrindo tersebut didasari 

~6 Ibid., him, 15. 
41 Zainal Muttaqin, loc.cil. 
H ht!p:l/www.Perum Jamkrindo.com, 
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oieh Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal 

Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam 

Bidang Perasuransian Kredit, yang dhmdangkan dalam Lembaran Negara 

Repubiik Indonesia Tahun 1971 Nomor L49 

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pendirian kedua 

lembaga tersebut adaiah bentuk eampur tangan pemerintah dalam rangka 

mensejahterakan rakyatnya. Dalam hal ini, kedua Jembaga tersebul dinilai 

dapat memba.ntu sektor UMKMK yang mengalami hambata.n kredit karena 

syarat agunan yang ditetapkan lembaga pembiayaan. 

Selain teori negara kesejahtcraan, teori lainnya yang dtgunakan untuk 

menganalisis data dalarn penelitian ini adalah ajaran kemanfaatan 

(utilitarianism) yang dikemukakan oieh Jeremy Bentham. Mengenai ajaran 

tersebut dapat dilihat uraian sebagai betikut: 

"By utility is meant that property in any object, whereby if tends to 
produce benefit, Cldvantage, pleasure, good or happiness, (all this in 
I he present case comes to the same thing) or {what comes again to the 
same thfng) lo,Jrevent the happening of mischief, pain, evil, or 
unhappiness ... ' 

Berkaitan dengan hal di atas, menurut Bentham, hukum harus dibuat 

secara utiHtarianistik. yaitu tmkum yang rnelihat gunanya dengan patokan~ 

patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan dan kepuasan 

manusia. Dalam hukum tidak ada masalah kebaikan atau keburukan. atau 

hulLJm yang tertinggi atau yang terendah dalam ukuran n;la~.51 Dengan kata 

lain, hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip 

~9 Mgs. Edy Putrn Tje'Aman, op.cil., hlm. 49. . 
50 "Benrham. Austin and Classicol English Positivism" dalam Bahan Bnca.nn Program 

Magister Filsafat Hukurn, disusun oleh Jufrina Riza! do.n Agus Brotosusilo, (Jakarta: Program 
Pascasarj:mn Fakultas Hukum Universitas Indonesia), him. 230. 

Sl Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. ManullMg, Penganrar Filsafat Hukum, 
(Jakarta: Pn:nada Media Group, 2007}, him. <12. Llhal juga "Bentham, Austin and Clarsicnl 
English PosftM.sm" daJam Bahan Bacaan Program Magister filsafat Hukum, disusun olch Jufrlna 
Rizal dan Agus Brotususilo, (J;~kana: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia), him. 207, bcrbunyi scbag.ai berikut "By rejecting hatlt natura/law and subjeclfl'e 
values mid !'eplecing lhese hy standards based an Jmman advantages, pleasures and satisfactions, 
he provided what may be, as many think, an insujftdent subslirute for etilics or aesthetics, but was 
at least a wrfuablc signp<Jst by which men in :mcicty might direct the external welfare af that 
socicly," 
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memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam 

masyarakat.52 

Hukum yang semacam itu dicapai dengan menggunakan seni dari 

legisiasi atau seni perundang~undangan yang mcmampukan kila untuk 

meramalkan hal mana yang akan memaksima!kan kebabagiaan dan 

meminimalkan kepedihan (kesengsaraan, sa!dt) da\am sebuah masyarakat. 

Selain itu. dicapai dengan menggunakan ifmu perundang-undangan (the 

science of legi'slation}.53 Ilmu perundang-undangan yang effective dan 

adequate (setimbang) dengan kebutuhan masyarakat yang akan mendukung 

pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kebahagiaan dan kesenangan, 

sehingga pada saat yang bersamaan akan mengurangi penderitaan 

masyarakat ~ 4 

Sehubungan dengan itu, kelompok pelaku usaha UMKMK tergolong 

mereka yang berjumfah banyak di semua negara. Oleh karena itu, apabila 

pemerintah. ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang mengakar pada 

mayoritas pelaku ekonomi, maka percepatan pertumbuhan UMKMK pantas 

menjadi prioritas. 55 

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerinmh menerbitkan kebijakan 

mengenai pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit. 

Selain untuk memba.ntu sektor UMKMK mengatasi hambatan kurangnya 

agunan dalam memperoleh pembiayaan dari perbankan. upaya ini pun 

merupakan salah satu cara yang digunakan bank untuk pengamanan kredit 

karena ketika terjadi kredit macet, perbankan dapat mengklaimnya kepada 

kedua lembaga tersebut. 

Dari uraian di atas. dapat dikatakan bahwa dengan adan:ya lembaga 

Penjaminan Kredit dan Asu,ransi Kredit, kepentingan kedua belah pihak 

(Perbankan dan Nasabah Debitur UMKMK) akan terakomodasi. Di satu sis~ 
------·--

Sllbfd., him. 63. 
Sl The science of legis/a/ion, however. was for him really a branch of 1Jl(fl't1fs, being tire 

princip!e.x upon which men's acliol/ were 10 be directed w tire g1·eare.Ir quantity of possible 
happiness hy rules qf a permanent kind, as distinguished from privare morals, which are ditecled 
only ro oneself. \!;~lam "Bemham, Austin and Classical English Positivism" dalnm Bahan Bacaan 
Program Magister Filsufat Hukum, disusun oleh Jufrina Rizal drm Agus Br«osusilo, {Jakarta: 
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), him. 208. 

5
' Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manu!lang, ap.cit., hlm. 62·63. 

H Nasroen Yt~sabari dan Nin:l Kurnia De>.vi, op.dl., him. v, 
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memberikan kemudahan bagi UMKMK untuk mendapatkan pembiayaan 

karcna dinilai telah bankable, sedangkan di sisi lain membuat bank merasa 

aman atas pembiayaan yang disalurkannya. Keadaan tersebut oleh karenanya 

sesuai dengan peranan hukum menurut Bentham, yaitu sebagai penjaga 

keseimbangan dari berbagai macam kepentingan.56 

1.5.2 Kerangka Konsepsional 

Dalam penelftian ini digunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan 

objek penelitian, guna menghindari berbagai penafsiran atas istilah-istilah 

yang digunakan. Di bawah ini terdapat beberapa definisi operasional scbagai 

berikut: 

a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya.57 

b. Bank ada!ah badan usalla. yang menghimpun dana dari masyarakat 

da.lam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

menlngkatkan tarafhidup rakyat banyak.51 

c. Kredit adaiah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajlbkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.59 

d. Kredit Usaha K.ecil adalah kredit atau pembiayaan dari bank untuk 

investasi dan alau modal kerja, yang dibertkan dalam Rupiah dan/ 

atau Valuta Asing kepada Nasabah Usaha Kecil dengan. plafon 

kredit keseluruhan maksimum Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

5~ Achmad Roestandi, Responsi Filsafat Hukum, cetJI, (Bandung; Armioo, 19&4}, b[m. 

s; Indonesia (a), op.cit" Ps. langka I. 
5~ Ibid., Ps. l angkn 2. 
s~ Ibid., Ps. l angka II. 
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rupiah) untuk mernbiayai usaha yang produktif.60 Akan tetapi, 

dengan keluarnya PBI No.9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 712/PBI/2005 tentang 

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maksimum kredit yang 

dapat diberikan pada UKMK adalah Rp 20.00Q.OOO.OOO,OO (dua 

puluh milyar rupiah).61 

e. Usaha Mikro adalah usaha produktif miHk orang perorangan 

danlatau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 

Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang lni.62 

f. Usaha KecH adalah usaha ekonomi produktif yang berdlri sendiri. 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besa.r yang 

memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang~undang lni.63 

g. Usaha Menengah adalah usa.ha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan t1saha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang pentsahaan 

yang dimHiki. dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak tangsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau basil penjualan tahunan sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang ini.64 

h. Koperasi adalail badan usaha yang beranggotakan orang~seorang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

Q(j Indonesia (c), Per-aturan Bank Indonesia tenttmg Pembcrian Kredil Usa/I(J Kecil, PBl 
312JPB£/2001, LN No.3 !ahun 2001, TLN No. 4072, Ps. langka 2. 

Nlndonesia (d}, Peroturan Bank Indonesia te11tang Perubafran Kedua Atas Para/uron 
Bunk Indonesia Nonwr 7121PB!fl{J{J5 tenfang Penifaian f(ualitas Akiiva Bank Umum, PBI 
No.9/6fPBI/2007, LN No. 54lllhun :WQ'l, TLN No, 4716, Ps. 35 uyat (I), 

o;:: Indonesia (e), Undang~undang Usalw Mikro, Kecif dan Menengalt, UU No, 20, LN No, 
93 tahun 2008, TLN No. 4860, Ps. I angka I. 

61 Ibid., Ps. 1 angka 2. 
~>~Ibid., Ps. ! angb 3. 
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berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasar atas asas kckeluargaan}~s 

i. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang 

dapat menimbulkan kerugian ba.nk.66 

j. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi 

yang digunakan untuk mengidentifikasi. mengukur. memantau, dan 

mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha 00nk.67 

k. Evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia 

normai tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti 

terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak 

diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan 

kerugian.68 

l. Nasa bah adaiah pihak yang menggunakan jasa bank. 69 

m. Nasabah Debitur adalah Nasabab yang memperoleh fasilitas kredit 

atau Pembiayaan berdasarka11 Prinsip Syariah atau yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan 

Nasabah yang bersangkutan.70 

n. Penjamin atau Pemberi Jaminan adalah perorangan atau lembaga 

yang memberikan jasa penjaminan bagi Kredit atau Pembiayaan 

dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada 
0 

Penerima Jaminan akibat kegagalan debitur atau Terjamin dalam 

meruenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam 

Perjanjian Kredit!Pembiayaan.11 

o. Penerima Jaminan adalah Kreditur, baik bank maupun bukan bank, 

yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada Debitur 

!i! indonesia (f), Undang~rmdarw PcrKoperasian, UU No. 25, LN No. II6 tahun 1992, 
TLN No. 35G2, Ps. I angka I. 

66 lndonestu (g), Peraturan Balik Indonesia tenumg Penerapcm Manajemen Risiko hagi 
Bank Umum, PBI No. 5/8/2003 tanggal 19 Mei 2003, Ps, I angka 2, 

67 ibid., Ps I angka 3. 
"~ Abdulkadlr Muhammad, Hukum Asuransi lndom:sla, ceUH, (Bnndung: Citra Adityu 

Bakti, 2002}, hl:m. 18. 
tfi lndoncsia(a), op.ciJ., PsI angka 17. 
111 Ibid., Ps 1 angka 18. 
71 Nasrocn Yasalmti dan Nina Kumiu Dcwi, op.cit., him, !7-18. 
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atau Terjamin, baik kredit uang maupun kredit bukan uang a.tau 

kredit barang.72 

p. Terjamin adalah badan usaha atau perorangan yang menerima 

Kredit dari Penerima Jaminan. Dalam dunia perkreditan. Terjamin 

ini dikenal dengan Debitur yang urnumnya adalah perorangan yang 

menjalankan suatu usaha produktif atau pelaku Usaha Mikro. kecil, 

menengah maupun Koperasi {UMKMK) tennasuk juga 

didafamoya perorangan anggota koperasi dan bukan anggota 

koperasi. 73 

q. Penanggung adalah pihak yang berdasarkan premi menerima 

peralihkan risiko da.ri bank apabila terjadi evenemen.14 

r. Tertanggung adalab pihak yang memberikan kredit kepada 

seseorang yang mengasuransik:an kreditnya.15 

s. Debitur Tertanggung adalah badan hukum atau perserikatan 

perdata atau perorangan yang mengadakan perjaqjian kredit dengan 

Tertanggung.76 

1.6 Metode Peoelitian 

Dalam rangka penelitian ini, dilakukan suatu pene:iitian hukum. Tipe 

penetitian hukum yang dilakukan ada!ah yurldis normatif dengan pertimbangan 

bahwa titik tolak penelitian adalah meneliti kaidah atau norm.17 Kaidah 

merupakan data sekunder yang terdapat antara lain dalarn peraturan perundang­

undangan (bahan hukum primer), literatur atau kepustakaan (bahan hukum 

sekunder). Untuk memberikan petunjuk maupun penjelasa:n terhadap istilah-istilah 

atau pengertian-pengertian hukum dicari dalam kamus lmkum atau ensiklopedi 

11 Ibid. 
n Ibid. 
"1" 'A ' hl 5? Je man, op.cu., m. -· 
1s ibid., hlm. 53. 
14 rasa! l angka 1 Perjanjian Asuronst Kredil Bank unluk Kredil Usaha Kccil amara 

Tertanggung dengan PI Askrindo. 
n SLillikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Scbuah Pcnganl<J.r, cct Ill, (Yogyakurta: 

Uberty, 2004}, him. 2'>" 
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dan sebagainya (bahan hukum tersier). Oleh karena itu penelitian hukum normatif 

terutama merupakan penelitian kepustakaan.111 

Penelittan hukum yuridis norrnatif menghasilkan kajian preskriptif yaitu 

merumuskan dan mengajuka.n pedoman-pedoman dan kaidah-kaidah yang harus 

dipatuhi oleh praktik hukum dan dogmatik hukum79
, dan bersifilt kritis.110 

Metode penelitian yang digunakan dalam peneiitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach)81
, pendekat.an konsep (conceptual 

approach)82 dan pendekatan ana litis (analytical approach)8
', Pendekatan 

perundang-undangant digunakan berkenaan dengan pengkajian terhadap peraturan 

perundang~undangan yang bcrhubungan dengan bentuk-bentuk pcngamanan 

kredit seperti Jaminan Fidusia, Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit dengan 

fokus utama pada Penjaminan Kredit. Pendekatan konsep digunakan sehubungan 

dengan konsep~konsep yuridis yang mengarur hal~hal yang berkaitan dengan 

pengamanan kredit. Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui makna yang 

dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan 

konsepsional84
, serta mengetahui penerapannya dalam kasus kredit macet KPRI­

GR terhadap Bank Niaga yang te!ah mendapatkan Penjaminan Kredit dari Perum 

Jamkrindo. 

n Ibid, 
~ Dogma~ik hukum: Ilmu lenlallg kaldah hukum dan ilmu tentang pengertian pok<,>k 

dalam hukum, Lihat Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, Pe~//(fan Hukum Nnrmatif. (Jak<lrta: 
RajaGrafindo Pers:u.Ja, 2007), him. 4 

tiO Agus Brotosu&Ho, "Pergulatan Ideotogis dalem Methodologl Kajlan Hukum", Materi 
Kuliab Filsafat Hukum dan Teori Hukum bidang Hukum Ekonomi,. Program Pascu.sarjana llmu 
Hukum. FH~Ul, 2005, hlm2. 

" Sualu penelitian nonnatif ltmtu harus menggunakan pendckatan perunrlang•undangan, 
karena J;IDg akan dlteliti adalah berbagal aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema seotr!'l! 
suatu peneliitan, Lihat J{)hnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Pemdltian Hukum Normarif, cetJI 
{Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 299. 

n Konsep dalam pengertian yang relevan ada!ah uosur-unsur abstrak yang mev.-akiti 
kelas-kel<~s fenomeaa datam suaru hidang sfudi yang .kadangkala menunjuk pnda hal-hal univem:l 
yang diabstraksikan darl hal~hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep falah 
memunculkan, objek~objek yang menarik perbalian dari sudut pandangan prnktis dan sU<Iut 
pcngetahuan dalam pikiran dan atribul~a!ribut tcrtentu, Berkat fungsi tersebut, konsep-kons.ep 
bcrha11H menggabungkan ka\a~kata denga.n {)bjek tcrtentu. Penggabung.an itu mcmungldnkan 
ditentukannya arti kata~kala sccata tcpo.t dan mengguni.'lkannyn dalam prase.~ pikiran. Lihac Ibid, 
him. 306. 

n Maksud utama ana!isis rerhadap baban hukum adalah mengcutllui makna yang 
dtkandung olt:h islllab·istihth yang rliguraakan dalam aturan penmdang-undangan sooara 
konsepsionnl, sekaligus mcngetahui pencropannya dalam pruktlk Llhat Ibid, h!m.:HO. 

M Ibid. 
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Daiam teknik pengumpulan data, peneliti menggunak.an metode 

wawancara dengan Legal Officer Bank Niaga dan Kepala Bagian Hukum Perum 

Jamkrindo beserta stafnya, yang merupakan data primer untuk mendukung data 

sekunder atau penelitian literatur (library research). Mengacu pada hal tersebut, 

bahan-bahan hukum tcrsebut dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu: 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat35
• 

terdiri dari UUD 1945, KUHPerdata, KUHD, Undang-undang 

Perbankan, Undaog-undang Perkoperasia.n, Undang-undang Usaha 

Perasuransian, Undang-undang Bank Indonesia, Undang-undang 

Usaha Mikro, Keci! dan Menengah, Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Presiden, tnstruksi Presiden, Peraturan Bank Indonesia dan Surat 

Edaran Bank Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan 

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan~bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum ptimer dan dapat membantu menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer.86 Dalarn hal lni terdlri dari Perjanjian 

Kredlt antara Bank Niaga Cabang Bandung dan Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia~Gotong Royong, Akta Jaminan Fidusia, Perjanjian 

Penjaminan, Sertifikat Penjaminan Kredit:. baban hukum yang berupa 

buku-buku teks, penelusuran internet,. artikel, skripsi, tesis, dan 

disertasi. 

c. Bahan huk:um tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunderu. yaitu Black's 

Law Dictionary_ 

Sc:lanjutnya, dalam membahas permasalahan, data yang ada dianalisis 

secata kualitatif, yang artinya data-data itu akan dianalisis secara menda.lam, 

85 Socrjono Soekamo,Pengantar Pe11elilicm Hu!wm, cct. III, {Jakarta: Universitas 
Indonesia (Ul-Pre:ss}, 1986}, him. 52. 

~m Ronny Hauitijo Soemitru, MeJoda!vgi !'cnclltian Hukum den Jurimerri, eeL lV, 
{Jakarta, Ohaiia lndonesla., !990}, him. 12. 

n Soerjono Sockunto dan Sri Mamudji, Joe. cit. 
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holistik dan komprehensif.88 Hal ini dtlakukan untuk dapat mengerti atau 

memahami gejala yang diteliti. 89 

1.7 Sisternatika Penelitian 

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, peneliti rnenguraikan 

slstematika penelitian sebagai berikut : 

BABI 

BABH 

PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang ma.salah, 

perumusan masaiah, tujuan penelitian, manfaat 

peneiitian, kerangka pernik:iran (terdiri dari kerangka 

teoritis dan kerangka konsepsional), metode penelitian, 

dan sistematika penelitian. 

KAJ1AN KONSEP TENTANG BENTUK-BENTUK 

PENGAMANAN KREDIT DALAM PEMBERIAN 

KREDITBANK 

Bab ini menguraikan tentang pemberian kredit bank, 

pengertian pengamanan kredlt, bentuk-bentuk 

pengamanan kredit yang terdlri dari jarninan dalam 

pemberian kredit dan Asuransi Kredlt. Pada bagian 

jaminan dalam pemberian kredit akan diuraikan 

jaminan yang bersifat kebendaan, jaminan yang bersifat 

perorangan. dan Perjanjian Penjaminan Kredit sebagai 

salah satu bentuk penanggungan. 

11 Ibrahim, op.dt., him. 29. 
45 Sri Mamudji, ct oL, Metode. Pene/ifian dan Prmulisa11 IJu/;um. eeL !, (Bad:m Pcnerbit 

Fakuhas Hokum Universi1as lmlonesia, 200:'5), lm. 65, 

Universitas Indonesia 

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



BABlll 

BABIV 

25 

KEBERAOAAN PERUM JAMKRJNDO, BANK 

NIAGA, DAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK 

INOONESIA-GOTONG 

KASUS KREDIT MACET 

ROYONG DALAM 

Bab ini menguraikan dasar hukum Perum Jamkrindo, 

prinsip-prinsip penjaminan Perum Jamkrindo, 

rnekanisme Penjaminan Kredit Perurn Jamkrindo. 

hubungan hukum antara Perum Jamkrindo, Bank Niaga1 

dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia~Gotong 

Royong (berdasarkan Perjanjian Kredit antara Bank 

Niaga dan Koperasi Pegawai Republik lndonesia­

Gotong Royong, klausul-kiausuJ yang penting dalam 

Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dan Koperasi 

Pegawai Republik Jndonesia-Gotong Royong, Akta 

Jaminan Fidusta antafa Bank Nlaga dan Koperasi 

Pegawai Republik Jndonesia-Gotong Royong, 

Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo 

dan Bank Niaga dan Surat Persetujuan Prinsip 

Penjarninan lnduk atas Kredit (SP3K) yang disalurkan 

kepada Koperasi Pegawai/Karyawan, dan Sertifikat 

Penjaminan, Hal-hal yang diatur dalam SP3K [nduk, 

hal-hal yang diatur dalam Sertifikat Penjaminan), 

· skema hubungan hukum para pihak, rnekanisme 

pengajuan klaim Penjaminan Kredit. 

PENJAl\1INAN KREDIT MELALUl PERUM 

JAMKRJNDO DALAM KASUS KREDIT MACET 

KOPERASI PEGAWAI UEPUBLIK INOONESIA­

GOTONG ROYONG PADA BANK NIAGA 

SEBAGAI BENTUK PENGAMANAN KREDIT 

Bab ini menguraikan lentang dasar pertirnbangan 

hukum masih diperlukan adanya Penjaminan Krcdit 
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melatul Perum Jamkrindo dalarn pemberian Kredit dari 

Bank Niaga kepada Koperasi Pegawai Republik 

lndonesia-Gotong Royong padahal sudah ada Jaminan 

Fidusia, akibat hukum yang timbul atas penyelesaian 

Kredit macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia­

Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya 

Penjaminan Kredit melalul Perum Jamkrindo, 

perbedaan, keunggulan dan kelernahan antara 

Penjaminan Kredit dengan Asuransi Kredit. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Sebagai bab terakhir maka di dalamnya akan 

dirumuskan secara singkat, padat dan jelas, hal~hai yang 

dapat disimpulkan dan juga saran dari hasil penelitian. 
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KAJIAN KONSEP TENTANG BENTUK-BENTUK PENGAMANAN 

KREDIT DALAM PEMBER! AN KREDIT BANK 

2.1 Pemberlan Kredlt Bank 

Bank mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat da.!am 

bentuk simpanan. Selain itu, bank juga berfungsi sebagai penyalur dana kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya. 1 

Seseorang yang memperoleh kredit bank. berarti memperoleh kepercayaan 

dari Bank yang bersangkutan. Bat ini sesuai dengan asal kata kredit dari bahasa 

Romawi yaitu credere yang berarti percaya? Dengan demikian, dasar dari pada 

kredit adalah kepercayaan? 

Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut: 

Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara 
bebas oleh penerima kredit Penerirna kredit berhak mempergur.akan 
pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan 
jumlah pinjaman itu di befakang hari.4 

Mengenai rumuSan tersebut, peneliti sependapat dengan Mariam Darus 

Badrulzaman yang menyatakan bahwa dari istilah kredit yang dikemukakan oleh 

Levy, terkurnpul dua pengertian yaitu sebab dan akibat Daiam hal ini, yang 

menjadi sebab ialah Penerima Kredit "dianggap mampu" untuk mengembalikan 

pinjamannya di bclaka.ng hari, sedangkan akibatnya ialah Penerima Kredit itu 

"dfpercaya".5 

1 Indonesia {a), op,cil,, Ps. I angka 2, 
1 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, {Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1991), hlm. 23. 
l Tje'Aman, op.ciJ, hlm.l, lihat pula Hasan, vp.r:if, hlmJ40, Jihat pula Naja, op.ci/, 

hlm.123, libut pula Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hulwm Pemheria11 Krodif Perhankan di 
Indonesia, eeL I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 10:5. 

~ Badrulzaman, lota:it,, him. 24. 
J Ibid. 
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Apabila dihubungkan, pengertiao kredit yang dirumuskan Levy 

mempunyai kesamaan dengan rumusan dalam Pasal I angka 11 Undang~undang 

Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut: 

Kredit adaiah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjarn 
antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga.93 

Persamaan tersebut dapat dilihat dari pengkhususan arti hukum dari 

'
1Kredit". yakni persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, Dalam hal ini. 

Kreditur percaya meminjamkan uang kepada Debitur oleh karena Debitur dapat 

dipercaya kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman itu di belakang hari.96 

Namun, perbedaannya dapat dilihat dari kata "untuk dipergunakan secara 

bebas oleh penerima kredit". Dalam hal ini, peneliti sependapat dengan Mgs. Edy 

Putra 1Je' Aman97
• Menurut peneliti. Penerima Kredit (Debitur) hanya dapat 

menggunakan kredit yang teJah diberikan Pemberi Kredit (Kreditur) untuk hal-hal 

yang telah disepakati bersama diantara mereka, yang oleh karena peruntukannya. 

(untuk apa kredit itu digunakan) tcrjadi kesepa-katan pemberian kredit. 

Mengacu pada rumusan kredit di atas, maka kredit memiliki beberopa 

unsur sebagai berikut: 

I. Kepercayaan 

Keyakinan Kreditur bahwa. kredit ya.ng diberikannya akan diterima 

kembali dalamjangka waktu tertentu di kemudian hari.91 

91 Indonesia (a), op.cit., Ps. 1 angka t L 
~ Badrulzaman, loc.clt. 
H Penetirna Kredit (Dcbitur) tidak bebas unluk menentukan sendiri tujuan peilggunaan 

krcdit. Penggunaa.n kredi( terikal pada program pemerintoh di datam pcmbangunan. Misalnya pada 
zaman Orde Baru, dalam Buku t Bagtan l1 Bab 8 Peli!a 11, ditentukan tentang kebijaksru;aan 
moneter dalam Pelita n, yaitu: 
L meni11gkatkan mobi!isa:si tabungan masyarakat mclalul lembaga-lembaga keuangan, 
2. memperluas kesempa!an kerja dan pcmerataan pendapatan masyarakm, 
J. mcningk<Ukan usaha peme!iharaan dan peningkatan kestabilan ekonomi, 
4. menunjang usaha unluk mertingkarkan kcdudukiln golongan ckonomllemah, 
5. meningkatkan efisiensi kerja dan peronan lcmboga-.lembaga keuangan. 
Libat Tje'Aman, ap.cit., him. 2. 

~&Hasan, op.cit., hlm. 147. 
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2. Waktu 

Jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian 

kredit. Di sini terkandung arti bahwa nilai uang pada waktu pemberian 

kredit (nilai agio) adalah leblh tinggi daripada nilai uang yang akan 

diterima pada waktu pengembalian kredit di kemudian hari.99 

3. Degree of Risk 

Adanya tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibatjangka waktu 

yang memisahkan antara pemberian kred1t dan pengembalian kredit di 

kemudian hari. Makin lama jangka waktu pengembalian berarti makin 

tinggi pula tingkat risikonya. 100 

4. Pres:tasi 

Hal ini berarti bahwa setiap kesepakatan antara Kreditur dengan 

Debitumya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula 

akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi. 101 Prestasi dapat berupa 

barang, jasa atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam 

modem1 maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit 

adalah uang. 102 Selanjutnya, kontra prestasi berarti bahwa setiap 

debitur betkewajiban untuk meiunasi butangnya dan membayar bunga, 

imbalan atau pembagian basil keuntungan. 103 

Dalam membcrikan kredit, yang paling penting bagi bank adalah 

mencegah Kredit itu rnenjadi bennasa.lah. Kredit berrnasalah adalah k.redit~kredit 

yang tergoJong kolektibilitas "kredit dalam perhatian khusus", "kredit kurang 

lancar"', "kredit diragukan" dan "kredit macet". 1~ 

w Ibid., him. 148. 
100 !hid., hlm. 149. 
101 Rahman. op.cii., him. 107. 
102 Hasan., loc.cit., h!m. 148. 
101 Hasanudd!n Rahman (b), Keb[iakan Kredif Perbonktm yang Berwmvasan Lingkungan, 

cct. L, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000}, him, 18. 
104 Kolektibilitas Ktedit adalah keado.an pembayanm pokok atau angsuren dan bunga 

Kredit oleh Debitur serta tingkat kcmungkinan ditcrimanya kembali dana tcrsebut. Dengan 
mengaeu pa® Pcraturan Bank Indonesia No.7/21PBJ lentang Penilaian Kualilas Akllvu Bank 
Urnum tanggal 20 Januari 2005 (LN No. 12 tuhun 2005, TLN No. 4471} .dan Surat Edaran Bank 
Indonesia No, 7/3!DPNP tang gal 31 Januari 2005, Kredit Bank dibagi dalam lima kolckdbilitas, 
yaitu: 

a. Lancar 
b. Dalam perhatian khos:us 
c. Kurang lancar 
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Oleh karena itu, dalam memberikan kredit, bank harus memperha.tika.n hai-hal 

yang menyangkut: 

1. Keadaan inrem bank 

Keadaan-keadaan intern bank yang harus diperhatikan adalah plafon 

kredit. Plafon krcdit yang dimaksudkan di sini adalah batas maksimum 

bagi Bank untuk mengoperasikan dananya, yang dikenat dengan Batas 

Maksimum Pemberian Kredit {BMPK). Ketentuan mengenai BMPK 

tertuang dalam Pasai II Undang-undang Perbankan. 103 Untuk 

d. Diragokan 
e. Macet 

Berdasarkan PBi tersebut, penggclonga.n kualiias Kredit ditentukan berdasarloo! M.;tor ~ni!aian: 
a. Prospek usaha; 
b. Kinerja {perfam~rmr:e) debitur; dan 
e. Kemampuan membayar. 
Sehubungan dcngan itu, menurul Pasal I I ayat (1) PB! tersebut, penilaian terhadap prospek usaha 
meliputi penilaian terhadap komponcn~komponen sebagai berlkut; 
a. Polensi pertumbuhan usaha; 
b. Kondisi pasar dan posisi debitur de lam persaingan; 
c. Kua!itas ma.naj:emen dun permi!Sa!ahan tenaga kerja; 
d. Dukungan dari grup atau afi!lasi; dan 
e. Upaya yang dilakukan debiiUr da[am rangka memeliharn lingkungan b1dup, 
Sdanjutnya, penilaian terhadap kinerja debilur, menurut Pasa1 ll ayat (2) PBI tersebut me!iputi 
penilaian terhadap kamponen*k.omponen Sehagai berikut: 
a, Pcrolehan !aba; 
b. Struktur permodalan; 
c. Arus kas; dan 
d. Sensitivitas terhlillap Risiko pasar. 
Sementara itu, yang dimaksudknn dengan penilaian terhadap kemnmpunn membayat, menurut 
Pass! 11 ayal (3) dari PBI tersebut me!iputi komponen-komponen sebag:ai berikut: 
a. Ketenlullrt pernbayaran pokok dan bunga; 
b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur; 
c. Kelengkapan dokument.asi kredit; 
d. Kepatuh-an terhadap perjanjian kredit~ 
c. Kesesualan penggunaan dana; dan 
f. Kewajiban sumber pembayaran kewajiban. 

<M 

(I) Bank Indonesia meoetapkan ke!enluan mengcnai 111llk5imum pembedan Kredit atau 
pembiayaan berd~rkan Prinsip Syarlah, pemberian jaminan, pcnempatan lnv~i surat 
befhmy a.tau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleb Bank kepada peminjam yang 
terkail termasuk kepada pcrusahaan-perusahaan dalam kdumpok yang sama dengan Bank 
yang ber$mgkutan, 

{2} BaJas maksimum sclmguimana dimaksud dalam ayat (I) tidnk bo!el; melebihi J()'}f! (tlga pu!uh 
perscratus) dari modal Bank yang sesuai den,gan ketenman ytmg ditetapknn Btl.llk Indonesia. 

(3) Bank Indonesia mene1apkan kcten!.uan rncngenai batas maksimum petnberian Kredit, atau 
pembiaynan berdasarkun Prinsip Syario.h, pemberian jaminan, penempatan inveslasi surat 
berharga, alau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank kepada: 
a. Pemegang saham yong memilild 10% (sepuluh pcrscratus) atau lcbih dari modal disetor 

Bar.k; 
b. Anggota Dewan Komisnris; 
c. Anggola Direksi; 
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melaksanakan mandat Undang~undang tersebut, Bank Indonesia dari 

waktu ke waktu menetapkan kctentuan BMPK yang secara konsep 

dapat berubah-ubah. 106 Terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum 

Pemberian Kredit Bank Umum. 

Mengacu pada ketentuan di atas, maka terhadap permohonan kredit 

yang masuk, bank harus mernperhatikan apakah sektor yang 

dimintakan kreditnya itu masih terbuka plafonnya atau tidak, Jika 

plafon kreditnya masih terbuka, maka permohonan kredit dapat 

dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut 107 

2. Keadaan Calon Nasabah {Peminjam) 

Setelah bank memperhatikan keadaan intemnya dan mampu untuk 

menyediakan dana bagi pemohon kredit. maka sebagai langkah 

selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan kreditnya. 108 

Dalarn sctiap permohonan pemberian kredlt, biasanya bank akan 

rnelakukan penilaian dad berbagai aspek yang dikenal dalam dunia 

Perbankan sebagai "The Five C's of Credit' yaitu: Character, 

Capacity, Capital, Conditions dan Collatera/. 109 

Character ntenentukan hal yang mcnyangkut pertanyaan: Will he pay? 

Selanjutnya Capacity menentukan hal yang menyangkut pertanyaan: 

Can he pay? Apabila jawaban dari pertanyaan "'Can he pay" adalah 

<1 •. Kcluarga dari pihak sebngoimana dimaksud dalam huruf a. hurufh, dan huruf c; 
e. Pejabat Bank taiMyt~; dan , · 
f. Perusahaan-perusahnnn yang di dalamnya terdapat kcpe~tingan dari pihak-pihak 

scbagaimana dimaksud dalam huruf a, buruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e. 
{4) Balas maksimum seba.gaimana dimaksud dalam ayat (3} tidak boleh melebihi W% (sepuluh 

pcrscratus) dll!l modal Bank yang sesuai dcngan kelentuan yang ditetapkan o!eh Bank 
Indonesia. 

{4A)Dalam mcmbcrikan Kredi( atau pembiayaan betdasarkan Prinsip Syariah, Bank dilarans 
melampaui batas maksimum pemberian Kredit atau pembiayean berdasarkan Prinsip Syariah 
sebagaimana diatur da!am ayat {I), ayat (2), ayat (3}, dan ayal (4}. 

(5} Pe!ak.sanaan kelentuan scbagaimana dimaksud (falam ayat (I) dan ayat (3) wnjib dilaporkan 
sasuai dengan ketentuan yang diternpkan o!eh Bank Indonesia. 

Indonesia (a), op.dt., Ps. 11. 
JQ<'. H.R. Daeng 1\'ajo., Hu/.;um Krcdit dan Bank (Jaransi (!'he Bankers Hand Boak), 

(Bandung: Citra Aditya 13akti, 2005), him. 295. 
107 Tje' Aman, ap.cil., hlm, 10. 
IC! fbJd., him. 2. 
tw Sutan Remy Sjabdeini {b), ''Tahap-t.ahap Proses Pemberiao Kredit'' dalam Bahan 

Ku/fah H11kum PerBankan (df f),.. Q,.J , h!m, 2. 
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''Yes", maka Cap;tal adalah faktor untuk menjawab pertanyaan "How 

much can he pay?" Dikaitkan dengan uraian terdahulu. maka 

character menyangkut penilaian mengenai kemauan Nasabah Debitur 

untuk membayar kembali Kreditnya, sedangkan capacity dan capital 

menyangkut kemampuan Nasabah Debitur untuk membayar 

kembaU.llo 

Faktor C yang ke~4 adalah conditions, yaitu kondisi-kondisi eksternal, 

yang berada di luar kendali pemohon kredit seperti keadaan 

perekonomian, moneter, bisnis dan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Kondisi-kondisi tersebut sangat mempengaruhi risiko 

kredit Kondisi-kondisi yang tidak dapat diperhitungkan sebe1umnya 

dapat merupakan masaiah besar di dalam pemberian kredit. 111 

Berkaitan dengan hal di atas, dapat saja terjadi bahwa faktor conditions 

yang diperhitungkan berubah sama sekali, sehingga menyebabkan 

usaha Nasabah mengalami kemacetan dan Nasabah Debitur menjadi 

tidak mampu membayar lrembali kredit tersebut Untuk menjaga 

terhadap terjadinya kemungkinan yang demikian, maka bank perlu 

memiliki sesuatu yang lain yang dapat dipakai sebagai tuffipuan 

terakhir atau sebagai source of last resort. Hal itu dapat diperoteh 

dengan rneminta kepada Nasabah Debitur untuk menyediakan agunan 

atau collateral. Bila Nasabah Debitur tidak !agi mampu untuk 

melunasi ,kredit dari sumber keuangannya. yang rnerupakan first wqy 

out bag~ bank. maka tJank berharap kredit dapat dilunasi dari eksekusi 

agunan. Dengan demikian, agunan merupakan second way out bagi 

bank.111 

Undang~undang Perbankan Indonesia mengambil pendekutan yang 

serupa. yaitu pendekatan uadisional sebagimana dikemukakan di 

lh.'l Sutan Remy Sjahddni {c), Kebehason Berlrontraf< don Perlmdungan yang Seimhang 
Bagi Para Pihak dalam Petjanjian Kredit Btmk di Jndl)llesia, (Jakarta: Instilut Bankir Indonesia, 
1993), hlm. 177. 

111 Sutan Remy Sjabdeini (d), "Asas-asas Perbankan lru::lonesia" dalam Balian Kuliah 
flufwm PerBankut1 [&'I ct.. P .. J, him. 19. 

m Sjnhdeinl (b), op.cif., him. lS. 
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atas. 113 Pas a! 8 ayat ( 1) Undang-undang Perbankan rnenentukan 

sebagai berikut: 

Da1am memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarka:n Prinsip 
Syariah~ Bank Umum wajib mempunyai keyal<inan berdasarkan 
analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta 
kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau 
me:ngemballkan Pernbiayaan dimaksud sesuai dengan yang 
diperjanjikan (kursif penelit[). 114 

Selanjutnya dalam Peqjelasan Pasal 8 ayat (l) Undang-undang 

Perbankan dikemukakan babwa: 

Kredit atau Pernbiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan 
oleh Bank mengandung Risiko. sehingga dalam pelaksanaannya Bank 
harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau Pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syarlah yang sehat. Untuk mengurangi Risiko 
tersebut. jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan 
Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan 
kesanggupcm Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai 
dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus 
diperhatikan oleh Bank. 
Untuk: memperoleh keyakinan terseb!)t, sebelum memberikan Kredit, 
Bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak. 
kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur 
(kursif peneliti).m 

Penjelasan Pasal 8 ayat (l} Undang-undang Perbankan menggunakan 

istifah "watak" yang berarti character, "kemampuan" adalah capacity, 

"modal" adalah capital, "agunan'1 adalah collateral,· dan "prospek 

usaha" adalah conditions. 116 Dari uraian di atas. dapat dikatakan bahwa 

bank harus memperoleh keyakinan Calon Nasabah Debitur mempunyai 

kemauan dan kemampuan untuk meiunasi kredit yang diberikan ofeh 

bank. alau willingness and ability to repay. Dengan kata lain. melalui 

analisis terhadap faktor~faktor tersebut, bank menentukan kadar 

creditworthiness dari Calon Nasabah Debitur.m 

m Sjahde1ni (c), op,cit., hlm. 177 
ll

4 lndonesia (a), op.cil., Ps. B ayat (lJ. 
11 ~ Ibid., Peojelasan Ps. S ayat (1). 
116 Sjahdcini (d), op.cii., blm. 59-60. 
117 Sjahdeini (b}, op.cil., hlm.2 
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Setelah bank selesai mengadakan anatlsa terhadap dana yang tersedia 

(plafon kredit) dan pribadi CaJon Nasabah serta segala sesuatu yang disyaratkan. 

yang berhubungan dengan usaha Calon Nasabah, selanjutnya dibuatlah Perjanjian 

Kredit. 118 Perjanjian Kredit meropakan dasar adanya pemberian kredit. Istilah 

Ptrjanjian Kredit tidak ditemukan dalam Undang~undang Perbankan, akan tetapi 

ada di dalam [nstruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IO tanggal 3 Oktober 

1966 jo Surat Edaran Bank Indonesia Unit l Nomor 2/539/UPK tanggal 8 

Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Indonesia NQmor 21643NPK!Pemb, tanggal 

20 Oktober 1966/Pemb. Ketentuan tersebut menginstruksik.an bahwa. dalam 

bentuk apapun setiap perjanjian pemberian kredit, bank wajib menggunakan akad 

Perjanjian Kredit, dan dari kata Akad Perjanjian Kredit tersebut dalam praktik 

Perbankan dikenal dengan istilah Perjanjian Kredit. 119 

Dalam praktik perbankan, ketentuan dan isi serta penentuan klausula­

klausuta Perjanjian Kredit biasanya dibuat berlandaskan kesepakatan antara para 

pihak. Dalam hal ini, yaitu pihak Bank sebagai Kreditur dengan pihak Calon 

Debitur. Namun, blasanya Perjanjian Kredit Bank dibuat dalam bentuk perjanjian 

baku.120 Bentuk, lsi serta klausuia-klausula yang diperjanjikan berbeda pada setiap 

118 Djuhaendah Hasan menamakan Perjanjian Kredit sebagai su!ltu perJll:OJlan tidllk 
bemam<t dan dasar hukumnya untuk Perjanjlan Kledit akan berlaku ketentuan·ketentuan 
betdasarkan ketentuan Pasal 1338 uyat (l) KUHPerdata yang dikena! scbugai pasal yang 
rnengandung l'ISruJ kebehasan berkontrak. Hal ini dikarenakan yang melandasi Perjtmjian Kredit 
antara Bank dcngan Debitur lebih ditekankan kepada kesepahtl'ln antaro para pihak, yailu 
.kcsepakal.an pilwk Bank sebagal Kteditur dan pihak Calon Debitur. 

Dengan asas kebebasan berkontrak diartikan bahwa perjanjlan yang dibual secara sah 
-oleh para plhak merupakan Undang~undang bagi mereka yang mcmbuatnya. Perjanjian tersebut 
mengikat sedemikian rupa, sehingga hanya. dapat dilarik kembali betdasarlam kesepakalan para 
pihak mau oleh Undang-undang, di sini terkandung ust~s pacta surrd scrwmda. 

Asas kebebasan berkontrak bcmrti bahwa para pihak dapat membmn perjanjian apa saja, 
asal tidak bcrtcnlangan dcngan Undang·undang, kctertiban umum dan kesusilmm. Dengan 
demikian, dapal dikatakan bahwa dalarn Perjanjian Kn:dft tersebut, pihak bank dapat membual 
Perjanjian Kredl! yang bentuk dan isinya apa saja dengan cafon debitur. asal !ldak bertentangan 
dengan Undang-undang Dasar, keteotuan umum KUHPerdata serta Undang-Undang Perbankan 
dengan scgala peraturan pelaksananya, paket kebijaksanaall pemerintnh dalam bidang perbankan, 
SK Menkeu dntam bidang perba.nkan, scrta tidak bertentangan dengnn ketertiba.n umurn serta 
kesusilaan. Libal Hasan, np.cit., him. 176-178. 

119 Ibid, blm. 170~171. 
'»verjanjinn baku a.dalah perjanjinn yang hampjr scluruh klausul-klaus.ulnya sudah 

dihaimkan olch pemakeinya dan pihak yang lain pada dasamya tidak mempunyai peLW1ng un!uk 
merundingkan atau meminta perubaltnn. Mengacu pada hal lersebut, y::mg bclum dlbakukan 
hnnyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyungkut jcnis, harga, jumluh, tempal., waktu dan 
bebcrapa hal laJnnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dcngan knta lain, yang 
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bank. Oleh karena itu, dapat dikatakan ba.hwa tidak ada keseragarnan daTam 

Perjanjian Kredit bagi semua bank. r::!l 

Berkaitan dengan hal di atas, pada praktiknya. Perjanjian Kredit dibuat 

secara tertulis. Dasar filosofinya adalah berfungsinya Perjanjian Kredit tersebut 

scbagai a1at bukti, dan sebagaimana diketahui bahwa surat-surat perjanjian yang 

ditandatangani adalah merupakan suatu akta. 122 Oleh karena itu, Pcrjanjian Kredit 

secara tertulis lebih aman bagi para pihak dibandingkan dengan bentuk lisan. 

Dengan bentuk tertu!ls. para pihak tidak dapat mengiogkari apa yang telah 

diperjanjikan. dan ini akan merupakan bukti yang kuat dan jelas apabila terjadi 

sesuatu kepada kredit yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar 

janji oleh pihak bank.123 

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit, tidak berarti akan disertai 

dengan realisasi kredit/pencairan kredit. Pemohon (Odon Nasabah) tidak akan 

dapat melakukan penarikan kredit, bila tidak ada pemyataan dari bank bahwa 

pernohon sudah boleh menarik kreditnya. 124 

Atas das.ar uraian tersebut, dapat disimpulkan babwa Perjanjian Kredlt 

baru lahir pada saat dilakukannya realfsasi kredit J.adi, pada saat diiakukannya 

penandatangan Perjanjian Kredit, Peijanjian Kredit belumlah lahir. Apabila 

Perjanjian Kredit telah lahir pada saat dilakukannya penandatangan Perjanjian 

Kredit, sedangkan pihak Pemohon belum menerima kreditnya, maka hal inl 

adalah suatu kejanggalan, suatu ketidak-adllan yang nyata. Hal ini dikarenakan 

apabila Perj~jian Kredit telah lahir pada saat dilakukannya penanda~gapan 

Perjrihjian Kredit, berarti Perjanjian Jaminan-nya pun telah lahir. Sementara pilda 

saat itu Pemohon belum menerima Kreditnya, yang berarti pula belum 

mempunyai hutang. Hal inl adalah bertentangan dengan sifat accessoir dari 

Perjanjian Jaminan. Demikian pula halnya bila dikaitkan dengan kewajtban 

dibakukan bukan formulir perjanji:an tersebut teupi klausul-klnusulnya. Uhat Sjahdelnl (c), op.ciJ., 
him. 6S~66. 

m Berdru;arkan asas kebehasan berkon!rak maka dalam prak(il( sctiap bank sclalu 
berbeda dalam n1cnenlukan bcntuk, syarat, isi sena klausula-klausula dalam Pcrjanjian Kredil 
tersebut scsuui dengan yang dikehendaki piha.k Dank. Lihat Hasan, op.cft., him. !76. 

m Suatu akm ialah suatu tuJisan yang mernang sengaja d!bunt untuk dljadikan btllctl 
tentong suatu peristlwa dan ditandatan,gani. Lihat Rahman (a}, ap.cil., him. 150. 

m Hasan, op.ci1., him. ISO. 
m ije'Aman, op.cit., him. 35. 
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membayar bunga kredit Bagaimana mungkin Pemohon/Calon Nasabah 

diwajibkan membayar bunga apablla ia sendiri belum menerima kreditnya.ll5 

Berkaitan dcnga:n hal di atas, oleh karena Perjanjian Kredit tunduk pada 

ketentuan hukum perjanjian (pada umumnya). maka hapus/berakhimya Perjanjian 

Kredit dapat diperlakukan Pasal 138I KUHPerdata126 yaitu mengenai hapusnya 

perikatan. Dari sekian banyak penyebab bapustberakhimya perjanjian~perjanjian 

tersebut daJam Pasal 1381, daiam praktik hapusfberakhirnya Perjanjian Kredit 

Bank. lebih banyak disebabkan oleh: pembayaran127
, subrogas{u, novasi129 dan 

kompensasi. 130 

12
:; !bid,, hlm, 35-36. 

tu Pasal IJ.St KUHPerdata 
Perikatan-perikaum Mpus- karena: pembayaran, penawaran pembayar:an tunai diikuti dengan 
penyimpamrn alilu penitipan, pembahantan ulang, ~rjumpaan utang alau kompensasi, 
percampuran utang, pembebasan utangnyil, musne.hnya barang yang lerutang, kcbatalan atau 
pembatalan, berlakunya sua!l.l syarat bata:l yt~ng diatur dalam bab ke satu buku lni, lewamya waktu, 

121Fembayaran (lunas} ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pemhayaran 
butang pOkok,. bunga. denda maupun biaya~biaya lainnya yang wajib dibayar Ionas ulch Debltur. 
Pembayanm lunas ini, baik karenn jatuh tempo kreditnya; atau karena diharuskann)'t! Debitur 
me!uossi kreditnya secara seketika dan sekallgus (cpeibaarbeid clause). Lihat Rahman (a), cp.cit,, 
him. !69. 

Ill Subrogasi oleh Pasul 1400 KUHPerdata rllsebutkan sebagai peoggantian bak~hnk si 
beipiutang o!ch seorang pihak ketiga yang membay<~.r kepada si berpiutang tersebut. Dari uraian 
ini disimpulkan babw.a subrog.asl dapat terjadi apabila ada penggantian hak-hak oleh seorang pihak 
ketiga yang rnengadaknn pembayarao. Pasal 1401 KUHPerdata mencntukan bahwa subrogasl 
dapat terjadi dengan persetujuan; (I) apabila si berpiutang dengan menerima pembayaran dari 
soorang pihak kctiga, menetapkan bahwa ontng ini akan menggantikao hak-haknya si berpiutang; 
(2} apabi!a sl berhurang memlnjam sejumlab uang unluk- me!unasi hut.angnya, dan menet.apkan 
bahwa orang yang meminjamkan uang itu nkan menggantikao hnk-hak si berpiutang. Lihal/bid. 

~~~ Pengcrtian novasi atau pembaho.ruun hutang di sini bcrarti dibuatnya suatu Perjanjian 
Krcdit yang baru untuk/au~u sebagai pengganli Perjunjian Kredit yang lama, sehingge Perjanjian 
Kredit yang lama mcnjadi hapuslberakhir. Pasal 1413 KUHPerdata menycbutkan ada tiga earn 
yang dapal di!akukan untuk suatu novosi, yaitu: {I) !!:pabila seorang yang berlm!.ang membuat 
suatu perikatan hutang baru guna orang yang menghutangknn kepadanya; yang menggat~tikan 
hulang yang !tuna, dihapuskan karenanya; (2) apabila seorang berhulang baru ditunjuk unluk 
menggantikan orang bcrhu(ung lama, yang ofeb orang yang berpiutang. dibebaskan dari 
perikatattnya; (3} apabtla sebagai akibal suatu persetujuan baru, seorang berpiutang ban• ditunjuk 
unluk meoggantikun orang berpiutang lama, terhadap siapa orang berbutang dibebaskan dad 
perikatnunya" Lihat Ibid,, him. 169-170. 

IW Pada dasamya kompensasi yang dimaksurlkan olell Pasa! 1425 KUHPerdata adalah 
suatu keadaan ketika tcrdapnt dua orang/pibak sating berhutang sato si"lrna Jain, yang selanjucnya 
para pihak te~but sepakal mengkompcnsasikan hutang~piuWng ltu, sehingga perikatan hut.ang itu 
menjadi hapus, Kondisi ini dijalankan oteh bank dengan earn mcog-kompensasi-kan hnrnng 
jaminan debltur dengan hutangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan tersebut yang: dlambll 
alih. Llhat Ibid., him. 170" 
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2.2 Pcngertian Pengamanan Kredit 

Pengamanan kredi{H merupakan suatu mata rantai kegiatan bank dan 

suatu a:spek yang penting dalam manajemen kredit, karena proses pengamanan 

berjalan terus menerus. berulang-ulang dan mengkaitkan kegiatan yang satu 

dengan yang lain. Langkah pengamanan ini dimulai dari sejak bank merencanakan 

pemberian kredit hingga kredltnya kembali. Dalam hal ini, walaupun secara 

administratif proses pemberian kredit telah selesai. tugas bank tidak begitu saja 

menjadi selesai. Pada dasarnya segala apa yang disyaratkan sebelum dan sesudah 

kredit diberikan merupakan usaha pengamanan kredit. 132 

Langkah~langkah yang diambil bank dalam mengamankan kreditnya, pada 

pokoknya dapat digolongkan menjadi dua; yaitu pengamanan preventif dan 

pengamanan represif. LU Pengamanan preventif a.dalah pengamanan yang 

dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Sementara itu, 

pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan 

kredit~kredit yang telah mengalami ketidak-tancaran atau kemacetan. Dengan 

demikian, pengamanan kredit pada hakikatnya adalah rnemperkecil risiko, bahkan 

sarrtpai pada menghflangkan risiko yang mungkin timbul maupun sudah 

timbul/terjadi. tH 

2.3 Beutuk-bentuk Pengamanan Kredit 

Berbicara mengenai pengamanan preventif. berikut ini akan diuraikan dua 

bentuk, s~bagai berikut: 

2.3.1. Jaminan dalam Pcmberi~n Kredit 

Pemberian jaminan dalam pemberian kredit dituangkan dalam 

bcntuk pcrjanjian penjaminan yang lazimnya dikonstruksikan sebagai 

perjanjian yang berslfat accessoir135 yaitu perjanjian yang dikaitkan 

m lstilah pengamaiUIJl kredit digunalrun o!eh Mgs, Edy Putm Tje' A man. Lihat Tje' A man, 
op.cif., hlm. 38. 

m Ibid., him. 38*39. 
m ibid., him. 39. 
114 lbid. 
m Kedudukan pcrjanjian penjaminan yang dtkonstruksikan sebagai pcrjanjian qccessoir 

itu mcnjamtn kuatnyn lcmbaga jaminan 1erscbut bagi keanuman pemberian kredit oleb Kredi!Ur. 
Ke<iudukan perjanjian jllminan sebagai perjanjian yang bcrsifat occessoir mempunyai dri·ciri 
sebagai berikut: 
a. Adtmya terganwng pada pcrjanjUm pokok. 
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dengan perJanJ!an pokokm', mengabdi pada perjanjian pokok. Dalam 

praktik perbankan, perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian 

!credit atau perjanjian membuka kredit oleh bank. dengan kesanggupan 

memberikan jaminan berupa beberapa kemungkinan seperti: Hipotik, atau 

Credfetverhand. Gadai. Fidusia. Borgtocht dan lain-lain. Kemudian diikut1 

Perjanjian Penjam!nan secara tersendiri yang merupakan tambahan 

(accessair) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok tersebut.u7 

2.3.1.1.Jaminan yang Bersifat Kebendaan 

Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang 

berupa hak mutlak atas sesuatu benda tertentu yang dijadik!i:n objek 

jaminan untuk suatu ketika dapat diuangkan bagi pelunasan atau 

pembayaran hutang apabila debitur melakukan cidera janji atau 

ingkar janji.u8 Selanjutnya dikatakan pula bahwa objek jaminan 

tersebut dapat berupa kekayaan debitur sendiri atau kekayaan 

seorang ketiga, 139 Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan 

ada:lah memberikan bak verhaal yaitu hak untuk meminta 

pemenuban piutangnya kepada kreditur, terhadap hasil penjualan 

benda~benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya.140 

Jaminan yang bersifat kebendaan ini mempunyai ciriNcirilsifat hak 

kebendaan. yaitu: absolut/41 droit de suite,142 droit de 

b. Hapusnya tergantung pad a perjanjiun pokok. 
c. Jika perjanjiaii pokok batal~ikut batal. 
d. lkut beralih dcngan beralihnya perjenjlan pokok. 
e. Jika perutangan pokok beralih karcn11 cessi, subrogasi maka ikul beralih juga tanpa adanya 

penyerahan khusus. 
Lihal Sri Soedewi Masjchoen SoRvan, Hufmm Jamirran di Jndorresia. Pokok-pakok. Huk.um 
Jamman danJaminan Percrangon, cct. Ill, (Yogyal\art11: Liberty, 2003), htm. 37. 

m• Pe.rjanjian pokok ada!ah perjanjian-perjanjian yang umuk "adanya" mempunya( d2sar 
yang mandiri. Lihal J. Satrio, Hukum Jamirum, !Jak-hak Janrinan Prlbadi tentong Per:fanjiart 
Penanggrmgan da11 Perikotan Tfmggrmg Memmggrmg, eeL II Revisi, (Bandung: Citra Adltya 
Baktt, 2003), hlm. 54. 

m Sofwan. loc.cit. 
l.M Hasan, op.cit,, htm. 256. 
m !Mi., him. 257. 
140 Sofwan, np.t:iL, hlm. 38, 
141 Hnk kebendann dapat dipeq3hanlqm atau dlmintakan pemenuhan terhadap siapapun 

juga, yaita tcrhadap mereka yang memperoleh hak balk berdasarkan atas hak yang umum maupun 
selalu menglkutl bendanya (droit drt suite; :aaksgevolg} da!am arti bahwa yang mengikuti 
bendanya itu iidak hanya hakuj'a, te!api juga kewenangan unluk menjual bendanya dan hak 
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preftrence!43 asas prioriteit, 144 dan dapat dialihkan145
• Jaminan 

yang bersifat kebendaan terdiri dari beberapa jenis. yaitu Gadai146
, 

Hipotik147
, Hak Tanggungan 148 dan Jaminan Fidusia. 149 

eksekusL (Uhat Sofw:m, op.cil., him. J!t) Seliap orang tidak boleh mengganggu atau merintangi 
penggunaan dan pensu<tSaan hal: itu. !ni dik<titkan den,gan keaadan pnda halo: kebendaan yaitu terap 
ada huhungan ynng langsung antar<1 orang y;mg berhak dcngan benda, bagaimanapun juga ada 
campur r.angan pihak lain. (Lihat Riduun Syahrani, Seluk~Bcluk dan ;tsar-osas Hnkum Perdara, 
cet. IV, (Bandung; Alumni, 2000), blm. 125). Dengan demi!.;ian, pemegang hak kebendaan berhak 
menunlut seliap Qrang yang mengganggu haknya (Lihat Mariam Darus Badru!:zaman (b), AMka 
Hukum Bfsnls, cet. f, {Bandung; Alumnt, 1994), hlm. 79}. 

~~• Hal: kebendaan mengikmi bendanya di dalam tangan siapapun be;ada. Bahk<ln, dalam 
hal tetjadi kepailitan orang yang mempunpi hak kebendaan ruas sesuatu benda yang berada pada 
orang yang jall.lh pailit, hak kebendaan terse'but berada di !uar kepai!itan. flak kebendaan terse but 
te!ap ada (droit de suite) seka!ipun bmda tersebut oleh kurmor kepailitan dijual kepad!l orang lain, 
Lihat Sofwan, op.cif., him, 48, 

141 Pada jaminan kebendaan, Kredihlr mempunyai hak untuk didahu!ukan pemenuhan 
piutangnya terhadap pembagian hasil ekseku:si dari benda-henda tertentu dari Debitur. Jadi, 
kredilur tlda.k mempunyai hak pemenuhan atas bendanya, melainkan melolu atas hasH eksekusi 
dari bendanya, diperhl!ungkan dari hasil penjualan atas benda tersebut. Dengan demikian, pada 
jaminan kebendaan, Kreditur merasa terjamin karena mempunyai h11k didahululmn (~ferensi) 
dalam pemenuhan pio!angnya atas bnsil eksekus! terbadap benda-benda Oebitur. Kredltur 
pemegang haK kebendaan tersebut juga mempunyai hak pemenuhnn terhadap benda-benda lainnya 
dari dcbitur, bersama~sama dengan kreditur lainnya se!aku kreditur bersama (kreditur konkuren). 
Namun, kcmungkinan tersebut hanya tetjadi jika pemenuhan piutang Kreditur tersebut dengan 
basil eksekusi lerhadap benda·benda tenentu itu saja mosih bdum mencukupL Oleh karena itu, 
dalllm keadaan dernikian, bersama-sarna dengan pare kredilur konkuren, ia masih dapat meminta 
pemenuhan atas hasi! penjualan terh11-dap ben&~benda jaminan yang lain itu. Lihallbiil., hlm. 48· 
49. 

144 Hak kebendaan mengenal asas prloriteil. Dalam hal ini, hak kebendaan men genal asas 
bahwa IWt kebendaan yang lebih tua (leb-ih dulu terjadi) !ebih dlutamakan daripada hak kebendaan 
yang terjadi kemudian. Lihat Sofwan, op.cir., hlm. 47, 

IH Pemegang hak kebenduan dapat mengaHhkan haknya. Contohnya Hip(ltik. Dengan 
adanya pcratihan Hipotik, tidak berartl hapusnya hut:mg debitur. Dalam hal !ni, yang tcrjarli 
imnyalah perubahan Pemegang Hipotiknya. Misalrtya A (Kreditur) memberikan pinjaman 
sejumlah uang kepada B (Debitur) (iengan Jaminan Hipotlk, Kemudian, A menf,alihkan 
piutangnyu itu kepada C. Dengan demiklan, maka C selain mcncrima piutang. juga mcnerirntt 
pcralihan hipotik sebagai sualu hak trcces.roir. Uhal Syahrani, op.cll., cetJV, (Bandung: Alumni, 
2000), him, 183. 

1
""' Gudai diatur dalam Buku III bab XX Pasal 1159-ll60 KUHPerdala, Berdasarkan 

Pasal !150 KUHperdata, G11dai adulah swtu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda 
herg.cmk, yang dibcrikan kepadanya oleh debi!Ur utau ornng luin ntas namanya sehagal jaminan 
pembayaran dan membcrikan hak kepada kreditur untuk m)'ndapat pembayaron !ebih dahu!u 
daripada krodilur·krcditur lainnya a !.as hasi! penjualan benda. 

141 Menurut Pasal 1162 KUHPerdata yang dimaksud clengan Hipotik acffilah suatu 
kebendaan <Has benda-henda tak bergerak {kepunyaan orang Jain), untuk mengarnbil penggantian 
daripad.anya bagi pdunasan sualu perikatan. Dalam KUHPerdata, Hipotik dialur di dalam .Buku 11 
Jitel XXI 1162~1232. Nt~mun, dengo.n adanya Undang-undm;g Nomor 5 Tahun 1960 tenlang 
Perntvrnn Dasar Pokolt-pokok Agraria (LNJ%0wl04, TLN 2043), maka buku Il KUHPerdata 
sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekuyaan yang terbndung di dalamnya dinyataknn tidak 
ber!aku lagi, kecuali kctentu<m·ketcntu~;~n numgena1 Htpotik yi)ng mas:lh ber!aku pnda mula! 
berlakunya Undang-undang ini.(Lihut Syahr.mi, cp.cit,, hhn. 162). O!eh karcna itu, )'ang tidak adn 
lngi scte!ah UUPA adalah lcmbaga hipotik scbagai jamlnan atas tanah, Sementara Hipotik sebagai 
jaminan atas bcnda-benda tuk bergerak !alnny;~. sepcrti aw kapa! !aut seb11gaim<:l:na dimaksud PASal 
314 ayat {3) KUHD masih tetap ada. L1h:u Syalmmi, op.cu,, hlm. 162 dan 16·t 
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2.3.1.2.Jaminan yang Bersifat Perorangan 

Ja.minan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang 

menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya 

dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta 

kekayaan debitur seumumnyaY0 Dalam hal ini. kreditur 

mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada 

debitur yang utama juga kepada Penanggung atau dapat menuntut 

pemenuhan kepada debitur lainnya. 151 Oleh karena itu, pada 

jaminan perorangan, kreditur merasa terjamin karena mempunyai 

lebih dad seorang debitur yang dapat ditagih untuk memenuhi 

piutangnya.152 Jarninan yang bers.ifat perorangan rnengenal asas 

kesamaanm, dalam arti bahwa tidak membedakan mana piutang 

yang lebih dulu terjadi dan piutang yang teljadi kemudian. 

Semuanya mempunyai kedudukan yang sama, tak mengindahkan 

urutan terjadinya. semua mempur.yai kedudukan yang sama 

1u Berdasarkan Pasal 1 angka l Undangwundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tan,ggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitar; dengan Tanah (LN 196\).42, TLN 
3632), Hak Tanggungan adalab Hak Jamimm yang dibcbankan pada hak aw tanah sebagairnan.a 
dimak.sud dalam tJndang~Undang Nomor 5 Tahun 1%0 Centang Peraturan Dasar Pokok~pokok 
Agraria, berikut atau tldak berikut benda-bcnda lain yll1lg merupak11n satu kesatuan dengart tannh 
itu, untuk pelunasan u1ang tert<:ntu, yang mcmberikan kedudukan yang diutamakan kepada 
kreditur tertenlu terbadap kredilur~kre<iitur lain. 

14;. .Jaminan Fidusia diatur dalam UndangM1.mdang Nomor 42 Tahun 1999 temang Jaminan 
Fidusia (LN 1999-168, TI..N 3889). Dalam Pasal f angka 1 Undang-undang 1ersebut. Fidusia 
dirumuskan sebegai pengalihll1l hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepereayaan dengan 
keltnluan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap d'alam penguasaan 
pemilik benda. Sclnnjutnya, Pasal l llllgka 2 Undang-Undang Fidusia rncrumuskan Jaminan 

· Fidusla scbagai flak jaminan atas benda bcrgerak balk yang berwujud maupun tidak berwujud dan 
bendu lidak bergcrak khususnya bangunan ynng tidak dapat dLbcbani Hak Tanggungan 
sebagelmanu dimaksud dalam Undang-W'Idang Nomor- 4 Tahun 1996 tCIItang Hak Tnnggungan 
yang tetap bernda dalr~m penguasarm Pembeti Fidusia, sebagai agumm bagi pe!unnS<tn hutang 
tcr1entu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepad>i Penerima Fidusia terhadap 
Kredilur lainnya. 

uo Sofwan, op.cil., him. 47. 
!S~ Ibid, him. 48. 
m Ibid., him. 49. 
lSJ Pasal 1131 KUHPerdata 

Segaln kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang lttk bergerak, baik yang sudah ado 
maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggu11.gan untuk segala perlka!an 
per:reorangan, 

Pasalll32 KUHPerdata: 
Kebendaau lersebut mcnjadi jaminan bersama--sama bagi scmua orang yang mengutangkan 
padanya; peuda.patan penjualan J.:.enda~bcnda ilu ditw.gi~bagi menurut li:esdmbnngan, yaitu mcnurul 
besar-kecilnya piutmtg maslng~musing, kecun!i apubila di antarn para berpiut.ang itu ada alasanw 
alasan yang sah untuk diduhulukan. 
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terhadap harta kekayaan debitur. Jika kemudi.an terjadi kepailitan, 

hasil penjualan benda¥benda tersebut dibagi-bagi antara mereka 

bersama secara pOnds-ponds gelijk seimbang dengan besarnya 

piutang masing~masing. WI 

Sebagai bagian dari jaminan yang berSifat perorangan, 

dikenal apa yang disebut Perjanjian Penanggungan (borgtocht). 

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak 

ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk 

memenuhi perutangan si berhutang manakala orang ini sendiri 

tidak memenuhinya.155 

Mengacu kepada hal di atas, J. Satrio mengatakan bahwa 

pada perurnusan Perjanjian Penanggungan. yang khas bukannya isi 

prestasi para pihak, tetapi suatu unsur fonnal tertentu, yaitu bahwa 

Borg menjamin pelaksanaan prestasi orang lain. Konsekuensinya, 

isi prcstasir1ya dapat macarn~macam, bergantung dari apa yang -

berdasarkan perjanjian pokok yang dijamin- ditinggalkan debitur 

tidak dipenuhi atau berupa janji ganti rugi senilai itu. 156 

Dengan tegas dikatakan dalam Pasal I 820 KUHPerdata, 

bahwa Pcnanggungan didasarkan atas suatu perjanjian, dan 

perjanjian yang dimaksud adaJah perjanjian antara Kreditur dengan 

Pemberi Jaminan Pribadi (Borg). Konsekuensinya adalah 

Perjanjian Pe.nanggungan -sebagai juga semua perjanjian pada 

umumnya~ harus memenubi unsur-unsur Pasal 1320 ~UHperdata 

agar menjadi perjanjian yang sah.151 

154 Sofwan, op.cit., him. 41. 
m Paso.ll820 KUHPerdata: 
Penanggungan adalnh suatu perJanJttin dengan mnna seornng pihak ketign, guna 

kcpcntingun si berpiutang, mengikatkan diri un1uk memcnuhl perikalan si berutnng manakala 
orang ini sendiri tidak mcmenuhinya. 

IH J. Satrio menyebutkan bahwa peranan Borg baru muncul, se\elah Dcbitur Uiama lidak 
mcrncnuhi kewajiban pcrikalannya dengan baik :sebagaimuna mestlnya. Pcnlenuhan olch Borg 
bersifaJ sebagai 1>engganti apa yang diHnggalkan Dcbitur Utama !idak terpenuhi. Da!am lrul ini 
tampak sifat suhsidaiJ' dari pcnangglln£M. LiMt Sa trio, ap.cit., hlm. II dan 53, 

1 ~7 {bid., him. 1:2. 
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Untukjelasnya dapat dilihat pada skema berikut 

A(Kreditur~ 

C (Borg) 

Gambar l 

Keterangan: 

B (Debitur) 

Dalam peristiwa Penanggungan ada suatu perjanjian pokok (antara 
Kreditur (A) dan Debitur (B), dan akan disebut (A-B) yang dijamin 
dengan Penanggungan yang didasarkan suatu perjanjian lain 
(Perjanjian Penanggungan A-C). Jadi, dj samping petjanjian A-B 
(yang disebut perjanjian pokok), terdapat satu lagi perjanjian lain, 
antara A-C. 158 

Dari skema dl atas, dapat dilihat bahwa pada perjanjian pokok yang 

terlibat Kreditur (A) dan Debitur (B). Jika digambarkan maka akan 

menjadi seperti berikut ini: 

A--- B 

Gambar2 

Pada Debitur (B) ada terhutang sesuatu, ada schuldfhutang. 

Oleh karena itu~ Debitur (B) dapat ditagih oleh Kreditur (A). Selain 

itu, pada asasnya, Debitur bertanggung jawab atas: kewajtban 

perikatannya, dengan seluruh harta bendanya.159 Dalam hal ini 

berarti, kekayaan Debitur dapat dijual paksa/dieksekusi untuk 

diambil sebagai peiunasaii. Dengan demikian, di samping 

mempunyai schuld, Debitur juga mempunyai haflung.160 

Berkaitan dengan hal di atas, pada perjanjian 

Penanggungan, Borg (C) dapat ditagih untuk rnemenuhi kewajiban 

Penanggungannya jika Debitur (B) wanprestasL Oleh karena itu, 

berdasarkan Perjanjian Penanggungannya, Borg bertanggung 

m Ibid., b!m. 14. 
IS9Pnsa!IIJI KUHPcrdatu 

Segala kebendaan si berutang, balk yang bcrgcruk !'flaupuo yang tuk hcrgcrak, bnik yang sudah ada 
maupun yang baru ako.n ada di kemudian had, menjadi tanggungan untuk segaln perikatan 
perseorao~an. 

1 Satrio, op.dl., hlm. 39, 

Universitas Indonesia 

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



43 

jawab dengan seluruh harta kekayaannya (pada Borg ada 

haftung), 161 

Ditinjau dad perikatan yang hendak ditanggung 

pemenuhannya, 162 Borg (C) mewpakan orang yang berada di luar 

perikatan tersebut Oleh karena itu, Borg disebut sebagai pihak 

ketiga. 16J 

Dengan adanya Perjanj ian Penanggungan antara Kreditur 

dan Borg, maka lahirlah akibat-akibat hukum yang berupa hak~hak 

dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus diperhatikan baik 

ofeh Borg maupun oleh Kreditur. 164 Sehubungan dengan itu, 

Undang-undang memberikan hak-hak tertentu kepada Borg untuk 

melindungiBborg da!am melaksanakan kewajibannya, yaitu: 

a. Hak untuk menuntut lebih dahulu 

Dalam hal debitur lalai memenuhi prestasi, Borg wajib 

membayar hucang kepada Kreditur setelah menuntut 

agar harta benda debitur Jebih dahulu disita dan 

dilelangldijual untuk meiunasi hutangnya. 165 Sebagai 

pengecualian dari hak Borg untuk menuntut lebih dulu 

penjualan harta Debitur, dapat dilakukan apabila ia 

tetah mclepaskan hak istimewanya untuk menuntut agar 

benda-benda Debitur Jebib dulu disita dan dijual. 

PeJepasan bak yang demlkian. biasanya diminta oleh 

' ' 
161 Ibid,, him. 40. Plhak ketiga tidak fn.empunyai utang kcpada Kreditur, akan tctapi la 

bertanggungjaw:ab alas utang Ocbitur dengan harta keka)'!lannya sebagai pelunasan utang Debitur. 
Dcngan kata lain, Penjamin mcmpu11yai haftung dengnn sdmld pada orang lain. Lihal R. Setiawan, 
P<Jit.ck-polwk Hukum Perikatan, cet. VI, (Bamiung: Putra A Bardln, 1999), him. 7. 

l6-l Perikatan pokok antnra Kreditur dengan Debirur Utama (dalam skema: A-B}. 
1 ~1 Peljanjian Penanggungan (dalam skema: A-C) merupakan suaw perjanjian tersendiri' 

D11lam hal ini, berbeda dad perjanjian yang 1elah dibua! an1arn Kroditur dengan Debilur Utama {A· 
B), sckafipun ada hubungannya satu sama loin (dibuatnya Perjanjlan Penanggungan demi 
perjanjian pOkQk). Dcngan demikian, Borg (C) dalam Perjanjinn Pen;mggungan rnempunyaf 
kewajiban perikatan tersendiri di luar k:e-.v:ajiban perikalan debitur (B), Namun, dengan mengingat 
bahwa isi dan luasny11 kewajiban perikatan Borg (C) dltentuka11 oleh w.anprestaslny.a Debitur, yaito 
apa ytmg olch Oebitur tidak dipenuhi scbagaimana mestinyn. Uhat Sa!rio, op.cir,, him. 40-41. 

164 Sofwan, op,t:it., hlm. 91. 
1 ~5 Pasall!BI KUHPerdata 

Si Pcnanggung .tidaklah diwnjibkan membayar kepada si berpiuumg, selain jika si 
berutang !alai, sedangkan bcnda-benda si berutang lni harus leblh dehulu disit.a dan dijuat umuk 
mdunasi uw.ngn.ya. 
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Kreditur agar ia dapat menuntut langsung kepada Borg 

untuk pemenuhan piutangnya, demi kepentingan 

Kreditur. Selanjutnya, dapatjuga teljadi apabiia ia telah 

mengikatkan dirinya bersama-sama Debitur Utama 

secara tanggung menanggung. 166 Dalam hal demikian 

akibat-akibat perutangannya diatur menurut asas-asas 

yang ditetapkan untuk perutangan tanggung 

menanggung.167 Selain itu, jika Debitur dapat 

mengajukan suatu tangkisan yang mengenai dirinya 

secara pribadi. Debitur berada dalam keadaan pailit dan 

penanggungan itu diperintahkan oleh hakim. 1158 

b. Hak untuk membagi hutang 

Jika dalam Perjanjian Penanggungan terdapat bebempa 

orang yang mengikatkan diri sebagai Borg untuk suatu 

hutang dan untuk seornng debitur yang sama, mal-:a 

masing~maslng Penanggung terikat untuk seJuruh 

hutang. 169 Namun, ketentuan Undang~undang 

rnemberikan hak bagi masing-masing Borg ini untuk 

membagi hutangnya. Datam hal ini, ketika digugat 

untuk pemenuhan hutang, mereka dapat menuntut agar 

Kreditur terlebih dahulu rnembagiwbagi piutangnya 

untuk bagian-hagian dari para Borg nn 

IMi Sofwan, op.cit., him. 92 
167 Pada perutangan tanggung meminp,gung atau perutangan tanggung renteng l<:rdapat 

hak yang bersirat memberi jaminan bagi K.redilur. Hal ini dikarenakan pada perutangan ranggtmg 
renteng lcrdapal beberapa Debltur yang wajib membayar untuk seluruh prestasi, sehingga Kreditur 
rnerasa lerjamin pemenuhan piutangnya. Tanggung, renleng yang bersifat mcmberi jaminan latah 
tang:gung tenteng yang pasif, yaitu dalam perutangan terdnpat b~rapa orang Dcbitur yang wajib 
berpreslasi. Kebalikannya i!l:lah tanggung renteng aktif W mana da!am perutangan tersebut terdapru 
bebcmpa Kredltur yang berhak atas prestssi. Llhat ibid", hlm. 71. 

1
" Jbui, blm. 92. 

lO'I Pasal1836 KUHPen:lala: 
Jika heberapa orang telah mengikatkan diri scbagai Penanggung untuk seorang bcrutang yang 
sam.a, lagi pula untuk utang yang sama, mnka masing~masing .adnlnh terikat untuk seluruh utang 
itu. 

170 Pasal 1837 KUHPerdata: 
Namun ilu masing·masing dari mereka, jika ia tidak telah melepaskan. hak istimewanya unluk 
memlnta pemccahnn mangnya, pnda (Y.!rtama kalinya to digugat di muka Hakim, dapal rnenunll.lt 
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c. Hak untuk mengajukan tangkisan gugat 

Hak untuk mengajukan gugat diatur dalam Pasal 

1849171 dan 1850 KUHPerdota"'. Hak untuk 

mengajukan tangkisan dari Borg lahir dari Perjanjian 

Penanggungan. Dalam hal lni merupakan hak dari borg 

sendiri, di sampingjuga.lahir karena sifat accessoir dari 

Perjanjian Penanggungan. Mengacu kepada hal 

tersebut, maka Borg dapat mengajukan tangkisan~ 

tangkisan yang dipakai oleh Debitur terlladap Kreditur 

yang Iahir dari perjanjian pokok. Tangkisan yang lahir 

dari Perjanjian Penanggungan misalnya jika perjanjian 

terjadi karena kesesatan. Tangkisan yang bertalian 

dengan pribadi debitur tidak dapat diajukan oleh Borg. 

Menurut para pengarang, pada umumnya hal itu 

menyangkut ketidakmampuan Debitur. Misalnya: 

tangklsan karen a keadaan surseance dari Debitur, 

tangkisan karena keadaan overmacht, dan lain-lain, 113 

d. Hak untuk diberhentikan dari penanggungan (karena 

terhalang melakukan subrogasi akibat perbuatan 

kesa.lahan Kreditur). 

Borg berhak untuk diberhentikan dari penanggungan 

apabila karena perbuatan Kreditur, Borg rnenjadi 

supaya si berpiutang lebih dahulu membagi piutangnya, dan mengurang·mya hingga bagian 
masing~rnasing Pcnanggung utang yang terikat secaro. sah. 
Jika pada waklusulab seorang Penanggung mcntJntut pemecahan utangnya, soorang al.au beberapa 
orang ternan Penanggung berada dalam kcadaan tak mampu, make s1 Penanggung te;sebut 
diwajibkan membayar untuk orang-orang ytmg tak mampu itu menurut imbangtm baginnnya; tetapi 
ia tidak bcrtnnggung jawab jika ketidakmampuan orang•orang itu !erjadi setelah pemcc.ahan 
tJtangnya. 

m Pasa! 1849 KUHPerdata: 
Jika si berpiutang sec.am sukarela menerima sunm bcnda tak bergcrak maupun Stlalu bcnda lain 
scbagai pembayamn atas utang pokok, maka si Penanggung dibcbaskao karcnanya, blarpun bcnda 
im kemudi:m k:mma sua!u putusan H<~.kirn olch si berpiutang harus diserahkan kepada seorang 
lain. 

m Pasal I85Q KUHPerdala; 
Suatu pem,mduan pembayaran bf.'laka, yang o!eh si berpil.ltang diberlkan kcpada sl berutang, tidak 
membebaskan si Pcnanggung utang; namun si Penanggung. i!li dalam hal yang sedemikian dapat 
menuntut si beruto.ng dengan maksud mcmaksanya un1uk mcmbayar atau untuk mcrnbebaskan si 
Penunggung dari Penangsungarmya. 

111 Sofwan, cpcit., h!m. 95. 
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terhalang atau tidak dapat lagi bertindak terhadap hak­

haknya, hipotiknya dan bak~hak utarna dari Kreditur. 114 

Hak demikian itu timbul sebagai akibat adanya 

ketentuan bahwa bagl Penanggung yang telah 

membayar~ karena hukum akan menggantikan semua 

hak-hak Kreditur terhadap Debitur. Mengacu pada hal 

tetsebut, jika ini tak terlaksana karena kesalahan dati 

Kreditur, maka akibatnya Borg akan diberhentikao 

sebagai Penanggung dan Perjanjian Penanggungannya 

itu akan gugur. 175 

Berkaitan dengan hal dl atas. dalam yurisprudensi dan 

praktik perbankan {sebagalmana nampak dari keputusan~keputusan 

pengadilan dan akta-akta Perjanjian Penanggungan), dibuat janji­

janji khusus antara kreditur dan borg yang maksudnya 

mengandung janji agar Borg melepaskan hak -haknya itu 

sebagaimana telah diberikan Undang-undang. Adanya janjHanji 

yang demikian rnerupakan hak dari Kreditur untuk melindungi 

kepentingan Kreditur. 176 

Dengan adanya Penanggungan. timbul pula akibat hukum 

antara debitur dan Borg, Dalam hal ini, Borg yang teiah membayar 

mempunyai dua macam hak menuntut kern bali terhadap Debitur. 

yaitu: 

a. Hak Regres 

Hak tersebut merupakan hak Borg sendiri (rnandiri), 

bukan hak yang diberikan o!eh Kkreditur yang ia 

bayar,m 

174 Pa.'\al 1848 KUHPcrdata: 
Si Penanggung ;;libebaskan apabila ia l::arena salalmya si berplutang,liduk lug! dapat nu::nggantikan 
hak~haknr,a, hipotik-hipotiknya dan hak-hak istimewanya dart si berpiuiang itu. 

15 Sofwan, op.cit, hlm. 95-96. 
~~Ibid., h!m. 9L 
111 Satrio, ap.cir., him. 166. 
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Mengenai hal ini diatur dalam Pasa~ 1839 KUHPerdata, 

dengan rumusan sebagai berikut: 

Si Penanggung yang telah membayar, dapat 
menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik 
Penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa 
pengetahuan si beruta.ng utama. 
Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai utang 
pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. 
Mengenai biaya~biaya tersebut si Penanggung hanya 
dapat menuntutnya kembali, sekedar ia telah 
memberitahukan kepada si berutang utama tentang 
tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya, di dalam 
waktu yang patut. 
Si Penanggung ada juga mempunyai hak menuntut 
pengganrian blaya. rugi dan bunga, jika ada alasan 
untuk itu.178 

Dengan pembayaran scperti disebutkan dalarn Pasal 

1839 KUHPerdata, maka demi hukum timbul perikatan 

antara borg dengan Debitur Utama, dalam perikatan 

mana. Debitur Utama waj ib menggant( pembayaran 

Borg atas hutang Debitur Utama terhadap Kreditur.119 

Hak regres itu dilakukan baik mengenai hutang pokok, 

bunga maupun biaya-biaya yang timbul. Penanggung 

juga berhak menuntut penggantian kerugian (yang 

berupa biaya, kerugian dan bunga) jika ada alas:an untuk 

itu.1
Sl) Misalnya kerugian~kerugian yang timbul karena 

adanya penyitaan, penjualan terhadap benda 

Pcnanggung oleh Kreditur. 181 

178 Kitab Undang-und:mg Hukrnn PerdaLa (Burgerlyk Wetboek), ditetjemahkan oleh 
RSubekLi dan RXjitrosudibio, cet.XXXlll, (Jakurta: Pradnya Pararnit.a, 2003), Ps, 1839. 

IW Satrin,loc.c/r., him. 167-168. 
1100 Sofwan, op.clt., him. 100, 
111 !bid, hlm. IOL 
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b, Hak Subrogatie (subrogasi)182 

Pasal 1840 KUHPerdatam memberikan hak subrogasi 

kepada Borg alaS hak-hak yang dipunyai oleh Kreditur 

terhadap Debitur Utama berdasarkan perikatan yang 

dibayar oleh Borg. Dalam peristiwa demikian. borg 

berkedudukan sebagai pihak ketiga yang membayar dan 

subrogasi ini terjadi demi Undang~undang, dalam arti 

terjadi secara otomatis, tanpa diperjanjikan lebih 

dahulu. 184 

Menurut Pasal 1400 KUHPerdata1 subrogasi adalah 

penggantfan hak~hak Kreditur oleh pihak ketiga yang 

membayar kepada Kreditur. Mengacu pada hal tersebut, 

karena hanya dikatakan bahwa pibak-ketiga~pembayar 

menggantikan hak~hak Kreditur, maka disimpulkan, 

bahwa perikatan yang dibayar itu tidak menjadi hapus, 

hanya figur Kreditumya saja yang sekarang berganti 

dengan pihak: ketiga yang membayar. 185 

tn Pasal 1400 KUHPerdata: 
Subrog<~Si atau penggantian ltak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar 
kep;~da si berpiotang iiu, terjadi baik dengan perselujuan maupun demi Undang-undang.. 
Pasal 1402 sub 3 f<UHPerdata; 
Subrogasl terjadi dcmi Undang-und:mg: unmk seomng. yang bersama~sama dengan orang Laln, atau 
untuk orang-orang lain, diwajibklfrn membayar suatu u:lang, berkepcntingan umuk membayar suatu 
utang, berkepenlingan untok melunasi uw.ng itu. 

l~l Pasal1840 KUHPcrdata: 
Si Pcnanggung yang tclah membayar, mengganfikan <lemi hukum scgala hak si bcrpiutang 
terhadap s1 berutrmg. 

IM Satrlo, vp.cit .• hlm. ! i2-l7J. 
us Ibid., him. 173. Setanjutnya J. &!trio mengatakan bahwa Pemb>Jal Undang-undang 

memberikan suatu pcrkecualian atas Pa.sal 1381 KUHPerdata dengan adanya Pasal 1400 
KUHPcrdala. Jadi, piutnng di sini tidak hapus dan ia tid<lk hapus karcnn Pcmbuat Undang-undang 
menyaxakan demiki;m dM pernyataan tersebut merupakan perkecualian utas Pasal 138 I 
KUHl}erdata, Oleh karena itu, dalam subrogasi, hutang pio!ang ~perika!an pokok~ tidak hapus 
dengan adauya pelunnsan o!eh pihak ketiga, Lihat J. Satrio {b}, Cessie, Subrogotie, Novatie, 
Kompcnsafii:, &: Percamptm:m Hulm1g, cet !I, {Bandung: Alumnl, 1999}, hlm. 55. 
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Skema: 

SemuJa hubungan hukumnya adalah sebagai berikut: 

A~B 

c 
Gambar3 

49 

Sesudah C membayar, hubunga.n hukum tersebut 
menjadi sebagai berikut: 

c---B 
Gambar4 

Keterangan: 
Perika.tan A~B tetap adalhidup. hanya saja flgur A 
dalam hubungan A-B sekanmg -dengan pembayaran 
oleh C~ menjadi C-A. Oleh karena perikatan 
pokoknya (A-B) tidak hapus, rnaka accessoir-nya -
terutamajaminan-jaminannya- juga tidak hapus.m 

Berkaitan dengan hal di atas. maka pada Borg yang 

men.ggantikan hak~hak Kreditur karena subrogasi, 

memperoleh hak-hak Kreditur terhadap si berhutang, 

termasuk jaminan~jaminan (accessoir-accessoir) yang 

me1ekat pada hak Kreditur yang digantinya.187 

Subrogasi meliputi hak~hak yang ada pada wak:tu 

pembayaran hutang itu diJakukan dan tidak hanya hak­

hak yang ada pada waktu Penanggungan ltu mulai 

diadakan.1
&& Apabila Penanggung !alai untuk 

memberitahukan kepada debitur mcngenai hutang yang 

telah dibayamya, maka ia tidak mempunyai hak regres 

kepada Debitur, jika seandainya debitur kemudian 

mernbayar lagi hutang tersebut; dengan tidak 

mengurangi hak dari Penanggung lni untuk rnenuntut 

kemba!i kepada Kreditur.1a9 

1a1 Sofwan, op.cil., h!m. 1 00·1 01. 
Ut Ibid., blm. 102-103, 
18

' Pasal 1842 ayat{l) KUHPerdata; 
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Selanjutnya, Pasal 1842 ayat (2) KUHPerdata 

menyebutkan bahwa Penanggung yang telah membayar 

hutang tanpa adanya gugat untuk itu, sedangkan ia tidak 

memberitahukan hak tersebut kepada Debitur, juga 

tidak mempunyai hak regres kepada Debitur, manakala 

pada waktu pembayaran tersebut mempunyai alasan 

untuk menuntut pembatalan hutangnya. Mengacu pada 

hal tersebut, maka pemberitahuan kepada Debitur bagi 

Penanggung yang telah membayar hutang kepada 

Kreditur, merupakan syarat yang penting untuk 

dilaksanakan. Tanpa adanya pemberitahuan demikian 

dapat berakibat tidak dapat menuntut kern bali apa yang 

telah dibayarkan oleh Penanggung. Meskipun dalam 

keadaan yang demikian itu, Borg dapat menuntut 

kembali apa yang telah dibayarkan itu kepada Kreditur 

atas dasar pembayaran tak terutang. 190 

Seperti dikemukakan di muka, Penanggung yang telah 

membayar seluruh hutang sepenuhnya akan 

menggantikan hak-hak Kreditur. Selain itu, jika 

Penanggungan hanya membayar untuk sebagian saja 

dari hutang, maka Penanggung pun akan menggantikan 

hak terhadap benda yang dipakai sebagai jaminan itu, 

tetapi Kreditur yang baru mcnerima pemba.yaran 

sebagian dari Penanggung tetap dapat menuntut 

pemenuhan piutang yang belum dibayar itu atas benda­

benda jaminan, lebih diutamakan dari hak 

Penanggung. 191 

Si Penanggung yang sckali telah membayar utangnya, lidak dapal menuntutnya kcmbali dari si 
berut.ang urama yang Ielah mcmbayar unluk kedua kalinya, jika ia lidak Ielah memberitahukan 
kcpadanya lenlang pembayaran yang Ielah dilakukannya; dengan tidak mengurangi hak-hak.nya 
untuk mcnuntulnya kern bali dari si berpiutang. 

190 Sofwan, op.cil., him. 103. 
191 Pasal 1403 KUHPerdata: 

Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu, terjadi baik terhadap orang-orang 
Penanggung utang maupun tcrhadap para bcrulang; subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi 
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Dari beberapa ketentuan Undang~undang d•paL 

disimpulkan bahwa Perjanjian Penanggungan adalah bersifat 

accessoir, dalam arti senantiasa dikaltkan dengan perjanjian 

pokok. 192 Dalam kedudukannya sehagai perjanjian yang bersifat 

accessoir, rnaka Perjanjian Penanggungan) seperti halnya 

petjanjian-perjanjian accessoir yang fain. seperti Hipotik, Garlai, 

dan lain~lain, akan memperoleh akibat..akibat hukum tertentu. 193 

Berkaitan dengan hal di atas, terkadang penanggungan itu 

tidak terbatas hanya untuk pelaksanaan perjanjian pokok saja, 

melainkan termasuk semua akibat hutangnya bahkan terhitung 

semua biaya-b!aya gugatan yang diajukan terhadap si berhutang 

utama. Terhitung pula segala biaya yang dikeluarkan setelah si 

Penanggung diperingatkan untuk melaksana:kan kewajibannya.194 

penanggungan secara demikian disebut penanggungan tak terbatas 

(onbeperkte horgtocht). 195 

hak-hak si beTpiutBng jika ia hanya mem1orima pembnyaran sebagian; dolam hal ia dapat 
melaksan:,kan hak-ftaknya, mengenui apa yang masih harus dibayar kepadanya, leblh dahulu 
daripadli orang darl siapa ia hanya menerima suatu pcmbayeran sebagian. 

,. .,, 
192 Tak ada Penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah, besamya 

Pcn'anggungan lidak. akan melebihi besarnya pctutangll:n pokok, Penanggung berhak mcngajukan 
tangldsan-tangklsiln yang bersangkutan dcngan penmmgao pokok, beban pembuktian yang tert!Jju 
pada si berhutang dalam balaY.batas tertentu mcngikat juga si f'enanggung, Penanggungan pada 
umumnya akan hapus dengall hnpusnya perutangan pokok. Ubat Sofwan, eyuit., him. 82. 

I?:! Akibat-akibat hukum ltu dianlaranya: 
a. Adanya Pcrjanjian Penanggungan terganlllllg pada perjanjian pokok. 
b. Jlka pcrjanjian: pokok itu bat.at maka PedanJian Pcnanggungan ikut batu.L 
c. Jlka perjanjian po!rok irn hapus, Perjanjian Penanggungan ikut hapus. 
d. Dengan dipcralihkannya piut.ang pada perjnnjian pokok, rnaka scmua pe!janjlan~perjanjian 

accesscir yang rnelekat pada piulllng tersebul akan ikut beralih. Accessoir..accessair )'llllg ilrul 
bera!lh itu ialah piutang-piutang istimewa (privffegi), Hipo!ik, Oadai dun lain-laln. Jika 
perolihan piuumg itu te:rjadi karena adanya cess[ dan subrogasi rnaka accassoi~ccessoir ilu 
akan ikut beralih tanpa adanya penycraban khusus untuk itu. Lihotlbid. 

1
'1-' P.asa1182.S KUHPerdata 

Penanggungan yang mk terbatas unMo: suatu perikalan pokok, meliputi segala akibat uUmgnya, 
bahkan terhitung binya~biaya gugaffll1 yang dimajukan terhadap si bcru(ang ut.ama, dan tcrhitung 
pala scgtL)a biaya yang dikeluarkan scte!ab sl Penanggung u!ang dipef"ingatkan tentang itu. 

19
J Sofwan,lop.clr., htm. 88. 
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2.3.1.3. Perjanjian Penjaminan Kredit Merupakan Salah Satu 

Beotuk dari Penaoggungan 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Ptesiden Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Lembaga Pen jam inan, penjaminan adalah 

kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial 

Penerlma: Kredir dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. 

Mengenai istilah Penjaminan Kredit1 J. Sattio menyebutnya 

dengan Penanggungan Kredit atau credietborgtocht. Lebih lanjut J. 

Satrio mengernukakan bahwa terhadap kredit yang diberikan oleh 

Bank kepada Debitur Utam~ ada seorang Borg yang rnengikatkan 

diri untuk menjamln semua hutang Debitur Utama yang muncul 

sehubungan dengan pemberian kredit tersebut (yang timbul dari 

hubungan kredit antara Debitur Utama dengan Kreditur). 196 

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menggunakan istilah 

Jaminan Kredit atau Kredit Garansi. Menurut Sri Soedewi 

Masjchoen SofWan, Jaminan Kredit atau Kredit Garansi adalah 

bentuk Penanggungan di mana seorang Penanggung (perorangan) 

menanggung untuk memenuhi hutang Debitur sebesar sebagaimana 

terca.ntum dalam perutangan pokok. 191 

Menurut peneliti. terjadinya perbedaan istilah tersebut 

akibat terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam haJ ini. 

garantielborgtochtlhoofdelijkheid diterjemahkan sebagai 

Penjaminan atau Penanggungan. Namun1 dikarenakan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini 198 

menggunakan istilah Penjaminan K.redit, maka demi keseragaman 

dan untuk' mencegah salah pengertian, peneliti pun akan 

menggunakan istilah tersebut. 

1
<;(, Satrh{a), op. cir., him. !01. 

1
"'

7 Sofwao, op.cit., him. lOS. 
l~H Dalam Bah VII UU No.20/1008 diaiur \1;lntang Pembiayaan dan "Pcajamlmm" 

Selanjutnya, dalwn Pasal l aogka 1 Pcrpres No. 2 Tahun 2008 di!emukan istilah *'Penjaminan". 
Selain itu, dalam PP No. 41 Tahun 2008 rentang Perum Jamkrlndo, yang dalam hal lni 
me.nggunaknn istl!ah "Lembaga Penjaminan Krcdit''-
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Berkaitan dengan hal di atas, Penjaminan Kredit pada 

dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak 

kreditur atas kredit a.tau pembiayaan atau fasilitas lain yang 

disalurkan kepada Debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan 

sebagaimana yang ditetapkan oJeh Kreditur. 199 

Sehubungan dengan Perjanjian Kreditj maka Penjaminan 

Kredit merupakan pelengkap suatu perkreditan. Dalarn hat ini. 

sesuatu yang utama yang harus terlebih dahulu :ada adalah suatu 

kesepakatan antara Debitur dan Kreditur atau adanya kredit itu 

sendiri sebagai underlying transaction~nya.200 

Penjaminan Kredit lebih menitikberatkan pada 

pengambilalihan kewajiban debitur (sebagai pihak Terjarnin dalam 

hal yang bersangkutan tidak dapal memenuhi kewajiban 

perikatannya kepada kreditur (sebagai Penerima Jaminan) sesuai 

dengan waktu yang diperjanjikan. Dalam pralctiknya, besaran 

penjaminan dihitung berdasarkan nilai kredit yang disetujui oleh 

Krcditur dan disesuaikan dengan kebutuhan Debitur {Terjamin). 

Daiam praktik Penjaminan Kredit di beberapa negara, besaran 

Penjaminan Kredit ini maksimaJ berkisar antara 70%~80% dari 

pokok atau ptafon kredit yang disetujni.201 

Peran sebagai Penjamin Kredit dilakukan dengan 

membayar sejumlah kewajiban Terjamin atau Debitur kepada 

Penerima Jaminan atau Kreditur. Hal ini dilakukan apabila pada 

saat kredlt teiah jatuh tempo sebagaimana diperjanjikan daiam 

Perjanjian Krcdit antara Debitur dan Kreditur, temyata Debitur 

(Tcrjamin) tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.102 

Pada waktu yang telah disepakati (pada umumnya l-3 

bulan setelah kredltjatuh tempo). kreditur dapat mengajukan klaim 

kepada Penjamin atas kemacetan kredit yang telah terjadi. Apahila 

1119 Na.'WOen Yasabari dan Nina Komia Dewi, op.cir., hlm. 14. 
:we Ibid. 
llll ibid. 
lOl lbitl, 
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kondisi kredit dan penjaminannya memenuhi kriteria yang telah 

disepakati bersama, pihak Penjamin dapat melakukan pembayaran 

klaim tersebut kepada Kreditur. Pembayaran sejumlah sisa 

kewajiban Terjamin dari klaim yang diajukan tersebut selanjutnya 

secara hukum menjadi piutang subrogasi pihak Penjamin.203 

Sebagai konsekuensi atas pemberian jasa Penjaminan 

Kredit, maka pihak Penjamin berhak untuk menerima imbal jasa 

atau fee penjaminan yang dalam hal ini dibayarkan oleh Debitur 

(Terjamin) melalui Kreditur (Penerima Jaminan). Sehubungan 

dengan itu, oleh karena pada dasarnya jasa Penjaminan Kredit 

dinikmati baik oleh Terjamin (sebagai solusi atas persyaratan 

agunan) dan Penerima Jaminan (sebagai sarana untuk menyalurkan 

Kredit), maka sesungguhnya imbal jasa tersebut dapat dibayarkan 

oleh kedua belah pihak. Selain itu, untuk menjaga moral hazard, 

maka dapat hanya dibayar oleh Penerima Jaminan. Kisaran 

besarnya.fee penjaminan adalah 1,5%-2% per tahun yang dihitung 

dari pokok kredit dan dibayarkan pada awal kredit.2
G4 

Dalam sebuah kegiatan Penjaminan Kredit, terdapat tiga 

pihak yang terlibat dan berperan aktif sesuai dengan tanggung 

jawab dan fungsi masing-masing. Para pihak tersebut adalah 

sebagai berikut:20s 

201 Ibid., him. 16. 
2~ Ibid. 

a. Penjamin atau Pemberi Jaminan adalah perorangan atau 

lembaga yang memborikan jasa penjaminan bagi kredit 

atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk 

memberikan ganti rugi kepada Penerima Jaminan akibat 

kegagalan Debi_tur atau Terjamin dalam memenuhi 

kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam 

Perjanjian Kredit!Pembiayaan. 

b. Penerima Jaminan adalah Kreditur, baik bank maupun 

bukan bank, yang memberikan fasilitas kredit atau 

20 ~ Ibid., him. 17- I 8. 
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pembiayaan kepada Debttur atau Terjamin, baik kredit 

uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang. 

c. Terjamin adalah badan usaha atau perorangan yang 

menerima kredit dari Penerima Jaminan. Dalam dunia. 

perkreditan, Terjamin ini dikenal dengan debit.ur yang 

umumnya adalah perorangan yang menjalankan suatu 

usaha produktif atau pclaku Usaha Mikro, k:ecii, 

Menengah maupun Koperasi (UMKMK) termasuk juga 

didalamnya perorangan anggota Koperasi dan bukan 

anggota Koperasi. 

Dalam praktik Penjaminan Kredit, keterlibatan aktif para 

pihak dapat saja mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan 

perkreditan dan kondisi di lingkungan masfng-masing. Mengingat 

Penjaminan Kredit dapat menurunkan moral hazard Terjamin 

daJam memenuhi kcwajiban kredit, maka pihak ini dapat saja tidak 

mengetahui adanya Penjamjnan Kredit. Dalam hal ini, kegiatan 

Penjaminan Kredit dijalankan melalui hubungan Penjamln dan 

Penerima Jarninan. Meskipun demikian, keberadaan Terjamin 

diwakili oleh Penerima Jaminan yang bersangkutan melalui 

perrnohonan Penjaminan Kredit yang juga mengatasnamakan 

Terjarnin terse but 100 

Dengan - adanya keterlibatan aktif tiga pihak dalam 

Penjaminan Kredit, rnaka dalam menjalankan fungsinya Penjamin 

Kredit menerima pennintaan penjaminan baik dari Terjamin yang 

bersangkutan maupun dari Penerima Jaminan atau pihak yang 

,menyediakan fitsilitas kredit.207 

106 ibid., him. l&. 
201 Ibid., hlm. Ia...t9. 
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Keterlibatan para pihak dalam Penjaminan Kredit dapat 

digambarkan dalam mekanisme Penjaminan Kredit yang terdiri 

dari: 

a. Penjaminan langsung 

Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin oleh 

Penjamin guna mendapatkan jaminan untuk kebutuhan 

kredit atau pembiayaannya tanpa terlebih dahulu 

melalui pihak Penerima Jaminan atau Kreditur. 208 

b. Penjaminan tidak langsung 

Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin oleh 

Penjamin dengan terlebih dahulu melalui atau atas 
. p·j·l09 permmtaan enenma amman. 

Berdasarkan fungsinya, prinsip-prinsip atau pokok-pokok 

Penjaminan K.redit adalah sebagai berikut: 

108 Ibid., him. 35. 
209 Ibid., him. 37. 

a. Kelayakan Usaha: Penjaminan Kredit diberikan hanya 

apabila dua pihak yaitu Penjamin dan Penerima 

Jaminan berpendapat bahwa usaha atau proyek yang 

diajukan penjaminannya adalah layak untuk dijamin.210 

b. Pelengkap Perkreditan: memperhatikan bahwa 

keberadaan kredit pada dasarnya menyangkut adanya 

dua pihak yang berkepentingan yaitu Kreditur dan 

Debitur, Penjaminan Kredit bagi suatu sistem 

perkreditan selanjutnya adalah sebuah pelengkap. 

Dalam hal ini sifat Perjanjian Penjaminan Kredit 

dikonstruksikan sebagai perjanjian accessoir yaitu 

senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan 

· 
21° Kelayakan usaha dalam hal ini lidak hany11 menilai kinerja dan prospek usaha 

Terjamin, telapi juga terhadap karakter atau personality Terjamin itu scndiri. Pcnilaian kelayakan 
usaha ini dilakukan oleh Penjamin Kredit dan digunakan untuk mendapatkan keyakinan bahwa 
usaha dan pribadi Terjamin memang patu\ untuk mendapatkan jasa Penjaminan. Dalam hal 
Penjamin Kredit mcnilai bahwa usaha Calon Penerima Kredit adalah tidak. layak, maka 
Penjaminan Kredit tidak akan pcrnah ada. Selanjutnya, bila untuk suatu kasus Penjamin tidak 
memiliki keyakinan yang cukup atas kelayakan usaha Calon Terjamin, maka Penjamin dapal 
melakukan pcnolakan terlmdap permohonan Penjaminan tersebul. Lihat Ibid., him. 19·20. 
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perjanjiao pokok yang berupa Perjanjian Kredjt, 

Meskipun dernildan~ prinsip sebagai pelengkap ini 

sangat rnelekat pada layak tidaknya kredit atau 

pembiayaan dikucurkan kepada yang rnembutuhkan. 

Bagi Kreditur dan Debitur, Penja.minan Kredit 

merupakan sarana untuk pemenuhan persyaratan teknis 

perkreditan atau teknis perbankan.211 

c. Pengganti Agunan: berdasarkan falsafah perkreditan, 

Peojaminan Kredit memberikan rnanfaat bagi debitur 

maupun kreditur, terutama apabila agunan yang 

disediakan Ca:lon Terjamin belum mencukupi menurut 

Kreditur atau Penerima Jaminan.212 

d. Pengambilalihan Sementara Risiko Kredit Macet: 

priosip Penjaminan Kredit seJanjutnya adalah 

pengambila!ihan sementara risiko kredit macet. Dalam 

hal ini apabila kredit yang dijamin mengalami 

kemacetan atau tidak dapat dilunasi sesuai dengan 

jangka waktu sebagaimana diperjanjikan, maka pihak 

Penjamin akan menyelesaikan sisa kredit yang dijamin. 

Pengambilalihan sementara risiko kredit macet ini 

dllakukan dengan membayarkan sejumlah kewajiban 

sisa kredit sehingga Penerima Jaminan terhindar dari 

munculnya kredit atau pembiayaan yang mempunyai 

bad performance a tau Non Performing Loan (NPL). 21 :l 

e" Piutang Subrogasi: sebagai konsekuensi prinsip 

peng~mbi!alihan sementara risiko krcdit macet 

(pembayaran klaim). maka penyeiesaian sisa kredit 

yang belum lunas pada saat jatuh tempo oleh pihak 

Penjamin tidak secara otomatis menghilangkan 

kewajib<Jn dari pihak Terjamin atau Debitur untuk 

m Ibid., him. 20-,2 L 
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melunasi kewajibannya. Pelunasan sisa kredit yang 

macet harus tetap dUakukan oleh pihak Terjamin, baik 

deogan cara mengangsur secara berkala dan/atau 

dengan rnenjual atau mencairkan agunan tambahan 

lainnya. Pelunasan sisa kredlt oleh Terjamin ini bagi 

Penjamin dlsebut sebagai piutang subrogasi. Penarikan 

piutang subtogasi ini tetap menjadi kewajiban Penerima 

Jaminan atau Kreditur.:m 

f Keterlibatan Tiga Pihak: Penjaminan Kredit adalah 

suatu perikatan penunjang perkreditan yang mclibatkan 

tiga pihak yaitu Penjamin. Penerima Jaminan dan 

Terjamin.m: 

g. Kerja Sama Pengendalian Kredit: Terkait dengan salah 

satu prinsip Penjaminan Kredit sebagai pengganti 

agunan, maka pengelolaan atas risiko !credit berjalan 

atau kredit yang dijamin merupakan kegiatan yang 

sangat penttng dan diutamakan. Dalam praktik 

perkreditan, kegiatan pengawasan kredit dHakukan oleh 

penyedia fasilitas tersebut atau Kreditur. Melalui 

perikatan Penjaminan Kredit1 karena terdapat pihak 

ketlga yang juga bertanggungjawab terhadap kelancaran 

pengembalian kredit, maka untllk mengurangi risiko 

teljadinya kredit macet,. pihak Penjamin juga 

melaksanakan fungsi pengendalian atau pengawasan 

kredit, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Kreditur 

(Penerima Jaminan). Dalam hal ini, Penjamin bertindak 

sebagai mitra kerja pihak Penerima Jaminan, khususnya 

dalam menentukan tindakan prevent if yang diperlukan 

dalam upaya-upaya penyelamatan kredit.216 

216 1bid., h!m.2.1·22, 
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Sesuai dengan prinsip~prinsip yang dirniliki, suatu kegiatan 

Penjaminan Kredit memtmtuhkan landasan hukum atau Jegalitas 

untuk dapat digunakan dan diselenggarakan. Sebagai bukti 

Penjaminan, pihak Penjamin akan mengeluarkan sebuah komitmen 

tertulis akan kesediaannya dafam menjarnin suatu kredit. Komitmen 

ini secara formal dituangkan dalam sebuah sertifikat yang 

mewpakan bukti persetujuan penjaminan perusahaan atau lembaga 

yang mcnyediakan jasa penjaminan. Daiam dokumen tersebut 

dengan jelas disebutkan data pihak Terjamin atau Debitur 

Kredit!Pembiayaan dan data pihak Penerima Jaminan atau Kredltur 

penyedia perl<reditan, tennasuk profil kredit yang dijamin.217 

Dengan mengingat keterlibatan tiga pihak dalam Penjaminan 

Kredit dan terutama mengingat keberadaan pihak Penjamin dan 

Penerima Jaminan, maka sebelum mengeluarkan komitmen 

Penjaminan atau Sertifikat Penjarn[nan, Penjamin dapat 

mengkomunikasikan segala ketentuan Penjaminan Kredit dengan 

Penerima Jaminan (Kreditur),218 

Surat Penjamin tersebut merupakan dasar adanya persetujuan 

secara prinsip pihak Penjamin untuk memberikan Penjaminan, Oleh 

Penerima Jaminan, persetujuan prinsip tersebut dapat digunakan 

sebagai dasar ditandatanganinya suatu Perjanjian Kredlt. 

Komunikasi antara Penerima Jaminan dan Penjamin serta 

persetujuan prinsfp penjaminan tersebut didokumentasikan secara 

tertulis dan menjadi landasan bagi Perjanjian Kredit219 

Mengingat jasa Penjaminan Kredit dibutuhkan oleh 

Perbankan atau Lembaga Pe_nyedia Kredit untuk mendukung 

kegfatan penyaluran kredit, maka pihak perbankan biasanya 

m !bid., him_ 22. 
m Komunikasi antara Pcnj.:unin dan Pencrima Jamlnan tersebut dihlkukan secera rertulis, 

dan hal tersebut menjadi landas.lo kesepakalan kedua pihak alas kepentingan Terjamin (Nasabah} 
untuk kemudian saling mengikatkan dirl dalam sebuah kegiatan penjaminan. Komunika.si ini pada 
dasarnya rnerupakan jawaban atau respon pihak Penjamin terhadap pengaj.uan Pcnjaminan Kredit 
dari Penerima Jaminun. Selanjutnya, alas ketentuan penjamin:m tersebul, Penerima Jamim:m 
merniliki kesempatan menanggapi uniuk menyetujui atau rnenyampaikan kcberatan·kcbcral<!.n atas 
ketcntuan dan persyaratan Penjamirum. Lihat/bid., blm. 23. 

:!:l'l Jbtd. 
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melakukan kerja sama terlebih dahuh.J dengan pibak Penjamin. Kerja 

sama Penjaminan antara Penjarnin dan Pencrima Jaminan dapat 

diwujudkan melalui kesepakatan bersama atau MOU (Memorandum 

of Understanding) atau melalui soatu perikatan yaitu Perjanjian 

Penjaminan Kredit yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan 

berlaku untuk kurun waktu yang disepakati bersama.220 

2.3.2. Asuransi Kredit 

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHDJ asuransi atau pertanggungan 

adalah suatu perjanjian. dengan mana seorang Penanggung menglkatkan 

diri kepada seorang Tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk 

memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian. kerusakan 

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan 

didedtanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.ll1 Selanjutnya, 

menurut ketentuan Pasal 1 angka (J)- Undang-Undang Nornor 2 Tahun 

1992 tentang Usaha Petasuransiao (LN 1992-13, TLN 3457) disebutkao 

bahwa: 

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antam dua pihak 
atau lebih, pihak. Penanggung mengikatkan diri kepada 
Tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan 
penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 
kehilangan kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita 
Tertanggung yang timbul dari sua:tu peristiwa yang tidak pasti, atau 
untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas 
meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.:222 

Apabila dibandingkan rumusan Pasal I angka (I) UU No.211992 

lemyata leblh lua.s daripada rumusan Pasal 246 KUHD, Dalam hal ini, 

rumusan Pasal l angka (I) UU No.211992 tidak hanya melingkupi 

Asuransi Kerugian, tetapi juga Asuransi Jiwa, Hal ini dapat diketahui dari 

kalirnat "untuk rnemberikan suatu pembayanm yang didasarkan atas 

220 Ibid., hlm. 23~2<1. 
m Kflab Uudang-undang Huk11m Dag011g, diterjemahkau oleh R. Subekti dan R. 

Tjitrosudibio, cct.XX.Vll, (Jakarta: Pradnya Parnmita, 2002), Ps, 246, 
m Indonesia (h}, Undang-rmdang Usaim Perasurausian, UU No.2, LN NtL 13 lahun 

1991, TLN No. 3457, Ps. I angka 2. 
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meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan". Selain itu, 

rumusan pasal tersebut juga secara eksplisit meliputi Asuransi Tanggung 

Jawab. Mengenai hal ini terdapat dalam bagian kalirnat "tanggung jawab 

hukum kepada pihak ketiga".22
J Oleh karena itu. objek asuransi adalah 

bend a dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, 

serta semua kepentingan yang dapat hilang, rusak. rugi dan atau berkurang 

nilainya.224 Dengan demikian, evenemcn-nya pun meliputi peristiwa yang 

menimbulkan kerugian pada benda objek asuransi dan peristiwa 

menlnggalnya seseorang.225 

Dalam Black's Law Dictionary, Asuransi Kredit (credit insurance) 

didefmisikan sebagai berikut: 

an agreement to indemnify against loss thai may result from the 
death, disability, or insolvency of someone lo whom credi'l is 
exlended.176 

Emrny Pangaribuan Simanjuntak menyebutkan bahwa di dalam 

Pertanggungan Kredit, pihak Penanggung mengikatkan dirinya ur1tuk 

mengganti kerugian yang disebabkan insolvensi dari si berhutang.:.m 

Dengan menggabungkan kcdua pengertian di atas, peneliti 

berpendapat bahwa Asuransi Kredlt adalah suatu peJjanj ian, yang daJam 

hal mana Pem:mggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atas 

timbufnya risiko kredit, yaitu keadaan tidak d.apat mernbayar kembali 

kreditlpinjaman yang diterirnanya, karena kematian; cacat dan lnsolvensi 

dari Peminjam. 

-···----~-

:u:l Muhammad, op.cil., cet., him. ll-12. 
224 Indonesia (h).locA;iL, Ps. I angka 2. 
125Muhammad, ap.cit., h!m. 12. 
1"6 Bryan A. Garner, ed., Black's Law DicliOIItl!J'. Sth ed, (St. Paul, Minnesol.a: West 

Group, 2004}, hlm. 816. 
m Emmy Pangaribuan Simanjuntak, HuJmm Pertanggungan dan Perkemb.augonnya, 

(Y()g;--akan.u: Scksi Hukum Dagang Fakulins Hukum L'ni\'ersitas Gudj.uh Mada, 1990), him. l41. 
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Asuransi Kredit dapat dibagi dalam beberapa jenis/rnacam, 

yaitu::.u8 

a. Credit Lift Insurance, Credit Accident and Sickness 

Insurance119 

b. Account Receivable In.surance110 

c. Deposit Insurancew 

d. Cash Loan Credit Insurance111 

e. Home Loan Credit InsuranC£!33 

f Export Credit lnsurancim 

Dalam suatu Perjanjian Asuransi Kredit terdapat dua pihak, yaitu 

Penanggung dan Tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menerima 

peratihan risiko dari Tertanggung apabila terjadi evenemen. Dalam 

kaitannya dengan Asuransi Kredit yang diusahakan di Indonesia, pihak 

Penanggung adalah PT Ask:rindo.235 Selanjutnya, Tertanggung adalah 

pihak yang mengasuransikan kreditnya. dalam hal lnl juga pihak yang 

memberlkan kredit kepada seseorang. Datam kaitannya dengan kredit 

bank, maka pihak bank~lah yang menjadi Tertanggung, baik bank 

pemerintah maupun bank swasta. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 2 

sub b Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1971 tentang Penyertaan 

Modal Negara Republik Jndonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan 

dalam Bidang Perasuransian Kredit. maka tidak hanya bank saja yang 

2111 Tara H., "Asuronsi Krt:dil dan Pencrnpannya di Indonesia," Mini £conomica (Oktober 
1986, no 10/vol IV!l986): 10 dalam Runi Sri Wulandari, "Penman Asuransi Krcdil dalam KUK 
(Krcdil Usaha Kccil}," (Skripsi Sarj.ana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992), him. 59. 

2
:& Asurans1 Kredit rerhadap kegagalan untuk membayar hutang, karena kematian, 

kecelaknan dan sakit yang dialami peminjam. L!hat Ibid. 
210 Asuransi yang memberikao perlindungan kepada krcdltur tedtOOap kegagalao atau 

keti4a:kmampoan menagih piutang. Lihat !bid. 
U! Jaminan terhadap kerugian deposi10 sehubungan dengan kega&alan bank/lembaga 

keuangan. Lihat Ibid. 
m Asuransi yang melindungi Kreditur (Pernbcri Pinjnmo.n) terhudap kerugian akib:u lldak 

dikemba!ikannya pinjaman tunai olch PemlnjanL Lihat Ibid, hhn,60. 
m Jcnis asuransi ini banya:k ditakukan untuk men.io.min apabl!a pemilik rumo.h kredil 

LersebUl tidak mampu membayar kembali Kreditnya. Lihat Ibid, hlm.60. 
"

4 Asurnnsi terhadap Kredit Ekspot yang memberikan perlindungan kepada eksportir 
lcrhadup kcruglan akibat risiko, antara lain: bungkrutnya importir ntau kebljaksanaan pemerintah 
yang menfsakilxltkan importir tidak daput rncmhayar hutang-hutangnya. Lihat ibid, 

2 TJe'Aman, op.cif., him. 53. 
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dapat menjadi pibak Tertanggung, melalnkanjuga suatu badan atau orang 

yang meml>erikan kredit di luar Perbankan.136 

Berkaitan dengan hal di atas1 dalam Perjanjian Asuransi Kredit 

Bank unruk Kredit Usaha Kecil antara Tertanggung dengan PT Askrindo, 

terdapat istilah Debitllr Tertanggung. Daiam Pasal 1 angka (2) perjanjian 

tersebut, Debitur Tertanggung adalah badan hukum perserikatan perdata 

atau perorongan yang rnengadakan Perjanjian Krcdit dengan Tertanggung. 

Pihak Debitur Tertanggung (Nasabah) tidak mempunyai hubungan 

apa-apa dengan Penanggung cq. PT Askrindo. Nasabah hanya mempunyai 

hubungan dengan pihak Tertanggung, yaitu bank dalarn kaitannya dengan 

kredit yang diterimanya.:m Hubungan tersebut, dapat dilihat dalam skema 

di bawah ini: 

Peljanjian Asuransi Kredit 

Bank < PT. Askrindo 
(Krediturffertanggung} (Penanggung) 

Perja£Yian Kredit 

Nasabah Debitur/ 
Debitur Tertanggung 

Gambar5 

Mengenai kewajiban pokok dari kedua belah pih~ antara 

Tertanggung dan Penanggung terkandung dalam Pasal246 KUHD tentang 

pengertian pertanggungan. Dari ketentuan pasal tersebut, dinyatak:an 

bahwa preml mempakan haknya Penanggung, yang dengan meni~mati 

premi tersebut, ia berkewajiban untuk membebaskan Tertanggung dari 

kerugian. Olch karena itu, kewajiban untuk membayar premi dibebankan 

pada Tertanggung, sebagai imbangan dari baknya untuk menerima ganti 

rugi dari Penanggung}3
!! Dengan kata lain, prcmi adaJah sebagai imbalan 

'
16 !hid. 

:m lje Arnat~, loc. cit. 
:m Ibid., him. 53M54. 
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dari dsiko yang dia1ihkan kepada Penanggung.239 Sebagai akibat dari hal 

tersebutl maka Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi dari Penanggung 

apabiJa ia tidak memenuhi kewajibannya mem.bayar premi.240 

Jika hal tersebut diterapkan dalam Pertanggungan Kredit, maka 

pihak bank sebagai Tertanggung, yang mempertanggungkan kredit yang 

direalisimya. mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada 

Penanggung, c.q PT Askrindo. Premi dibayarkan oleh Tertanggung kepada 

Penanggung, bukan oleh Nasabah Bank. sebab Nasabah tersebut secara 

yuridis tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Penanggung. Akan 

tetapi. secara materiil biaya premi tersebut telah diperh1tungkan oleh bank 

di dalam kredit yang diberikan pada Nasabah yang bersangkutan, kecuali 

terhadap kredit-kredit tertentu yang biaya preminya ditanggung oleh bank 

sendiri.24! 
Secara garis besar semua jenis pertanggungan yang dikenal dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu: Pertanggungan Kerugian (schade 

verzeker;ng)242 dan Pertanggungan JumJah atau Pertanggungan Sejumlah 

Uang (sommen venekering)243
• Perbedaan dari kedua jenis pertanggungan 

tersebut., terletak pada ''prestasi yang harus dilaksanakanldiberikan oleh 

Penanggung". Apabila prestasi yang harus dHaksanakan!dlberik.an oleh 

Penanggung adalah memberikan ganti rugi, sepanjang ada kerugian yang 

timbul, ma.ka hai ini masuk dalam Pertanggungan Kerugian. Sebaliknya. 

apabila prestasi yang harus dilaksanakan/diberikan oleh Penanggung 

:0!1 Man Suparman Sasuawidjajn., Aspek·aspek Hukum Asuransi dan Sural Berharga, 
ceUI, (Bandung' Alumni, 2003}, him. 32. 

140 Tje' Am<tn, Joe. cit. 
241 Ibid., hlm. 54. 
m ASJJrnnsi KerugiBl'l adalah :matu perjanjhm asuransi yang berisikan kctentuan bahwa 

Penanggung mengikatkan dirinya untuk mclakukan prestasl berupa memberikan g<anli kerug!an 
kepada Tertanggung seimbang dengan keruglan yang dlderita o!eh pihak yang diseb-ut terokhir. 
Beberapa dri dari AsurMsi Kcrugian antarn lain adalah: kepcnlingannya dapat dinilai dengan uang 
(materiel belong). da!11m menentukan ganti kerug:ian berlnku prinsip indemnitas, serta ber!aku 
ketenlUan tentang subrogasi (Pasa! 284 KUHD). Lihat Snstrawidjajn, op. cit, h!m. 83.. 

2u Asuro.nsi Jum[ah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketenluan bahwa 
Penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang y<tng besnrnya 
sudah ditenlukan sebelumnya. Beberapa ciri dart asuransi jumlah antara lain: kepentingannya lidak 
dapat dinilai dengrm uang, sejumlah unng yung akan dibayarkan oleh Penanggung tel!lh ditentukan 
sebefumnya, jadi Hdak berlaku prinsip indemnhas seperti halnya dalam Asuransi Kerugian scrto 
Lidak berlaku pula subrogasi. Lihat Ibid 
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adalah memberikan suatu jumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya, 

maka hal ini masuk dalam Pertanggungan Jumlah.244 

Untuk. mengetahui jenis-jenis pertanggungan, dapat kita lihat 

dalam Pasal 247 KUHD, yang berbunyi bahwa: 

Pertanggungan~pcrtanggungan itu :•antara lain" dapat mengenai 
pokok: bahaya kebakaran; bahaya yang mengancam basil-hasH 
pertanlan yang belum dipaneni; jlwa; satu atau beberapa orang; 
bahaya taut dan pembudakan; bahaya yang mengancam 
pengangkutan di daratan. di sungai-sungai dan di perairan dara?"5 

Penentuan seperti dalam Pasal 247 KUHD itu, secarn yuridis tidak 

membatasi kemungkinan tumbuhnya jenis.jenis pertanggungan lain sesuai 

dengan kebutuhan ma.<>yarakat Hal ini dapat disimpulkan dalam kata 

"antara lain" dari pasal tersebut Oleh karena itu, sifat dari Pasal 247 

KUHD adalah numeratif (banyalah menyebutkan beberapa contoh saja), 

bukan limitatif.246 

Berkaitan dengan hal di atas, dibukanya kemungkinan untuk 

membuat Perjanjian Pertanggungan dalam jenis lainnya itu, tldak berarti 

tanpa adanya pembatasan. Pasal 268 KUHD memberikan pcmbatasan 

terhadap kemungkinan tumbuhnya jenis-jenis pertanggungan lain selain 

yang dikenal dalam Undang-undang; yaitu sebagai berikut: 

"pertanggungan dapat berpokok semua kepentingan yang dapat dinilai 

dengan uang, diancam oleh suatu bahaya, dan oleh Undang-undang tidak 

terkecualikan".247 

"Pokok pertanggungan" yang dimaksudkan dalam Pasal 268 

KUHD. oleh Prof Molengraff adalah hak subjektif yang mungkin akan 

lcnyap atau berkurang karena adanya perlsthva yang tidak tertentu"?48 

Biia dihubungkan dengan Pertanggongan Kredit, maka pokok 

pertanggungannya adalah hak menagih atau hak piutang Bank pada 

144 Tje' A man, up.cif., him. 50. 
H> Kitab Undang-undang Hukum Oagang, op.cit., Ps. 247. 
H

6 Simanjuntak, op.cit., htm. 35-36. 
w 'fje' Aman, op.cit., hlm. 51. 
Hs Simanjuntak (b), Hukum Pertanggungon (Pokok-po!wk Pertanggungan Kemgian, 

kcbakf11'an dan Jiwa). cet.X. (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagnng F!l:kult.as Hukum Unfversita> 
Gadjah Mada, 1990), hlm. 13. 
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Nasabahnya. Sementara itu, persyaratan "dapat dinilai dengan uang", 

menurut Edy Putra Tje' Aman, sudah cukup jelas bahwa kredit adalah hal 

yang berkenaan dengan uang249. Persyaratan "dapat dinilai dengan uang" 

ini, oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak dinyatakan sebagai persyaratan 

yang tidak berlaku bagi Pertanggungan Jiwa. lS"O 

Selanjutnya, mengenai persyaratan "dlancam oleh bahaya", di 

dalam Pertanggungan Kredit bahayanya adaiah suatu peristiwa atau suatu 

keadaan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengembaiikan 

kreditnya. Bahaya-bahaya yang terhadapnya kredit diasuransikan dapat 

bermacam-macam; diantaranya seperti; wanprestasi dan kepailitan.251 

Syarat terakhir, yaitu ·~tidak dikecualikan oleh Undang-undang''s 

menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak adalah sama tujuannya dengan 

syarat ongeoorlofde oorzaak (sebab yang tidak diperbolehkan) di dalam 

Pasall320 ayat (4) KUHPerda1a252 dan Pasal 1335 KUHPerdata'". Lebih 

lanjut beliau mengatakan bahwa syarat ini ditujukan kepada 

pertanggungan-pertanggungan yang dilarang Undang-undang, yang 

ditetapkan dalam Pasal 599 KUHD yang berbunyi: 

Bahwa pertanggunga.n adalah batal bilamana diadakan atas: 
(I, 2, 3 telah dihapus S. 33-47,34-214, 38-2) 
4) Benda-benda yang menurut Undang-undang dan peraturan­

peraturan tidak boleh diperdagangkan, 
5) Atas kapal-kapal baik kapal-kapal Indonesia maupun kapal­

kapal Belanda atauptm mengangkut barang-barang yang 
disebut dalam nomer 4?54 

Memperhatikan syarat terakhir dari Pasai 268 KUHD, maka 

Asuransi Kredit termasuk daJam safah satu asuransi yang tidak 

dikecualikan oleh Undang-undang.255 

249 1)e' Am an, ltx:.cit. 
~~0 Simanjuntak (a}, op.dl,, hlm.l6. 
m Tje'Aman, !tJc.cit., hlm. 52 • 
.2sz Pasal 1320 sub 4 KUHPerda!a: Untuk sahnya s:uatu perjanjian dlperlukan ernpat 

syarnL .. svatu sebab yang balal. 
~n Pasall335 KUHPerdata: 

Suatu perjanjian tanpa sebnb, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu a1a.u 
terlarnng, lidak mernp1myai kekuatan. 

~s~ Simanjuntak (b}, op.clf,, him. 16, 

Universitas Indonesia 

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



67 

Dengan memperhatlkan ketentuan Pasal 247 KUHD yang secara 

yuridis tidak membatasi tumbuhnya jenis-jenls pertanggungan lain scsuai 

dengan kebutuhan masyarakat, maka Pertanggungan Kredit atau Asuransi 

Kredit merupakan salah satu perkembangan dari jenis-jenis pertanggungan 

yang sudah dikenal. Selain itu. bila dihubungkan dengan Pasal 268 KUHD 

maka Pertanggungan Kredit tidak bertentangan atau memenuhi 

persyaratan yang ditentukan.256 Selanjutnya, dengan memperhatikan 

segala uraian di atas, peneliti sependapa:t dengan Emmy Pangaribuan 

Simanjuntak bahwa Asuransi Kredit termasuk dalam kelompok Asuransi 

Kerugian.257 

Sebagai bukti adanya pertanggungan rnaka Pasal 255 KUHD 

menentukan bahwa Perjanjian Asuransi harus ditutup dengan suatu akta 

yang disebut polis. Dari ketentuan di atas, belum cukup alasan untuk 

menarik kesimpulan bahwa asuransi merupakan perjanjian fonnal, 

sehingga menganggap polis sebagai satu-satunya alat bukti dalam 

Perjanjian Asuransi. Hal itu disebabkan. secara sistematls, ketentuan Pasal 

255 KUHD harus dihubungkan dengan Pasal 257 dan Pasal258 KUHD.1511 

Dalam Pasal257 ayat (!) KUHD dinyatakan: 

Perjanjian pe.rtanggungan ada segera setelah diadakan; hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban timba! balik dari Penanggung dan 
Tertanggung muJai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum 
poJlsnya ditandatangani.:m 

:m Tje'Aman, lac, cit, 
25 ~ ibid. 
251 Pasal 247 KUHD lidak !agi dapo.l menampung. perturnbuhan jcnis Risiko baru yang 

membutuhkan pertanggungan. Di dalam prak.lik temyala berdasarko.n kebutuhan a!au kcpentingan 
yang tumbuh dan semakin dirnsakan o!eh masyarnkal atau akibat dart peristiwa-peristl\\<1! yang 
dapat menimbulkan kerugian atas diri dan harta kekayaannya muncullall jenis-jenis penanggungan 
baru di luar dari jenis-jen!s yang disebutkan di dalam KUHD, yang kescmuanya dapat kita 
golongkan ke tlalam sa!ah Sl'IIU golongan besar yaitu Pertanggungan Keruglan atau &mmen 
Ver::ekcring. Dalam Perumggungan Kerugkm misa:J11ya: asurnnsi kebongkaran, asuransi 
kecelakann buruh, personal accident iJlSltronce, asuransi kcndaraan bermotor, asuransi ka<:a 
eJa!age, cas!J in 1ra11$it insurance, cavil In .safe insuraw:e, m•iarion hull insurance, machinery 
insurance, asuransi lmsll industrl, conlractors all risk insurance, loss of profil insurance (asuransi 
kerugian usaha}. erection insurance, boiler insurance, _d§Uransi Kredit, theft imwrance, dan lain­
lain. Lihat Simanjuntak (a), op.cit., hlm.36-37. 

152 Sastrawidjaja, ap.cif., hlm. 57. 
zw Ki[ab Undang-undang Hukum Dagang, op.cit., Ps. 251 ayal (l). 
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Dapat disimpulkan dari ketentuan tersebut bahwa Perjanjian 

Asuransi telah terjadi dengan adanya kata sepakat para pihak. meskipun 

polis belum ada. Dengan demikian, asuransi merupakan perjanjian 

konsensual.260 Hal itu berarti pula bahwa polis bukan merupakan syarat 

esensial dalam Perjanjian Asuransi, tetapi hanya berfungsi sebagai alat 

bukti.261 Mengenai masalah ini, diperjelas lagi oleh Pasal 258 ayat (1) 

KUHD yang berbunyi: 

Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan 
pembuktian dengan tulisan; namun demikian, bolehlah lain-lain 
alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu 
pennulaan pembuktian dengan hllisan?62 

Apabila dihubungkan dengan Asuransi Kredit, di dalam Asuransi 

Kredit tidak dipergunakan istilah polis, tetapi menggunakan istilah 

tersendiri yaitu Nota Penutupan Pertanggungan/Penjaminan (NPP). NPP 

adalah nota yang menyatakan kesediaan Penanggung untuk memberikan 

penutupan pertanggungan atas kredit yang direalisasi Tertanggung. NPP 

mempunyai kekuatan yang sama dengan polis. 
-

Di dalam praktik, NPP ini dibuat oleh Penanggung (PT Askrindo) 

yang bentuk dan isinya sudah dibakukan (standard policy) serta dicetak. 

Oleh karena itu, CaJon Tertanggung harus mempelajari secara cermat hal­

hal yang tercantum dalam NPP, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan 

tidak terjadi. Dalam NPP yang diterbitkan PT Askrindo, tercantum antara 

lain: 

a. Data mengenai Tertanggung, 

b. Data mengenai !credit, 

c. Ketentuan-ketentuan pertanggungan, terdiri dari: 

a) Pencantuman nomor Perjanjian Asuransi Kredit dan 

addendumnya 

260 Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana di antara kedua belah pihak Ielah 
tcrcapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdata, perjanjian ini 
sudah mempunyai kckuatan mcngikat (Pasal 1338 KUHPerdata). Lihat Mariam Darus 
Badrulzaman, el al., Kompifasi Hukum Perikalan, cet.l, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 
hlm.68. 

261 Sastrawidjaja, lac.cil. 
262 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, op.cit., Ps. 258 ayat (1). 

Universitas Indonesia 

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



69 

b) Jumlah pertanggungan 

c) Debitur yang ditanggung 

d) Debitur yang tidak ditanggung 

e) Perhitungan premi pertanggungan 

f) Jumlah biaya pertanggungan yang harus dibayar (premi 

pertanggungan, bea meterai, biaya administrasi dan porto). 

Di bagian bawah terdapat tanda tangan dari PT Askrindo sebagai 

Penanggung, Selain itu terdapat pernyataan yang menyatakan 

bahwa "NPP ini sekaligus betlaku sebagai Nota Tagihan. 

selanjutnya pembayaran biaya pertanggungan tersebut diatas harap 

diHmpahkan pada rekening kami dL sesuai dengan surat kami 

no .... " 

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 256 KUHD263 yang 

mengatur mengenai hal-hal yang harus dJmuat dalam poJis. maka NPP ini 

tidak memuat antara lain: ba.haya-bahaya yang ditanggung olet1 

Penanggung. saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan 

Penanggung dan saat berakhimya itu) semua kea:daan yang kiranya penting 

bagi Penanggung untuk diketahuinya. dan segala syarat yang diperjanjikan 

antara para pihak. Tidak dicantumkannya llai-hal tersebut dikarenakan 

telah mendapatkan pengaturan dalam Perjanj ian Pertanggungan. Oleh 

karena itu, menjadi jelas bahwa NPP merupakan hagian dari Perjanjian 

Pertanggungan, dalam hal NPP tersebut mengatur ketentuan khusus yang 

menyimpang darl ketentuan daJam Perjanjian Pertanggungan dan teiah 

!V! Pasa\ 256 KUHD: 
Setlap polis, kecuali yang meog.enai suatu pertanggungan jiv.-a, barus menyatakan: 
L Hari dilutupnya per1f;'l:llggungan; 
2, Nama orang yang. menutup pertanggungan atas tanggung<m sendirl atau atas tanggungan 

seoraog ketiga; 
3. Suutu urnian yang cukup jela.<t mengenal batang yang dlper!anggunskan; 
4, Babaya-bahaya yang ditnnggung o!ch si Pemmggung; 
5. Saat padn mmm buhaya mula! bcrlaku Un[uk ltln,ggungan si Pcno.nggung dan saat berakhimya 

itu; 
6. Premi pertanggungan tersebut, dan 
7. Pada umuronya, semua kcadaan yang kirttnya penting bagi si Pcnanggung untuk diketahuinya, 

dan scgala syarat yang diperjanjikan an!arn para pihak. 
Polis itu hnrus ditandatangai oleh tlap-llap Pemmggung. 
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disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung, maka ketentuan khusus 

yang tercanrum dalam NPP adalah ketentuan yang berlaku. 

NPP merupakan bagian dari Perjanjian Pertanggungan. Hal ini 

dapat dilihat dari Pasal 3 angka 2 Perjanjian Asuransi Kredit Bank untuk 

Kredit Usaha Kecil antara Tertanggung (Bankl dan PT Askrindo mengenai 

syarat-syarat berlakunya pertanggungan, yang menyebutkan babwa NPP 

yang diterbitkan oleh Penanggung untuk Tertanggung adalah bukti 

persetujuan Penanggung telah memberikan penutupan pertanggungan. 

Selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 3 angka 5 bahwa dalam hal NPP 

memuat ketentuan khusus yang menyimpang dati ketentuan perjanjian ini 

dan telah disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung, maka ketentuan 

khusus yang tercantum dalam NPP adalah ketentuan yang berlaku. 

Terhadap Asuransi Kredit berJaku pula prinslp~prinsip umurn 

asuransi. Dalam hal ini dlkarenakan Asuransi Kredit merupakan bagian 

dari a~"Uransi pada umumnya yaitu Asuransi Kerugian. Prinsip umum 

asuransi yang juga berlaku bagi Asuransi Kredit adalah: 

a. Prinsip Kepentingan (Jnsurablelinterest) 

Dalam hukum asuransi, ditentukan bahwa apabHa seseorang 

mcnutup Perjanjian Asuransi, yang bersangkutan barus 

mempunyai kepentingan terhadap objek yang 

diasuransikannya. 

Mengenai insurable interest diatur dalam Pasal 250 KUHD 

yang berbunyi sebagai berikut: 

Apabiia seorang yang telah mengadakan suatu perJanJlan 
asuransi untuk dlri sendiri, atau apabila scorang yang untuknya 
telah diadakan suatu asuransi, pada saat diadakannya asuransi 
itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang 
diasuransikan, maka Penanggung tidak diwajibkan memberikan 
ganti kerugian.i64 

1~ Kiteb Unda.ng-un<laog Hukum Dogang, op.cit., Ps. 250. 
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Mengacu kepada hal tersebut, yang dimaksud dengan 

kepentingan (insurable ;nterest) adalah: 

The legal right to insure arising out of a financial relationship 
recognized at law, between the insured and the subject matter 
of insurance.165 

Selanjutnya, disebutkan pula yang menjadi elemen~elemen dari 

insurable inlerest adalah: 

a. A subject mauer of insurance; 

b" The policyholder must ltave an economic or financial 

interest in the subject molter of insurance; 

c. The interest must be a c,:urrent interest, not merely an 

"expectancy"; 

d. The interest must be a legal interest. Mr> 

Dad uralan di atas dapat disimpulkan bahwa Tertanggung 

dJkatakan mempunyai insurable inJerest apabHa ketika risiko 

yang dipertanggungkan muncult ia menderita kerugian. Dengan 

kata lain. the policyholder must be in a position where they 

will s!(/fer lo5s if the event which !hey have insured against 

occurs.267 

Apabila dikaitkan dengan Asuransi Kredit, maka Kreditur 

mempunyai kepentingan atas ketidakmampuan Debitumya 

untuk membayar utangnya.:u;s_ Dalam hal ini, Kreditur akan 

menderita kerugian apabila Kredit yang disalurkannya kepada 

Debitur itu tidak dapat dikembalikan (rnacet), 

Diharuskan ada kepentingan dalam Peljanjian Asuransi dengan 

maksud untuk mencegah agar a.suransi tidak menjadi 

permainan atau perjudian. Apabila tidak: terdapat ketentuan 

demikian, seseQrang yang tidak mempunyai kcpentingan 

265 "'Making the Contract". (The Chartered !nsurt~nce lnsitute: P03 Okcober 1999), hlm. 
618 da!am Hulnml Aswwui, dikumpu!kan olch Kocnelius Simanju!.ak, {Jakarta: Program 
Pascasrujnna Fakultn~ Hukum Univers:ilas Indonesia), him. 32. 

166 lb1d. 
161 "Making the Comract", lrx:.cil., him. 617. 
2~~ Sastrawidjaja, op.cit., him. 66. 
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terhadap suatu objek asuransi, akan dapat menutup asuransi 

terhadap objek tersebut. Akibatnya, tanpa menderita kerugian 

orang tersebut akan mendapat ganti kerugian apabila terjadi 

peristiwa yang menimpa objek yang dimaksud.269 

b, Prinslp Wkad Balk (Principle of Utmost Good Faith) 

Prinsip utmost good failh terdapat da!am Pasal 251 KUHD 

yang berbunyi sebagai berikut: 

SeHap keterangan yang keliru atau tfdak benar, ataupun setiap 
tidak memberitahukan hal yang diketahui oleh si Tertanggung, 
betapapun itikad baik ada padanya. yang demikian sifatnya, 
sehingga, seandalnya si Penanggung telah mengetabul keadaan 
yang sebenamya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak 
ditutup dengan syarat~srrat yang sama. mengakibatkan 
batalnya pertanggungan.21 

Dari bunyi pasal di atas dapat dikatakan bahwa Tertanggung 

harus menyadarl bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk 

memberikan keterangan yang sebenar-benamya, sejujur­

jujumya, dan selangkap~lengkapnya mengenai keadaan objek 

yang diasuranslkan.211 Hal lni dikarenakan, tanpa kejujuran dari 

Tert.anggung akan menyebabkan rnisrepresentasi~'"12 sehingga 

Penanggung dapat kellru dalam mengambH keputusan 

berkaitan dengan penanggungan (apakah Penanggungan akan 

dltutup atau tidak. besamya premi yang dibebankan, dan 

sebagainya), Selain Pasal 251 KUHD, pasal-pasal lain yang 

mengandung unsur prinsip itikad baik adalah Pasal25i!1J, 

2
&
9 !bid,, hlm, 68-69. 

110 Kil.ab Undang-undru;g Hukllm Dagang. op.cil., Ps. 251. 
"'s 'd', · '"I 69 nstr.1w1 JdJii, op.clf,, n m. . 
m Misrepresentation is a false slatcmenl of jacl which induces rhe other fK!rly w enter 

into tlw contract. "Utmost Good Failh" (The Chartered Insurance lnllilute: P03 Oktobnr 1999), 
hlm, 712 dalom flukum AsurmtSi, dlkumpulkun oleh Kornellus Simanjulak, (Jakarta: Pmgram 
PI.!Scasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), him. 45. 

::m Pasal 252 KUHD: 
Kecuali dalam hal-hal yang dlscbulkan dalum ketentuan·kelenluan Undang~1.1ndilng, m11ka tak 
bolchloh dindakan suatu pemmggungan kedua, lmtuk jangkn Wilktu yang sudah dipcrtangguogknn 
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276m dan 277"' KUHD. Namun, KUHD hanya 

membebankan itikad baik pada Tertanggung. Secara ideal, 

seharusnya prinsip itikad baik ini diberlakukan juga kepada 

Penanggung, Dalam hal ini, misalnya Penanggung memberikrm 

penjeJasan kepada Tertanggung mengenai risiko apa yang di­

cover. Oleh karena itu, principle of utmost good faith 

ruenentukan dua kewajiban pada para pihak dalam kontrak; 

yaitu: 

a. A duty not to misrepresent any matter relating to the 

insurance, i.e. a duty to tell the troth. 

b. A duty lo disclose all material facts relating to !he contract, 

i.e. a duty not to conceal anything which is relevant. 116 

Apabila dikaitkan dengan Asuransi Kredit, maka pa.da pibak 

Penanggung misalnya harus memberikan penjelasan mengenai 

risiko kredit apa yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, 

Tertanggung tentu juga harus memberikan data~data yang 

benar bcrkaitao dengan risiko kredit yang ditanggung olch 

Penanggung. 

c. Prinsip Indemnitas (Principle of Indemnily) 

Prinsip indemnitas terdapat dalam Pasal246 KURD, yaitu pada 

bagian kalimat "untuk memberikan penggantian kepadanya 

karena suatu kerugian, kerosakan atau kehilangan keuntungan 

untuk barganya pcnuh, dan dcmikian itu atas ancaman bata!nya pertanggungan yang kedua 
tersebut. 

m Pasa! 276 KUHD: 
Tlada kCJ"ugian atau kerosaknn yang disebabkan karena kesalahan si Tertanggung sendiri hJUUs 
ditan,gguog oleh si Penanggung. Bahkan berhak!ah si Penanggung iru memltiki premi amupun 
mem.uttu~a, apabila ia sudah mulai memikul seswnu bahaya. 

1
' Pasa! ?.77 KUHD: 

Apabila berbagai penanggungan, dengan itikad balk, telah diadnkan mengeMi salu·s!llunya 
barang, sedangkan dalam pcrt:mggungan yang pertama barga sepenuhnya telah dipertanggungkan, 
maka hanya pertanggungan pcrtama ilu sajalah mengiknt, sedangkan para Pennnggung yang 
bcrikutnya dibebnskan, 
Apablla dalum perumggungan yar;g pertuma ltu !idak dipertanggungkan ltarga sepenufmya, maka 
para Penanggung yang berikut bertanggung jawab untuk hargil yang selebihn}'ll, menurul tertib 
waktu dilutupnya pertanggungun·pertanggungnn yang berlkm lni. 

::·u; "Utmost Ocod Faith'' loc.cii. 
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yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu 

peristiwa yang ta.k tertentu.'a17 

Asas tersebut menentukan bahwa jumlah ganti rugi yang 

diterima o!eh Tertanggung merupakan jumlah perseimbangan 

antara. jumlah pertanggungan dengan nilai benda 

pertanggungan dan kerugian yang diderita oleh Tertanggung 

sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu, yang 

terhadapnya diadakan pertanggungan.278 

Dalam pertanggungan pada umumnya, jumlah pertanggungan 

akan berjalan tetap sarnpai pertanggungannya berakhir. Lain 

halnya di dalam Pertanggungan Kredit; jumlah 

pertanggungannya, sejak pertanggungan ditutup hingga 

berakhir akan berubah menurun. Hal ini terjadi, karena kredit 

yang diterima Nasabah harus dikembalikan pada saat~saat yang 

tetah ditentukan, umumnya dengan cara penyicilan. Dengan 

demikian, pada saat-saat kemudian setelah pertanggungan itu 

diadakan, jumlah kredit yang ditanggung oleh Perumggung 

akan menjadi semakin kecjt dan semakJn kecil risiko yang 

ditanggung berarti pula semakin kecil jum lah penggantian 

kerugian, Memperhatikan uraian di atas, maka jumlah ganti 

rugi di dalam Pertanggungan Kredit merupakan jumlah basil 

Oari perseimbangan antara sisa kredit pada saat tuntutan 

diajukan dengan jumlah kredit yang dipertanggungkan dan 

kerugfan yang diderita.:m 

Dalam praktiknya, besilmya kredit yang dipertanggungkan aleh 

bank. tidakiah seluruh kredit yang dapat diterima Nasabah, 

tetapi hanya sebagian dari maksimum kreditnya. Dengan hanya 

sebagian saja yang dipertanggungkan, berarti Pertanggungan 

211 Sastrawidjajn, op,cll.,hlm. 70. 
ns Tje'Aman, op"ciJ hJm. 54. 
l1? IbM,, him. 54~55. 
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Kredit yang terjadi dalarn praktik: perbankan adalah 

pertanggungan di bawah nilai. 260 

Oleh karena hanya. sebagian saja dari maksimum kredit yang 

dlpertanggungkan, maka dalam hal terjadi kerugian, bank 

masih mernikul sebagian dari kerugian yang dideritanya, yang 

tidak mendapat penggantian kerugian dari Penanggung. 

Dengan dernikian sepanjang penggantian kerugian yang 

diterima oleh bank hanya "sebagian" saja dari kerugian yang 

dideritanya, tnaka bank masih punya hak untuk menuntut 

pemenuhan piutangnya kepada Nasabah. sebatas kerugian yang 

dideritanya telah tertutupL Selain itu sebagian lainnya yang 

masih dapat dituntut pada Nasabahnya menjadi haknya 

Penanggung>281 

d. Prinsip Subrogasi (Principle of Subrogation) 

Berhaknya Pcnanggung untuk menuntut ganti rugi pada 

Nasabah Bank adalah berdasarkan subrogasi, yang diatur dalam 

Pasal 284 KUHD. Pasal mana menentukan bahwa: 

Penanggung yang membayar kerugian dari suatu benda yang 
dipertanggungkan mendapat semua hak~hak yang ada pada st 
Tertanggung terha:dap orang-orang ketiga mengenai kerugian 
itu; dan Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap 
perbuatan yang mungkin dapat meru~kan hak dati 
Pcnanggung tcrhadap orang-orang ketiga itu. 

Sehubungan dengan itu, karena di dalam Asuransi Kredit. 

hanya sebagian dari maksimum kredit yang dipertanggungkan, 

maka subrogasi bagi Penanggung bersifat terbatas. Mengenai 

hal ini Emmy Pangaribuan SimarUuntak menyatakan bahwa: 

" tidaklah ada jalan lain yang lebih adH lagi untuk 
menerapkan subrogasi itu terbatas yang berarti kalau 
penggantian kerugian itu hanya untuk sebagian saja dibayar 

m Ibid., hlm, 55. 
' 81 Kitab Undang-undang Hokum Dagang, op ci1., Ps. 284. 
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oleh Penanggung, maka hanyalah dapat disubrQgasikan untuk 
sejumlah kerugian yang telah dibayarnya ltu dan hak~hak 
setebihnya dari Tertanggung terhadap orang~orang rang 
bersalah itu masih tetap dipegang Tertanggung sendiri...,,zs 

Dala.m hal terjadi penggantian kerugian dari pihak Penanggung 

(PT Askrindo) kepada pihak Tertanggung (bank), dalam 

praktiknya penuntutan hak PT Askrindo yang ada pada nasabah 

bank berdasarkan subrogasi, dilakukan oleh bank. SeteJah 

Nasabah memenuhi segala kewajibannya pada bank, barulah 

Bank memberikannya pada PT Askrindo apa yang menjadi 

ha.knya"284 

28
l Simanjuntnk (b), op.cit., hlm. 76. 

28~ Tjc'Amun, op.cir., him. 57. 
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KEBERADAAN PERUM JAMKRINDO, BANK NIAGA DAN KOPERASI 

PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA-GOTONG ROYONG DALAM 

KASUS KREDIT MACET 

3.1 Dasar Hukum Perum Jamkrindo 

Berdasarkan Pasal l angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 

tentang Perusahaan Umum (Perurn) Jaminan Kredit lndonesiat Perusahaan Urnum 

(Perum) Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat Jamkrindo, merupakan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2003, yang seluruh modalnya dimiJiki negara berupa kekayaan negara 

yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. 

Mempelajari kemball sejarah Perum Jamkrindo, perusahaan ini mengalami 

perubahan nama beberapa kali sesuai dengan kondisl, dinamika dan tantangan 

perusahaan pada zamannya masing-masing, sebagai berikut: 

a. Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) 

LJKK dibentuk oleh pemerintah Indonesia pada 1 Juli 1970 yang 

ditandai dengan SK Menteri Transmigrasi dan K.operasi No. 

991KPTS!Mentranskop/1970. Kehadiran LJKK tersebutdidasari kondisJ 

riil pada waktu itu, dimana perkembangan Koperasi yang masih cukup 

tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya, yaitu 

BUMN dan swasta. Pada awal pendiriannya, tugas utama l.JKK adalah 

membantu menjamin kredit yang disalurkan oleh Bank kepada 

Koperasi, sehingga banyak Koperasi yang sebelumnya tidak memenuhi 

persyaratan bank terkail dengan agu11an (tidak bankable), kemudian 

menjadi bankable dengan adanya Penjaminan dari LJKK.1 

b. Perum Pengembangan Keuangan Koperasi {Perum PKK} 

Dalam perjalanannya, fungsi LJKK menjadi sangat penting: dalam 

pengembangan usaha Koperasi secara kcscluruhan, sehingga 

memerlukan manajemen pengelolaan aktivitas usaha sebagaimana 

sebuah hadan usaha. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan Perum 

1 Nastoen Ynsuhari dan Nina Kumia Oevri, op.cit., him. 119. 
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PKK melalui Peraturan Pemerin!ah Nomor 51 tatmn 1981 tentang 

Pendirian Perusahaan Pengembangan Keuangan Koperasi. yang 

sekaligus rneleburkan LJKK ke dalamnya. Selanjutnya untuk lebih 

mengoptimalkan fungsi dan tugas Perum PKK, pemerintah 

menyempumakan PP No. 5 J /198 l dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Urnum (Perum) 

Pengembangan Keuangan Koperase86 

Pergantian nama dari LJKK menjadi Perum PKK dimak:sudkan untuk 

Jebih mengoptimaikan fungsi dan tugas LJKK, sehingga untuk kredit­

kredit yang memang dibutuhkan bagi pengembangan usaha Koperasi 

tersedia penjaminan yang juga bersumber dari pemerintah.287 

Dcngan perubahan bentuk perusahaan menjadi Perusahaan Umum 

(Perumi238
, maka sifat usaha dari Perum PKK adalah menyediakan 

2
" Berdasarknn Laporan Keuangan (Annual Report) 2003 Perusahaan Umum Sanma 

Pengembangan Usaba, him. 9. Mengenai hal ini dapal juga di!ihat ketentuan Pasal 2 PP No. 
27/1985, yang berbunyi St:bagai berikut~ Pcrusahaan Umum (Perum} Pengembangan Keuangan 
Knpera.si yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Numnr 51 Tahun 1981 berdasurkan 
Peratura.n Pemerlntah ini dih:mjutkan berditinya dan meneruskan usaba-US<lha se!anjutnya 
berdasarkan kete.ntuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Lihat indonesia (i), P<:ratunm 
Pem.erintah PeruSI!haan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, PP No. 27, LN No. 38 tnbun 
1985, Ps. 2. ' 

l$i Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, op.cit .• hlm. 120. Mengenai hal lersebut 
dapat dilihat ketentuan Pnsal 3 aya1. ( l) PP No. 27 Tahun 1985 yang berbunyi sebagai berikut: 
Perusahaan sebagaimana dfmaksud dalam Pasal 2 adalah badan usaha )'Ung diberi wewenang 
unwk mening't:a!..!l!!L~~~ mdalui pSl!g;;mbangmn ~yangw Keg!!fiH!;i, {kursif oleh 
penelili) 
Selanjulllya, Oapat dilihat ke!entutm Pasul 5 ayal (2) yang berbunyi sebagai berikut: 
Perusahaan adalah Lembaga Keuangan yang maksud dan tujuannys adalah turut melaksanakan 
dan memmjtmg kebijaksanaan dan program Pemetintab di bidang Elronomi dan Pembangunao 
Nasional pada umumoya denga¥1 jalan meniogkutkan usaha Kqperesi meJalui peng<;mbangan 
keuno~~i sc.hingga darat berswagaya dan mandirL (kursip oleh peneliti) 
Lihat Indonesia {i), ap.cit., Ps. 3 aya1 (1) dan Ps. 5 ayat (!). 

m Undang-undang Nomor 9 Tahun l%9 teotang Bentuk~bentuk Usaba Negara (UU No. 
91!969}, membagl usaha-usaha negara berbentuk pcrusahaan menjadi Perusahaan Jawatan 
(Pcrjan), Perusahaon Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan {Persero). Namun, dengan 
!ahimya Undang-undang Nomor 19 Tahuo 2003 tentaog Badan Usaha Milik Negara (LN No.4?, 
TLN No. 4286), UU No. 9/l%9 dlnyatnkan tidak ber!aku. Da!am ha! ini, Pasa! 9 UU No. 19.'2063 
menyebutkan OOhwa BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Selanjutnya, berdasarkan Pasal J 
angka 4 UU No. 1912003, yang dimaksud dengan Perusahaan Umum, yang Sl'llanju!nya disebut 
Perum, adalah BUMN yang seluroh moda!nya dimi!iki ncgara dan tidak terbagi alas saham, yang 
OC:rtujuao un:luk kemanfaahtn un1um berupa penycrlia:m barang danialau jasa yang berumutu tioggi 
dart sekaHpun mengejar kcuntungan berdasarkau prinsip pt~ngelolaan perusahaan. Mengacu pad! 
sifat usnhaoro, maka Perum lcbih menidkOCratkan pada pe!ayanan demi keffilillfaatan umum, balk 
pelayanan penyediaan barang dan jasa. Namun, sebagai luidan usaha, agar dapa( melaojutkan 
keberlan.gsungan usabanya, maka Perum harus juga rncndapat laba. Lihat LG. Rai Widjaya, 
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pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan 

berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.289 Mengacu pada hal 

terscbut, maka modal perusahaan adalah kekayaan negara yang 

diplsahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak 

terbagi atas saham-saham.290 

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan di atas, dengan 

mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan 

kekayaan negara, Perum PKK sebagai Lembaga Keuangan 

mengadakanlmenyelenggarakan usaha~usaha sebagai berikut: 

a) memberikan jamlnan kepada Koperasi atas Kredit yang diberikan 
o1eh Bank dan/atau jaminan atas Kredit barang oleh badan lain. 

b) memberikan p!nJaman kepada Koperasi untuk menunjang 
perkembangan Koperasi dalam upaya rnemenuhi sebagian 
pembiayaan pengembangan usaha Koperasi dengan persyaratan 
yang ditetapkan perusahaan. 

c) memberikan bantu an manajemen dan konsultasi kepada Koperasi 
serta meiakukan studi~studi kelayakan dalam rengka mencapai hasil 
guna yang sebesar~besam)'a dalam melaksanakan tujuan 
Perusahaan. 

d) melakukan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan 
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S dengan 
persetujuan menteri, setelah berkonsultasi dengan menteri yang 
bertanggungjawab di bidang perkoperasian.291 

Selanjutnya, berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-

167/MK.0161!998 tanggal 27 Februari 1998, Perum PKK. tela.b 

diizinkan untuk rnengembangkan lingkup usahanya, meliputi: 

a) Usaha Koperasi yang dijamin oleh Perum PKK termasuk badan 

usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Koperasi. 

b) Kredit yaflg dijamin oleh Perum PKK selain yang bernsal dari 

perbankan juga kredit yang berasal dari tembaga non bank. 

Hukum Perusallaan darr Undang-undang dan Peroturo11 Prtlaksonaan Undang·tmdong di Bidang 
lhaha, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hlm. 75. 

~~ lndonesia (i}, op.cit., ?5, 5 ayat {I), 
~'XI Ibid., Ps. 7 ayat (I). 
-:

91 Ibid., Ps. 6. 
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c) Kredit yang dijamin oleh Perum PKK tennasuk kredit yang diterima 

oieh pengusaha kecil terutama yang berorientasi ekspor dan yang 

menggunakan teknoiogi tinggi. 

d) Mernberikan jaminan kepada Koperasi dan pengusaha kecii dalam 

pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan anjak piutang, 

pembiayaan dengan pola bagi hasil dan pembelian barang secara 

angsuran.292 

c. Perurn Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU atau Perum Saran§) 

Terkait dengan kebethasilan peiaksanaan fimgsi dan tugas Perum PKK 

daJam pengembangan dan peningkatan usaha Koperasi dan seiring 

dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan Usaha Kecll. 

Menengah dan Koperasi (UKMK}. pemerintah memperluas jangkauan 

pelayanan Perum PKK.293 Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 95 

Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana 

Pengembanilan Usaha (PP No, 95/2000), Perum PKK berganti nama 

menjadi Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana}.294 

Tidak berbeda dengan pengaturan seheiumnya, perusahaan ini pun 

berbentuk Perum. Oleh karena itu, modal perusahaan merupakan 

kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.295 Seianjutnya, 

sifat usaha dari Perum Sarana adalah menyediakan pelayanan bagi 

kernanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan 

prinsip pengurusan Perusahaan.296 

Melalui PP No. 95/2000, kegiatan Penjarninan Kredit Perum Sarana 

diperluas, tidak hanya ditujukan bag! Kopcrasi saja. tetapi juga bagi 

m Berdasarkan Booklet Perusahaan Umum Pengembangan Koperasi, him. 7. 
m http://www.jamkrindo.com. 
294Mengen.at hal inl, dapat d!lihat kclentuan Pnsal 2 PP No. 95/2000 sebagai berikut: 

Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi yang didirllum dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 dtm selanjUI.nya diatur kembali dengan Pe:raturan Pemtrinlah 
Nomor 27 Tabun 1985, dengan Pcraturan Pemerintah. ini diubah namanya menjadi Pcrusahaan 
Umum (Perum) Sarunn Pcngcmbangan Usaha, dan di!anjutknn bcrdlrtnya serta mcneruskan usab:a­
usaha berdasarkan ketentuan-ketcnloon dalam Peratura:n Pemerintah ini. 
Lihat Indonesia 0), PeJ'«tutan Pcmerint&h Pcrusahaan Umum (Perum) Sarana Pengcmhcngan 
Usalw, PP No. 95, LN NoJ90 tahun 2000, Ps. 2. 

VI:; fbid., P;;. l 0 ayat ( 1 ). 
194 Jbid., Ps. 6. 
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Usaha Kecil (termasuk Mikro) dan Menengah.297 Sebagai perusahaan 

Penjamin Kredit, Perum Sarona bermitrn dengan Kreditur baik 

Perbankan (nasional dan daerah) maupun Kreditur Non Perbankan.298 

Selain itu, layanan yang ditawarkan Perum Sarana meliputi 

penjaminan, pembiayaan dan bantuan manajemen dan konsultasi.299 

Untuk mencapai maksud dan tujuannya,300 Perum Sarana sebagai 

lembaga keuangan, menyelenggarakan usaha~usaha sebagat berikut: 

a} meiakukan penjaminan atas kredit yang diberikan Bank atau badan 

usaba kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

b) melakukan penjaminan atas pembiayaan sewa guna usaha,. anjak 

piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan pola bagi hasil 

yang dlberikan oleh lembaga pembiayaan kepada Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah; 

c) melakukan penjaminan atas pembelia.n barang secara angsuran 

yang dilakukan oleh Koperasi1 Usaha. Kecll dan Menengah; 

d) melakukan penjaminan atas transaksi kontrak jasa yang dilakukan 

oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

e) memberikan pinjaman dengan pola bagi hasil kepada Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menen~h; 

f) memberikan bantuan konsu!tasi manajemen k.epada Koperas!. 

Usaha Kecil dan Menengah; 

g) menerbitkan surety bond atas pembelian barang seeara angsuran 

dan kontrak ja.sa yang diiakukan oieh Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah; 

297 Nasraen Yasa!mri dan Nina Kumia Dewi, op.cit., hlm. 120. 
ZSt llttp:!lwwwJamkrindo.com, · 
:>.!I'J Mengenal hal ini dapat dillhat ketentuan Pasal 3 aynt {l) PP No. 95/2000 sebagai 

berikut: 
Pen.lSilhaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Mllik Negara yang diberi 
tugas dan wcwenang untuk menyelenggarakan kegia!an usaha di bidang pengcmbangan KJ?~ 
!l~~~il dtt!!_Men~;llh 
Sclanjutnya, dapatjuga diliha1 ketemuan Pasal 7 PP No. 9512000 sebagai berikut: 
Maksud dan lujuan Perusahaan ad.tltih l!lrut melaksanaksn dan menunjang kebijaksanaan dan 
program Pemerintah di bidang pcngembangan Kopcrasi, Usaba Kcci! dan Menengah dengan jalan 
melakukan kegia(fln usa~jaminan, membcrikan pinlaman d£ngan pola bagi basil dan bantuan 
k;gom!tgsiln!!r!_aiemcn. {kursi r pcneliti) 
Lihot InOOnes:ia (i), op.cit., J>s. 3 aya1 { 1) dan Ps. 7. 

non Jbid., Ps. 7. 
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b) rnelakukan keg.iatan usaha Jainnya yang dapat menunjang 

tercapainya maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal7 dengan persetujuan Menteri Keuangan.J01 

Berbeda dengan pengaturan sebelumnya, untuk mendukung 

pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan 

Perum Sarana, dengan persetujuan Menteri Keuangan, Perum Sarana 

dapat: 

a) meJakukan kerjasama usaha atau patungan (joint venture) dengan 

badan usaha lain; 

b) membentuk anak perusahaan~ 

c) melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.l¢2 

Mengacu pada hal di atas, dengan Jahimya PP No. 41/2008, Perosahaan 

Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaba yang didirikan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 51 Tahun I 98 I ten tang Pendirian Perusahaan Umum 

Pengembangan Keuangan Koperasi~ yang diatur kembali dengan Pera.turan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) 

Pengembangan Keuangan Koperasi, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha 

diJanjutkan berdirinya dan menerus:kan usahanya. serta diubah namanya menjadi 

Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.:'OJ 

Dasar perubahan nama menjadi Perum Jamkrindo dikarenakan lahirnya 

Undang~undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN}. Ofeh kare~a itu, sebagai BUMN, Perum Sarana harus menyesuaikan 

aoggaran dasar pendiriannya dengan Undang-undang terse but. 304 

Dasar perubahan lainnya dikarenakan pertimbangan bahwa nama yang ada 

saat ini -Perum Sarana- dirasa kurang menjual, sehingga dibuatlah usula·n 

perubahan atas PP No. 95/2000. Dalam haJ ini, usufan diajukan kepada 

Kementerian BUMN, dan terhadap usulan tersebut telah beherapa kali di!akukan 

Jol Ibid,, Ps. 8. 
102 Ibid., Ps. 9. 
;ru Indonesia (k), Pcraluran Pemerimah Penl.!lahll(Jn Unmm {Pemm) Jamifllln Kredit 

f11dcnesia, PP No. 41, LN No. 81 ta!tun 2008, Ps. 2 ayat (I). 
:IU-l "Diba!ik Rc.nc;.ma Perubahan Nama Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha," 

Kola!er(J/ {Media Kcmrmikasf Perra!/ SfJrtma) ( l2Juli 2007), him. 4. 
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pembahasan dan di!akukan koreksi atas aspek substansi oleh Biro Hukum dan 

Asisten Deputi Usaha Jasa keuangan Kementerian BUMN. Selanjutnya, oteh 

Kementerian BUMN, Rancangan Peraluran Pemerintah (RPP) hasil pembahasan 

tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderai Peraturan dan Perundang~ 

undangan Departemen Hukum dan HAM. Kemudian, di Departemen tersebut 

dilakukan proses harmonisasi.30> 

Dengan adanya perubahan tersebut, rnaka terjadi perluasan jenis Nasabah 

yang dilayani oleh Perum Jamkrindo. Dalam hal ini, Perum Jamkrindo diberi 

tugas untuk menyelenggarakan kegiata.n usaha di bidang Penjaminan Kredit bagi 

J,Jsaha MilcrQ, Usaha KecH, dan Usaha Menengab, serta Koperasi (kursif 

peneliti).31J6 Pengaturan dalam PP 41/2008 ini secara spesifik menyebutkan Usaha 

Mikro, tidak menyatukan Usaha Mikro ke dalam Usaha Kecil seperti halnya 

dalam PP No. 95/2000. 

Seperti halnya pengaturan sebelumnya, oleh karena perusahaan ini 

berbentttk Perum maka modal perusahaan merupakan dan berasal dari kekayaan 

negara yang dipisahkan dan tidak terbagl atas saham.:w7 Selanjutnya, sifat usaha 

dari Perurn Jamkrindo adalah menyelenggarakan pelayanan bagi kernanfaatan· 

umum dan memupuk kcuntungan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang 

berlaku.308 

Berkaitan dengan hal di atas, maksud dan tujuan Perum Jamkrindo adalah 

turut melaksanakan dan menuqjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang 

ekonomi dan pembangunan nasional. dengan melaksana}can kegiatan Penjaminan 

· Kredit bagi :Usaha Mikro. Usaha Ke~il, dan Usaha Menengah. sert~ 

Koperasi.309(kursif peneiiti) 

)!); Ibid. 
)llb Indonesia (k), op,c:it., Ps, 3 ayat (I) 
:;;:

1 /bid., Ps. lO ayal (l). 
~ 011 Ibid., Ps. 6. 
J!l9 !bid., Ps, 7. 
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Untuk mencapai rnaksud dan tujuannya310
• Perum Jamkrindo 

menyeienggarakan usaha sebagai berikut : 

a) melakukan Penjaminan Kredit baik bersifat tunai dan non tunai yang 

diberikan Bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil. 

dan Usaha Menengah serta Koperasi; 

b) melakukan penjaminan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, 

pembiayaan konsumeo, dan pemblayaan pola bagi basil yang diberikan 

oleh Jembaga pembiayaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

Usaha Menengah serta Koperasi; 

c) melakukan penjarninan pembelian barang secara angsuran yang 

dilakukan oleh Usaha Mikro. Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta 

Koperasi; 

d) melakukan penjaminan syariah atas pembiayaan baik bersifat tunai dan 

non tunaj yang: diberlkan Bank atau badan usaha syariah kepada Usaha 

Mikro. Usaha Kecif, dan Usaha Menengah serta Koperasi; 

e) meJakukan penjaminan atas transaksi kontrak jasa yang dilakukan oleh 

Usaha Mikro. Usaha Kedl, dan Usaha Menengah serta Koperasi; 

t) meiakukan kegiatan usaha lainnya, antara fain Penjaminan Kredit 

perorangan,jasa konsultasi, danjasa manajemen kepada Usaha Milcro, 

Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi yang sesuai dengan 

maksud dan tujuan perusahaan.311 

Dengan_ melihat ketentuan dalam- Pasal 7 dan 8 di atas, dapat diketahui 
. . ' ' 

bahwa d~r perubahan ketiga sehingga menjadi Perum Jamkrindo adalah untuk 

lebih memfokuskan kegiatan usaha perusahaan pada sektor Penjaminan Kredit 

bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 

(UMKMK). Dalam hal lni1 Perum Jamkrindo tidak lagi mcmberikan pinjaman 

dengan pola bagi basil kepada Koperasi, Usaba Kecil dan Menengah scperti diatur 

dalam Pasal 7 jo. Pasai 8 huruf e PP No. 95/2000. Selain itu, Perum Jamkrindo 

pun juga tidak menerbitkan surety bond atas pembelian barang secara angsuran 

dan kontrak jasa yaog dilakukan oieh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 jo, Pasai & huruf g PP No. 95/2000. 

lW Ibid 
m lbid., Ps. 8". 
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Selanjutnya, Perum Jamkrindo melakukan penambahan produk, Dalam hal ini, 

Perum Jamkrindo tidak hanya dapat memberikan Penjaminan Kredit/Pembiayaan 

Bank rnaupun badan usaha lainnya dengan pola konvensionat saja. tetapi juga 

dengan pola syariah?12 

Berkaitan dengan bal di atas, untuk mendukung pembiayaan kegiatan 

dalam rangka mcncapai maksud dan tujuan Pcrum Jamkrindo sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan kebijakan pengembangan usaha, Perum 

Jamkrindo dapat : 

a) melakukan kerja sama usaha atau patungan (joint venture) dengan 

badan usaha atau pihak lain, baik daJam negeri maupun luar negeri; 

b) membentuk anak perusahaan; 

c) melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain~ 

d) melakukan pinjaman dari kreditur atau pihak fain, baik yang berasal 

dari dalam maupun luar negeri; danlatau 

e) meiakukan kefja sama di bidang Penjamina.n Kredit (co-guarantee) 

dengan badan usaha atau pihak Ialn.3u 

Dalam menjalankan usahanya tersebut, PP No. 41/2008 memungkinkan 

Perum Jarnkrindo untuk melakukan pinjaman dari Kreditur atau pihak lain, baik 

yang berasal dari dalam maupun iuar negeri. Selain itu, untuk melakukan kerja 

sama di bidang Penjaminan K.redit (co-guarantee) dengan badan usaha atau pihak 

lain, yang dalam hal ini tidak diatur dalam PP No. 95 Tahun 2000.314 Mengacu 

pada hal tersebut, maka Perum Jamkrindo dapat bermitra dengan Perbankan dan _., .• . 

badan usaha lainnya sebagai pemberi Kredit kepada UMKMK maupun kerja sama 

dengan mitra co~guarantee.315 Jumlah mitra kerja Perum Jamkrindo saat ini 

mencapai lebih dari 65, yang terdiri dari perbankan yaitu Bank Pembangunan 

111 lbid., Ps 8 hurufd. 
m Ibid., Ps. 9. 
314 /hid. 
315 Co-guarantee diterjemah!.;>n scbagoi Penjaminan bersnma, adalah kcgiatan Penjaminan 

Kredit yang dilaksarWmn bersama o!eh lehih dari satu Penjamin. lstitah co-guarantee lahir karena 
kebutuhan bisnis Penjaminan, dimana risiko alas kemacetan kredit dikehendaki un[Uk ditanggung 
bersama oleh lebih dari satu Penjamin. Kegiatan Penjaminan berst~ma ini dilaksanakan ole!\ 
lembaga·!embagn yang berketoginan untuk menjamin risiko kredit untuk scjumlah ri~iko tcrtentu, 
bcrdas.ukan kemampuan dan kompetensi masing~masing.. Dalw..J!!!kll!tJ:o:!l.iiLI'flin!lq~sam!l 
~t d.ilaksanakan oleh Lembat!a Penjamin Kredil denAA!1..f!cms;ri!!.!:J!p. ss;sama Lembaga Penjamin 
Kredl!:, Lemtma!liu!.'1!!W.1!1!!! Uihak !ai!l!lX!b Vlkar Husin <Yikm"....l!ll!fugQoQ,COJll>, "Pcrumyaan 
ten tang Jamkrindo, '' e-mail kep.1da Halida Nurina, l [ Juni 2009. 
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Daerah (BPD), Bank BUMN, Bank Swasta Nasional dan badan usaha lainnya 

baik konvensional maupun syariah.316 

3.2 Prinsip-prinsip Penjaminan Pcrum Jamkrindo 

Beberapa prinsip penjaminan Perum Jamkrlndo adalah; 

a. Kelayakan usaha,317 

b. Peiengkap perkreditan (accessoir),J 18 

c. Pengganti agunan (collateral substftution),319 

d. Pengambilalihan sementara risiko kredit macet,320 

e. Piutang subrogasi,321 

Dengan melihat prinsip-prinsip penjaminan di atas, maka Penjaminan 

Kredit Perum Jamkrindo pada dasamya adalah kegiatan yang dilakukan dalam 

bentuk pemberian penjaminan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah 

dan Kopcrasi guna memperoleh kredit dari Kreditur baik perbankan maupun 

badan usaha pemberi kredit lainnya akibat tidak dipenubinya syarat agunan 

sebagaim.ana yang ditetapkan oleh Kreditur. Mengacu pada hal tersehut. 

Penjaminan Kredit dapat dikatakan sebagai peiengkap suatu perkreditan, sehingga 

dalam hal ini, sesuatu yang utama yang harus terlebih dahulu ada adalah suatu 

kesepakatan antara Debitur dan Kreditur atau adanya kredit yang dimuat dalam 

Perjanjian Kredit.322 

Penjamirum Kredit Perum Jamkrindo dilakukan dengan lebih 

menitikberatkan pada pcngambilalihan risiko kegagalan Usaha Mikro. Kecil, 

316 http://www.jamkrlndo.com. 
111 Penjamineo Kredll diberikan hanya apabila dua pilutk {Penjamin dan Penerirna 

Jaminan} berperrdapat bahwa usaha a1au proyek yang diajukan Penjam[ormnya adalah layak untuk 
dibiayai clan dijrunin (feasible bur n{)l Bankablr:). Lihat http;/Avww.jamkrimhcom. 

)It Pcnjamimm Krcdit Perum Jarnkrlndo senantiasa merupakan perja!ljian yang dikili!kan 
clengan perJanjian pokok yang berupa Pcrjanjian Krodit/Akad PembJay.aan. Lihat lhtd. 

31 Penjaminan Kredit Pcrum Jamkrindo dapat berfungsi menggantikan agunan. temtama 
apabila agunan yang disediakan Ca1on TcrJ&min beluru mencukupi S)'flrat perkreditan menurut 
penilaian Penerima Jaminan. Uhat Ibid 

.no Apabifa Ktedit yang dijamin mengalami kemacctan n1au ticlak dapa.t dtlunasi sesuat 
dengan jsngka waktu sebagaimana diperjanjikan, maka pihok Penjamin akan menyelesaikan 
kewajiban Terja.min. Pengambilalihan sementara risiko kredit macet ini dilakukan dcngan 
membayarkan sejumlah sisa Kreclit!baki debet atau kerugian Penerima Jamimm. Lihat Ibid. 

l2l Scbagai konsckuensi prinsip pengamb.ilalihan scmcntarn risiko kredit m:w:t 
(pembayaran klaim}. tnaka penyclesaian sisa kredillbaki debe< o!eb Pemm Jamkrinrlo tidak secam 
otomatis mcnghilangknn kev.<~.jiban dari pihnk Terjamin atau Debitur untuk me.lunasi 
kcwajibannya, Libat/bid. 

m Ibid. 
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Menengah dan Koperasi sebagai pihak Terjamin. Dengan demikian, kewajiban 

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi kepada kreditur sebagai Penerima 

Jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan.121 

Peran sebagai Penjamin dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban 

Usaha Mikro, Kecii, Menengah dan Koperasi kepada kreditur dan selanjutnya 

pemenuhan kewajiban tersebut rnenjadi piutang subrogasi Perum Jamkrindo 

kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi Piutang subrogasi tcrsebut akan 

ditagih kembali baik secara bersama antara kreditur dengan Perum Jamkrindo 

maupun sendiri-sendiri.324 

3.3 Mekanisme Penjaminan Kredit Perum Jamkrlndo 

Penjaminan Kredit yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo termasuk dalam 

kategori penjaminan tidak langsung, yaitu penjaminan yang diberikan kepada 

Terjamin oleh Penjamin dengan terlebih dahulu melaiui atau atas permintaan 

Penerima Jaminan, Hal ini dikarenakan Perum Iamkrindo menggunakan skema 

penjaminan secara kasus per kasus atau CClSe by Case (CBC) dan/atau pola 

otomatis atau Conditional Automatic Cover (CAC).325 Pada umumnya, kedua 

skema tersebut dijalankan setelah ada Perjanjian Kerja Sarna Penjaminan antara 

Lembaga Penjaminan Kredit (LPK) yang bersangkutan dengan 

Perba.nkan!Lembaga Keuangan Pemberi Kredit, yang rnemuat hak dan kewajiban 

para pihak dan berlaku untuk kurun waktu yang disepakati bersama. Plafon kredit 

yang dapat dijamin bervariasi bergantung kepada kebijakan internal masing~ 

masing LPK, dengan coverage PetUaminan berkisar antara 50o/(.1"<100% dari nilai 

maksimal Kredit (plafon krerlit) dan fee Penjaminan berkisar antara lo/o-1~5% per 

tahun atau berdasarkan risiko kredit326 

Penjaminan per kasus (Case by Case) rlilakukan setelah terdapat · 

pennohonan Penjaruinan Kredit oleh bank pelaksana dan Terjamin. Datam 

mengajukan permohonan tersebut bank telah melakukan penilaian kelayakan 

usaha UTviKMK yang akan dibiayai. Perum Jamkrindo kemudian juga melakukan 

)n Ibid. 
u~ Ibid. 
Jli Berdasarknn hasH wawancara dcngan Bapak Agus Pr[ambodo sebagai Kepala Bagian 

Hukum Pcrum Jamkrlndo pada tangga! 3 November 2008. 
l:G Nasrocn Yasab<Jri dan Nina Kumia Dew!, op.cif., him. 125. 
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penilaian atas kelayakan Penjaminan Kredit UMKMK dimaksud sebelum 

memberikan keputusan Penjaminan Kredit. SeJanjutnya persetujuan Penjaminan 

diberikan melatui Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit (SP3K) dan 

Sertifikat Penjaminan, 327 

Mekanisme penjaminan tidak langsung dengan s:kema penjamirum per kasus 

(Case by Case) dapat digambarkan sebagai berikut :32a 

I 

""" .. ~,-.. ~~~~~~-----,(":'~~~~· '& Perum Jamlcrindo - Bank/Kreditur 
{Penjamin) ~~'-. ---.:J-

7 ----<i (Penerima Jaminan) 
,, 10 

5 

6 

Keterangan: 

Garnbar 6 

2 3 

Pengusaha!Debitur 
(ferjamin) 

(I) Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo dan bank. 

(2) Pengusaha mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan kepada bank. 

{3) Bank meneJiti kelengkapan permohonan dan kelayakan usaha pemohon. 

(4) Apabila permohonan tersebut layak, bank meminta konfirmasi dan kesediaan 

Perum Jamkrindo untuk memberikan jaminan kepada pengusaha, 

(5) Berdasarkan informasi dari bank penyedia pinjaman, pengusaha mengajukan 

permohonan Pcnjaminan Kredit kepada Perum Jamkindo, 

321 Ibid. 
m Ibid., him. 40"41. 
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(6) Perum Jamkrlndo melakukan penelitian terhadap pengusaha (calon Terjamin) 

dengan menilai kelayakan usaha dan mempertimbangkan keadaan dan 

kemampuan kcuangan pengusa.ha tersebut. 

(7) Perum Jarnkrindo mernberitahukan persetujuan atau penolakannya atas 

keputusan Penjaminan kepada bank dan pengusaha. Dalam hal setuju, Perum 

Jamkrindo memberikan SP3K. 

(8) Setelah menerima konfirmasi persetujuan dari Perum Jamkrindo, Baok 

rnernberikan atau mencairkan kredit kepada pengusaha (Terjamin} dengan 

terlebih dahulu mengadakan suatu Peijanjian Kredit. 

(9) Bank (Penerima Jaminan) mengirimkan pemberitahuan kepada Penjamin atas 

kredit yang diberikan kepada Terjamin dan mentransfer imbal jasa atau fee 

penjaminan yang dibayar oleh Terjamin melafui bank tersebut. 

(1 0) Perum Jamkrindo akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan lengkap dengan 

ketentuan perkreditan sebagaimana ditentukan dan disepakati antara 

Penerima Jaminan dan Te.tjamin, 

Penjamjnan Conditional Automatic Cover (CAC) dHakukan dengan 

terlebih dahulu menei:apkan persyaratan Penjaminan Kredit bersama dengan bank 

pelaksana yang dituangkan melalui SP3K Induk yang biasanya digunakan untuk 

sejum!ah plafon kredit tertentu dan kurun waktu tertentu. Selanjutnya. Sertifikat 

Penjaminan diberika:n secara otomatis untuk eaton Terjamin yang telah memenubi 

persyaratan kredit dan persyaratan penjaminannya.J29 

Dalam praktik Penjaminan Kredit dengan skema ini, keterlibatan aktifpara 

pihak mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan perkreditan dan kondisi di 

iingkungan masing~masing, Mengingat Penjaminan Kredit dapat menurunkan 

moral hazard Terjamin dalam memenuhi kewajiban Kredit, maka plhak ini dapat 

saja tidak mengetahui adanya Penjaminan Kredit Dalam hal ini kegiatan 

Penjaminan Kredit dijalank:an melaiui hubungan Penjamin dan Penerima Jaminan. 

Meskipun demikian, keberadaan Terjamin diwakili ofeh Penerima Jamlnan yang 

bersangkutan melalui permohonan Penjaminan Kredit yang mengatasnamakan 

Terjamin tersebut.330 

m Ibid., blm, 128, 
m BcrdnSflrkan hasll wawancatn dengan Bapak Agus Priambodo sebagai Kepala I3agian 

Hukum pada tanggal J November 2008. 
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Mekanisme Penjaminan tidak tangsung dengan skema conditional automatic 

cover dapat dlgambarkan sebagal berikut:J.JI 

2 •. ...,.,.,;l!<r.1. _,.,,"'"""'·~ . .,,~,.-
·~·-

Perum Jamkrindo '" 
Bank " ., 

6_ ~ (Penjamin) (Penerima Jaminan) ,·, 

7 ~' 

' 

3 4 

Debitur sektor 
UMKMK 
(Terjamin} 

Gambar7 

Keterangan: 

{1) Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo dan bank. 

(2) Penerbitan SP3K lnduk. 
. . " . 

(3) Pengusaha mengajukan pennohonan kredit atau pembiayaan kepada bank. 

{4) Bank meneliti kelengkapan permohonan dan kelayakan usaha pemohon. 

{5) Apabila permohonan tersebut Jayak. maka dibuatlah Perjanjian Kredit 

antara bank dengan pengusaha. 

(6) Bank mengajukan pennohonan kepada Perum Jamk.rindo untuk 

menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama pengusaba/debitur yang 

bersangkutan. 

----·-·---
~)I fbkf. 
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(7) Perum Jamkrindo menerbitkan Sertifikat Penjaminan lengkap dengan 

k:etentuan perkreditan sebagaimana ditentukan dan disepakati antara 

Penerima Jaminan dan Terjamin, 

3.4 Hubungan llukum antara Perum Jamkrindo, Bank Niaga dan 

Koperasi Pegawai Republik lndonesia~Gotong Royong 

3.4.1 Berdasarkan Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dan 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong 

Hubungan hukum antara Bank Niaga dan KPRI·GR dalam 

Perjanjian Kredit No. XXX/PTK-l/BDG/2006 yang dibuat dan 

ditandatangani di Bandung pada tanggal 5 Mei 2006 (selanjutnya 

disebut Perjanjian Kredit) a.dalah hubungan hukum antara Bank 

Niaga sebagai Kreditur dan KPRI~GR sebagai Debitur.332 Untuk 

mendapatkan fasilitas kredit tersebut, kepada anggota dari 

Debitur!KPRI-GR diwajibkan untuk sebelumnya mengadakan Akta 

Pengakuan Hutang antara anggota dengan KPRI-GR. 

3.4.2 Klausul-klausul yang penting dalam Perjanjian Kredit antara 

Bank Niaga dan Koperasi Pegawai Repubtik Jndonesia-Gotong 

Royong: 

a. Klausul tentang jenis fasi!itas !credit, maksimum kredit, jangka 

waktu k.redit,. penggunaan fasilitas kredit dan bal.as izin tarik dan 

pembayaran kembaU. 

Dalam perjanjian tersebut ditentukan bahwa Debitur bcrhak 

mendapatkan jenis fasi!itas kredit yang disebut Pinjaman 

Transaksi Khusus (PTK-1) yang diberikan Kreditur sebesar Rp 

400.000.000,00 (empat ratusjuta rupiah).'" 

Jangka waktu fasilitas kredit yang diberikan adalah 63 (enam 

puluh tiga) bulan termasuk avaiHbility periotl14 terhitung sejak 

;m Dalam Pt:f'jtmjian Kredil inl, Bank Niaga tmtuk sclanjutnya disebut dengan scimtan 
Blll1k, sedangkao KPRI·GR disebut Peminjan 

m Pasal I angka I Pe:Qanjian Kredi!, 
JJ

4 Availibility period adalah jangka wnkiu penarika!\. Datam Pnsul l angka 3 huruf A 
Petjanjian Ktedit, yaitu mengenai Jangka Waktu Penarikan disebutkan babwa jangka waktu 
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ditandatanganinya perJanJtM, yaitu sampai dengan selambat~ 

lambatnya tangga15 Agustus 2011 ."' 

Fasilitas kredit yang diberikan oieh Kreditur pada Debitur akan 

digunakan oleh Debitur untuk disaiurkan kepada anggota 

sebagai Kredit Multi Guna dengan plafon maksimai sebesa:r Rp 

15.000.000,00 {lima belas juta rupiah) per enduser bagi anggota 

yang akan melunasi pinjaman pada Debitur!Pibak Ketiga. 

Sernentara itu, untuk anggota yang tidak memiliki pinjaman. 

plafon maksimal yang diberikan sebesar Rp 10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah)."' 

Janjjka waktu penarikan fasilitas kredit adalah sejak 

ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal 5 

Agustus 2006 (tiga bulan sejak ditandatanganinya petja.njian ini) 

dengan memperhatikan ketentuan tentang cara penarikan dan 

bukti penarikan. 337 

Mengacu pada hal tersebut, kewajiban KPRI-GR untuk 

rnelakukan pembayaran kernbaii kepada Bank Niaga dilak.ukan 

secara on liquidation basis sesuai batch masing-masing dengan 

jumlah angsuran selama 60 kali angsuran pokok dan bunga 

dengan perhitungan annuity in arrears.n8 

penarikan fasllitas kredit ini adalah sejak ditandntanganinya Perjonjian ini, yaitu OS/05/2{]06 sld 
tanggt~l 05/0812006 (3 (tiga) bulan Jrejak dil:lrtdatanganinya Perja.njian ini), dengan tidak 
mengenyarnpingkan kclentunn Pasal 13 Perjahjian ini. Jangka waktu mana dapal diperpanjang 
dcngan pecsetujuan tertulis dari Bank selelah memp<:rtimbangklm permohonan Lertulls dad 
Peminjam. Perselujuan mana merupaknn l-esatuan dari Perjenjinn ini. 

m Pasal I a;'ut (I) Perjanjian KrediL 
JJ

6 Pasat 3 Perjanjlan Kredit La!ar belakang mengapa kepada anggota KPRf~CR yang 
. memiliki pinjaman di Bank lsin diberikan Rp 15.000.000 {lima belas juts. rupiah) adalah agar 

pinjamnnnya di Bank lain dapal dilunasi, sehingga pada akhimya .anggota KPRI-GR tersebut 
hanya mempunyai lmlang kepada Bank Nlaga. Sebagai cOntoh, misalnya seorang anggota KPRJ­
GR mcmiliki pinjaman di .Bank lain (Bank Z} dcngan outstanding Rp. 8.000.000 (delapan jul.a 
rupiah}, Atas dasar tersebut, m.aka Bank Niaga akao melunasl jumlah Krcdil anggota KPRJ-GR 
lcrsebut di Bank Z. Dalam hallni, anggota K?Rl-GR rersebut uknn mendapatkan kredit sehesar Rp 
LS.OOO.OOO (lima belm; jul.a rupiah} deugan 8.000.000 (deJap;m juta rupiah} dan to!.al kredit 
lersebul digunakau untuk membaya.r p1njamunnya di Bank Z. Serdosarkan hl.l$11 \Vawancara 
dengan Leffal Officer Bank Niuga pada tanggal30 Okwber 2008. 

) Pasal I ayat (3) Pcrjanjian Kredit 
113 Oalam hal inl, pinjarnan tersebul hanya diberlkan sekali saja, sifainyn tidak revolving 

(Krcdit yang diperpanjang berulang knli sesuai dengan kcbutuhan pengusa!m dan biasanya untuk 
modal kerja usaha). Jadi, pcmbayarnn Kredit yang dilakuknn secara angsur:an kepada Kreditur, 
tidak dapat digunakan kcmbali sebagai Kredil Selanjutnya, perhituogan bu11ga pad a awal angSt~ ran 
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Dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasai I angka 

5 Perjanjian Kredit sebagai berikut: 

<~ ••• babwa untuk pertama kalinya angsuran per batch tersebut 
akan dilakukan/dibayarkan pada 1 bulan kemudian pada tanggal 
yang sama dengan tanggal penarikan dan selanjutnya pada 
tanggal yang sama dengan tanggal penarikan per batch dari tiap­
tiap bulan berikutnya dan terak.hir selambat-Jambatnya pada 
tanggal yang sama dengan tanggal penarikan pada bulan ke·60 
kemudian ... " 

b. Klausul tentang bunga, komisi dan fee. 

Atas tiap jumlah uang yang terhutang atau sisanya yang belum 

dibayar lunas atas pernberian fasilitas kredit ini. Peminjam wajib 

membayar bunga kepada bank.339 Selanjutnya., Peminjam setuju 

untuk membayar uang komisi dan fee sebagaimana diatur dalam 

Pa."lal I angka 7 Perjanjian Kredit.340 Bilamana Peminjam tidak 

atau gaga! membayar lunas suatu pirUaman, bunga atau lain-lain 

jumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian ini atau 

bUkti penerirnaan uang, maka (dengan tidak mengurangi 

kewajiban Peminjam untuk tetap membayat jumlah uang yang 

telah wajib dibayamya itu berikut bunga yang berlaku pada saat 

itu) Peminjam wajib membayar bunga denda atas jumlah yang 

tidak ~tau laJai dlbayar tersebut kepada ban~ 341 

c. Kiausul tentang kQ~S~ bank untuk mendebet rekening?42 

Kredit akan semakln kecil, yang berbanding terba!ik dengan bC$amya angsuran Krcdit yang 
semakin besar. llerdasarkan hasiJ wawancarn dengan Legal Officer Bank Niaga pada tanggnl 30 
Oktnber 2008, 

Jl'f Pasal 1 ayal (6) Pcrjanjian Kredit 
1~0 Pasall a 'Ut 7 Pe ·ardan Kredit 

Fasilltas Jenis Komi~i BCS<lm.l.!.._ f*ra~·~Pem~b~R~Y•~rn!Jni;::::::;::::=;:::::.:;:=J 
f'TK-l Provisi !% per Rena~n Oi~ik sekall$us dan dibayar dl muka 

}U Pasal 1 ayat (3) Perjunjian KrediL 
341 Pasa! 2 PerjanJian Kredit 

Kuasa Mcndcbet Rekening 
Debltur bersama ini mernberi kuas:t, kckuasaan dan we-.vcnang penuh pada KrcdilUr se!iap waktu 
dan dari waktu ke waklu yang ditetapkan oleh Kreditur sendiri khusus untuk mendcbet rckening 
Dcbitur peda Krcdilur, baik r~kcning laccount giro, rekeninglaccmmt deposito (hal matlll bersatna 
tni Debitur memberi kuasa pula pada Kreditur khusus untuk mcncairkan terleblh daltulu tkposito 
atas nauru Dcbitur tcrsebul) dao/atau rekeninglaccounr Jain berupa apupun, baik dalam mata uang 
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d. Klausu! tentang representations and warranties, yang terdapat 

dalarn Pasal 5 Perjanjian Kredit30
, yaitu klausul yang berisi 

pemyataan-pemyataan Debitur mengenai fakta-fakta yang 

menyangkut kewenangan bertindak, kekuatan perjanjian, status 

hukum, keadaan laporan keuangan~ perizinan. pajak dan 

pemyataan sehubungan dengan kepailitan.344 

e, K!ausul tentang conditions precedent, yang terdapat dalam Pasal 

4 Perjanjian Kredit'45
, yaitu klausul tentang syarat~syarat 

Rupiah maupun dalam mata u:mg lain, jumlab yang besamya setiap kali akan ditelapkan sendiri 
olch Kred!tur dan menggunakan/mema!.;ai jum!ah uang te.rsebut unluk membayar dan membayar 
kembali semua dan setiep jum!ah uang yang seb.rang te!ah danfatau dikemudlan hari akrm 
terhutang dan dibayar oleh Debitur kepada Kredilur berdllS<II'kan perjanji<m lni beserta sega!a 
peruba.han dan tambahann)'a, media·media penarikan, perjanjian lain dan perjanjian-perja:njian 
jamlnan, baik: until!:. jumlalt prut:ok, bunga ntau lain-lain jumlah uang yang wajlb dibayar o!eh 
Debitur pada Kreditur. 

w Pasal 5 P~janjian Kredit: 
J« Sjahdeini (c), op.cit., him. 178. 
' 4s PBSai 4 Perjanjian Kredit: 

Dengan tidsk mengurangi ketentua.n~ketentuan lain da!am Peljanjien in!, Bank baru wajib 
memberikan pinjaman kepada Perninjam berdasarkan Perjanjian ini bila Peminjam paling tidak 
te!ah memenuhi, seperti namun tidak terbntas pada, syarat-syarnt: 
1. Bank Ielah menerima dolrumen-dokumen (semua dengan bentuk dan isi yang disetujui Bank 

dan dalam hal yang diserahknn ndaiah salinan maka aslinya wajih ditunjukkan pada Bank saat 
penyerahan dokumen~dokumen tersehut) sebagai berikut: 
a) Dokumen yang disyamtka.n dalam Pasal 5 butlr 5J, Perjanjian inl. yaitu termasuk akt:a 

pendirien danlatau anggaran dasar yang dibuat sampai dengan tanggal dan harl lni, berikut 
pengesahan-pengesahan yang telah diberik11n oleh instansi yang berwajib terhadap angganm 
dasar tersebUl dan perubahan-perubahannya,. berikut pu!a sa!inan Berita Acara Rapat 
Pemegang Saharn dirnans diangkat Oirel<:si atao Komisaris P.erninjam yang sekarang 
menjabat jabalan·jabatan !ersebut danlatau pcrsetujuan kornisuris blla disyoratkan dalam 
anggaran das.1r. 

b) Asli surat kuasa yang dibuat dart diberikan olch Peminjam kcpada orang~ornng ter!enlu (jika 
ada) ynng ·dltunjuk uniuk dan atas nama Peminjam rnelaksanakan Perjanjian ini dan 
Perjanjittn{~peljanJian) Jaminan sena scnma dokumen yang disyaratkan o/ch atau bcrkaitan 
dengan Perjanjian ini a tau Perjanjian-perjanjian jaminan, berikul contoh Ianda tangan orang­
orang lersebut. 

c) Salinan sural izin usaha pcrdagangan danlatau surat-surat lzin lainnya yang diketuarkan olch 
instansi ya1~g bcrwanang yang diperlukan oleh Peminjam dalam menjalankun usabanya. 

d) A!ili bukl.i-bukti hak kepemilikan alas barang-barang yang diju.dikan Jaminan danlstau 
Perjanjiao{-perjanjian} Jaminan yl3ng di!!ebut dalam P.asal Perjanjian ini. 

2 Semua Perja.njian-(perjanjian} Jruniuan telah ditandatangani dan dalam bentuk dan lsi yang 
disetujui Bank. 

3. Pcminjam tidak sedang dalarn keadaan lalni berdll..<iarkan kctentuan-ketenluan yang tennaklub 
da!am Pasal 12 Perjanjian ini atau berdasarkan sebab lain sesuai pertimbangan Bank. 

4, Syarat penarikan untuk fasi!itas PTK-l ndalah sebagaJ berlkul: 
Pcnarikan dilakukan deugan mcnyertakan: 
- SurAt Permohonan Pcncairnn Dana; 
- Daftnr nominatif debitur yang berisi nama, nomor angguta, langgal 1-ahir, rcke home pay, 

jumlah Kredit, jangka waktu, dan b:csar angsuran mnsing~mnsing karyawao yang telah 
direkomendasikan olelt Pcminjam; 
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tangguh yang haros dipenuhi terlebih dahulu oleh Nasabah 

Debitur sebeium Bank berkewajiban untuk menyediakan dana 

bagi kredit tersebut dan Nasabah Debitur berhak untuk pertama 

kalinya menggunakan kraUt tersebut?~0 

f. Klausul tentang agunan kredit 

Sebagai sarana perlindungan bagi keamanan Kreditur. yaitu 

kepastian akan pelunasan hutang Debitur, dafam perjanjian ini 

juga terdapat klausula tentang jaminan atas pemberian Kredit. 

Dalam hal ini berupa Hak Fidusia atas seluruh tagihan Koperasf 

kepada para anggotanya, minimal sebesar Rp. 400.000.000.­

(empat ratus juta rupiah).347 

g. Klausul tentang affirmative covenants, yang terdapat dalam 

Pasal 6 Perjanjian Kredlf48, yaitu klausul yang berisi janji-janji 

Menyeralikan copy 3Ural kuasa potong gaji masing~masing .11nggota yang di dalamnya 
terdapat klausula pemotongan gaji dan benefit lainnya; 

- Menyerohkan copy slip gaji l (satu) bulan terakhir; 
- Menyerahkan copy Peljanjian Kredft antara Peminjam dengan anggota (bfst eff(lrt format 

Bank}; 
AngsurWI maksima! 40% (empat pnluh perscn} dad Take Home P(J)l (THP} mesing-masing 
em/user; 

- Surnt pemyutaan dari Bendahara Dinas (dipenuhi cukup 1 kaH dan berlaku pula untuk 
fasi!il.as PTK). 

w. Sjahdeini {~).loc.cit. 
H'i Pasal 9 Perjanjian Krerlit: 

1. Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib dan dengan sebaga1ma.m~ mestinya semua 
jumlab nang yang te:rhutang dan wajib rlibayar oleh Peminjam kepada Bank berdasarkan 
Perjanjian ini dan perubshan dan/alan perpanjangannya, baik jum!ah pokok pinjaman(· 
pinjaman), bunga, btayn~biaya dan lain-lain jumlah uang yang wajib, l'l\$.ka Pcmlnjam 
menyernhkan padn Bank jaminan(-jaminan), yar;g pengalihan hak kepemiliiq:!nnya dibuklikan 
dcngan dokumen atau perjanjian-perjanjian yang dibuat <blum benluk, jum!nh dan lsi yang 
mcmuaskan Krcditur, tennasuk oomun tidak lerbatns pada hal-hal sebtlgal berikut, berikut 
scgala tambo.ban dan!atau penggantiny.l yang diuraikan dalam perjanjian terpisab namun 
merupakan kesatutm dari perjanjian ini, yaitu: 
Jaminan: 
Berupa hak fidusia selW'Uh tagihan Koperasi kepada para anggotanya, minimal sebesar R? 
400.000.000,00 (cmpat rat us jma ruplah). 
yang mana untuk selanjutnya dinyatakan lebih lanjut dalam akta terplsah yoog merupaken satu 
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengun Perjanjian ioi. 
Dan barang-barang jumimm lainnya yang akan diberikan di kemudlan han dcngan akta 
pemberian jaminan yang terpisah. 

2. Bank berhak dan berwenang mcnjalankan hak dan wewennngnya ata.<; jaminan yang dise:but 
ptida ketentuan·ketentuan di atas. 

lu Pasal 6 Peljanjian KredH; 
Kccuali di!entukan lain oleh Bank, Peminjam wajlb: 
!. Menggunaklm fasl!itas Kredit seperti yang disebut dllam Pusal 3 Perjanjlan inL 
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Nasabah Debitur untuk me!akukan hal-hal tertentu selama 

Perjanjian Kredit masih berlaku.349 

h. KTausui tentang negative covenants, yang terdapat dalam Pasal 7 

Perjanjian Ktedift>o. yaitu klausul yang berisi ja.nji~janji Nasabah 

2. Selama pinjaman yang dltarlk berdasarkan Fasilitas Kredit ini belum lunas. mengasuransikan 
scfuruh barang·barang yang dijadikan jaminanlogunan FasiliUts Kraiit yang diuraikan dalam 
dokurnen{·dolwmen} Bulcti Hak Kepemilikan dartlatau Perjanjian( -perjanjlan) Jaminan, 
terhadap Risiko kebakaran danlatsu Risiko Jain yang ditetapkan c!ch Bank pada peMahaan 
asuransi se!U m;luk nih1i asuransl dao dengan syarat-syarat asuransi (seperti namun tida.k 
terbatas pada Banker's Clause} yang ditentukan oleh Sank. 

3. Senantiasa membcrikan izin kepada Bank atau pctugas-petugas yang d!beri kuasa oleh Bank 
untuk (a) melakukan pemeriksaan (audit} lerhadap buku·buku, catatan-calatan dan 
administrasi Peminjarn serta memeriksa keadaa.n barnng-barang jaminan dan (b) melal(ukan 
peninjauan ke dalam proyek, bangunan-bangunan Jain dan kantor-kantor yang digunalcan 
Pemlnjam. 

4. Memberlkan pada Bank segala informasi/keteranganfrl:ata-clata (seperti, namuo tidak terbats 
pada laporan keuangan peminjam) (a) seg.e:la sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usuha 
Peminjam, {b) bilamana terjadi perubahon dalam sifin atau Juas lingkup usaha Peminjam 
bilamana terjadi suatu peristiwa alau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaart usaha atau 
keuangan peminjam, setiep waktu, baik dimlma mauptm tidak dirninta oleh Bank. 

5. Menyerahkan kepada Bank Laporan keuangan Tahum:m yang merupak3A lampiran Sural 
PembcritshuaA Tahunan Atas Pajak Pengha.~i!an {SPT-PPH) yang bertanda terima dad kantor 
Pelayan:m Pajak setempat. 

U. Menyernhkan pada Bllllk: 
• Laporan Rapnl Anggata Tahunan {RAT) secara tahunan selambat-lambatnya 90 hart 

setelah tanggal !aporan. 
• Laporan Keuangan Tabunan selambat-lambatnya 90 hati sete!ah t.anggallaporan, 
• Tanda tcrima pencairnn. dana dari perninjam ke anggota kepada Bank (maksimal 7 bari 

setelah pencairan), dan penca.iran Kredit ke anggota disaksikan oleb pegawai Bank. 
1. Menginformas:ikan kcpada Bank bila te;jadi perubahan pcngurus:. 
8. Melakukan evaluasi/ana!isa sesuai persyaratan Bank yang tercantum dalam ketentuan Kredit 

untuk debitur (lihat lampiran krlleria enduser), te;masuk pada evaluasi/analisa kemampuan 
anggota un1uk roembayar angsuran pokok dan bunga. 

9. • Mengeva(J.taSi dan menjaga jatuh tempo fasi!itas pin jam an yang disalurkan kepada anggota 
tidak melampaui masa pensiun anggota yang menerima fasllitas. 

10. Mempertanggungjawabkanfmenjamin kebcnaran dan keabsahan Surnt Kuasa Potong. Gaji dari 
anggota kepada Knperesi yang diserahkan kcpada Bank. ' 

I I, Menjaga lretertiban administrasi dokumen pinjaman dan jaminan dari pnra 1mggo1.n. 
11. Bertanggungjawab/melakukrm pelunasan seluruh kewajiban tethadap segala Ris1ko te~jadinya 

lunggakan dari para 11nggota sepertl Kredit macet, pensiun, PHK (Pemutusan Hubungan 
Kerja), mutasi, nwniAggnl dtmia atau diakibatkan kondisi lain OOngan menggunakatl dana 
yang berasni dllri anggota itu sendiri maupun dana yang berasat dati Pcmlnjam sendirL 

13. Mengiz.inkan Bank untuk dapat melakukan pemeriksal!Jl aw dokumentasi Kredit yang 
disimpan dan dikelola Peminjarn. Pemeriksaan dokumen diiakukan minimal 2 {dua) bulan 
setelab penarikan Kredit untuk kemudian dllakukan pemcriksaan secara 6 (enam) bulonan, 
Apabila terdapat kckurangan dokumen maku penarikao berikutnya lidak diperkenankan 
sam pal kekura.ng dokumen tersheut dilcngkapi. 

14. Melakukan pelunasan seturuh plnjaman anggota Pemlnjam yung dlbiayai Bank dengru; 
menggunakan sumber .dana yang berasai dari masing-masing ang&Ola araupun dana yang 
herasal dari Pemlnjam scndiri, bilaman terjadi pembubaran Peminjnm. 

15. Setiap anggottu Kopcrasi Peminjam wajib dioover asurtmsl yang disetujui olch Bank sertu 
untuk r,:nutupan permnggungan asurnnsi, biaya menjadi tanggungan anggota, 

J..l Sjahdcini {e), op,cil., h!m. 179. 
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Debitur untuk tidak mefakukan hal~hal tertentu seiama 

Perjanjian Kredit berlaku,351 

i. Klausul tentang pengalihan hak."352 

j. Klausul tentang events of default, yang terdapat dalam Pasa! 12 

Perjanjian Kreditm, yaitu klausul yang menentukan suatu 

m Pasal 7 Perjanjian Kredit: 
Terhilung sejak tanggal ditandatanganinya Pcrjanjlan ini, berdasarkan Perjanjian ini dan dokumen· 
dokumen lain yang timbul sehubungan dan bcti<:aitan dengannya, maka tanpa pcrsetujuan tertulis 
letl.cbih dahulu dari Bank, Pemlnjam tidak dipcrkenankan me!akukan tindakan·tindakan sebagai 
berikut: 
I. Mcnjuel atau dcngan cara lain menga!ihkan hak atau menyewakan!menycrahkan pemakai::m 

51'luruh otau sebagian kekayatm/asset Pcminjam. balk batar~g-barang bergerak meup1m lidak 
bergcrak milik Perninjam, kecuali dalam rangka menjalankan usaha pcminjam schari·hari. 

2. Menjaminkanlm.cngagunkan deng<J.n cara baguimanapun kekayoan Peminjam kepada 
oranglpibak lain, kecua!i menjaminkan/mengagunken kekayaan kepada Bank sebagaimana 
termaklub dalam perjanjian...perjanjianjumimm. 

3. Mengadakan peljanjian yang dapat menlmbulkan kewa:jiban Peminjam untuk membayllf 
kepada pihak ketiga, kecuaii dalam. rangka me:nja!ank:an usaha Peminjam sehari·hari. 

4. Menjamin !angsung maupun tidak langsung pihak ketig.Et lainnya, kecua!i me!akuka:n 
en<l'orsemen atas s.urat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau 
pcnagihan lransaksi~transaksi lain yang lazim dilakukan dal.am menja!ankan usaha. 

5. Me:mberikan pinjaman kepada atau rnenerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka 
menjalankan usaha Peminjam sebari·barl. 

6. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan USaha Peinliljam seperti yang sedang. 
dijalankan dewasa !nt 

7. Mengubah susunan pen gurus, susunan pam pemegang sabam, den nilai saham Pemlnjam. 
8. Mengumumkan dan membagikan dev!den sabam Peminjam. 
9. Mclakukan merger atau akuistsi atuu knnsolidasi. 
10, Memberikan Kredit mo!Qr atau multlguna dari Bank kepada anggota yang telah mendapatkl\fl 

pinjaman darllembaga kewmgo.n !ainnya, keeuali fasilitas pinjamannyu telab lunas, 
J I. Membagikan SHU ~pabila terdapat kewajiban yang tertunggak ke Bank. 
12. Memberikan pinj.aman untuk fasjJltas PTK-1 {dan seballknya) kepada ~nggota Peminjam yang 

teiah mencrima fosilitas pinjaman PTK. 
-'~ 1 Sjahdeini (c), foc.cit. 
m Pasal 11 Per)anjian Kredit: 

Apabila dianggap perfu oleh Bank, bcrdasarkan pertlmbangannya sendiri Bank mempunyai hak 
tmtuk mengalibkan, balk seluruh atau seba,gian, hak~hak dan kewajiban~kewajibarmya yang timbul 
sehubungan dengan Fasilitas KTcdit yang diberlkan pada Peminjnm berdasarkan Perjanjian lni 
(berikut perubahan danlatau pcnambahannya) kepada pihnk ketiga lainnya !anpa pernelujuan 
terl~blh dahulu dari Peminjam; menyimpang dari hal dimuka, Peminjam l.idak dapat menga!ihkan 
sega!a hak dan kewajibannya pada pihak ketiga iainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu 
da:ri Bank. 

•»pasal 12 Perjanjian Kredit: 
Menyimpang dari jallgka wakiu pemberian Krcdit yang disebut dalam ketcntuan l.l diatas, bcrikut 
sego.Ll perub.lhannya, seluruh jumlah pinjarnan dari Peminjam l.erhadap Bank, baik lrorena hutang 
pokok, bunga, komisi.fee dan biaya-biayn !ainnya yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, dapat 
ditagih dan wnjib dibayarkan kemball rlcngau seketika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu 
adanya surat teguran juru siLl atau surat Jainnya yang serupa dengan ltu, yaitu dalam hal 
terjadlnya, paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini: 
L Bilamana angsurnn hutang pokok dan/alliU bunga dan!atau jumlah yang terhutang !&in yang 

timbul berdnsatlrun Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara 
seOOgaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan danlatau 
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peristiwa atau peristiwa~peristiwa yang apabila terjadi 

memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri 

Perjanjian Kredit dan untuk seketika dan sekaligus menagih 

seluruh outstanding kredit354 

k. Klasul bunga rampai atau miscellaneous provisions atau 

boilerplate provisions. yang terdapat dalam Pasal 13 Perjanjian 

perprmjangannya, dirnana lewatnya waktu saja suda.b meropakan bukti yang cukup dan salt 
bahwa Peminjam !elM me!alaikan kewajibannya. 

2. Bilamana mcn!.lrUt Bank., Pemirljam Udak memenuhi, terlamhat memenuhi atau mcrnenuhi 
nnmun hanya sebagian, paling tidak dalah salu dari, syarat-syarat dan ketentuan-kelentuan lain 
dalam Perjanjian ini dan!atau terjadi kelalaian at.au pelanggaran yang termak!ub dafam 
perjanjian~perjanjian jaminan yang dlb1.12! berkenaan dengan Perjan}fan ini. 

3. Jika suatu pcrnyataan. sural keterangan atau dokumen yang dibcrikan sehubungan deng~m 
Perjanjian lni danlatau perubahan Oan!atau penambahan dan/atau sehubung~~n dnegan 
Pcrjanjiau ini l.emyata Hdak benar atau l\dak sesuai dengan pernyataan sebenamya dalam atau 
mengenai haf·hal yang oleh Bank dianggap penling, 

4. Apabila semata·mala menurut pertimbangan Bank, keadaan keuangan, bonafiditas dan 
solvabllitns Peminjam mundur sedemiklan rupa yang dapat mengakibatkan Peminjam tidek 
dapat membay;u hutangnya lagi. 

5. BHamana Peminjam atau ornnglpihak lain yang menanggung atau menjamin pembayaran 
h.utang·hutnng Peminjam (untuk sclrmjutnya disehutjuga. Penjamin} berdasarkan perjanjian ini 
mengajukan pemrohonan untuk dinyatakan dalam lreada;m pai!i! atau penundaan pembayaran 
hu!.Bng-hutang ("sursacnce van beta/inK') kepada insW.nsi yang berwenang etau tidak 
membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang tclah dapat ditagilt (jaiu-h wa:ktu) atau li:auna 
sebab apapun !idak berhal lag! mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit 
Stall suatu permohonan atau tuntu!an untuk kepallitan telah dtajukan terbad'ap Pcm!njam 
danlateu terlladap Pcnjamin kcpada instansi yang berwemmg. 

6. BHamana Peminjam atau Penjamin dibubarkiln alau mengambil keputUSIIn untuk bubar 
(bilamana Peminjam atau Penjamin adalah. suatu pcrusahaan) Casu Quo meninggal dunia 
menangguhkan untuk sementara usabanya. atau dinyalakan berada dibawah pcngampuan 
("Ontk,. Curatele Ge:rleftf'). 

7. Bilamana kekayaan Peminjam atau Penjamtn seluruhnya atau sebagian disita oleb.instansi 
yang berwajib~ amu apabila menurut penilaian Bank kekayaan Peminjam atau Penjamin 
dlanggap menjadi berkurang sehfngga dapat membahayakan Fasilitas Kredit yang dimaksud 
dalam Perjanjian i:ni. 

8 Bi!amana barang(-barang} yang. dfjadikan jaminan untuk pemba.Yaran hutang Peminjam 
kcpada Bank berdasarkan Peljanjian ini diaifa oldt instansi yang benvennag, atau bilamana 
barang(~bati:mg) jaminan tersebul hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga, 

9. Apa.biln Peminjam atau Penjrunin telah !alai atau mdanggar se.suafu ket.entuan da!am SLmtu 
perjarUian-perjanjian lain, termasuk namun tldalri: tcrbaltts pada perjanjian yang mengenai ntau 
berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian Kredit dimana Pemlnjam atau Penjamin 
udalah sebagai pihak yang meminjam dWI bilamana ke!alaianlntau pctanggaran tersebut 
mengaklbatkan atau memberikan b.ak kepada pihak lain dalam pcrjanjian iersebut untuk 
menyalakan babwa atau Kredit yang diherikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus 
dibayar atau dibayar kemball ck:ngan seketlka dan rekaligus pada ia.nggal jaluh wnklu 
pcmbayaran yang tclah ditentukan. 

10. Bilamana tidak dapat diperoleh salah satu atau beberapa atau seluruh izin. persetujuan atau 
wewenang, baru maupun perpanjangannya. yang dikeluarl..1111 o!eh instllnsi yang berwujib dan 
yang disyaralkan un!.uk dan dalam rnngka pembuatan, penyerahan dan pclaksanrum Perjanjiun 
!nl dan dokumcn-dokumen lain yang berhubungan dengan pcmbcrian Pasilitas Kredil inL 

l L Apabila nilai ass.erlkckayaan milik Peminjam menurut penilaian Bank menunm. 
m Sjahdeiui (c),loc.cir~ 
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Kredifl55
, yaitu ldausula-klausula yang berisi syarat-syarat dan 

!<etentuan~ketentuan tambahan yang belum tertarnpung secara 

khusus di dalam kfausula-klausula fain.356 

3.4.3 Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia 

Hubungan hukum antara KPRJ~GR dan Bank Niaga berdasarkan 

Akta Jaminan Pidusia Nomor XX tanggal 5 Mei 2006 adalah 

hubungan hukum antara KPRl-GR sebagai Pemberi Fidusia dan 

Bank Niaga sebagai Penerima Fidusia, Akta Jaminan Fidusia ini 

merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian pokoknya, yaitu 

m Pasa! IJ Perjanjian Kredk 
I. Jum!ah Kredit berikul seluruh sisa bunga, denda. provisi, ongkos-t,~ngkos dan biaya-biaya 

lainnya yang terhutang (l!eh Peminjam kepada Bank berdasarkan Pmjanjian ini wajib dibayar 
kembali dengan lunas, penuh dan sebagaimana mestinya oleb Peminjam kep:ada Bank, 
selambat~lambatanya pada tenggak 05/08!2011, satu dan Jain hal telap mernperhatikan 
ketentuan Pasal12 mengcnai kcla!aian dalem Perjanjian inL 

2. Fu.silitas Krcdlt inl bukan merupakan fasilitas "revolving'' di mana Peminjam tidak dapat 
melakukan penarikan pinjaman aw dana pembayaran kembaJi yafi$ telah dilakukan Pemfnjam 
alaS Fasilitas Kredit dari wsktu ke waidu selamajangka waktu Perjanjian ini. 
Kotldisi khusus berdasarkan Perjanjian ini ada\ah~ 

3. Peminjam diperkenankan unluk me!akukan Prepayment (11) be advice'dellda sebeslU" i% dari 
ouwandfng yang dilunasi untuk plnjaman kurang dari satu tabun). 

4, Kriteria enduser: 
- Syarat Umum Debitur: 

I, Guru yang telah tercata\ sebagai pegawai letap (Pegawai Negeri). 
2. Minimal masa kerja 2 {dua) tahun. 
J, Anggota yang menerima Kt«<it dari Bank merupakan anggota Koperasi Pega~'Sl 

RepUblik Indonesia (KPRI) yang mendapat rekomendasi dad Peminjam. 
4, Minimum talre home pay sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Rer bulan. 
5. langko waktu fasilitas pinjaman maksimal 5 (lima) tahun atau tidak.meleblhi satu tahun 

scbclum karyav.-nn pensiun, balk 'l,lntuk pinjarnan multiguna ataupun kendaraan bermotor. 
6. Jangka \•;aktu Kredit deri Bank ke Peminjam dan dari Peminjam kepada anggota lidnk 

bo!eh melebihi dari sisa jangka \\'aktu karyay,"Un uotuk pensiun. 
i. Anggota diwajibkan untuk mcnutup asuronsi jiwa (untuk fasilitus multi.t:una dan 

kepernilikan motor) dan wajib untuk menutup asunmsi kehilangan {TLO) khusus untuk 
kepemillkan motor. 

Struk:tur Kredit untuk Multiguna: 
I. Tujuan pemblayaan untuk Multlguna 
2. Jangka waktu pembiayaan maksimal60 (enom pululi) bulan 
3. Pembayaran kembali angsuran tiap bukan 
4. Pembiayaan mo:ksimal ~ampai dengan Rp. 15,000.000,- {lima belas juta rupiah) per 

anggola, rmggota yang mend:lpatkan plafon maksimal Rp, 15.000.00!},. (lima belas juta 
rupiah) hanya anggota yang akan mc!unasi pinjaman pada Peminjamfpihak: kc-3, 
sedangkan unluk anggota yang tidak memiliki pinjmnan, plafon n;aksirnal yang dibcrikan 
Rp, IO.OOG.OOO,- (sepuluh juta rupiah) 

- Evaluas.i Krcdit: 
Pcmbayarnn k:ernbali !lngsur:rn sctiap b1.1Jan dcngan rasio angsuran muksimal 40% (empat 
puluh persen) dari Take Home P(l)l. 

]~ Sj;:thdeini (e),lrJf::.cit" 
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Perjanjian Kredit Dalam akta tersebut disebutkan bahwa KPRI-GR 

sebagai Pemberi Fidusia memberlkan Jaminan Fidusia kepada Bank 

Niaga sebagai Penerima Fldusia berupa : 

- Semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim­
klaim yang sekarang telah danlatau dikemudian hari akan 
dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh Pemberi Fidusia 
terhadap Anggota Koperasi berdasarkan perjanjian-perjanjian 
yang sekarang telah dibuat oleh Pemberi Fidusia dengan Anggota 
Koperasi, yang akan temyata berdasarkan daftar yang akan 
diserahkan kemudian oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima 
Fidusia, dengan ditandatangani oleh Pemberi Fidusia; 

- dengan nilai barang jaminan pada saat inl sebesar Rp 
400,000.000,- (empat ratus juta rupiah}."' 

Guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang 

berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (prefcrren)35
g 

tt;rhadap Kreditur lain, maka Jaminan Fidusia tersebut kemudian 

didaftarkan dj Kantor Pendaftaran Fidusia.359 Kantor Pendaftaran 

Fidusia mencatat Jaminan Fidusla dalam Buku Daftar Fidusia pada 

tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan 

pendaftaran.360 Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan 

menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jamlnan Fidusia 

pada tanggai yang sama dengan tanggal penerimaan perrnohonan 

pendaftaran?61 JaminE!:J.l .. fidusia lahir pada tanggal yang sama 

m Baglan pra-emisc·dalam Akta Jaminan Fi®sia Nomnr XX tanggal 5 Mei 2006. Di 
dalam bagian praemise berlsi keterangan-kcterangan, pertimbungan dan hnar belakang tenUmg_ 
maksud para pihak ontuk membuat (akla) kontrak yang bersangkulan. Lihat Paulus. J. Soepralignja, 
Teknfk Pembutnan Akta Kontrllk, ceLl, {Yogyakarta: Universitas At~a Jaya Yog}'Dkarta, 2007), 
hlm. 115. 

m Hak prelCrcn arlalah hak untuk didahult~klln daripada Krcditur lain da!am pcngambilan 
pelunasan fiur.ang dari benda objekjaminan. L-ihat Hasan, op.cit, him. 237. 

's Pasal 11 Undangw\Jndang Jamln.an Fidusia: 
(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia l¥ajib didaftarkan. 
(2) Da!am hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia bernda di !uar wilayah negara 

Rcpublik Indonesia, kewnjiban sebagnimana dimaksud dalam ayat (I) tetap berlaku. 
Pru;al 12 a.yal (I) Undnng~undang Jaminun Fiduslu: 

Pendariaran Jaminan Fidusia scbagaimana dimaksud dalam P115al 11 <J.ynt (i) dilnkukan pado. 
Kan!or Pcnda!laran Fidusin, 

.:l<>l! Indonesia (l), Undangwundaug Jamim:m Fidu.skl, UU No. 42, LN No.168tahun 1999, 
TLN No. 38:&9, Ps. 13 ayat (3). 

l
61 Jbid.Ps. 14 ayal(l). 
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dengan tanggai dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar 

Fidusia362
, yaitu tanggal 12 Juni 2006 jam 08,05 WlB dengan nomor 

W8. 0005657 HT.04.06.TH.2006. 

Dengan adanya Jaminan Fidusia. maka ketika kredit mengalami 

kemacetan, Kreditur dapat menarik kembafi dana yang disaiurkan 

dengan memanfaatkan objek jamtnan berupa piutangltagihan 

tersebut 

3.4.4 Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Kredit anfara Perum 

Jamkrindo dan Bank Niaga dan Surat Persetujuan Prinsip 

Penjaminan lnduk atas Kredit (SP3K) yang disalurkan kepada 

Koperasi Pegawai!Karyawan, dan Sertifikat Penjaminan 

Mengingat jasa Penjaminan Kredit dibutuhkan oleh Perbankan atau 

ternhaga penyedia Kredit untuk mendukung kegiatan penyaluran 

Kredit. maka pihak Perbankan biasa.nya melakukan kerja sama 

tedebih dahulu dengan pibak Penjamin, Kerja sama Penjaminan 

antara Penjamin dan Penerima Jaminan dapat div.ujudkan -melalui 

kesepakatan bersama atau MOU (Memorandum of Understanding) 

atau melalui suatu perikatan yaitu Perjanjian Penjarninan Kredit 

yang memuat hak dan kewajiba.n para pihak dan berlaku untuk 

kurun waklu yang disepakati bersama.36
; 

Berkaitan dengan hal di atas, dalam hal ini teiah diadakan Perjanjian 

Penjaminan K.redit antara Perum Jamkrindo (dlb Perum PKK) 

dengan PT Bank Niaga No. 24/PKK/2000 tanggal 22 September 

2000. Hubungan hukum antara Perum Jamkrindo dan PT Bank 

Niaga adalah hubungan antara Perum Jamkrindo sebagai Penjamin 

dan Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan. Selain itu, disebutkan 

pula bahwa sebagai Tetjamin adalah Koperasi Karyawan!Koperasi 

Pegawai. 

Atas Perjanjian Penjaminan Kredit 1ersebut, kemudian Perum 

Jamkrindo menerbitkan SP3K Induk atas Kredit yang disalurkan 
-~-----

JU lhl<l. Ps, !4 ayat (3}. 
m Nasroen Yasahari dtm Nina Kumia Dewi, op.cit., him. 24. 
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kepada Koperasi PegawaitKaryawan. SP3K lnduk. adalah surat 

kesediaan Penjamin untuk menjamin Kredit yang te!ah diberikan 

atau akan diberikan oleh Penerima Jaminan yang memuat 

per!iyaratan Penjaminan sebagaimana termuat dalam Perjanjian 

Penjaminan Kredit.l64 

Dengan adanya SP3K tersebut, dalam hal terdapat CaJon Terjamin 

yang telah memenuhi persyaratan kredit dan persyaratan 

penjaminan. maka Penjamin akan mengeluarkan sebuah komitmen 

tertulis akan kesediaannya dalam menjamin suatu kredit. Komitmen 

ini secara fonnal dituangkan datam sebuah sertifikat yang 

merupakan bukti persetujuan penjaminan dari perusahaan atau 

lembaga yang menyediakan jasa penjaminan. yang dikenal dengan 

nama Sertifikat Penjaminan, Sertifikat Penjamjnan menyebutkan 

dengan jelas data pihak Terjamin atau Debitur Kredit!Pembiayaan 

dan data pihakPenerima Jaminan atau kantor penyedia perkreditan. 

terrnasuk profil kredit yang dijamin. 365 

3,4.5 Hal-hal yang Diatur dalam SP3K Induk 

Atas Perjanjian Penjaminan Kredit tersebut, Perum Jamkrindo 

menerbitkan SP3K lnduk No. XX/SP3/C.3/lll/2004 tanggal 30 

Maret 2004 adalah: 

a. Perum Sarana Pengernbangan Usaha cabang Bandung dapat 

menjamin Kredit pegawai yang -disalurkan PT Bank Niaga 

Cabang Bandung kepada Koperasi Kacyawan dan/atau Koperasi 

Pegawai untuk diteruskan kepada para anggotanya dengan 

plafon sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ·sepanjang 

memenubi ketentuan dan persyaratan PT Bank Niaga Cabang 

Bandung. 

b. Persentase Penjaminan Perum Sanma adalah sebesar 100% dari 

nilai plafon Kredit (untuk Risiko kematian) dan 75% dari nilai 

plafon Kredit (untuk Risiko PHK dan Kredit macet). 

»t Pas:!.! f h'uruf n sampel Pcrjanjian Pcnjaminan Kredic 
365 Yasabari don Nina Kurnia Dewi, op.cit., hlnt. 22. 
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c. Jangka waktu Penjaminan Kredit sama dengan jangka waktu 

perjanjian Kredit berikut perubahannya yang telah 

ditandatangani oieh Bank dan Debitur, 

d. Seluruh ketentuan dan persyara.tan kredit dari bank otomatis 

menjadi syarat penjaminan Perum Sarana. 

Selanjutnya, dalam SP3K tersebut dicantumkan ketentuan 

Penjaminan Kredit sebagaimana juga disebutkan dalam Perjanjian 

Penjaminan Kredil Dalam hal ini, disebutkan bahwa Kredit kepada 

Koperasi Karyawan (Kopkar}/Koperasi Pegawai (Koppeg) adalah 

Kredit dari Bank Niaga kepada Koperasi (bukan untuk modal kerja 

danlatau investasi usaha Kopkar!Koppeg) yang diteruskan kepada 

anggotanya di lingkungan perusahaan swasta, BUMN/D dan 

instansi/Jembaga pemerintah yang pembayaran gaji anggota 

Koperasi dimaksud melalui atau tidak melalui Bank Niaga. SeJain 

itu, disebutkan pula kriteria Kopkar/Koppeg yang layak 

mendapatkan Kredit, adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki badan hukum, 

b, Perusahaan induk adalah instansillembaga pemerintah, 

BUMN/D, perusahaan swasta nasional atau lembaga yang 

mapan, 

c. Memiliki penguru:s yang aktif. 

<f, Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan. {RAT) minimal I 

tahun terakhir. 

e. Kinerja Kopkar/Koppeg menunjukkan adanya iabalkeuntungan. 

Ditambahkan pula bahwa anggota Koperasi adalah 

karyawan/pegawai tetap yang memiliki standar penggajian baku di 

instansillembagalperusahaan tempat anggota bekerja, Ketentuan 

tersebut ditetapkan karena sumber pembayaran Kredit dilakukan 

dengan cara pemotongan gaji langsung oleh bendaharawan 

perusahaan terhadap Anggota Kopkar/Koppeg dimaksud, Setelah 

itu kemudian disetorkan ke PT Bank Niaga oleh Kopkar/Koppeg 
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dengan berdasarkan Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG) oleh 

bendaharawan gaji dirnana tempat anggota Kopkar/Koppeg bekerja. 

Oalam SP3K Induk ini kemudian ditetapkan Imbal Jasa Penjaminan 

Kredit lmbal Jasa Penjaminan Kredit adalah sejumlah uang yang 

diterima oleh Penjamin atas jasa Penjaminan yang diberikan oleh 

Penjamin kepada Terjamin.l66 Jmbal Jasa Penjaminan Kredit kepada 

Kopkar/Koppeg adalah sebagai berlkut: 

No. Urut Jangka Waktu Tariflmbar Jasa 

Kredit 

I s.d. 1 tahun 0,50% 

2 >1-2 tahun 1,00% 

3 >2-3 tahun 1,30% 

4 >34 tahun 1,70% 

5 >4-5 tahun 2,00% 

Tabel I 

Dalam SP3K Induk ini pun juga terdapat beberapa ketentuan 

tambahan yang mengikuti yaitu: 

a. Anggota Koperasi eaton penerima kredit berstatus sebagai 

karyawan/pegawai tetap dan memilild masa kerja minimal 2 

tabun serta jangka waktu kredit lebih kecil dibandingkan sisa 

masa/umur pensiuO yallg bersangkutan; 

b. Surat kuasa dari 

instansiJJembaga/perusahaan 

anggota 

untuk 

kepada bendahara 

mernotong gaji 

karyawan/pegawai guna penyelesaian kewajibannya pada Bank. 

c. Dafiar nominatif yang berisi nama-nama, take home pay (THP), 

besamya angsuran, jangka waktu dan jumlah kredit masing­

masing karyawan/pegav~.'ai yang telah direkomendasikan oleh 

Koperasi atau instansi/lembagalperusahaan. 

J&; Pasul l huruf e sampel Perjanjian Pimjamirnm Kreclil. 
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d. Pengajuan penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) oleh PT. Bank 

Niaga kepada Perum Sarana dilengkapi dengan data-data sebagai 

berikut: 

a) Hasil analisa singkat tentang kredit {executive summary) dari 

Bank atas masing-masing Kopkar/Koppeg atau instansi/ 

lernbaga!perusahaan; 

b) Daftar nominatif; 

c) Fotocopy akad kredit; 

d)Fotocopy bukti pembayaran lmbal Jasa Penjaminan. 

Pengaturan selanjutnya yang terdapat dalam SP3K lnduk adalah 

mengenai tata cara pengajuan klaim. Dalam hal ini, Bank Niaga 

berhak nntuk mengajukan klaim kepada Perum Jamkrindo (d/h 

Perum Sarana) apabila: 

a. Nasabah meninggal dunia tetapi bukan disebabkan karena bunuh 

di:rL 

b. Nasabah diberhentikan dari tempat kerja (PtTK) tetapi bukan 

disebabkan karena tindakan melawan hukum. 

c. Kredit dinyatakan macet sesuai ketentuan Bank Indonesia. 

Surat Pengajuan Klaim disampaikan oleh Bank Niaga secara tertuiis 

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak timbulnya hak klaim, yang 

dilengkapi dengan: 

a. Data Posisi terakhir pinjaman Nasabah. , . __ , 

b. Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit/k:eJurahan dan kartu 

identitas Nasabah bagi Nasabah yang meninggal dunia,. apabila 

pengajuan klaim disebabkan kematian Nasabah. 

c. Surat Keputusan PHK dari lnstansi/tempat Nasabah bekerja dan 

kartu identitas Nasabah bagi Nasabah yang di-PHK, apabila 

pengajuan klalm disebabkan PHK. 

d. Dasar Perhilungan jumlah Kredit yang diklaim dituangkan dalam 

Ber-ita Acara Klaim yang di!andatangani Bank Niaga. 
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Klaim yang dapat diajukan oleh Bank Niaga adalah maksimal 

sebesar 100% dikalikan plafon kredit (untuk risiko kematian) dan 

75% dikalikan plafon kredit (untuk risiko PHK dan kredit macet). 

Keputusan atas klaim yang diajukan Bank Niaga akan disampaikan 

Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) selambat-lambatnya 14 

(empat betas) hari terhitung sejak berkas pengajuan kiaim dari Bank 

Niaga diterima secara lengkap. Atas klaim yang dapat disetujui, 

Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) akan menyampaikan 

persetujuan klaim tersebut dalam bentuk keputusan klaim kepada 

Bank Niaga, surat tersebut memuat data rentang: 

a. Jumlah klaim yang diajukan oleh PT Bank Niaga. 

b, Jumlah klaim yang akan dibaya.r oieh Perum Jamkrindo (dlh 

Perum Sarana). 

Berkaitan dengan hal di atas, dalam hal klaim dibayar oleh Perurn 

Jamkrindo (d/h Perum Sarana), maka sisa Kredit Nasabab sebesar 

klaim yang telah dibayar oleh Perum Jamkrindo {dlh Perum Sarana) 

tersebut beraHh menjadi piutang subrogasi Perum Jamkrindo {dlh 

Perum Sarana). Seianjutnya ditentukan bahwa setelah klaim dibayar 

oleh Perum Jamkrindo (dlh Perum Sarana). Bank Niaga tetap 

berkewajiban secara aktif melakukan upaya penagihanlpenarikan 

kembali jumlah kerugian tersebut., sampai lunas. Untuk itu Perum 

Jamkrindo (dlh Perum. Sarana) secara otomatis memberi kuasa 

khusus kepada Bank Niaga. Perum Jarnkrindo (dih Perum Sarana} 

dan. Bank Niaga dapat juga melakukan upaya penagihan piutang 

subrogasi, baik bersama~sama maupun sendiri~sendiri dengan beban 

biaya ditanggung masing~masing. Kemudian, disebutkan pula 

bahwa pembayaran~pembayaran yang diterima dari Nasabab setelah 

adanya pcmbayaran klaim harus disetor kepada Perum Jamkrindo 

(dlh Perum Sarana) sesuai dengan besamya risiko yang ditanggung. 
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Dalam SP3K ini disebutkan pula bahwa hak klaim menjadi hapus 

dengan sendirinya apabila: 

a. Bank Niaga tidak mengajukan kepada Perum Jamkrindo (dlh 

Perum Sarana) seteiah lewat 2 (dua} bulan takwim sejak 

timbulnya hak untuk mengajukan klaim. 

b. Bank Niaga tidak memungut dan tidak menyetQrkan imbal jasa 

Penjaminan. 

c. Bank Niaga tida.k melengkapi berkas pengajuan klaim yang 

dipersyaratkan dalam 2 (dua) bulan terhitung tanggal surat 

pemberitahuan dari Perum Jamk:r1ndo (dlh Perum Sarana), 

3.4.6 HaJ..bal yang Diatur dalam Sertifikat Penjaminan 

Perum Jamktindo (d/h Perum Sarana) telah mengeloarkan Sertifikat 

Penjaminan No. XX-1166-03 pada tanggal 24 Mei 2006. Sertifikat 

Penjaminan tersebut dikeluarkan setelah PT Bank Niaga 

mengirimkan Surat Bank Niaga No. XXX/UKMIBDG/2006 tanggal 

10 Mej 2006 perlhal Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan 

atas nama KPRI-GR. 

Dalam Sertifikat Penjruninan tersebut disebutkan bahwa Perusahaan 

Umum Sarana Pengembangan Usaha sehagai Penjamin dengan ini 

mengikatkan diri untuk menjamin hutang Terjarnin pada Penerima 

Jaminan. Berkedudukan sebagai Penerima Jaminan ada~ah PT Bank 

Niaga dan Terjamin adalah KPRl¥GR. 

Hal-hal yang terdapat dalam Sertifikat Penjaminan: 

Ketentuan Penjaminan yang diatur dalam Sertifikat Penjaminan 

tcrsebut ada\ah sebagai berikut 

a. Jumlah Kredit : Rp 400.000.000,00 

b. Jumlah Penjaminan : Rp 300.000.000,00 

c. Jangka waktu Kredit : sesuai akad kredit 

d. Jenis/skim Kredit : pinjaman transaksi khusus (PTK) 

e. Penggunaan Kredit : pembayaran kebutuhan 27 Anggota. 

Koperasi 
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f. Tingkat hunga : sesuai akad kredit 

g. lmbaljasa Penjaminan/foe : Rp 5.440,000,00 

h, Masa Penjaminan : sesuai jangka waktu kredit 

Selanjutnya, disebutkan pula bahwa Sertiflkat Penjaminan ini 

diterbitkan dengan merujuk pada ketentuan~ketent\Jan da1am: 

a. Penjaminan Kredit ini berlaku untuk maksimal 75% (tujuh puluh 

tima persen) dari kredit yang direaiisasikan untuk rlsiko non 

jiwa antara lain risiko PHK dan krerlit macet, dengan pengertian 

besar pembayaran k!aim adalah sebesar kerugian (pokok dan 

bunga) yang tertunggak dikalikan dengan persentase jumlah 

Penjaminan Kredit, dengan batas setinggi-tingginya sebesar 

kredit yang direalisasikan dikalikan dengan persentase jumlah 

penjaminan, 

b, Penjaminan inl wajib untuk merujuk dan memperhatikan atas: 

a) Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo (dlh 

Perum Sarana) dengan PT Bank Niaga No. 24/PKK!IX120QO 

tanggal22 September 2000. 

b) Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Induk at.as Kredit yang 

Disalurk::an Kepada Koperasi Pegawai/Karyawan No, 

XXISP3/C.31lll2004 tanggal30 Maret 2004. 

c) Surat Bank Niaga No. XXIUKM/BDG/2006 tanggal I 0 Mei 

periha1 Pennohonan Penerbitan SP a.n. KPRI-GR. 

Dalam Sertiflkat Penjaminan tersebut juga disebutkan agar menjadi 

perhatian bagi Penjamin, Penerima Jaminan dan Terjamin bahwa: 

a, Apabila Terjamin tidak memenuhi janji untuk membayar hutang 

atau menyeiesaikan kewajiban perikatannya dengan Penerima 

Jaminan~ maka Penjamin akan menyelesaikan ganti rugl 

penjaminan (klaim) kepada Penerima Jaminan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

b. Dengan telah diselesaikannya ganti rugi penjaminan (klaim} oleh 

Penjamin kepada Penerima Jaminan, Terjamin waj!b melunasi 

hutangnya yang teJah beratih menjadi hak subrogasi Penjamin. 
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c, Penerinta Jaminan dan Penjamin wajib menagih kewajiban 

keuangan Terjamio sampai lunas secara bersamawsama atau 

sendiri-sendiri. 

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan 

dalam Penjaminan Kredit ini, keterlibatan para pihak mengaJami 

modifikasi. Dikatakan demikian karena Terjamin tidak mengetahui 

adanya Penjaminan Kredit Oleh karena itu. kegiatan Penjaminan 

Kredit dijalankan mefalui hubungan Penjamin dan Pcnerima 

Jaminan. Meskipun demi!dan, keberadaan Terjamin diwakili oieh 

Penerima Jaminan yang bersangkutan melalui permohonan 

Penjaminan Kredit yang juga mengatasnamakan Terjamin te.-sebut 

3.4.7 Skema Hubungan Hokum Para Pihak 

Perjanjian Kredit 

l Bank Niaga :, KPRI-GR 

Perjanjian ~ ~it 
~ian Jaminan Perjan Perjanjian Penjaminan Anggota 

Fidusia Kredit (PNS) 

Jaminan Penjaminan Kredit 
Fidusia (Perum Jamkrindo) 

Gambar& 

3.5 Mekanisme Pengajuan KJaim Penjaminan Kredit 

Pemberian Kredit oleh Bank Niaga kepada KPRI-GR yang dlteruskan 

kepada anggotanya menga!ami kemaceum" Dalam hal ini, kredit tersebut teJah 

berstatus macet (Kolekt:ibilitas 5) terhitung sejak 30 April 2008.367 

167 Surat No. XXX/SK/SMA·IfBDG/2008 tanggaJ 23 Mei 2008 pcrlhal Pcngajuan Klaim 
alas nama KPRI-GR. 
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Kemacetan tersebut terjadl karena hal-hal sebagai berikut: 

a. Potong gaji tidak berjalan !ancar karena terdapat anggota KPRI-GR 

yang memiJliam lagi ke BPR tanpa sepengetahuan KPRI-GR dan Dinas 

Pendidikan. 

b. Pihak Bendahara Dinas tidak rnau Iagi membantu proses pemotongan 

gaji end user untuk pembayaran angsuran, sehingga peminjaman 

anggota ke Kreditur seiain KPRI-GR tidak terkontroL'68 

Dengan macetnya kredit. rnaka Bank Niaga telah melakukan langkah­

langkah/upaya pembinaan sebagai berikut: 

a. Collection secara intensif, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. 

Collection diiakukan langsung ke KPRI-GR ataupun via telepon. 

b. Upaya rescheduling'69 dan reslructuringpo telah diajukan ke KPRl-GR, 

tetapi KPRl-GR tidak dapat memenuhi persyaratan Bank Niaga untuk 

menambah jaminan dan penyelesaian tunggakan. 

c. Melakukan reminder kewajiban dan memberikan Surat Peringatan 

hingga peringatan terakhir, tetapi debitur tetap tidak dapat memenuhi 

kewajibannya.:m 

Selanjulnya, dikarenakan kredit yang diberikan pada KPRI~GR tersebut 

telah dijaminkan pada Perum Jamkrindo (dlh Perum Sarana), maka Bank Niaga 

sebagai pihak Penerirna Jaminan melakukan kiaim pada Perum Jamkrlndo sebagai 

pihak Penjamin. 

Sesuai dengan tata cara pengajuan klaim yang dlatur dalam Perjanjian 

Penjaminan dan SP3K lnduk, maka dalam hal lni Bank Niaga mengirimkan Surat 

Pengajuan Klaim Nomor XXX/SK/SMA-1/BDG/2008 tanggal23 Mei 2008. 

J(U! Ibid. 
H

9 Penjadwalrm kcmbali {rescheduling), yaitu upaya berupa melakul<an perubahan syaral.­
syarat perj:mjian kredlt yang berkenaan dengan jadwa! pembayaran k:embali kredit ntau jangka 
waktu kredil, lermasuk grace period atau masa tenggang, baik iermasuk perubahan be:zamya 
jumlah anfuran maupun tidak. l...ihat Sjahdcioi {b), cp,dt., him. 47. 

• 
1 

Q Penataan kembalt (tcslrocturing), yaitu upayti bcrupu me!nkukan perubahun syt:irnt~ 
syar,u petjanjian kredll berupa pemberian 1ambahan kredit, atau melakukan konversi atas scluruh 
atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan, }'11ng di!akukan dengan alau tanpa mclakukan 
rescheduling dan recoruiftioning. Lihat ibid 

m Surnt No. XXX/SK!SMA~l/BDG/2008 tangga! 23 Mei 2008 periha! Pcngajuan Klaim 
atas nama KPRI-GR. 
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Dalam surat tersebut, diuraikan kondisi tunggakan angsuran KPRJ~GR sampai 23 

Mel 2008 adalah sebagai berikut: 

a. Tunggakan pokok 

b. Tunggakan bunga 

c. Denda pokok & bunga 

Total tunggakan 

: Rp 39.962.803,· 

: Rp 4!.970.5!3,· 

: Rp !!.464.454,· 

: Rp 90.397.770,· 

Selanjutnya, diuraikan pula total kerugian Bank Niaga: per 23 Mei 2008 

adalab sebagai be.rikut: :m 

a, Pokok 

b. Tunggakan bunga 

c. Denda pokok dan bunga 

Total kerugian 

: Rp 328.264.0!9,­

: Rp 41.9705!3,· 

: Rp !1.464.454,· 

: Rp 38!.698.986,· 

Atas kerugian tersebut, maka Bank Niaga mengajukan permohonan klaim 

sebesar 75% dari kerugian dengan memperhitungkan denda, yang dirinci sebagai 

berikut: 75% x Rp 381.698.986 = Rp 286.274.239,5. 

Sebagai bahan pertimbangan, Bank Niaga pun juga melampirkan 

kelengkapan berkas pengajuan kiaim sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian­

Penjaminan Kredit. ya.itu: 

a. AsH Sertifikat Penjaminan 

b. Copy bukti pelunasan pembayaranjasa Penjaminan 

c. Perhitungan tunggakan yang terrnuat dalam Berita Acara Klaim 

d. Copy hasil Bl Checking data per Mel 2008 

e. Posisi tunggakan setiap end user 

f. Kuitansi tanda terirua end user 

Atas diajukannya surat tersebut, maka Perum Jarukrindo seianjutnya 

mengajukan Surat peribal Pengajuan Klaim atas nama KPRI-GR dengan No. 

XXXXJP/C.3Nl/2008 tanggal 5 Juni 2008. Dalarn surat tersebut disebutkan 

m Total kerugian Bank Ninga per 23 Mel 2008 dengan pokok sebesar Rp 328.264.019 
diperolch dari; 
besarnya pokok tunggakan kredh x jumlah end user. Jadi, f)Qkok lunggakan kredit untuk pokok 
kredit Rp I5.000.000 adalah sebesnr Rp 12309.90l kemudinn dikaliknn 26 eud user ditambah 
pokok kredit untuk pokok Kredit Rp I 0.000.000 yang bcsarnya Rp 8.206.600 dikalikan I end user, 
sehingga mengha.silkun Rp 328.264,019. 
Bcrdasarkan Daf.tl. Posisi terakhir Pinjarnan Na~abah yang merupakan Lmnpiran Surat Pengnjuan 
Klaim aln 27 orang Anggota KPRI-GR. 
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bahwa Bank Niaga harus melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan 

dala.m SP3K lnduk. yang terdiri dari: 

No. Data yang dipe.rlukan !U>terangan 
I Perincian tunggakan atas nama masing- Form tedampir 

masing anggota KPR!-GR (sebanyak 27 
orang), 

2 Rekening koran danlatau rekening 
pinjaman atas nama KPRI~GR yang 
kreditnya dijaminkan Perum Sanma 
posisi dari saat pencairan kredit sampai 
saat ini (Mei 2008). 

3 Bukti pencairan kredit/penarikan uang Sesuai dengan pencairan 
oleh KPRI-GR dari Bank Niaga, kredit van• dilakukan 

4 Bukti tanda terima uang oleh 27 orang Sebagai bukti bahwa 
Anggota KPRI-GR dari KPRI-GR. kredit telah diterima oleh 

masing-masing Anggota 
KPRI-GR. 

5 Foto copy KTP dan Kartu Pegawai atas Sesuai dengan SP3 Induk 
nama 27 orang anggota KPRI~GR yang bahwa Terjamin!Anggota 
mendapat kredit dari Bank Niaga. Koperasi adalah pegawai 

tetap di suatu 
instansilperusahaan. 

6 Bukti surat kuasa potong gaji dari 
masing-masing _ anggota (27 orang) 
kepada bendaharawan gaii KPRI-GR. 

Tabel2 

Selaqjutnya, Bank Niaga mengajuk.an surat perihal ke!engkapan 

adrninistrasi proses pengajuan klaim KPRI-GR dengan No. XXX!SK/SME­

I!BDG/08 tanggal 17 Juli 2008. Kemudian, dengan telah dilengkapinya dokumen 

yang dibutuhkan dalam pcngajuan klaim, maka Perum Jamkrindo mengajukan 

sura.t perihai pembayaran klaim atas nama KPRI-GR dengan No. 

XXXXIP/CJNil/2008 tanggal 29 Juli 2008. 

Daiam surat tersebut disampaikan bahwa Perum Jamkrindo dapat 

menyetujui permohonan kiaim secara parsial sebetum kredit jatuh tempo atas 

nama KPRJ~GR yang diajukan ofeh PT Bank Niaga, Besamya klaim yang dapat 

Perum Jamkrindo setujui adaiah sebesar 75% x Rp 68.933.309 atau sebesat Rp 

51.699.982,00. Selanjutnya, pembayaran klaim akan Perum Jamkrindo Jakukan 

sete!ah menerima rekening penampungan yang ditunjuk oleh PT Bank Niaga. 
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PENJAMINAN KREDIT MELALUI PERUM JAMKRINDO DALAM 

KASUS KREDIT MACET KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK 

INDONESIA-GOTONG ROYONG PADA BANK 1'.1AGA SEBAGAI 

BENTUK PENGAMANAN KREDIT 

4.1 Dasar Pertimbangan Hukum Masib Diperlukan Adanya Penjaminan 

Kredit melalui Perum Jamkrindo dalam Pemberian Kredit dari Bank 

Niaga kepada KPRI~Gotong Royong yang Telah Dijamin oleh Jaminan 

Fidu~ia 

Dengan adanya Perjanjian Kredit No. XXX/JYI'K-IIBD0/2006 antara 

Bank Niaga dan KPRI-GR yang dibuat dan ditandatangani di Bandung pada 

tanggal 5 Mei 2006, maka hubungan hukum yang tim but adalah hubungan antara 

Bank Niaga sebagai Kreditur dan KPRI-GR sebagai Debitur. 

Mengingat posisinya sebagai Kreditur, maka Bank Niaga berkewajiban 

untuk memberikan fasiUtas kredit. Sementara itu, KPRI-GR sebagai Debitur 

berkewajiban mengembalikan fasilitas kredit yang telah diberikan Bank Niaga. -­

Dalam perjanjian tersebut ditentukan bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada 

Debitur (selanjutnya disebut KPRI-GR) sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus 

juta rupiah), 1 Fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur (selanjutnya disebut 

Bank Niaga) pada KPRI-GR akan disaturkan oleh KPRl-GR kepada anggotanya 

sebagai Kredil Multi Guna dengan plafon maksimal sebesar Rp 15.000.000,00 

(lima belas juta rupiah) bagi tiap anggota. Untuk anggota yang tidak. memiUki 

pinjaman, plafon maksimal yang diberikan sebesar Rp I 0.000.000,00 {sepuluh 

juta rupiah)? 

1 Passl 1 aynt (1) Perjanjian Kredit 
2 Pasal 3 Perjanjian Krtdit Latar be!akang mengapa kepada anggota KPRl-GR ytUlg 

memiliki pinjaman rli bank lain d1bcrikfln Rp 15.000.000 (lima bclas ju1a rupiah) adalab agar 
pinjamnnnya di bank lain dapat dilunast, sehlngga pada akhimya anggota KPRI-GR tersehut hanya 
mempunyai hulang kepada Bank Niaga. Sebagal contoh, mistUny.o. secrang anggota KPRJ-GR 
memiliki pinjaman di Bank lain (Bank Z) dcngan outstanding Rp. 8.000.000 (delapanjuta rupiah). 
Atas dasM ler:sebut, maka Bank Niaga almn melunasi jumlah kredit anggo\l.l KPRI-GR lersebul di 
Bank Z. Da!am hal ini, anggola KPRl·GR lersebut akan mendapatkan kredit sebesar Rp 
15.000.000 (lima belas juta rupiah} dengan .8.000.000 (dclapan julll rupiah) dari total kredit 
tcrsebut d!gunakan unJ.uk membayar pinjarrwnnya di Bank Z, Berdasarka;; hasll wawancara 
dengan Legal Officer Bank Niagn pada til11ggal 30 Oklober 2008. 
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Jangka waktu fasilitas kredit yang diberikan adalah 63 (enam puluh tiga) 

bulan termasuk availibility pericuf1S terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian 

Kredit, yaitu sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 5 Agustus 2011?76 

Mengacu pada hal tersebut, kewajiban KPRI~GR untuk melakukan pembayaran 

kembali kepada Bank Niaga dilakukan .secara on liquidation basis sesuai batch 

masing-masing dengan jumiah angsuran selama 60 kali angsuran pokok dan 

bunga dengan perhitungan annuity in arrears?17 Dengan ketentuan sebagaimana 

disebutk:an dalam Pasal l angka S Perjanjian Kredit sebagai berikut: 

" ... bahwa untuk pertama kalinya angsuran per batch tersebut akan 
dilakukanldibayarkan pada 1 bulan kemudian pada tanggai yang sama 
dengan tanggal penarikan dan selanjutnya pada tangga1 yang sam a dengan 
tanggal penarikan per batch dari tiap-tiap bulan berikutnya dan terakhir 
selambat~Iambatnya pada ta'!"~al yang sama dengan tanggal penarikan 
pada bulan ke-60 kemudian ... " 8 

Mengacu pada hal di atas, untuk menjamin terbayamya dengan baik segala 

sesuatu yang terutang dan harus dibayar oleh KPRI-GR sebagaimana diatur dalam 

Perjanjian Kredit, dicantumkan klausula tentang jaminan atas pemberian kredit. 

Dalam hal ini, KPRI-GR memberikan jaminan berupa hak fldusia seluruh tagihan 

KPRl-GR kepada para anggotanya, minimal sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus 

juta rupiah). Selanjutnya disebutkan pula bahwa tidak menutup kemungkinan 

Jaminan Fidusia tersebut dapat mengalami penambahan berupa barang~barang 

jaminan lainnya yang akan diberikan di kemudian hari. Dengan adanya Jaminan 

Fidusia tersebut,. ketika KPR[-GR cidera janjl atau ingk:ar janji1 maka Bank Niaga 

m Availibility period adalah jangka waktu penarikan. Dalam ?usa! l angka 3 huruf A 
Perjanjian Kreclit. }'$itu mer1genal Jangka Waktu Penarikan diaebutkan babwa jnngka waktu 
penarlkan fasi!itas Kredit ini adalah sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, yaltu 05/05/2006 sld 
langgal 05!0812006 (3 {tiga) bulan sejak ditanda!aoganinya Pcrjnnjinn ini}, dengrm ti.dak 
mengenyampingkan keten1uan Pasal 13 Peljanjian ini. Jangka wak\u mana dapat diperpanj.ang 
dengan persetujuan tenulis dari Bank sete!all mempertimbangkan permobontm tertu!is darl 
Pcminjam. Persetujuan mana merupakan kesatuan dari Perjanjian ini. 

)](; Pasall ayat (l} Perja"'ian Kredit 
311 Dalam hal inl, pinjam<1n tersebut hanya diberikan sekali saja, sifutnyn tidak revolving 

(Kredit yll11g diperpanjang berulang kali sesuai dengan kebutuhan pengusaba dan biasanya unluk 
mod<1l kerja usaha). Jadi, pembayaran kredit yang dilakukan secara angsuran kepada Kreditur, 
lidak dapat digunakan kembttli sebagai krediL Sel:mjulnya, perhitungan bunga pada awn! angsurnn 
kredit akan semakin kecil, yang berbanrling terbalik dengan bcsamya angsuran krcdit yang 
semakin besar. Berdasarkan has!! wawancara dengan Legnf Officer Bank Niaga pada tanggal 30 
Oktober 200&. 

lti P~'1'll 1 ayal {5) Pcrjnnjiao Kredit 
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berhak dan berw:enang menjalankan hak dan wewenangnya atas barangwbarang 

yang dijadlkanjaminan tersebut319 

Dengan telah diperjanjikannya pemberian Jaminan Fidusla pada Perjanjian 

Kredlt. seianjutnya dibuatlah Perjanjian Jaminan Fidusfa secara tersendiri yang 

dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia.3'80 Dalam hal lni, Perjanjian Jaminan 

Fidusia lazimnya dikonstruksikan sebagal perjanjian yang bersifat accessoir yaitu 

petjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, didasarkan pada perjanjian 

pokok.J.at Dikaitkan dengan kasus, perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Kredit 

dengan kesanggupan memberikan Jam inan Fidusla. 

Dalam Akta Jaminan Fidusia No. XX tanggal 5 Mei 2006, disebutkan 

sebagai berikut: 

Bahwa, untuk menjamin terbayamya dengan baik segala sesuatu yang 
terutang dan harus dibayar oleh Debitur kepada Krerlitur. baik karena utang 
pokok. bunga dan biaya~biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian 
Kredi~ dengan jum1ah utang pokok sebesar Rp 400.000.000,· (empat ratus 
juta rupiah) atau sejumiah uang yang ditentukan dikernUdian hari 
berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah utang mana ternyata dari baki 
KredifHIZ Debitur kepada Kreditur maka para penghadap Pihak Pertama 

m Pasal 9 Perjanjian Kredit. 
~~~~~ Alas3n mengupa UU No. 42/1999 menetapkan bentok khusus (akta notads} bag1 

perjanjian jamlnan fidusia adalab sebagaimana diatur dalam Pa.sal 1.868 dan Pasaf 1810 
KUHPerdeta. Da!am hal ini, akta notaris rncrupak!lfl akta otentik yang rncmiliki kekuatan 
pembuktian sempumt~ tentang apa yang dimuat di dalemnya di an!ara para pihak beserta para ahH 
v.:arisnya atlm para pengganti haknys, Mengingal bah"'" objek jaminan fidusia pada umwnnya 
ada!ah bSiang bergemk yang Udak terdaftar, maka sudah sewajarnya bahwa bentuk akta otentik­
hlh yang dlanggap paling: dapat menjamln kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan 
fidusia, Lihat Arie: S. Hutagahmg, "Analisa Yuridis Nonnatif Mengenai Pemberian dan 
Pendaftanm Jaminan Fidusia;• .?alan'} Modu! TransaKsi Berjamin: (Secured Tn:msactiun) Hak 
Tanggungan dan Jaminan Fidusia, disusun oleh Arie Sukanti Hu!agalun,g, (Jakarta; Program Pn.sca 
Sarjana Fak:u!tas Hukum Unlvertiitas Indonesia), him. 4. 

HI Sofwan, op.cit., hrm, 37. Semua perjanji:m peng.ika!.an jaminan bersifat ~essoir. 
Artinya perjanjian pengikalan jaminan eksisrensinyalkeberadilannya tergan!ung petjnnjian 
poko.IOJya, ya!tu Perjanjian Kredit. Perjanjian pcngikatan jamlnan bukan merupakan perjanjian 
yang berdiri sendlri tetapi tergantung pada Perjanjlm Kredil sebagai perjanjlan pokok:, sehingga 
Perjanji<m Kredit b~~rus dibuat ter!ebih dahu!u baru kemudian perjanjian pengikatan jaminan. Jika 
Perjanjian Kredil berakhir karena Kreditnya telah dilunasilbemkhir karena sebab lain, maka 
bcmkhlr pula perjanjian penglkatan jamimm. Namun jika perjanjian pengikt<tan jaminan 
cacatlbatal karcna suatu sebab hukum, mlsaln}'tl barang jarninan musnah/dil:mlalkan k:arena 
Pcmberi Jnmlllilll tidak bcrhak rtlClljaminkan, maka Pcrjanjian Kredit scbagai perjanjian pnkok 
tidak bntal. Debitur tetap harus melunasl hutangnya sesuai dengan Perjanjian Kredit. Lihat A. 
Patra M. .:zen dan Daniel Hutagalung, "Panduan Banluan Hukum di !ndonesia", 
<hr\p:/lbooks.goog!e.w.idlboolw?ki-Y I oghffVI2cC&r&=PA 140&! pg=-P A 140&dg=pengertiM+pc 
dm!ili!Iliookok+dan+a~essoir&.§.qU!'t~::.l?l&gts~~si g""p..fg_t,l WMf\vubHhcrQlw5ft: D. 
l5g&h[-iq&ei=vw9kSeupJYal·jj).A Wma3cC\V&sa··X&oi ~book rcsutt&cl. rest•!t&rcsnum-II/1~ 
lli.Ml>, 28 Oktober 2008. 

131 Nominal Kredit. 
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bertindak sebagaimana tersebut selaku Pemberi F'idusia dengan ini 
memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama 
siapa dan para penghadap Pihak Pertama bertindak sebagaimana tersebut 
dan karenanya untuk dan atas nama Penerima Pidusia dengan lni rnenerima 
Jaminan Fidusia dari Pembe:ri Fidusia, sampai dengan nilai Penjaminan 
minimal sebesar Rp 400.000.000,- (empat r•tus juta rupiah), atas objek 
Jaminan Fidusia berupa: 
- semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang 

sekarang telah danla1au dikemudlan hari akan dimiliki, diperoleh dan 
dapat dijalankan oleh Pemberi Fidusia terhadap anggota Koperasi 
berdasarkan perjanjian-petjanjian yang sekarang telab dibuat oleh 
Pembeti Fidusia dengan anggota Koperasi, yang akan ternyata 
berdasarkan daftar yang akan diserahkan kemudian oleh Pemberi Fidusia 
kepada Penerima Fidusi~ dengan ditandatangani oleh Pemberi Fidusia; 

- dengan nilai barang jaminan pada saat ini sebesar Rp 400.000.00~­
(empat ratusjuta rupiah) 

{untuk selanjutnya dalam ak:ta ini cukup disebut dengan "Objek Jaminan 
Fidusia"} 

Dengan adanya akta tersebu~ make KPRI-GR berkedudukan sebagai 

Pemberl Fidusia dan Bank Niaga berkedudukan scbagai Penerima Fidusia. Dalam 

hat ini, Pemberl Fidusla mcmberikan Jaminan Fidusia kcpada Penerima Fidusia atas 

taglhan-tagihan (piutang) yang sekarang telah danlatau dikemudian hari akan 

dimHik!nya kepada para anggotanya, minimal sebesar Rp 400.000.000,00 (empat 

ratus juta rupiah).383 

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Jaminan Fldusia menyebutkan bahwa 

piutang adaiah hak untuk menerima pembayaran. Berdasarkan Pasa1 1 angka 23114 

jo. Pasal 1 angka 4;s5 Und~g~undang Jaminan Fidusia, piutang termasuk dalam 

J!IJ Bukti hak ndanya objek jaminan iidus.ia didaserkan pada Surat Pemyataan dan 
Lampiran Fidusta yang ditandat:angani oleh Tuan M. Ade Suditapura (Ke4ua), Tuan Mohammad 
F..di Suaedi (Sekretnris}, dan Tuao Maman Hermanto (Bnedahara), tanggal 5 Mel 2006 bennet€rai 
cukup. Berdasarkan SallnM Buku Daftar Fidusia tanggal 12 Juni 2006 Nomor W8.0005657 
J IT .04.06.TI1.2006. 

JM Pasa! l angka 2 Undnng~undang Jaminan Fidusia. 
Jaminan Fldusia adalah hak j.aminan atas ~ baik yang berwujud maugu11 nng tid~ 
~q dan benda tidak bergernk khususnya Bangunao yang 1idak dapat dibeballi Hak 
Tan~ungan sebagaimana dimaksud dalam Undang•undang Nomor 4 Tahun 1996 tentnng Hal:; 
Tanggung.an yang tetap berada dnfam penguasaan PeiTibeti Fidusia, sebagal agunan bagi pehmasan 
uang lertcntu, yang rnemberikan kedudukan yang diu!amakan kepada f'enerima fidusia t.erhadap 
Kreditur Jainnyn. {kursif penetiti) 

m Pasal 1 angka 4 Undang~undang Jaminan Fidusia: 
Benda adalah scgala sesuatu yang dapat dtmiliki dan dJalihkan, baik yang ben.vujud maupun yang 
lidnk berwujud, yang terdaft.ur maUpull yang tidak terdaftar, yang berger<lk maupun tidak hcgetak 
yang ridak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipolek. 
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kelompok benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia. Da!am hal ini, plutang 

adalah benda bergerak tidak berwujud. 

Sesuai ketentuan Pasal 5ll sub 3 KUHPerdata, dinyatakan sebagai berikut: 

"Sebagai kebendaan bergerak lcarena ketentuan Undang~undang harus 
dianggap: 
3. perikatan~perikatan dan tuntutan~tuntutan mengenaijumlah~jumlalt uang 

yang dapat ditagih atau yang mengenai benda·benda bergerak; .. :~ 

Selanjutnya. dikatakan tidak berwujud didasarkan atas pengertian bahwa benda 

yang tidak berwujud adaiah hak-hak atas benda yang berwujud, sedangkan benda 

yang berwujud diartikan scbagai benda yang dapat ditangkap dengan panca 

indera.3t 6 

Undang-undang Jaminan Fidusia hanya mengelompokkan piutang menjadi 

dua, yaitu: piutang yang telah ada dan piutang yang akan diperoleh kemudian. 

Mengenai haf ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasai 9 ayat {I) Undang-undang 

Jaminan fidusia bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau Jebib 

satuan atau jenis Bend~ termasuk piutang, haik yang telah ada pada saat jaminan 

dibedkan maupun yang diperoleh kemudian. 

Dikaitkan dengan kasus. Pemberi Fidusia dalam hal ini mernberikan 

Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia atas piutang yang sekarang telah danlatau 

dikemudian ha.ri akan dimilikinya. Maksud daripada piutang yang tela.h ada dan 

yang dipero!eh kemudian adalah pada saat jamin~ diberikan.'111 Walaupun 

diperoleh kemudian, piutang''teTSebut tidak dibuat dalam akta Penjaminan fidusia 

yang lain, tetapi sudah terrnasuk d'i dalam pemberlan Jaminan F'idusia yang 

pertama. 388 Hal ini dikarenakan sudah dilakukan pengaiihan hak kepemilikan 

"'sekarang untuk nantinya» (nu voor alsdan) atas benda tersebutm Oleh karena itu1 

piutang-piutang yang dipero!eb kemudiao, demi hukum seketika dibebani dengan 

1116 Syahr:ani1 op.cit., 1 Hi. 
ln Adllnya Jarninan Fidusln tcrhadap piutang yang akan diperolch ktmudian mengncu p.ada 

Pnsal 1334 ayat (I) KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa barang-barang yang baru akan ada 
dikemudilm hari dapo.l menjadi pokok suatu peljanjian. Oleh karen a itu, piut.:mg yang aknn dtpcroleh 
lcemudtan dapat menjadi objek dari Pcljanjian Jaminan Fidusia. Lihat Satrio (a}, op.cil., hlm. 226. 

m Ibid.., him, 234. 
m Fred B,G. Turnbuan., "'Mencermali P.okok·pokok RUU Ja:minan Fidus1a," da!am 

Modul Transaksi Berjamln: (Secured TransacliCh) Hak Tanggungan dan Jamimm Fidusia, disusun 
oieh Arie Sukanti Hu1agalung, {Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia), him. 9. 
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Jarninan Fidusia pada saat piutang-piutang iersebut menjadi mink Pemberi 

Fidusia}90 Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Akta Jaminan Fidusia No. XX 

tanggal 5 Mei 2006 sebagai berikut: 

Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia pada saat 1m 
dimiliki oleh Pemberi Fidusia terjadi pada saat penandatangan akta ini, dan 
telah menjadi miliknya Penerima Fidusia. 
Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan F'idusia yang pada setiap 
saat dikemudian hari akan dimiliki oleh Pemberi Fidusia akan dianggap 
terjadi pada saat Pemberi Fidusia memperoleh Objek Jaminan Fidusia. 
Pemberi Fidusia menyatakan sekarang untuk beriaku dikemudian hari bahwa 
Objek Jam!nan Fidusia dikuasai oleh Pember! Fidusia, tetapi hak 
kepemilikan atas Objek Jaminan Fidusia menjadi miliknya Penerima 
Fidusia?91 

Penyerahan hak milik atas piutang dad Pemberi Fidusia kepada Penerima 

Fidusia dilakukan dengan earn constirutum possesorfum (=verklaring wm 

houderschap).392 Artinya. pengalihan hak kepcmiiikan atas suatu benda dengan 

melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa Pemberi 

Fidusia seterusnya akan menguasai benda dimaksud untuk kepentingan Penerima 

Fidusia. Pengalihan hak kepemilikan tersebut berbeda dari pengalihao hak miiik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584 jo. Pasal 612 ayat (!) KUHPerdata?~3 

m Wiratni Ahmadi, "Pelaksanaan Pemberian Fidusla Menurul Undang·undang Nomor 42 
Tebun 1999," Majalah H1tkum Trlsakti (No. 33ffabun XXIViOktobcr 1999): 26 dalrun Modui 
Transaksllhujamfn: (Secured Transaction} Htlk Tanggungon dan Jaminan Fidusia, disusun o!eh 
Arie Sukanti Hutag.alung, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultns Hukum UniversiUJS 
Indonesia). . .. 

m Pasall Aida Jaminan Ftdusia Nom or XX tanggal 5 Mci 2006. -
191 Babwa orang dapat menga!ihkan hak !repcmilikan, dengan tctap menguasai bcndanytJ, 

bukan hal baru, karena hal scperrti inl, wtdaupun tidak dikatakan secara tcgas oleh Undang~ 
undang, telap] dapat ditcrlma sebagai memnng dibeoarkan dalam Undtmg-uodang. Pam sarjana 
melihat l'asal 540 dan Pas:ll 1697 KUHPerdala seb-agai dnsar untuk ditcrimanya penyerahan secarn 
consliWtrmr posscssarfum, yang berbunyi sebagai berikut; 

PasaiS-<!0 KUHPcrdata: 
Kedudukan demik.ian dapat diperoleh, balk denge.n diri sendiri, balk dengan perantaraan 

orang lain, yang melakukan perbuatan tadi alas nama. 
Babkan dalam hal terakhir dapat terjadi, orang yang satu memperolch kedudukan itu., 

sebelum perbuat3II orang yang lain yang diketaltuinya. 
Pasal 1697 KUHPerdata; 
Pe:rjanjian itu tidaklah telah lerlaksana selainnya dengan p~.myeraban barnngnya :\Ceara 

sungguh~sunggub ntau sccara dipersangkalrun. 
Lihat J. Satrio (c), Hukum JamitWn: Hak Jamfnan Kehendaan Fidusia, ceU, (Bilndtmg: Citra 
Aditya Bakti. 2001), blm. 166. 

m Pa.sn\584 KUHPerdata: 
Hak milik atas se5Uiltu kebendaan tak dapal dipcroleh dengan earn lain, melainkan clengan 
pemilikao, karena perlekattm, karena daluwarsa, karena pcwruisan, balk menurut Undang·unclang, 
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Dalam hal Jaminan Fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata­

mata sebagai jaminanfagunan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya 

dimiliki aleh Penerima Fidusia.394 Dengan demikian, hak kepemilikan tersebut 

tidak memberikan hak kepada Penerima Fidusia untuk me!akukan segala tindakan 

hukum yang menurut Undang-undang diperkenankan dilakukan oleh seornng 

pemitik. Pengalihan hak kepemilikan itu hanya bersifat sementata saja, yaitu 

sementara Debitur masih menlkmati utang dari Kreditur dan selama utang itu 

belum waktunya dilunasi. Apabila utang Debitur telah dilunasi, maka hak 

kepemilikan itu demi hukum beralih kembali kepada Pemberi Fidusia. Namun, 

apabila Debitur tidak melunasi utangnya setelah utang itu dapat ditagih, maka 

Penerima Fidusia berhak menjalankan wewenangnya sebagai pemilik benda, yaitu 

menjual benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dan mengambii hasil 

penjua!an itu untuk melunasi utang Debitur.395 

Dari uraian di atas, maka penyerahan hak milik atas plutang dilaksanakan 

secara formal saja. Dalam hal ini, banya dinyatakan dalam akta saja, secara riil 

benda jaminan tetap saja ada dalam penguasaan Pemberi Jamlnan, dari luar tidak 

tampak ada perubahan apa-apa. Hak miliknya diserahkan tetapi bendanya tetap 

dikuasai ofeh Pemberi Fidusia.l96 

Dengan adanya pemberian Jaminan F'idusia dari KPRI-GR kepada Bank 

Niaga, yang selanjutnya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada 

maupun menurut surat wasial, dan karena penunjukan atau penyeralmn berdasar alaS suatu 
perisliwa perdata untuk memindahkan hak milik,. dilakukan oleh scorang yang berhak: berl:ruat 
b<:bas terhadap kebcndaan itu. '·-

Pasal 612 ayat (I) KUHPerdata; 
Penyeraban kebendaan bcrgerak, terkeeuali yang tak bertubuh, clllakukan dengnn penycrnhan yang 
nyata akan kebendaan itu oleh a!au utas nama pemilik, ettm dcngan penyerahrm kunci-kum:i dari 
bnngunan;.dalam mana kebendaan ilu berada. 

~ Tumbuan, ap.cit., him. 3-4. 
~?> Sutan Remy Sjahdeini (e), "Komentar Pasat Demi Pasal Undang·undang No. 42 tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia: Apnlcab Undang-undang fni Telah Memberikan Solusi kepada 
Kepastian Hukum,'"' Jurnol/iukum Blsnis(Volume 10, 2000), him. 42. 

l'M 1. Sal.rio (c), op.cit . ., ceU, (Sandung: Citrn Aditya Bakti, 2002), him. 12~1". Selanjutnya 
J. Salrio menyebutkan bahwa hak milik nt.as bcnda fi&usiu selama Penjaminan berlangsung 
menjadi terbagt dua, ysilu "bak rnilik ckonomisnya''letap ada pada Pemberi Fidus:ia, sedang "hak 
milik yuridisnya" ada pada Kreditur Penerlma Fidusla. Jadi, kala "yang hak kepemililrnnnya 
dialihkan tersebut tetap da!am penguasaan pemilik: benda" dalo.m Pasal I sub l T.indang-undang 
Jamlru.m Fidus!a dim1,ikan babw--<~ ''hak miltk ckonomisnya" masib ada pacla Pemberi Fidusia, 
karena benda itu secara fisik berada dalam tangannye, yang clalam hal lni tetap berkecludukan 
sebagai pemiHk, sekallpun hanya sebagai pernegang "hak pemilik ekonomis" saja, sedang "hak 
kepemilikan'' dalam penjelasan ntas Pasal 17 Undang-undang Jo.minan Fidusin tertuju kcpada "bak 
milik yuridis". Llhallbid,, hlm. 164. 
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tanggal 12 Juni 2006)97, maka sejak tanggal tersebut~lah Jaminan Fidusia telah 

lahir. Pembebanan Jaminan Fidusia atas piutang yang dimi!iki oleh KPRl~GR, 

mengakibatkan Bank Niaga mempunyai hak jamlnan yang bersifat kebendaan, 

Dalam hal ini, jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda tertentu yang 

dijadikan objek jaminan untuk suatu ketika dapat diuangkan bagi pelunasan atau 

pemhayaran hutang apabila Debitur rnelakukan cidera janji atau ingkar janji?9
' 

Jaminan yang bersifut kebendaan lni mempunyai ciri~ciri/sifat hak kebendaan 

antara lain: 

a. Absolut 

Hak kebendaan dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap 

siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik 

berdasarkan atas hak yang umum maupun selaiu mengikuti bendanya 

(draft de suite; zaaksgevolg) dalam arti bahwa yang mengikuti 

bendanya itu tidak hanya haknya, ietapi juga kewenangan untuk 

menjual bendanya dan hak eksekusi.>99 .Setiap orang tidak boleh 

mengganggu atau merintangi penggunaan dan penguasaan hak itu. Ini 

dikaitkan dengan keadaan pada hak kebendaan yaitu tetap ada hubungan 

yang langsung antara orang yang berhak dengan benda, bagaimanapun 

juga ada campur tangan pihak lain.400 Dengan demikian, Bank Niaga 

sebagai pemegang hak kebendaan berhak menuntut setiap orang yang 

mengganggu haknya.4o.1 

m Dalam hal ini, Kantor t•endaftaran Fidusia mencata1 Jaminan Fidusia dalam Buku 
Daftar Fidusia pada tanggal yang so.ma dengan tanggal penerimaan permohonan pendafl.aran. 
Sctelah itu, Kantor Pendaf\aran Fidusia menerbitkan dan mcnyerahkao kepada Penerima Fldusfa 
Sertifikat Jamioon Fidusin pllda tanggal yang sama dc:ng:m tanggal pener:imaan pemwhonan 
pendaftttnuL Dengan adanya pendaflaran Jaminao Fidu:sla tcrsebut maka Jaminao Fidusia lahir 
pada laoggal yang sama dcngan tanggal dicatalny<~ Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar fidusia. 
Llhat Indonesia (I). cp.cit, Ps. 12, 13 dan I4. 

l% Hasan, op.cit., him, 256, 
m Ibid. 
~00 Syabrani, cp.cit,, hln;, 125, 
411 BadruiZI:lman (b), cp.cir., him. 79. 
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b. Droit de suite 

Hak kebendaao mengikuti bendanya di daJam tangan siapapun berada.. 

Artlnya, hak tersebut mengikuti bendanya -piutang- dimanapun juga 

(dalam tangan slapapunjuga) benda itu berada.401 

c, Droit de preference 

Pada jaminan kebendaan, Kreditur mempunyai hak untuk d!dahulukan 

pemenuhan piutangnya terhadap pembagian basil eksekusi dari benda­

benda tertentu dari Debltur.403 Dengan lahimya Jaminan Fidusia, 

mengakibatkan Bank Nlaga berkedudukan sebagai Kreditur preferen.404 

Dalam kedudukannya sebagai Kreditur preferen. maka ketika KPRI-GR 

wanpresrasi, pemenuha.n piutang Bank Niaga akan didahulukan dari 

kreditur-kredilur lainnya atas basil ek:sekusi benda yang dijadikan 

jaminan tersebut. 

Waiaupun kedudukan Bank Niaga cukup kuat -dengan adanya pembebanan 

Jamlnan Fidusia atas piutang KPRI~GR-. ketika Kredit yang disalurkan Bank Niaga 

kepada KPRI-GR mengalaml kemacetan. Bank- Niaga memilih untuk tidak 

melakukan e.ksekusi atas piutang tersebut. Hal ini dikarenakan pertimbangan Bank 

Niaga tentang kemungkinan adanya kesulitan dalam meJaksanakan eksekusi 

terhadap piutang bersangkutan mengingat praktik yang sebelumnya pemah 

terjadi.'105 Dalam hal ini, berdasarkan Pasa! 6 ayat (1) Ak.ta Jaminan Fidusia No. XX 

tanggal 5 Mel 2006406
, Bank Niaga akan terbentur masalah waktu karena tidaklah 

mudah dalam melakukan penagihan Objek Jamjnan Fidusia. 

4rn Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (b), Hu!mm Perdata: Hulwm Benda, eel. IV, 
(Yogyakarta: Uberty, 1931}, hlm. 25. 

-tOJ Sofw<m {a), op.dt., him. 48, 
~O.J Mengenai hal ini dapal dilihat Penjclasan Umurn Undang-undang Jarninan Fidusia 

Nomor 3 ynog menyatakan Mhwa " ... pendaftaran Jamimm Fidusla memberikan hak yang 
dldahuluklm (preferen) kepm.Ja Peoerinm Fidusia terhadap Kreditur lain.!', Selanjutnya dapat 
dilihat keteo!uan Pasal 27 ayat {l) Undll!lg~unrlang Jaminao Fidusia yang mcnyatakan bahwa 
Pcnerima Fidusia memiliki h.ak yang dldahulukan terhad<~.p KrodiU.Ir lainnya, Kemudi!m, dalam 
Penjelasru'lnya disebutknn bahwa hak yang didahuluknn dibitung sejak tanggal pendafiarnn benda 
yang menjadi Objek Jamim:ll'l Fidusia pada Kantor Peodafiatan Fidusia. 

4QS Berda5arkan wawancara dengan Legal Officer Bank Niaga pada taoggal 30 Oktobcr 
2008. 

406 PllSal6 ayat{l} Akta Jaminan Fidusia No. XX taogsal 5 Md 2006: 
Bitamana mengcnai pcmbebtinan Jaminan Hdusia alas Objek Jnmioan Fidusia tclah dibcritahuknn 
sceara resnli oleh P.::ncrima fidusla ntau kunsanyn kepada pihak ketiga yang bersangkutan atau 
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Agar tidak mengalami hambatan-hambatan dalam hal eksekusi Objek 

Jamlnan Fidusia ketika kredit macet, Bank Niaga mengadakan Perjanjian 

Penjarninan Kredit dengan Perum Jamkrindo (d/h Perum PKK) Nomor 

24/PKKflX/2000 pada tanggal 22 September 2000. Atas Perjanjian Penjaminan 

Kredit tersebut. kemudian Perum Jamkrindo menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip 

Penjaminan Kredit (SP3K) lnduk407 atas Kredit yang disalurkan kepada Koperasi 

Pegawai/Karyawan No. XX/SP3/C.Jmii2004 tanggal 30 Maret 2004. Kemudian, 

Bank Niaga mengirlmkan Surat Bank Niaga No. XXX/UKM/BDG/2006 tanggal 10 

Mei 2006 pcrihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan atas nama KPRI~ 

GR. sehingga Perum Jamkrindo (d!h Perum Sarana) selanjutnya rnengeluarkan 

Sertiftkat Penjaminan No. XX-1166-03 pada tanggal24 Mei 2006. 

Dalam Sertifikat Penjaminan tersebul disebutkan bahwa Perum Jamkrindo 

(d/h Perum Sarana) sebagai Penjamin dengan ini mengikatkan diri untuk 

menjamin hutang Terjamin pa.da Penerima Jaminan. Berkedudukan sebagai 

Penerima Jaminan adalah Bank Niaga dan TerjamJn adalah KPRI-G1t 

Ketentuan Penjaminan yang diatur daiam Sertifikat Penjaminan tersebut 

adaiah sebagai berikut: 

a. Jumlah Kredit 

b. Jumlah Penjaminan 

c. Jangka waktu Kredit 

d. Jenis/skim Kredit 

e. Penggunaan Kredit 

f. Tingkat bunga 

g. lmbal jasa Penjaminanlfoe 

h. Masa Penjaminan 

: Rp 400.000.000,00 

: Rp 300.000.000,00 

: sesuai akad kredit 

: pinjaman transaksi khusus (PTK) 

: pembayaran kebutuhan 27 anggota 

Koperasi 

: sesuai akad Kredit 

: Rp 5.440.000,00 

: sesuai jangka waktu kredit 

lelah diakui secara tcrtulis olch plhak kctiga tersebut, maka Pembcri Fidusia tidak herhak dan 
bef'l.venang lagi untuk mclakukan penagihan uta.s Objek Jaminan Fidusia dan semun pemtmyaran 
atas Objek Jaminan Fldusia wajib ditukukan oleh pihak kctlga lermakud !angsung kcpada 
Penerima Fidusia atau kuasanyn_ _ 

401 SP3K !nduk ada!ah surat kesediaan Penjamin -untuk menjmnin Krcdil yang te\<th 
diberikan atau al«tn diberikan oleh Penerimtt Jaminan yang memual persyaratan Penjaminan 
scbagaimana termuat dalam Perjanjwn Penjamirnm Kredit (Pasal I huruf n sampd Perjanjian 
Pcnjaminan), 
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Dalam Sertifikat Penjaminan ini disebutkan bahwa Penjaminan Kredit 

berlaku untuk maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari Kredit yang 

direalisasikan untuk Risiko non jiwa antara lain risiko PHK dan kredit macet. 

Dengan pengertian besar pernbayaran klaim adalah sebesar kerugian (pokok dan 

bunga) yang tertunggak dikalikan dengan persentase jumlah Penjaminan Kredit, 

dengan batas setinggi-tingginya sebesar kredit yang direalisasikan dikalikan 

dengan persentase jumlah penjaminan. 

Dengan adanya Perjanjian Penjaminan Kredit tersebut. berarti Bank 

Niaga mempunyai jaminan :yang bersifat perorangan.408 Dalam hal ini, Kreditur 

mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya se!ain kepada Debitur yang 

utama juga kepada Penanggung atau dapat menuntut pemenuhan kepada Debitur 

lainnya.409 Oleh karena itu, pada jaminan perorangan. Bank Niaga merasa 

Terjamin karena mempunyai !ebih dari seorang debitur yang dapat ditagih untuk 

mernenuhi piutangnya, yaitu KPRl~GR dan Perum Jamkrindo. Selain itu, dalam 

Sertifikat Peqjaminan Kredit dibuat janji khusus antara Bank Niaga dengan Perum 

Jamkrindo yang betbunyi sebagai bertkut: 

Apabila Terjamin tidak memenuhi janji untuk mcmbayar hutang atau 
menyelesaikan kewajiban perikatannya dengan Penerima Jaminan, maka 
Penjamin akan menyelesaikan ganti rugi Pcnjaminan (kiaim) kepada 
Penerima Jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dari uraian tersebut dapatdikatak:an bahwa Perum Jamkrindo sebagai Penjamin 

tclah melepaskan hak istimewanya berupa hak untuk menuntut Jcbih dahulu 

(voorechl van uitwinning).410 Hak menuntut iebih dahutu mengandung arti dalarn 

hal Debitur lalai memenuhi prestasi, Penjamin wajib membayar hutang kepada 

Kreditur setetah mem.mtut agar harta benda Debitur lebih dahulu disita dan 

dileiang/dijual untuk melunasi hutangnya. 411 Dengan dilepaskannya hak tersebu~ 

<ill Jaminan yang bersifal perorangan. ialah jaminan yar;g mcnimbulkan hubungan 
langsung pada perornngan tcrtcntu, hanya dapat dipcrtahankan ierhadap debltur tcrtentu, terhnd.ap 
barta k~ka~aan debi1ur seumumnya, Libat Sotwan (a), op.cit., him. 47. 

4 Ibid, hlm. 48. 
<~Ul Sot\van {a), op.cit,, him. 92. 
411 Pasal I 831 KUHPerdata: 
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maka Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan dapat menuntut langsung kepada 

Penjamin untuk pemenuhan piutangnya tanpa perlu adanya tuntutan dari Penjamin 

agar benda-benda Debitur lebih dutu disita dan dijua.I.412 

Berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum di atas, maka alaS macetnya 

kredit yang disaJurkan kepada KPRJ..OR, Bank Niaga memilih untuk mengajukan 

klaim kepada Perum Jamkrindo s:ebagai Penjamin dibandingkan meJakukan 

eksekusi atas Jaminan Fidusia berupa piutang. 

Dalam mengajukao kfaim kepada Perum Jamkrindo. Bank Niaga 

menyatakan bahwa sebab-sebab kemacetan tersebut adalah: 

a. Potong gaji tidak berjalan lancar karena terdapat anggota Koperasi 

yang meminjam lagi ke BPR tanpa sepengetahuan Koperasi dan Dinas 

Pendidikan. 

b. Pihak Bendahara Dinas tidak mau lagi membantu proses pemotongan 

gaji end user untuk pembayaran angsuran sehingga peminjaman 

anggota ke Kreditur selain Koperasi tidak terkonrroL411 

Seteiah melihat kondisi kredit dan penjaminannya memenuhi kriteria yang telah 

disepakati bersama. pihak Penjarnin se1anjutnya melakukan pembayaran klaim 

tersebut kepada Penerima Jaminan. Dalam hal ini, Penjaminan Kredit berlaku 

untuk maksimal sebesar 75% {tujuh pufuh 1irna persen) dari kredit yang 

direalisasikan, sehingga klaim yang dibayarkan oleh Perum Jamkrindo sebesar 

75% X Rp 68.933.309 atau sebesar Rp 51.699.982,00.414 

Mengacu pada hal tersebut, adanya Penjaminan Kredit ini rfdak semata~ 

mata untuk mengatasi hambatan eksekusi Objek Jamirum Fidusla ketika kredit 

macet. Lebib jauh lagi, Penjruninan Kredit ini diadakan sebagai suatu kegiatan 

pemberian jaminan kepada pihak K.reditur atas kredit atau pembiayaan atau 

Si i'enanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berplutang, se!ain jika si berutang !alai, 
sedangknn benda·bt:nda si bcrutang ini harus !ebih dabulu dislta dan d!jual unluk melunasi 
utangnya. 

m Pasal 1832 sub 1 KUHPerrlala: 
Sl Pcnanggung tidak dapat menuniul. supays benda·benda si betutan& Jebih dahulu disita dan dijwt! 
untuk mdunasi utang.nya; apahila ia te!ah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supa)a 
bcnda-benda si berulang !ebib dahulu disita dan dijual 

413 Sural Nomor XXX/254/SKISMA-11BDGI2008langgal 23 Mei 2008 pllriha! Pengajuan 
Klaim atas nama KPRl-GR. 

' 1~ Sural No, XXXXJP/C3NII/2008 perihal pcmbayan111 Kfuim a,n. KPRl·OR tanggal 29 
Juli 2008. 
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fasilitas Jain yang disalurkan kepada Debitur akibat tidak dipenuhinya syarat 

agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh Kreditur.'ns 

Dikaitkan dengan kasus. Penjaminan Kredit antara Bank Niaga dengan 

Perum Jamkrindo seiain dilakukan sebagai bentuk pengamanan k.redit416 bagi 

Bank Niaga, ditujukan juga agar KPRI..QR tetap dapat memperoleh kredit dari 

Bank Niaga waiaupun jaminan yang dimilikinya kunmg memadai. Mengenai hal 

ini, Bank Niaga menilai bahwa Objek Jaminan Fidusia berupa piutang dengan 

nilai Penjaminan minimal sebesar Rp 400.000.000,~ (empat ratus juta rupiah) 

belum cukup dengan mengingat beberapa keiemahan dalam eksekusi terhadapnya 

yang telah diuraikan di at.as. Dengan demikian, adanya Penjaminan Kredit rnelalui 

Perum Jamkrindo, kepentingan kedua belah pihak (Bank Niaga dan KPRI-GR) 

akan terakomodasi. Di satu sisi, memberikan kemudahan bagi KPRI~GR untuk 

mendapatkan kredit karena dinilai teJah layak memperoleh kredit (bankable). 

sedangkan di sisi lain membuat Bank Niaga merasa aman at:as krcdit yang 

disaturkannya. 

4.2 Akibat Hukum yang Timbul atas Penyelesaian Kredit Macet KPRI­

Gotoog Royong pada Bank Niaga deogan Adanya Penjaminan Kredit 

melalui Perum Jamkrindo 

PeJjanjian Penjaminan Kredit Nomor XX/PKK/IX/2000 antara Perum 

Jamkrindo (dlh Porum PKK) dengan Bank Niaga, yang diadakan pada tanggal22 

September 2000, rnerupak:an Perjaqjian Penanggungan yang tergo!ong perjanjian 

jaminan yang bersifat perorangan. Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan 

mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang. mengikatkan diri 

untuk memenubi perutangan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak 

mernenuhinya:417 Mengacu pada hal tersebut, maka Perum Jamkrindo 

berkedudukan sebagai pihak ketiga yang rnengikatkan diri_ untuk memenuhi 

perutangan KPRI~GR kepada Bank Niaga manakala pihak yang disebut 

m Nasmen Yasabari dan Nina Kumia Dewi, op.cft., him, 14 . 
..ftf> Pcngarruman Krcdii adalah mempcrkeeil risiko, OOhkart sampal pada menghilangkan 

risiko yang mungkin 1imbui maupun sudah timbullterjadi. Mnnaka!a risiko tclnh tirnbul/terjadi, 
pada umumnya bank-bank mdakukan pcngamarum dengan earn mencairkan agunan. Liloat 
T)e'Aman, op.cit., hlm, 39. 

~ 11 Kitab Undang-tmdang Hokum Perdaia (Burgerli.Jk Wethoek), op.ciJ,, Ps. !820. 
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belakanga:n ini tidak memenuhi prestasinya. Dalam konteks ini, prestasi dari 

KPRI-GR adalah sesuai dengan perjanjian pokok418 yang mendapatkan 

Penjaminan -Perjanjian Kredih yaitu untuk membayar lunas sejumlah Kredit419 

yang telah disalurkan Bank Niaga kepada KPRI-GR sesuai dengan jangka waktu 

yang telah diperjanjikan.4.w 

Berkaitan dengan hal di atas. oleh karena Perjanjian Penjaminan Kredit 

tersebut tennasuk ke dalam jaminan yang bersifat perorangan, maka jaminan 

tersebut menimbuJkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat 

dipertahankan terhadap Debitur tertentu, terhadap harta kekayaan Debitur 

seumumnya."21 Dalam hal ini, Kredltur mempunyai hak rnenuntut pemenuhan 

piutangnya selain kepada Debitur yang utama juga kepada Penjamin atau dapat 

menuntut pemenuhan kepada Debitur lainnya.422 Olch karena itu, dengan adanya 

jaminan perorangan, Bank Niaga merasa Terjamin karena mempunyai Iebih dari 

seorang Debitur yang dapat ditagih untok memenubi pilltangnya (KPRl~GR dan 

Perum Jamkrindo). 

Untukjelasnya dapat dilihat pada skema berikut: 

Bank Niaga (Kreditur) 

Perum Jamkrindo(Borg) 

Gambru-9 

KPRI-GR(Debitur) 

418 Pefjanjian pokok adalah perjanjian~perjanjian, yang untuk "adanya" mempunyai dasar 
yang mandiri. Llhat Satrlo (a). op.cil., him. 54. 

m Dalam perjanjian !e.rsebul ditentukan bahwa DebitUT bettrnk mendapatkan fnsi!itas 
Kredll yang dibCfikan Keditur sebess.r Rp 400.000.000,00 (empat mtusjuta rupiah) (Pasall ayst 
(I) Perjanjhm Kredlt). Fasilitas K.redit yang diberikan oleh Kreditur pada Debitur a!mn digunakan 
oleh Debitur untuk disalurkan k.epada anggota sebagai Kredil multiguna dengan ph:sfcin maksimal 
sebes3r Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per end user bagi anggola yang akan meh.mnsi 
pinjaman pada Debitur/pihak ketigf!. Scmentalll itu, untuk anggota yang tidak memilild pinjaman, 
plafon maksimal yang diberlkan sebeser Rp !Q.OOO.OOO,OO (sepuluh jutn rupiah) (Pasa! 3 
Perjanjian Kredil}. 

uo Jangka waktu fasiHtas Kredlt yang diberikan adalah 63 {enam puluh l.iga) bulan 
termasuk avaifl'hility period terhllung sejnk ditandatanganinya pe~janjian Kredit. yaitu sampal 
dengnn selambat~lambatnya tanggal 5 Agustus 2011 (Pasa! I ayat {I) Perjanjlan Krcdit}. 

'
11 Sofwan (a), npcif., him. 47. 

422 Ibid, hlm. 4lt 
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Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit ada suatu perjanjian pokok (Perjanjian 

Kredit antara Kreditur (Bank Niaga) dan Debitur (KPRI·GR) yang dijamin 

dengan Penjaminan yang didasarkan suatu perjanjian lain (Perjanjian Penjaminan 

Bank Niaga-Perum Jamkrindo), sehingga accessoir pada Perjanjian Kredit:423 

Jadi, di samping Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dan KPRI-GR (yang disebut 

perjanjian pokok), terdapat satu lagi perjanjian lain, antara Bank Niaga dan Perum 

Jamkrindo. 

Apabila diuraikan Jeblh lanjut, maka keterlibatan para pihak sebagai 

berikut: 

a. Daiam Perjanjian Pokok 

Pada pe.ljanjian pokok (Perjanjian Kredit) -atas pelaksanaan mana 

diberikan jaminan melalui suatu perjanjian Penjaminan- yang terlibat 

adalah Kreditur (Bank Niaga) dan Debitur (KPRI-GR). 

Pada KPRl-GR ada terhutang sesuatu, ada schuld.424 Oleh karena itu, 

KPRI~GR dapat ditagih oleh Bank Niaga. Selain itu, pada asasnya. 

KPRI-GR sebagai Debitur bertanggung jawab atas kewajiban 

perikatannya, dengan seluruh harta bendanya.425 Dalam hal ini berarti 

kekayaan KPRl-GR dapat dijuaJ paksa/dieksekusi untuk diambil 

sebagai pelunasan. Dengan demildan, di samping mempunyai schuld, 

Oebitur juga mempunyai haftung.4u. 

Ditinjau dari perikatan yang hendak ditanggung pemenuhannya -

perikatan pokok antara Bank Niaga dengan KPRI-GR.-1 Perum 

Jamkrindo merupakan orang yang berada di Juar perikatan tersebut. 

Oleh karena itu, Perum Jamkrindo disebut sebagai pihak ketiga.427 

4» Apabila seorang debitur atao lebih tcrikat scdemikian rupa. schingga perikatan yang 
satu sampai bums lertentu lergantung kepada pcrikatan yang lain, mnkn perikatan yang pertama 
disebul pcrikalan pokok, sOOangkan yang !alnnya perlkatan accasscir. Lihal Setiawan, op.cit, him. 
43. 

m Schuld adalah utang debhur kcpada Kreditut, Uhat Jbid, hlm. 7, 
415 Pasal t B l KUHPcrdata: 

Segala kebendaan si bernmng, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang suda.h ada 
rnaupun yang baru akttn ada di kemudlan: hari, menjad! tanggungan un(uk sega.la perikatan 
pcrseornn%an. 

4 Hajiuug adafah harta kekayaan Debitur yang dipenanggung.lawabknn bagi pelunasan 
Ullltlg Dchitur rersebuL Lihat Setiawan., ioc.cil, 

.m Satrio (a), op,cif,, him. 40-41. 
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b. Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit 

Pada Perjanjian Penjaminan Kredit, yang terlibat ada tiga pibak. yaitu 

Borg/Penjamin. Penerima Jaminan (Bank Niaga) dan Terjamin (KPRI­

GR)-428 Dibuatnya Perjanjian Penjaminan Kredit ini adalah demi 

Perjanjian Krcdit. Dalam hal ini1 atas wanprestasinya KPRl..QR, 

Perum Jamkrindo dapat dituntut pemenuhan. Oleh karena itu, pada 

Perum Jamkrindo ada haflung, sehingga ia bertanggung jawab dengan 

seluruh harta kekayaannya.419 Besamya hafiung Perum Jamkrindo 

ditentukan oleh wanprestasinya KPRI-GR, yaitu apa yang oleh KPRI~ 

GR tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. 4'
0 

Berkaitan dengan hal di atas, kredit atas nama KPRl-GR berstatus macet 

terhitung sejak 30 April 2008. Haf ini disebabkan mekanisme potong gaji oleh 

bendahara terhadap masing~masing anggota KPRI-GR tidak berjalan lancar! 

sehingga pembayaran kembali ke Bank Niaga mengalami hambatan. Selain itu, 

pihak" Bendahara Dinas tidak mau lagi membantu proses pemotongan gaji end 

user untuk pembayaran angsuran, sehingga peminjaman anggota ke Kreditur 

selain KPRI~GR tidak terkontrol.'m 

Dengan macetnya kredit tersebut, maka Bank Niaga mengajukan klaim 

kepada Perum Jamkrindo. Hal ini dilakukan karena kredit yang diberikan pada 

KPRl~GR tersebut telah dijaminkan pada Perum Jamkrindo berdasarkan 

Perjanjian Penjaminan Kredi.t. 

Sebenamya, dengan kedudukan Perum Jamkrindo sebagai Penjamin, 

Undang~undang memberikan hak-hak tertentu kepada Penjamin untuk meUndungi 

Penjamin dalam meJaksanakan kewajibannya.432 Salah satu hak- tersebut adalah 

uaPada Perjanjian Pcnjaminan Kredit, Bank Niaga sebagai Pencrima Jamtnan mewakili 
KPRl·GR sebagai Terjamin unluk mengajukan Penjnrriinan Kredit kepada Perum Ja.mkrindo 
scbagai Penjamin. Dengan dfwnkilinya. KPRI·GR olelt Bank Niaga dan !imbu!nya plutang 
subrogasi pada KPRJ..QR biia kredit dibayar klaimnye: oleh Perum Jamkrindo mernmjukkllJl bahwa 
Penjaminan Kredil mellbatkan tiga plh:ak. 

4
Z9 Satrio {a), op.C:it., him. 40. Pihak ke:tiga tldak mcmpunyai utang kcpada Kreditur, akan 

tempi ia bertan;mung jawab atll:l utang debitut dengan barta kekayaannya sebagai. pelunasan utang 
dcbHur. Dengan kata laln, Penjamin mempunyai hafiung dengan schu.ld pada omng l:Un. Lihat R. 
Setiawan, Pnlmk~pokok Hukum Perflwton, eeL VI, (Bandung: Putra A Bardin, 1999). hlm. 1. 

410 Satrio(a), op.cil., hlm. 41. 
m Suro~t Nomor XXX/SKISMA-l/BDOJ2008 tanggal 23 Mei 200& perilla! Pengajuan 

Klatm atus nama KPRI-GR. 
412 Hak-hak lstimewa Penjamin: 

a, hak untuk menuntui lcbih dahulu (voorccht l'I111Jtitwirming), Pasal 1831 KUHPerdata, 
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hak untuk menuntut tebih dahulu (voorecht van uitwirming).431 Hal ini 

mengandung makna ketika Debltur lalai memenuhi prestasi, Penjamin wajib 

membayar hutang kepada Kreditur setelah menuntut agar harta benda Debitur 

lebih dahulu disita dan dilelang/dijual untuk melunasi hutangnya.434 Sebagai 

pengecualian dari hak Borg untuk menuntut lebih dulu penjualan barta Debitur 

demlkian ialah apabila ia telah mclepaskan hak istimewanya untuk menuntut agar 

benda~benda Debitur lebih dulu disita dan dijual. Pelepasan hak yang demikian 

biasanya diminta oleh Krcditur agar ia dapat menuntut !angsung kepada borg 

untuk pemenuhan piutangnya, demi kepentingan Kreditur. 

Dikaitkan dengan kasus, dalam Sertifikat Penjaminan dibuat janji khusus 

antara Bank Niaga dan Perum Jamkrindo, bahwa Perum Jamkrindo melepaskan 

hak untuk menuntut lebih dahulu.43s Dengan dilepaskannya hak. tersebut, Bank 

Niaga sebagai Penerima Jaminan dapat menuntut iangsung kepada Perum 

Jamkrindo untuk pemenuhan piutangnya tanpa perlu adanya tuntutan dari Perum 

Jamkrindo agar harta KPRI-GR lebib dulu disita dan dijuaL 

Atas dasar hal tersebut, maka Bank Niaga mengajuk:an ktaim kepada 

Perum Jamk.rindo. Sesuai dengan _.lata cara pengajuan klaim _yang diatur dalam 

Pcrjanjian Penjaminan dan SP3K Induk, maka dalam hal ini Bank Nlaga 

mengirimkan Surat Pengajuan Klaim Nomor XXXJSK/SMA-IIBDG/2008 tanggal 

23 Mei 2008. Dalam surat tersebut, diuraikan bahwa kondisi tunggakan angsuran 

KPRl-GR sampai 23 Mei 2008 adalah sebagai berikut: 

a. Tunggakan pokok 

b. Tunggakan bunga 

c. Denda pokok & bunga 

Total tunggakan 

: Rp 39.962.803,­

:Rp4l.970.513,­

: Rp 11.464.454,­

: Rp 90.397.770,-

b. hak: unluk membagi hutang (vovnn:hl Pan schult:bplitsing), Pasel 1836 KUHPerdata 
c. hak untuk mengajukan trmgldsan gugat, Pasal !849 danl850 KUHPerdata. 
d. bilk unlok diberhenlikan duri Penanggunga.n {karena terhalang mc!alrukan subrog.asi al.:ibat 

perbuatan kcsalahan Kreditur), Pasal l848J<UHPerdata. Lihat, SGIW<tn (a), cp.cit, hlm. 92-%. 
m Ibid, h!m. 92. 
~ Pasal !831 KUHPe:data 

Si Penaoggung tidaklah diwajibkan mcmbayar kepada si berpiulang, sclain jikn si berutang Jalai, 
sedungkan benda·benda sl berul.ang ini hams lebih dabu!u d!sita Jan dijual untuk melunnsi 
utangnya. 

m Apabila Tcrjamin tidak mcmenuhi janji untuk mcmbayar hutang atau menyelesaikan 
kewajihan perikatnnnyn dengan Pcnerima Jamimm, mak.a Penjamin almn mcnyelesaikwt ganli rugi 
Penjamirum (klaim} kepada Pcnetima Jam in an sesuai dengan kctentuan yang berlaku. 
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Selanjutnya, diuraikan pula total kerugian Bank Niaga per 23 Mei 2003 adalah 

sebagai berikut:430 

a. Pokok 

b. Tunggakan bunga 

c. Denda pokok dan bunga 

Total kerugian 

: Rp 328.264.019,­

: Rp 41.970.513,-

: Rp 1 1.464.454,­

: Rp 381.698.986,-

Mengacu pada kerugian tersebut, Bank Niaga mengajukan perrnohonan klaim 

sebesar 75% dari kerugian dengan memperhitungkan denda, yang dirinci sebagai 

berikut: 75% x Rp 381.698.986 ~ Rp 286.274.239,5. 

Sebagai bahan pertimbangan, Bank Niaga pun juga melampirkan 

kelengkapan berkas pengajuan klaim sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian 

Penjaminan Kredit01 Kemudian, atas diajukannya surat tersebut, maka Perum 

Jamkrindo mengajukan Surat Pengajuan Klaim atas nama KPRI-GR dengan No. 

XXXXIP/C.3Nl/2008 tanggal 5 Juni 2008. Dalam surat tersebut disebutkan 

bahwa Bank Niaga harus melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan 

dalam SP3K lnduk. 

Selanjutnya. Bank Niaga mengajukan surat perihal kelengkapan 

administrasi proses pengajuan klaim KPRl..OR dengan No. XXXISK/SME­

I/BDG/08 tanggal 17 Juli 2008. Kemudian, denga.n telah dilengkapinya dokumen 

yang dibutuhkan dalarn pengajuan klairn, maka Perum Jamkrindo mengajukan 

Surat perihal Pembayaran Kla!m atas nama KPRI-GR dengan No. 

XXXXIPIC3Nll/2008 tanggal29 luli 2008. 

------
414 Tol.al keruginn Bank Nlaga per 23 Mel 2008 dengan pokok sebesar Rp 328.264.019 

dipcroleh dari; 
besarnya pokok tunggakan kredit x jumlah end user . Jadi, pokok tunggakan krcdit untuk pokok 
Kredit Rp I:S.OM.OOO ada!ah sebesar Rp l2J09.901 kemudian dik:alilrun 26 end user diumbah 
pokok kredit untuk pclcok kredit Rp 10.000.000 yang besarnya Rp 8.206.600 dikalikan I end user. 
sehin&ga menghasilkan Rp 328.264.019. .. 
Berda.satknn D.ata Posi,si terakhir Pinjaman Nasabah dffiam Surat Pengajuan Klaim aln 27 orang 
Anggola KPRJ~GR. 

4n Kelengkapan berkas pengajuan klaim bcrdasarbn S1.1rat No. XXX/SKJSMA­
IIBDG/2008: tangga! 23 Mci 2008 perlhal Pengajuan K!aim alas namu: KPRJ..QR yaitu: 
a Asli Sertifikat Penjaminan 
b. Copy bukti pehmasan pembnyaran jasa Pcnjaminan 
c. Perhitungan tunggakan yang tcrmuat da!am Bcrita Acara Klahn 
d. Copy hasH Bl Checking darn per Me! 2008 
e. Posisi tunggakan setiap end user 
f. Kuitansi tanda terlma end user 
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Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Perum Jamkrindo dapat 

menyetujui pennohonan klaim secara parsial sebelum kredit jatuh tempo atas 

nama KPRI-GR yang diajukan oleh PT Bank Niaga. Besamya klaim yang dapat 

Perum Jamkrindo setujui adalah sebesar 75% x Rp 68.933.309 atau sebesar Rp 

51.699.982,000 (lima puiuh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu 

sembilan ratus delapan puluh dua rupiah). 

Dcngan tclah dibayarkannya klaim oleh Perum Jamkrindo, rnaka Perum 

Jamkrindo mempunyai dua macam hak menuntut kembali terhadap KPRI-GR. 

Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 1839 K1JHPerdata, Perum Jamkrindo 

mempunyai hak menuntut kembali - yang merupakan haknya sendiri terhadap 

KPR1-GR.u3 Selain itu, Pasal I840 KUHPerdata rnemberlkan hak subrogasi 

kepada Penjamin {Perum Jamkrindo) -yang telah membayar hutang KPRI-OR­

atas bak-hak yang dipunyal oleh Bank Niaga terhadap KPRI-GR berdasarkan 

perikatan yang dibayar oleh Perum Jamkrindo. Dalam pedstiwa demikian, Perum 

Jamkrindo berkedudukan sebagai pihak ketiga yang membayar dan subrogasi ini 

terjadi demi Undang-undang) dalam arti teljadi secara otomatis, tanpa 

diperjanjikan 1ebih dahulu (Pasa1 1400 .KUHPerdata"' jo Pasa1 1402 sub 3 

KUHPerdata).440 

m Pasai 1839 KUHPerdata: 
Si Penanggung yang lclah mcmbayar, dapat menuntutnya kcrribali darl si berulang u!mna, balk 
Penanggungan itu Ielah diadakan dcngan maupun tM!pa pengctllhuan si berutang utam11. 
Penuntutan kembali inl dilakukan balk mcngenai uatig'~koknya maupun mengcnai bunga serta 
blaya-bia}'ft. 
Mengenai biaya-biaya tersebut si Penanggung hanya dapat menuntulf!ya kcmbali, sekedar ia Ielah 
memberitahukan kepada si beruta.ng ulruna tentang luntutan-tuntutan yang diCujukan kepadanys, di 
dalrun waktu yang patut. 
Sl Pemmggung ada juga mempunyai hak menuntul pcnggantlno biaya, rugi dan bunga. jika ada 
alasan untuk itu. 

m Pasal 1400 KUHPerdal.a: 
Subrogasi alau penggantian hak~ll;:~k si berpiularlg oleO seorang pihak ketign, yang membayar 
kepada si berpiutang itl.l, terjadi baik dengan persctujuan maupun demi lJndang*undang. 

Pasal 1402 sub J KUHPerdata; 
Un!uk seor:ang yang bersama-sama dengnn orang lain, atau uniuk orang·orang lain, 

dlwajibknn membayar suatu utang., berkepentingan uniuk membayar sumu utang, berkepentingan 
untuk me!unasi ulang itu. 

4~0 Satrio (a), ap.cir., hlm. 172-173. Pembuat Undang-undang memberikan suatu 
perkecualian ataS Pasal 1381 KUHPcrdata dengan adnnya pasal 1400 KUHPerdata. Jadi, piutang 
di sinl tidak hnpus dania tidak hapus !<arena pembuat Undang-uodang menymakan dcmikian dan 
pernyatuan tersebut mcrupak:un perkecualian alas Pasal 1381 KUHPerdata. O!eh karena Ilu, dalam 
subrogasi, hutang piutang -perikatan poknk- tidak hapus dengan adanya pelunasan nleh pihak 
ketiga, Lihal J. Sntrio (b), op.cit,, him. SS. 
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Menurut Pasa1 I400 KUHPerdata, subrogasi adalah penggantian hak-hak 

Kreditur oleh pihak ketiga yang membayar kepada Kreditur. Mengacu pada hal 

tersebut, karena hanya dikatakan bahwa Pihak-Ketiga-Pembayar menggantikan 

hak~hak Kreditur (gesubrogeer~;{lf aras hak-hak Kreditur), maka perikatan yang 

dibayar itu tidak menjadi hapus, hanya figur Kreditumya saja yang sekarang 

bergant! dengan Pihak Ketiga yang membayar,442 

Untuk leblh jelasnya dapat dilihat skema sebagai berikut: 

Semufa hubungan hukumnya adafah: 

BankNiaga 

Perum Jamkrindo 

Oambar 10 

KPR!-OR 

Sesudah Perum Jamkrindo membayar, hubungan hukum tersebut menjadi: 

Perum Jamkrindlo---- KPRI-GR 

Oambar II 

Perikatan Bank Niaga dan KPRI-GR tetap adafhidup, banya saja figur Bank Niaga 

dalam hubungan Bank Niaga-KPRl-GR (selanjutnya disebut X-Y) sekarang­

dengan pembayaran o!eh Perum Jamkrindo- menjadi Perum Jamkrindo--KPRI~ 

GR (selanjutnya disebut PJ-Y). 

Walaupun subrogasi ini terjadi karena Undang~undang. namun dalam 

Perjanjian Penjaminan Kredit sendiri disebutkan ketentuan mcngenai haf ini, yang 

berbunyi sebagai berikut: 

PIUTANG SUBROGASI 
(1} Sejak klaim dibayar oleh PENJAMIN. maka sisa Kredit TERJAMIN sebesar 

klaim yang telah dibayar PENJAMIN tersebut beralih meojadi piutang 
subragasi PENJAMIN. ---------------------------------------------­

(2) Piutang subrogasi hanya diperuntukkan guna upaya pengembaiian klaim 
yang telah dibayarkan oleh PENJAMIN terhadap kerugian yang disebabkan 

441 Gesubrogeerd artlnya mcndapatktm hnk-hal<; bcrdasarkan subrogasL Lihn\ Satrlo (b), 
op.ciL, him. 58. 

4'z Satrio (a)., etp.cfl., him. !73. 
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oleh Risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kemacetan Kredit sesuai 
dengan ketentuan Bank lndonesia,w~~w---~~~~·----------------------~----

(3) PENJAMIN dan PENERIMA JAMINAN wajib melakukan upaya 
penagihan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan beban 
biaya ditanggung masing-masing oleh PENJAMIN dan PENERIMA 
JAMINAN. -··········-··-··················-------······-···--········· 

(4) Setiap penerimaan pembayaran subrogasi dari TERJAMIN yang diterima 
oleh PENERIMA JAMINAN harus disetorkan kepada PENJAMIN dibagi 
secara proporsional menurut haknya masing-masing antara PENJAMIN dan 
PENERIMA JAMINAN. -·-----···---······---·····--···-···-·········-'"' 

Selanjutnya, dalam SP3K Jnduk atas Kredit yang Disalurkan kepada 

Koperasi Pegawai/Karyawan Nomor XX/SP31C.3/lll/2004, disebutkan bahwa 

sejak klairn dibayar oleh Perum Jamkrindo (dlh Perum Sarana) maka sisa kredit 

Nasabah sebesar klaim yang telah dibayar oleh Perum Jamkrindo tersebut beralih 

menjadi piutang subrogasi Perum Jamkrindo. Setelah klaim dibayar oleh Perum 

Jamkrindo, maka Bank Niaga tetap berkewajiban secara aktif meiakukan upaya 

penagihaD/penarikan kembali jum!ah kerugian tersebut., sampai lunas. Untuk itu 

Perum Jamkrindo secara otomatis memberi kuasa khusus kepada Bank Niaga. 

Bahkan, Perum Jamkrindo dan Bank Niaga dapat juga melakukan upaya 

penagihan piutang subrogasi, baik bersama-sama maupun sendlri-sendiri dengan 

beban biaya ditanggung masing-masing. Selain itu, disebutkan pula bahwa 

pembayaran-pembayaran yang diterima dari Nasabah setelah adanya pembayaran 

klaim harus disetor kepa:da Perum Jamkrindo sesuai dengan besamya risiko yang 

ditanggung. 

Di dala,m Sertifikat Penjaminan pun juga disebutkan bahwa dengan telah 

diselesaikannya ganti rugi Penjaminan (klaim) oleh Penjamin kepada Penerima 

Jaminan, Terjam!n wajib melunasi hutangnya yang telah beralih menjadj hak 

subrogasi Penjamin. Dalam hal ini, Penerima Jaminan dan Penjamin wajib 

menegih kewajiban keuangan Terjamin sampai lunas secara bersama~sama atau 

sendiri-sendirL 

Dikaitkan dengan kasus, besamya Penjaminan yang diberikan oleh Perum 

Jamkrindo adalah 75% dari Kredit yang direalfsasikan untuk risiko kredit macet 

Dengan pengertian besar pembayaran klaim adalah sebesar kerugian (pokok dan 

w Pasnl 12 sampe! P~rjunjinn Penjaminan Kredit 
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bunga) yang tertunggak dikalikan dengan persentase jumlah Penjaminan Kredit, 

dengan batas setinggi-tiogginya sebesar kredit yang direalisasikan dikalika.n 

dengan persentase jumlah penjaminan.444 Oteh karena itu. besamya klaim yang 

dibayarkan oleh Perum Jarnkrindo sebesar 75% x Rp 68.933.309 atau sebesar Rp 

51.699.982.000 (lima puluh satu juta enam ratus semb!lan puluh sembilan ribu 

sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).445 

ApabiJa clihubungkan dengan subrogasi, oleh karena penjaminan itu hanya 

untuk membayar sebagian saja dari hutang. maka sesuai dengan Pasal 1403 

KUHPerdata446
• Perum Jamkrindo sebagai Penjamin hanya mendapat subrogasi 

sebanding dengan pembayarannya lerhadap seluruh hutang.447 Seianjutnya, sesuai 

dengan yang disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian Penjaminan, SP3K 

Induk dan Sertifikat Penja.minan1 maka Bank Niaga tetap berkewajiban secara 

aktif melakukan upaya penagihan kepada KPRI-GR atas jumlah kerugian terse but. 

Daiam haf ini, Perum Jamkrindo secara otomatis memberi kuasa khusos kepada 

Bank Niaga. Setelah mendapatkan pembayaran¥pembayaran darl KPRI·GR. 

kemudian Bank Niaga menyetorkannya kepada Perum Jamkrindo sesuai dengan 

besamya risiko yang ditanggung, 

Seperti diuraikan di muka, dengan adanya pernbayaran klaim oleh Perum 

Jamkrindo, perikatan Bank Niaga-KPRI-GR (selanjutnya disebut X-Y) tidak 

hapus. Dalam hal ini, figur Bank Niaga dalam hubungan X-Y sekarang menjadi 

Perum Jamlcrindo-KPRl-GR (selanjutnya disebut PJ-Y), dengan adanya 

pembayaran oleh Perum Jamktindo. Oleh karena itu, maka accessoir-nya -

terutama jaminan-jaminannya- juga tidak hapu~. 448 Mengacu pada hal terse but, 

maka pada Perum Ja'llkrindo yang rnenggantikan hak-hak Bank Niaga karena 

subrogasi, memperoleh bak·hak Bank Niaga terhadap KPRl-GR, termasuk 

414 Sertifikat Penjaminan Nom or XXM 1166-03 !angga! 24 Mei 2006. 
40 ~ Sumt Nomor XXXXIP!C3Nll/200& langgal 29 Juli 2008 pcriha! Pembayaran Kiaim 

o.tas nama KPRl·GR. 
~·~ Pasall403 KUHPerdata: 

Subrogasi yang ditctapkan dalam paSal·pa:ml yang lall.l, terjadi balk tcrhadap orang.·cuang 
Penanggung utang maupun terhadop para bcrutang; subrogasi tersebut ti.1nk dapat mcngurangi 
hak-hak si berpiutang jlka ia hanya menerima pcmbayaran sebagian; dalam hal ini ia dapat 
melaksanakan hak·haknya, mengena.l apa ;,<~ng masih harus dlbayur kepadanya, lebih dahulu 
dnripadn orang dari siapa ia hanya rnenerima suatu pembayarnn scbagian. 

441 Satrlo (a), op.cit., hlm. T79. 
>~-<&Ibid., him. 114. 
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jaminan·jaminan accessoir~accessoir yang melekal pada hak Bank Niaga. yang 

digantinya.449 

Dikaitkan dengan kasus, daiam Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dan 

KPRI-OR, KPRl..QR menjaminkan piutang yang dipunyalnya secara fidusia 

kepada. Bank Niaga, Dengan adanya subrogasi tersebut, menimbufkan pertanyaan 

apakah jaminan secara fidusia ikut beralih ataukah tidak beralih kepada Perum 

Je~mkrindo yang telah membayar klaim kepada Bank Niaga, Pertanyaan tersebut 

timbul karena telah teljadi pengalihan hak kepemiUkan atas benda yang menjadi 

Objek Jaminan Fidusia walaupun pengaJihannya dilakukan dengan cara 

constitutum po.sscsorium,45
(} Oleh karena itu, pengalihan hak kepemilikan ini 

semata~mata dimaksudkan sebagai jaminan!agunan bagi pelunasan utang, bukan 

untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima Fidusia/Kreditur.4
.$

1 Hak kepemitikan 

tetsebut tidak memberikan hak kepada Penerima Fidusia untuk melakukan segala 

tindakan hukum yang menurut Undang-undang diperkenankan dilakukan oleh 

seorang pemilik.452 Peng..Hhan hak kepemilikan itu hanya bersifat sementara saja. 

yaitu sementara Debitur masih menikmati utang dati Kreditur dan selama utang 

itu be!um waktunya dilunasi. Apabiia utang Debltur telah dilunasi~ maka hak 

kepemilikan itu dcmi hukum beralih kembali kepada Pernberi Fidusia.453 Dengan 

konstruksi tersebut, rnaka ketika hutang Debitur dilunasi oleh Penjarnin, rnaka hak 

atas benda-benda yang dijadikan Jamioan Fidusia tersebut akan kembaii kepada 

Debitur UtamaiPemberi Ja.minan Fidusia. bukan menjadi hak-nya Penjamin:~:>-t 

419 Sofwan (a), op.cil., him. 100. HH. , . . 
.,

11 Ccmstilutum PQSsessorium artlny<1 pcngaliban hak kepemllikm; alaS suatu bendn 
dengan mc!anjutknn penguosaan alas benda tersebut yang berakibat bahwa Pemberl Fidusia 
scterusnya akan menguasai benda dimaksud unluk kepcntingan Pencrima Jaminan Fidusia 
(Penerima Fidusia). Lihat lumbuan, op_cit., him. 4. 

m Ibfd., hlm. 4. 
dl Hak milik alas benda fidusia selama Pcnjarninan bcrfangsung menjiD:Ii terbagl2 {dua), 

yaitu"hak milik ekonomisnya" !el.ap ada pada pemberl !idusla, sedang "hok milik yoridlsnya" ada 
pada Kredilur pencrirna fidusia. Jadi, kata "yang hak kepcml!ikannya <lialihkan !.Qrsebut !cLap 
datam penguasaan pemilik benda"' dalnm Pasal I sub I Undang~undang Jaminan Fidusia diartikan, 
bahw11 "lwk milik ckonomisnyo" rnasih ada pada Pembcri Fidusla, karena benda itu secara fisik 
berada dalam Langannya. yang datam hal ini tetap berkedudukan scbagai pemllik, seka!ipun hanya 
sebagai pcmegang "huk pemi!ik ckonomis"' suja. sedang ''bak kepernitikaA" OOJam penjelasan atas 
Pasal 17 Undang·undang Jaminan Fidusia tcrtuju kepada "hak milik yuddis", Lihat Satrio (c), 
ap.ciJ., h!m. 164. 

453 Sjahdcinl (c), loc.cil. 
451 Jaminan yang diberikan o!eh Debitur Utama dengan earn penyerahan hak rnilik seam 

kcpercayaan tidak turul beralih kepada borg, karena hak-hak Debi:tnr Utama ai.Os benda jaminan, 
dengan penyerahan itu, {clah "beralih" ke da!am pemilikan Kredilur, sekalipun disertai "dengan 
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Terhadap pendirian seperti tersebut di atas} J. Satrio menyatakan bahwa 

perlu dipertimbangkan untuk mcmber!kan hak kepada Penjamin untuk 

memperjanjikan dengan Kreditur -janji mana harus diakui mengikat Pemberi 

Fidusia- agar K.reditur selanjutnya akan tetap memegang benda fidusia, sebagai 

jaminan atas hak regres455 Penjamin terhadap Debitur Utama. Selanjutnya mantan 

Kreditur berkedudukan sebagai Pihak~Ketiga Pemegang-Jaminan dan baru 

mengembalikannya kepada Debitur Utama, seteiah Debitur Utarna me!unasi 

hutangnya terhadap Borg.454 

Mengacu pada uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa fidusia atas 

piutang yang diberikan kepada Bank Niaga oleh KPRI..QR akan ikut beralih 

kepada Perum Jamktindo dengan adanya subrogasi. Dengan janji bahwa Bank 

Niaga akan tetap memegang bend a fidusia. sebagai jaminan atas hak regres Perom 

Jamkrindo terbadap KPRl~GR Datam hal ini, Bank Niaga berkedudukan sebagai 

Pihak-Ketiga Pemegang-Jaminan dan baru mengembalikannya kepada KPRl-GR, 

setetah KPRl-GR melunasi hutangnya terhadap Perum Jamkrindo. Dengan kata 

lain, bak milik atas piutang tersebut otomatis akan kembali kepada KPRI-GR 

setelah dibayamya hutang kepada Perum Jamkrindo.457 

kepercayrum". den gao pengertian bahwa kalau hutang Debitur diltmasi, hak atas benda-benda yang 
diserahkan, akan kembali kepada Debitur Utamf!/Pemberi Jaminan Fidusia. Terhadap benda-benda 
sepert! ilu -<ienga.n penyerahan oleh borg- kedudukannya sekarang, bukannya Kredittn punya hak 
l.t:rhlldap .Oebitur Utamll. lettlpi jus!ro mempunyai kewajiban untuk menyeraht:anya kcmba!i 
kepada Pemberi Jaminan F1dusia. Lihal Satrio (a), op.cit., him. 177. 

45s Hak regres adalab bak menuntut kemba!i. Hak tersebut merupakan bak borg sendlri 
{mandiri), bukan hak yang diberlkan ofeb Kreditur y-ang ia bayar. Mengenai hal ini Uia{ur da!arn 
Pasal 1839 KUHPerdata, dengan rumus:a.n sebagai berikut: 
Si Penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berulang utama, baik 
Penanggungnn itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan sl berutang utama, 
Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga serta 
biaya-biaya. 
Mengenai biaya-biaya t.ersebut si Pcmmggung !tanya dapat numuntu!nya kembali, sclredar ia Ieiah 
membedtahukan kcpada si berutang utama tentang tuntu!an-tunlutan yang ditujukan kepadanya, di 
dalam waktu yang pa!Ut. 
Si Penanggung ada juga mernpunya! hak rnenuntul penggantinn biaya, mgl dan bunga, jika ada 
aJnsan unluk itu. Llflat Ibid., him. 166. 

45
' [bid., blm. 179. 

457 Fidusia sebagai jaminan hutang yang dibcrikan kepada Kreditur akan lklll beratih 
kepad:t Penanggung dengan adanya subrogasi, seperti halnya dcngan gudai. Dcngan J.:elcfltuan 
bahwa fwk milik atas bendn ita otomntis akan kemba.ll kcpada Debitur sctelah diba.yamya hlllllng 
lmpada Pcoanggung. Lihat So.fwan (a}, cp.cil., hlm. 162. 
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4.3 Perbedaan, Keuoggulan dan Kclemahan antara Penjaminan Kredit 

dengan Asuransi Kredit sebagai Bentuk-bentuk Pengamanan Kredit bagi 

Bank 

4.3.1 Perbedaan aotara Penjaminan Kredit dengan Asuransi Ktedit 

Penjaminan Kredit sering dipersamakan dengan Asuransi Kredit. Hal 

ini dapat dipahaml karena memang fungsi Penjaminan Kredit yang pada 

dasamya adalah mengambilalih sementara dsiko kegagalan Kredit sangat mirip 

dengan fung."ii asuransi yaitu sebagai penanggung risiko.451 Mengacu pada hal 

tersebut maka berikut ini akan diuraikan perbedaan antara Penjaminan Kredit 

dan Asuransi Kredit: 

a, Para Pihak yang Terkait 

Dalam Penjaminan Kredit ada tiga pihak yang terkait, yaitu:459 

a) Penjamin atau Pemberi Jaminan adalah perorangan atau 

lembaga yang memberikan jasa Penjaminan bagi Kredit atau 

Pembiayaan dan bertanggung jawab untuk membedkan gantl 

rugi kepada Penerima Jaminan akibat kegagalan Debitur atau 

Terjamin dalam memenuhi kewaj ibannya sebagaimana 

diperjanjikan dalam Perjaqjian KreditJPembiayaan. 

b) Penerima Jaminan adaiah Kreditur, balk Bank maupun bukan 

Bank, yang memberikan fasilitas Kredit atau Pernbiayaan 

kepada Debitur atau 'f:erjamin. baik Kredit uang maupun 

. ·-··. Kredit bukan uang atau Kredit barang. 

c) Terji)min adalah badan usaha atau perorangan yang menerima 

Kredit dari Penerima Jaminan. Dalam dunia perkreditan, 

Terjamin ini dikenal dengan Debitur yang umumnya adalah 

perorangan yang menjalankao suatu usaha produktif atau 

pelaku Usaha Mikro, KeciiJ Menengah maupun Koperasi 

(UMKMK) tennasuk juga di dalamnya perorangan anggota 

Kopcrasi dan bukan anggota Koperasi. 

~sa Nnsrocn Yasabari dan Nina Kurntu Dcwi, ap_cir, Mm, 24. 
41"Jbid,,hlm.11-18. 
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Dalam praktik Penjaminao Kredit, keterHbatan aktif para pihak 

dapat saja mengalaml modifikasi sesuai dengan kebutuhan 

perkreditan dan kondisi di lingkungan masing~masing. Mengiogat 

Penjaminan Kredit dapat menimbulka.n moral hazard Terjamln 

dalam memenuhi kewajiban Kredit, maka pihak lni dapat saja 

tidak mengetahui adanya Penjaminan Kredit460 Moral hazard 

muncul karena Tetjamin mengetahui bahwa Kredit yang menjadi 

kewajibannya telah dijamtn pihak lain, sehingga dapat saja 

muncul niat untuk tidak memenuhi kewajibannya:461 Dalam hal 

ini kegiatan Penjaminan Kredit dijalankan melalui hubungan 

Penjamin dan Penerima Jaminan.462 Meskipun demikian. 

keberadaan Terjamin diwakili oleh Penerima Jaminan yang 

bersangkutan melalui perrnohonan Penjaminan Kredit yang juga 

mengatasnamakan Terjamin tersebut.•Hi.J 

Dalam Asuransi Kredit ada dua pihak yang terkait, yaitu:464 

a) Pihak Penanggung 

Pihak yang menerima peralihan Risiko dari Tertanggung 

apabHa terjadi evenemen. Dalam kaitannya dengan Asuransi 

Kredit yang diusahakan di Indonesia. pihak Penanggung 

misaJnya adalah PT Askrindo. 

~Ibid., hhn. 18. 
491 ibid., blm.lO . 
.wz Pada a.<:asnya untuk lahimya pmjanjian Penanggun,&ao, kchendak dchiour utame ada[ah 

Lidak relevan. Mengenai hal lnl da.pat dillilat Pasal 18)9 dan 1840 KUHPcrdata sebngai b<!rik1Jl: 
Pasnl 1839 KUHPerdata: 
Si Penanggung yang teluh membnyar, dapat menuntmnya kcmbali dari si berur.ang utama, baik 
Penan&gungan ito te!ah diadakan dengan maupun tanpa pengetnhuan si berutang utama. 
Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga sertn 
bi>J}1I~biaye. 

Mcngenai blaya·blaya tcr.;ebl.lt si Penanggung banya dapat menunUJinya kembali, sekedar in te!ah 
memberitahukan kepada si berut.ang utama fentang tunlutan·tuntulan yang dilujukan kepadanyn., di 
delam waktu yang patut. 
Si Penanggung ada juga mempunyai hak menuntut pcngganfian biaya, rugi dan bunga, jika ada 
elasan unll.lk ltu, 
Pasa1I840 KUHPerdata: 
Sl Pe<mnggung yang tdah memlmyur, mcngganllkan dcmi hukum segala hak si berpiulang 
terhadap si berutang. 
Lihat Sa!rio (a), vp.cit., blm. 96. 

463 ::-Jasroon Y asabnri dan Nina Kumia Dewi, op.nt., hlm. 18. 
~fi.l1Je' Amao, quit., him. 53. 
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b) Pihak Tertanggung 

Pihak yang menga.suransikan Kreditnya, dalam hal ini juga 

piha.l< yang memberikan Kredit kepada seseorang. Dalam 

kaitannya dengan Kredit bank, maka pihak Bank-lah yang 

menjadi Tertanggung. baik bank pemerintah maupun bank 

swasta. Namun, berdasarkan ketantuan Pasal 2 sub b 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 tentang 

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk 

Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perasuransian 

Kredit (PP No. 111971), maka tidak hanya Bank saja yang 

dapat menjadi pihak Tertanggung di dalam asuransi, 

meiainkan juga suatu badan atau orang yang memberikan 

Kredit di Juar Perbankan. 

Berkaitan dengan hal di atas, dalam Peijanjian Asuransi Kredit 

Bank untuk Kredit Usaha Kecil antara Tertanggung dengan PT 

Askrindo, terdapat istilah Debitur Tertanggung. Dalam Pasal I 

angka (2) perjanjian tersebut, Debitur Tertanggung adalah badan 

hukum perserikatan perdata atau perorangan yang mengadakan 

Perjanjian Kredit dengan Tertanggung, Dalam hal ini, pihak 

Debitur Tertanggung (Nasa bah) tidak mernpunyai hubungan apa­

apa dengan Penanggung. Nasabah hanya mempunyai hubungan 

dengan pihak Tertanggung, yaitu Bank dalam kaitannya dengan 

Kredit yang diterimanya.46s 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakail bahwa dalam 

Perjanjian Penjaminan Kredit, orang yang ditanggung (Terjamin) 

seJa!u terikat pada perikatan untuk mana diberikan 

Penanggungan, sehingga merupakan perjanjian yang mellbatkan 

tiga pihak (Penjamin, Penerima Jaminan dan Terjamin). Di sisi 

lain, daiam Asuransi Kredit, Debitur Tertanggung sebagai pibak 

yang diberikan Kredit yang dipertanggungkan/diasuransikan tidak 

terikat pada perikatan yang mempertanggungkan/ 

-------
~M Ibid. 
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mengasuransikan Kredit yang diberikan oleh Bank padanya, 

yakni Perjanjian Asuransi Kredit. Oieh karena itu, dalam 

Perjanjian Asuransi Kredit, para pihak yang terlibat adalah 

Perusahaan Asuransi Kredit (Penanggung) dan Bank yang 

memberikan Kredit (fertanggung). 

b. Sifat Petjanjian. 

Perjanjian Penjaminan Kredit merupakan perjanjian accessoir 

pada perjanjlan pokoknya. Dikatakan demikian dikarenakan 

Perjanjian Penjaminan merupakan salah satu bentuk Perjanjian 

Penanggungan (borgtocht), dan seperti diketahui bahwa 

Perjanjian Penanggungan rnerupakan baglan dari jaminan yang 

bersifat perorangan. Dalam hal ini berarti ada seorang pihak 

ketiga, guna kepentingan si berplutang. yang mengikatkan diri 

untuk memenuhi perutangan si berhutang manakala orang ini 

sendiri tidak memenuhinya.466 Dengan kata Iain, ada seorang 

Penanggung yang menanggung untuk memenuhi hutang Debitur 

sebesar sebagaimana tercantum da1am perutangan pokok 467 Oleh 

karena itu. kewajiban memenuhi prestasi dalam Perjanjio.n 

Penjaminan Kredit bersifat subsidafr, yaitu kewajiban untuk 

memenuhi prestasi dalam hal Debiturfferjamin tidak dapat 

mernenuhinya,463 Dengan demikian, ada kaitannya dengan soal 

"menanggunglmenjamin", dan hal tersebutjuga'menonjotkan ciri 

pentlng yang lain, bahwa ' disana "ada sesuatu yang 

ditanggungfdijamin" yang mungkin akan terdapat ciri accessoir 

daripada Perjanjian Penjaminan.4?9 

Berkaitan dengan hal di atas, maka ada sesuatu yang utama yang 

harus terlebih dahulu ada, yaitu suatu kesepakatan antara Debitur 

dan Kreditur atau adanya Kredit itu sendiri sebagai underlying 

4<% Kitab Undang-wuiang Hukum Perdala (Eurgerlijk IVetboek). op_cil., Ps. 1820. 
"

61 Sofwan (a), op.cit,, him. 105. 
~,;s ibid., hlm. 83. 
469 Bcrdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Pri:ambudo sebagai kepala Bagian 

Hukum Pcrum Jamkrindo pada raoggal 3 November 2008, 
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transoction-nya,410 Singkat kata, ada perjanjian pokoknya. yang 

dalam konteks ini adalah Perjanjian Kredit yang dijamin oleh 

Penjaminan yaltu suatu Perjanjian Penjaminan Kredit. Dibuatnya 

Perjanjian Penjaminan Kredit ini adalah demi Perjanjian Kredit 

Oleh karena itu, dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang 

besifat acceessoir, Perjanjian Penjaminan Kredit akan 

memperoieh akibat hukum bahwa Perjanjian Penjaminan Kredit 

tergantung pada Perjanjian Kreditnya. Dalam hal inl, jika 

Perjanjian Kredit itu batal maka Perjanjian Penjaminan Kredit 

ikut batal dan jil<a Perjanjian Kredit itu hapus, Perjanjian 

Penjaminan Kredit ikut hapus. 

Seperti diuraikan di atas1 bahwa ditinjau dari sudut cara 

pemenuhannya, Perjanjian Penjarninan Kredit ini bersifat 

subs;dair. Hal demikian disimpulkan dari ketentuan Pasal 1820 

KUHPerdata411 yang menentukan bahwa "Penangguog 

mengikatkan diri untuk memenubi perutangan Debitur, manakala 

Debitur sendiri tidak memenuhinya":m Peranan borg baru 

muncul, setelah Debitur Utama tidak memenubi kewajiban 

perikatannya dengan baik sebagaimana mestinya. Pemenuhan 

oleh barg bersifat sebagai pengganti apa yang ditinggalkan 

Debitur Utama tidak terpenubi. 413 Mengacu pada hal terse but 

maka akan membawa konsekuensi bahwa PenJamin tidak dapat 

menglkatkan dlri melebihi perutangan pokok atau dengan syarat 

yang lebih berat dari perutangan si berhutang. Jika Penjaminan 

diadakan melebihi atau dengan syarat-syarat yang lebih berat dari 

pcrutangan pokok, maka Penjaminan itu tidak sama sekali batal 

melainkan hanya sah untuk apa yang diliputi perutangan pokok 

470 Nasroen Yasabari dan Nina Kumia Oewl, op.cU., h!m. 13. 
m Pasal 1820 KUHPerdata; 

Penanggungan adalah suatu pc:rjanjian dengo.n mana ~-eorang pihak ketiga, guna kcpeming:m si 
berpiutang, mengikatkan diri ontuk memenuhj pcrikatan si berutang manakala orang lain sendiri 
tidak merncnuhinya. 

m Sofwan (a), ap.cit., him. 84. 
471 Satrio(a), op.cit., him. 53 
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(Ps. 1822 KUHPerdata).474 Dalam hal ini, a.tas wanprestasinya 

KPRI..QR1 Perum Jamkrindo dapat dituntut pemenuhan yang isi 

dan luasnya ditentukan oleh wanprestasinya KPRI~GR, yaitu apa 

yang oleh KPRI-GR tidak dipenuhi sebagaimana mestinya:m 

Oleh karena itu, pada Perum Jamkriodo ada hqftung. sehingga ia 

bertanggung jawa.b dengan seiuruh harta kekayaannya. "16 untuk 

pemenuhan kewajiban perikatan pokok yang tidak dapat 

dilaksanakan oleh Debitur. 

Lain halnya dengan Perjanjian Asuransi Kredit. Seperti diketahui 

bahwa Asuransi Kredit merupakan salah satu jenis Perjanjian 

Pertanggungan. Dalam hal ini, Peljanjian Pertanggungan adalah 

suatu perjanjian pokok. suatu perjanjian yang berdiri sendiri, yang 

"adanya" mempunyai dasar yang mandiri. Apabila dihubungkan 

dengan Kredit, maka Kredit dianggap sebagai sebuah tanggung 

jawab yang merupaka.n dasar dari adanya. Perjanjiao Asuran::;i 

Kredit.417 Jadi, .sebenamya antara Perjanjian Kredit dan Asuransi 

Kredit tidak dapat dipisahkan. Hal ini mengakibatkan bahwa 

kewajlban Penanggung adaiah untuk mengganti kerugian4n yang 

diderita Tertanggung atas timbuJnya Risiko kredit (keadaan tidak 
• 

membayar kembali atas Kredit yang diterimanya). kewajiban 

mana adalah bersifat berdiri sendiri, 479 bukan berupa kewajiban 

memenuhi perutanganlmestasl seperti dalam Perjanjian 

Penanggungan yang ditinjau dari sudut cara petnt:uubannya . . ... 
bersifat subsidair. 480 

m Sofwan {a), op,.cit., hlm. 87 • 
.t)} Satrio(a), op.cir., him. 4L 
416/hid., hlro. 40. Pihak ketiga tidak mempunyai utang k¢pada Kreditur, akan tCWpi i!l 

berlanggungjawab at.as hutting debitur dengan harta kektlyaannya sebngai peluna.san utang debitur. 
Dengan kata lain, Penjamin mempunyai huftung den,gan schuld pada orang lain. Libat Setiawan, 
cp.cif., hlrn. 7 . 

. rn Nasroen Yasaburi dan Nina KumiaDewi, op.cit., hlrn. 28 
4
7t Perbandingnn antarn Penanggungnn dan asur..~ns.i, Mcnurut v. Brnkel, borg menjamin 

prestasi dengan semua emhel•cmbe!nya, sedangk:an asyn:m~j !'tanya menansrumg kerygiannya Ji!ia. 
Se!anjutnya mcnurut Hofman, oleh borg yang dijamin adalah pemenuhan kewajiban perikatan 
pokok, sedangkan asm:mll hanxa menjaai.ikan gwti rugi §aia. Lihal Sairio (a), op.cif., him. 49. 

419 Ibid., him. 83. 
4w Puda perjanjian Penanggung1:1n, kewajiban umuk memenuhi prestasi itu adalah bersifat 

subsidair, yaitu kewajibun uMuk mcmenuhi prestasi dalam hal debitur tidak daput memenuhinya. 
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c. Tujuan Utarna 

Tujuan utama kegiatan Penjaminan Kredlt adalah menjembatani 

kepentingan Terjamin dari sisi penggantian agunan dan 

kepentingan Penerima Jaruinan untuk menyalurkan Kredit.481 

Dengan tidak adanya agunao, Bank merasa tidak aman. Oleh 

karena itu, ketika masuk dalam prinsip collateral. Bank tidak 

berani mengucurkan Kredit ke UMKMK dengan alasan bahwa 

banyak lJsaha Kecil dan Mikro yang tidak Jayak, tidak bankable 

karena permasalahan collateral yang tidak memadai.482 Oleh 

karena itu, dibutuhkan adanya suatu kegiatan berupa pernberian 

jaminan kepada pihak Kreditur atas Kredit atau pembiayaan yang 

disalurkan kepada Debitur, yang dikenal dengan Penjaminan 

Kredit Penjaminan Kredit ini pada intinya merupakan suatu 

upaya meyakinkan pihak Bank atau tembaga keuangan penyalur 

Kredit dalam memberikan Ktedit kepada para UMKMK yang 

memiliki usaha dan prospek yang baik, tetapi tidak memiliki 

jaminan yang memadai. Dengan kata lain, Penjaminan Kredit 

merupakan ujembatann 

(layak usaha), tetapi 

(bankable)-"' 

bagi mereka yang usahanya foasib!e 

belum layak memperoleh Kredit 

Dari uraian di atas, · dapat dikatakan bahwa selain untuk 

membantu sektor UMKMK mengatasi hambatan kurangnya 

agunan dalam memperoleh pemblayaan dari Perbankan, upaya ini 

pun merupakan salah satu cara yang digunakan Bank dalam hal 

Hal demikian dapat disimpulk!ill dari kelentunn Pasal I 820 KUHPerdata yang mem:ntukan bahwa 
''l>enanggung mengikatkan diti unluk mcmcnuhi pcrutangao Debitur, manakala Debitur scndlri 
tidak memcnuhioya. Libat Sofwnn (a), op.cit., him. 83-84. 

481 Nasmen Yasabari dan Nina Kurcia Dcwi, ap.cfl., blm, 28. Tanpa po!a Penjarnimm dari 
perusahaan Pcnjamimm, PerEankan akan kcsulilan menyalurknn Kredit bagi sektor UMKMK. 
Lihat Lihat ''KUR Jttngan Berhcnii: Akscs liMKM kc PerBankan Suli!," Kampa:s, (24 Ju11i 2009): 
17. 

482 "Voucher untuk Usaha Kccil dall Mikm," .::http://dpp. perbarindo.orgl 
nrtikel_ detnil,php'?no=J5>, 30 November 2007. 

~ 53 Nnsroen Yasabari dan Nina Kum!a Dcwi., ap.cil., blm. 19. 
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pengamanan Kredit. Dikatakan demikian karena pemberian 

Kredit mengandung Risiko, yaitu Risiko tidak kernbaiinya Kredit 

yang telah disalurkan. Untuk menjaga terhadap terjadinya 

kemungldnan yang demikian, maka Bank periu memiliki sesuatu 

yang dapat dipakai sebaga! tumpuan terakhir atau sebagai source 

of last resorl. Hal itu dapat diperoleh dengan meminta kepada 

Nasabah Debitur untuk menyediakan agunan atau collateral. Blla 

Nasabah Debitur tidak lagi mampu untuk melunasi Kredit dad 

sumber keuangannya. yang merupakan first way out bagi Bank, 

maka Bank berharap Kredit dapat dilunasi dari eksekusi 

a:gunan.~&4 Namun, dengan tidak dipenuhinya syarat agunan bagi 

sektor UMKMK, maka Penjarninan Kredit merupakan harapan 

bagi Bank ketika Kredit mengalaml kemacetan. Peran sebagai 

Penjamin Kredit dilakukan dengan membayar sejumiah 

kewajiban TeJjamin atau Debitur kepada Penerima Jaminan atau 

Kreditur. Hal ini dilakukan apabila pada saat Kredit telah jatuh 

tempo sebagairnana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit antara 

Debitur dan Kreditur. temyata Debitur {Terjamin) tidak dapat 

memenuhi kewajiban tersebut.485 Dengan adanya Penjaminan 

I<redit. maka kepentingan kedua belah pihak (Perbankan dan 

Nasabah Debitur UMKMK) akan terakomodasi. Di satu sisi, 

., ~emberikan kemudahan bagi UMKMK untuk mendapatkan 

pembiayaan karena dinilai telah bankable, sedangkan di sisi lain 

rnembuat Bank merasa aman atas pembiayaan yang 

disa[urkannya. 

Berbeda dengan Penjaminan Kredit, tujuan utama kegiatan 

Asuransi Kredit hanyalah meiindungi kepentfngan pibak 

Tertanggung atas kerugian yang mungkin akan dideritanya.4ll
6 

Da[am hal ini, kegiatan Asuransi Kredit merupakan sarana 

pengalihan Risiko kepada Lembaga Asuransi K.redit Melalui cara 

494 Sjahdcin! {b), op.cir., him, 15. 
4

!
5 Nasroen Y.nsabari dt~n Nina Kurni:a Dewl, op.ciJ., hlm. 14. 

4* Ibid., blm. 28. 
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ini, ada pihak ketiga yang bersedia menerima Risiko berupa 

kegagalan pengembalian Kredit Debltur, Dengan demikian. 

Kreditur (Bank) akan terlindungi dari Risiko terjadinya Kredit 

macet. 

d. Bukti Penjaminan!Pertanggungan. 

Bukti adanya Penjaminan Kredit adalah Sertifikat Penjaminan. 

Pihak Penjamin akan mengeluarkan sebuah sertifikat yang 

meropakan bukti persetujuan pef!.iaminan dari perusahaan atau 

lembaga yang menyediakan jasa penjaminan. yang dikena! 

dengan nama Sertiflkat Penjaminan. Sertiftkat Penjaminan 

memuat dengan jelas data pihak Terjamin atau Debitur 

Kredit/pembiayaan dan data pihak Penerima Jaminan atau kantor 

penyed!a perkreditan, termasuk profil Kredit yang dijamin . .u7 

Dalam asuransi, sebagai bukti adanya pertanggungan maka Pasal 

255 KUHD menentukan bahwa Perjanjian Asurnnsi harus ditutup 

dengan suatu akta yang disebut polis. Berdasarkan PasaJ 257 ayat 

(1) KUH0485
, Perjanjian Asuransi telah -terjadi dengan adanya 

kata sepakat para pihak, meskipun polis beJum ada. Dcngan 

demikian, asuransi merupakan perjanjian konsensuit.489 Hat itu 

berarti pula bahwa polis bukan merupakan syarat esensiaJ dalam 

perjanjian asuransi490• tetapi hanya berfungsi sehagai alat bukti,491 

Apabila dihubungkan dengan Asuransi K.redit, di dalam Asuransi 

Kredit tidak dipergunakan istilah polis, tetapi menggunakan 

istilah tersendiri yaitu Nota Penutupan 

m Ibid., hlrn. 22, 
na Pasal257 ayat(l) KUHD: 

PerJanjian pen.anggungan ada segera setelah diadakan; hak-hak dan kcv.<Ijiban~kewajiban timba! 
batik dari Penanggung dftn Tenanggung mula! sejnk: saalitu, bahknn sebelum polis tliWndatang<~nl. 

"19 Persctujuao asuransi meropakan suatu persetujuan yang bersifat konsensu!l, yairu 
sudah ditmggap lerbent.uk dcngan adanya kata sepakat be!ako. anlara kedua be!ah pihak. Lihai 
Wirjono Prodjodikoro, Htdwm Asuransi di lndatresia, eel. XI, (Jakana; fntermaso., 1996), h[m. l 0. 

4
1'0 Sastrawidjajll, loc.cif. 

491Pasal 258 ilyat(l) KUHD: 
Untuk rncmbuklikan hal ditutupoya perjanjian fersebul, diperlukan pembukti!l!! dengan tulisan; 
namun demikian, OOlehlah lain-lain alal pcmbuktian dipergunakan juga, manaka!a sudah ada suatu 
perrnulmm pembuktian dcngan tulis:m 

Universitas Indonesia 

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



146 

Pertanggungan/Penjaminan (NPP). Di datam praktikt NPP ini 

dibuat oleh Penanggung (misalnya PT Askrindo) yang bentuk dan 

isinya sudah dibakukan (standard policy) serta dicetak. Oleh 

karena itu, Calon Tertanggung harus mempeJajari secara cermat 

ha!~hal yang tercantum dalam NPP, sehingga hal-hal yang tidak 

diinginkan tidak terjadi. Dalam NPP yang diterbitkan PT 

Askrindo, tercantum antara lain: 

a, Data mengenai Tertanggung, 

b. Data mengenai Kredit. 

c. Ketentuan-ketentuan pertanggungan, terdiri dari: 

a) Pencantuman nomor Perjanjfan Asuransi Kredit dan 

addendumnya 

b) Jumlah pertanggungan 

c) Debitur yang ditanggung 

d) Debitur yang tidak ditanggung 

e) Perhitungan premi pertanggungan 

f) Jumlah biaya pertanggungan yang harus dibayar (premi 

pertanggungan, bea meterai, biaya administrasi dan porto). 

Di bagian bawah terdapat tanda tangan dari PT Askrindo sebagai 

Penanggung. Selain itu terdapal pemyataan yang menyatakan 

bahwa '"NPP ini sek:aiigus berlaku sebagai Nota Tagihan, 

selanjutnya pembayaran biaya pertanggungan tersebut diatas 

harap dilimpahkan pada rekening kami di. .. sesuai dengan surat 

kami m~ .... " 
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ApabHa d!hubungkan dengan ketentuan Pasal 256 KUHD492 yang 

mengatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam polis. maka 

NPP ini tidak memuat antara lain: bahaya~bahaya yang 

ditanggung oleh Penanggung, saat pada mana bahaya mulai 

berlaku untuk tanggungan Penanggung dan saat berakhirnya itu, 

semua keadaan yang kiranya penting bagi Pemmggong untuk 

diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para 

pihak. Tidak dicantumkannya hal·hal tersebut dikarenakan telah 

mendapatkan pengaturan dalam Perjanjian Pertanggungan. Oleh 

karena itu, menjadi jelas bahw.a NPP merupakan bagian dari 

Perjanjian Pertanggungan, da.Iam hal NPP tersebut mengatur 

ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan daiam 

Perjanjian Pertanggungan dan telah disepakati oleh Tertanggung 

dan Penanggung, maka ketentuan khusus yang tercantum dalarn 

NPP :adalah ketentuan yang beriaku. 

Mengenai hal ini dapat dilihat pada Pasal 3 angka 2 Perjanjian 

Asuransi Kredit Bank untuk Kredit Usaha Kecil antara 

Tertanggung (Bank) dan PT Askrindo mengenai syarat~syarat 

berlakunya pertanggungan, yang menyebutkan bahwa NPP yang 

diterbitkan oieh Penanggung untuk Tertanggung adalah bukti 

persetujuan Penanggung telah memberikan penutupan 

_ pertanggungan. Seianjutnya disebutkan pula dalam Pasa! 3 angka 

5 bahwa dalam hal- NPP memuat ketentuan khusus yang 

menyimpang dari ketentuan perjanjian ini dan teJah disepakati 

«'l Pasal 256 KUHD: 
Setiap polis, kecuali yang mengcnaf suetu Pertanggungan Jlwa, horus menyalakan: 
I. Harl ditutupnya pertnnggung_an; 
2. Nama orong yang menutop pertanggungan atas tanggungan sendlrl atau atas tanggungan 

seorang ketiga; 
3. Suatu uraian yang cukup jelas meogcnai barang yang dipertanggungknn; 
4. Baha)'<l"bahaya yang ditangguns oleh si Penanggung; 
5. Saat pada mana OOhaya mulai berlak:u untuk tanggungan si Penanggung dan saat bcrakhim:ya 

itu; 
6. Premi pcrt:mggungnn tert~cbul, dan 
7. Pada t~mumnya, semua keadaan yang: kiranya penling bagi si Penanggung umuk dike~ahuinya, 

dan scgala syarat yang diperjanjikan. anlai11 para pibak. 
Polis itu harus ditandatal1gai nlclJ liap-liap Penanggung. 
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oleh Tertanggung dan Penanggung, rnaka ketentuan khusus yang 

tercantum dalam NPP adalah ketentuan yang berlaku. 

e. Jasa PenjaminanfPertanggungan 

Sebagai konsekuenst atas pemberian jasa Penjaminan Kredit, 

maka pihak Penjamin berhak untuk menerima imbal jasa atau foe 

Penjaminan. Imbal jasa Penjaminan adalah sejumtah uang yang 

diterima oleh Penjamin atas jasa Penjaminan yang diberikan oleh 

Penjamin kepada Terjamin,493 Dalam hal ini dibayarkan oleh 

Debitur (Terjamin) melalui Kreditur (Penerima Jaminan). Oleh 

karena pada dasamya jasa Penjaminan Kredit dinikmari baik oleh 

Terjam!n (sebagai solusi atas persyaratan agunan) dan Penerima 

Jamtnan (sebagai sarana untuk dapat menyalurkan Kredit). maka 

sesunggungnya imbal jasa terSebut dapat dibayarkan oleb kedua 

belah pihak, atau bahkan untuk menjaga moral hazard, maka 

dapat hanya dibayar oleh Penerima Jaminan. Kisaran besamyafee 

Penjaminan adalah 1,5%-2% per tahun yang dihitung dari pokok 

Kredit dan dibayarkan pada awal Kredit~~M 

Berbeda dengan Penjaminan Kredit, jasa asuransi diterima dengan 

dibayarkannya sejumlah premi as:uransi. Mengenai kewajiban 

pokok dari kedua belah pihak, antara Tertanggung dan 

Penanggung terkandung dalam Pasal 246 KUHD tentang 

pengertian pertanggunga.11. Dari ketentuan pasal tersebut, 

dinyatakan bahwa premi merupakan haknya Penanggung. yang 

dengan menik.rnati premi tersebut, ia berkewajiban untuk 

membcbaskan Tertanggung dari kerugian. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa · kewajiban untuk membayar premi 

dibebankan pada Tertanggung, sebagai imbangan dari haknya 

untuk menerima ganti rugi dari Penanggung:495 Deogan kata lain, 

premi mempunyai fungsi sebagai imba!an dari Risiko yang 

491 Pasa! l humf e snmpel Perjaojian Penjaminan .Kredit 
~94 Na.smen Yasa&ari dan Nina Kumia Oi::wi, op.Cil., hlm, 16. 
495 Tje' Aman, op.cit., hlm. 53·54. 
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dialihkan kepada Penanggung.496 Sebagai akibat dari hal tersebut, 

maka Tertanggung tidak berhak atas gantl rugi dari Penanggung 

apabiJa ia tidak memenuhi kewajibannya membayar premL 491 

Jika hai tersebut diterapkan dalam asuransi Kredit, maka pihak 

Bank sebagai Tertangguog, yang mempertanggungkan Kredit 

yang direa!isirnya, mempunyai kewajiban untuk membayar premi 

kepada Pem:mggung. Premi dibayarkan oleh Tertanggung kepada 

Penanggung. bukan oleh Nasabah Bank, sebab Nasabah tersebut 

secara yuridis tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan 

Penanggung. Akan tetapi, secara materiil biaya premi tersebut 

telah diperhitungkan oieh Bank di dalam Kredit yang diberikan 

pada Nasabah yang bersangkutan, kecuali terhadap k:redit-kredit 

tertentu yang biaya preminya ditanggung oleh Bank sendirt492 

f. Prinsip Penjaminan!Pertanggungan 

Prinsip Penja.minan Kredit meliputi: 

a) Kelayakan Usaha 

Penjaminan Kredit diberikan hanya apabila dua pibak yaitu 

Penjamin dan Penerima Jaminan herpendapat bahwa usaha 

atau proyek yang diajukan Penjaminannya adatah layak untuk 

dijamin. Kelayakan usaha dalam hal ini tidak hanya menilai 

klnerja dan prospek usaha Terjamin, tetapi juga terhadap 

karakter atau personality Terjamin itu sendirL Penilaian 

kelayakan usaha ini digunakan untuk mendapatkan keyakimm 

bahwa usaha dan pribadi Terjamin memang patut untuk 

mendapatkan jasa Penjaminan.499 Sesurtgguhnya dalam hal 

ini. Caion Terjamin memberikan infonnasi atau data dalam 

proses: pengajuan!permohonan. Dalam hal salah satu pihak 

menilai bahwa usaha ea!on penerirna K.redit adalah tidak 

layak, maka Penjaminan Kraiit tidak akan pemah ada. 

496 Saslfawidjaja., op,cit., hlm. 32. 
i'fl Tje' Aman, loc.cil. 
m Ibid., him. 54. 
~w Nasroon Yasijbari dan Nina Kumi:t Dcwi, opcif,, hlm. 19. 
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Selanjutnya, bila untuk suatu kasus Penjamin tidak memiliki 

keyakinan yang culcup atas kelayakan usaha Calon Terjamin~ 

maka Penjamin dapat melakukan penolakan terhadap 

permohonan penjaminan tersebut.500 

b) Pelengkap Perkreditan 

Dengan memperhatikan bahwa keberadaan Kredit pada 

dasarnya menyangkut adanya dua pihak yang berkepentingan 

yaitu Kreditur dan Debitur, Penjaminan Kredit bagi suatu 

sistem perKreditan selanjutnya adalah sebuah peJengkap. 

Dalam hat ini sifat Perjanjian Penjaminan Kredlt 

dikonstruksikan sebagai perjanjian ikutan (accessoir). Dalam 

hal ini, Penjaminan Kredit senantiasa merupakan perjanjian 

yang dikaitkan dengan perjanjian pokok yang berupa 

perjanjian Kreditlakad pembiayaan. Meskipun demikian, 

prinsip sebagai pelengkap ini sangat rnelekat pada layak 

tidaknya Kredit atau Pembiayaan dikucurkan kepada yang 

membutuhkan, Bagi Kreditur dan Debitur, Penjaminan Kredit 

merupakan sarana untuk pemenuhan persyaratan teknis 

perkreditan atau teknis Perbankan. 50-l 

c) Pengganti Agunan 

Berdasarkan falsafah perkreditan, Penjaminan Kredit 

memberikan manfaat bagi Debitur maupun Kreditur, terutama 

apabila agunan yang disedia.kan CalOn Terjamin (pada 

umumnya sektor UMKMK) belmn mencukupi menurut 

Kreditur atau Penerima Jaminan.502 Dengan kata lain, 

Penjaminan Kredit merupakan suatu upaya meyakinkan pihak 

Bank atau Lembaga Keuangan Penyalur Kredit dalam 

memberikan Kredit kepada para UMKMK yang memiliki 

usaba dan prospek yang baik, te[api tidak memiliki jaminan 

!oo Ibid, him. 19. 
501 Ibid, him. 20. 
~!ll ibid. 
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yang memadai. Mengacu pada hal tersebut. maka Penjaminan 

Kredit merupakan pengganti persyaratanjaminan (collateral). 

d) Pengambilalihan Sementara Risiko Kredit Macet 

Prinsip Penjaminan Kredit sefanjutnya adalah 

pengambilalihan semcntara Risiko kredit macet. Dalam hal ini 

apabila Kredit yang dijamin mengalami kemacetan atau tidak 

dapat difunasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana 

diperjanjikan. maka pihak Penjamin akan menyelesaikan sisa 

Kredit yang dijamin. Pengambilalihan sementara Risiko kredit 

macet ini dilakukan dengan membayarkan sejumlah 

kewajiban sisa Kredit atau kerugian Kreditur sehingga 

Penerima Jaminan terhindar dari munculnya Kredit atau 

pembiayaan yang mempunyai bad performance atau Non 

Performing Loan (NPL).'" 

e) Piutang Subrogasi 

Sebagai konsekuensi prinsip pengambilalihan sementara 

Risiko kredit macet melalui pernbayaran -kJaim1 maka 

penyelesaian sisa Kredit yang belum lunas pada saat jatub 

tempo oleh pihak Penjamin tidak secara otomatis 

menghilangkan kewajiban dari pihak Terjamin atau Debitur 

untuk me1unasi kewajibannya. Pelunasan sisa Kredit yang 

macet harus tetap dilakukan oleh pihak Terjamin1 baik dengan 

cara mengangsur secara berkala dan/atau dengan menjuai atau 

mencairkan agunan tambahan fainnya. · Pelunasan sisa Kredit 

oleh TeJjamin ini bagi Penjamin disebut sebagai piutang 

subrogasl.504 Piutang subrogasi tersebut akan ditagih kembali 

baik secara bersama antara Kreditur dengan Penjamin maupun 

sendiri-sendiri. so.s 

104 Subrogasi pada Penjaminan Kredit berbeda dengan subrogasl pada asurnnsi KrediL 
Dalam Pcnjaminan Kredit, subrop;;i berada pada Pihak Penjamin yang merupakan pihak ketiga 
da!am pcrinqjian pokok, yaitu Pcrjanjian KrediL 

so5 !b;d. 
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f) Ke!erlibatan Tiga Pihak 

Penjaminan Kredit adalah suatu perikatan penunjang 

perKreditan yang melibatkan tiga pihak yaitu Penjamin, 

Penerima Jaminan dan Terjamin. Dalam praktik Penjaminan 

Kredit dengan mekanisme penjaminan tidak langsung dengan 

skema conditional automatic cover, keterlibatan aktif para 

pihak mengalami modiftkasi sesuai dengan k.ebutuhan 

perkreditan dan kondisi di lingkungan masing~masing. 

Mengingat Penjaminan Kredit dapat menurunkan moral 

hazard Terjamin dalam memenuhi kewajiban Kredit. maka 

pihak ini dapat saja tidak mengetahu! adanya Penjaminan 

Kredit. Daiam hal ini kegiatan Penjarninan Kredit dija1ankan 

melalui hubungan Penjamin dan Penerima Jam inan. Dalam 

hal demlkian, keberadaan Terjamin diwakili oleh Penerima 

Jaminan yang bersangkutan metalui permohonan Penjamlnan 

Kredit yang rnengatasnamakan Terjamin tersebut.506 

g) Kerja Sarna Pengendalian Kredit 

Terkait dengan salah satu prinsip Penjaminan Kredit sebagai 

pengganti agunan. maka pengelolaan atas Risiko kredit 

berjalan atau kredit yang dijamin merupakan kegiatan yang 

sangat penting dan diutamakan. Dalam praktik perkreditan, 

kegiatan pengawasan Krcdit dilakukao ofeh Kreditur, Mefalui 

perikatan Penjaminan Kredit, karena terdapat pihak ketiga 

yang juga bertanggungiawab terhadap kelancaran 

pengembalian Kredit:, mak.a untuk mengurangi Risiko 

terjadinya Kredit macet, pihak Penjamin juga melaksanakan 

fungsi pengendalian atau pengawasan Kredit, sebagaimana 

yang biasa dilakukan oleh Kreditur (Penerima laminan). 

Dalam hal ini. Penjamin bertindak sebagai mitra kerja pihak 

Penerima Jaminan, khususnya dalam rnenentukan tindakan 

preventif yang diperlukan dalam upaya-upaya penyelamatan 
-------

~ Berdasarhn hflsil wawuncara dengan Bapak Agus Priambodo sebagai Kepata Bagian 
Hukum pada t.anggar 3 November 2008. 
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Kredit501 Pada praktiknya, upaya pengawasan dilakukan 

dengan memperjanjikan dalam Perjanjian Penjaminan Kredit 

bahwa Penerima Jaminan diwajibkan menyampaikan laporan 

posisi sisa Kredit (outstanding) masing-masing Terjamin pada 

saat diminta o}eh Penjamin,501 

Terhadap Asuransi Kredit berlaku pula prinsip-prinsip umum 

asuransL Hal ini dikarenakan Asuransj Kredit merupaka.n bagian 

dari asuransi pada umumnya yaitu Asuransi Kerugian.309 

Prinsip umum asuransi yang juga beriaku bagi Asuransi Kredit 

adalah: 

a) Insurable Interest {kepentingan yang dapat diasuransikan} 

Dalam hukum asuransi, ditentukan bahwa apabila seseorang 

menutup Perjanjian Asuransi, yang bersangkutan harus 

mempunyai kepentingan terhadap objek yang 

diasuransikannya. Mengacu kepada hal tersebut, yang 

dimaksud dengan kepentingan (insurable interest) adalah: 

The legal right to insure arising out of a finallCial relationship 
recognized at law, between the insured and the subject matter 
ofinsurance,510 

Selanjutnya, disebutkan pula yang menjadi elemen~etemen 

dari insurable interest adalah: 

{a} A subjec_t matter ofin.surartce; 

5~7 Nasroon Yasabari dan Nina Kumia Oewi, <Jp,r:it., him. 21~22. 
saa Pasa! IS sampel Perjnnjian Penjaminan Kredit. 
~09 Asoransi kerugian ada!ah suatu perjanjirut asuransi yang berisikan ketentuan bahwa 

Penanggung mcngikatkan dirinyJJ: vnluk me!akukfm prestasi btnvpa membcrikan ganti kerugian 
kepada Terwnggung seimbang deugan kerughm yang dideri!a oleb pihak yllllg disebut terakhir, 
Beberapa cirri dari asunmsi kerugian antara lain adalah ke:pcntingannya dapat dinilai dengan uang 
(materiel belatig), dafam menentuknn gantl kerugian berlaku prinsip indemnitas,. sertt berlaku 
kctentuan tcntang subrogasi (Pasal 284 KUHD}. Lihat Sastrawidjaja, op.cit., hlm. 83. Dika!tkan 
dengan €15Uransi Krell it, Edy Putra Tje' A man menyat<Lkan bahwa Kreditadalah hal yang berkenaan 
dengan uang. Lihat Tjc Aroan, up.cit., him. 5L Persyarutan "dsp.at dinilai dengan uang" ini, oleh 
Emmy Pangar:ibuan Simanjuntak dinyatakan sebagai persyaratan )'ang lidak berlaku bagi 
pcrlanggung:m jiwa. Dalam hal!nl, bcliau mcmasukkan asunmsi Krec!it dalam kclompok asorunsi 
kerog.ian. Lihat Emmy Pangaribuan Simanjunlak (b), ap.cil., him. 36. 

S.l(t "Making the Contract", (The Chartcrcd ln~1Jrance lns{[utJ:; POJ Oktobet 1999), him. 
6/8 dalam Hukum Asuronsi da!am H11k11m Asurans.i, Kornelius Simanjun!ak. (Jakarta· PrQgram 
Pascasarjana Fakulllls Hukum Universitas Indonesia, 2008), him. 32. 
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(b) The policyholder must have an economic or financial 

interest in the subject matter of insurance; 

(c) The interest must be a current interest, not merc{y an 

"expectancy"; 

(d) The interest must be a legal interest. 511 

Mengenal insurable interest mendapatkan pengaturan datam 

Pasal250 KUHD yang berbunyi sebagal berikut: 

Apabila seorang yang telah mengadakan suatu perJarumn 
asuransi untuk diri sendiri, atau apabiia seorang yang 
untuknya telah diadakan suatu asuransi. pada saat 
diadakannya asuransi iru tidak mempunyai suatu kepentingan 
terhadap barang yang diasuransikan. maka Penanggung tidak 
diwajibkan memberikan ganti kerugian. 512 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Tertanggung 

dikatakan mempunyai "insurable interest apabila ketika Risjko 

yang dipertanggungkan muncul, fa menderita kerugian. 

Dengan kata lain, the policyholder must be in a position 

where they will suffer loss if the event which they have insured 

against occurs, m 

Apabila dikaitkan dengan asuransi Kredit. maka Kreditur 

mempunyai kepentlngan atas ketidakmampuan Debitur-nya 

untuk membayar utangnya.514 Dalam hal ini, Kreditur akan 

menderita kerugian apabila Kredit yang disalurkannya kepada 

Debitur itu tidak dapat dikembalikan (macet). 

Diharuskan ada kepentingan da!am Perjaqjjan As.uransi 

dengan maksud untuk mencegah agar asuransi tidak menjadi 

pennainan atau perjudian. Hat itu disebabkan, apabila tidak 

terdapat ket:entuan dernikian, seseorang yang tidak 

mempunyai kepentingan terhadap suaiu objek asuransi, akan 

dapat menutup asuransi terhadap objek tersebut Akibatnya, 

511 Kilnb Undang·undang Hukum Dagang, op.cir., Ps. 250. 
m "Making the Contract", !oc.cit., hlm. 6/7. 
51

" Sastrawidjajtt, op.clf., him. 66. 
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tanpa menderita kerugian orang tersebut akan rnendapat ganti 

kerugian a.pabiJa terjadi peristiwa yang menimpa objek yang 

dimaksud.s15 

b) Urmosr Good Foith (itikad baik) 

Prinsip utmost good faith terdapat dalam Pasal 251 KUHD 

yang berbunyi sebagai berikut: 

Setiap keterangan yang keliru at.au tidak benar, a!aupun setiap 
tidak memberitahukan hal yang diketahui oleh si 
Tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang 
demikian sifatnya. sehingga:~ seandainya sl Penanggung telah 
mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak 
akan ditutup atau tidak dltutup dengan syarat~syarat yang 
sama, mengakibatk:an batainya pertanggungan.516 

Dad uraian di atas dapat dikaiakan bahwa Tertanggung hams 

rnenyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk 

memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. sejujur­

jujumya, dan selengkap~Jengkapnya mengenai keadaan objek 

yang diasuransikan.517 Hal ini dikarenakan. tanpa kejujuran 

dari Tertanggung akan menyebabkan mjsrepresentasi. 

sehingga Penanggung dapat keliru dalam menga.mbil 

keputusan berkaitan dengan pertanggungan; apakah 

pertanggungan akan ditutup atau tidak, besamya premi yang 

dibebankan, dan syarat-syarat pertanggungan. 

Namun, sebenarnya ketentuan da.Iam Pasal 25 I KUHD 

mempunyai ke!emahan karena hanya membebankan itikad 

balk pada Tertanggung. Secara ideal, seharusnya prlnsip itikad 

baik ini diberlakukanjuga kepada Penanggung. Dalam hal ini, 

misalnya Penanggung memberikan penjelasan kepada 

Tcrtanggung mengenai risiko apa yang di~cover. Oleh karena 

m Ibid., him. 68-69, 
~ 16 Kitab Undang-und;mg l-iukum Dag:ang, op.cil., Ps. 251, 
111 Snstrawidjajn, op.cu,, him. 69. 
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itu, prhlciple of utmost good faith menentukan dua kewajiban 

pada para pihak dalam kontrak, yaitu: 

c. A duty not to misrepresent any matter relating to the 

insurance, i.e. a duty to tell the truth, 

d. A duty to disclose all material facts relating to the 

contract, f.e. a duty not to conceal anything which is 

relevant. JIB 

Apabila dikaitkan dengan Asuransi Kredit, rnaka pada pihak 

Penanggung misalnya harus memberikan penjelasan 

mengenai Risiko !credit apa yang menjadi tanggungjawabnya. 

Selain itu. Tertanggung tentu juga harus mernberikan data­

data yang benar berkaitan dengan Risiko kredit yang 

ditanggung oleh Penanggung. 

c) indemnity {ganti kerugian) 

Prinsip indemnitas terdapat da1am PasaJ 246 KUHD, yaitu 

pada bagian kalimat "untuk memberikan penggantian 

kepadanya ka.rena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya 

karena suatu peristiwa yang tak tertentu."519 

Asas tersebut menentul<an bahwa jumlah ganti rugi yang 

diterima oleh Tertanggung merupakan jumlah perseimbangan 

antara jumiah pertanggungan dengan nilai bend<~. 

pertanggungan dan kerugian yang diderita oleh Tertanggung 

sebagat akibat dari suatu peristiwa yang' tirlak tertentu. yang 

terhadapnya diadakan pertanggungan. 520 

Dalam pertanggungan pada umumnya, jumlah pertanggungan 

akan betjalan tetap sampai pertanggungannya bcrakhit. Lain 

halnya di dalam pertanggunganlasuransi Kredit; jumiah 

pertanggungannya, sejak pertanggungan ditutup hingga 

berakhlr akan berubah menurun. Hai ini terjadi, katena Kredit 

m "Utmost Good faith", foc,cil. 
~ 19 Sastrnwidjaja, op.clt., him. 70. 
no 'ije'Aman, op.cil. hlm. 54, 
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yang diterima Nasabah harus dikembalikan pada saat~saat 

yang tel.ah ditentukan, umumnya dengan cara penyicilan. 

Dengan demikian, pada saat~saat kemudian setelah 

pertanggungan itu diadakan. jumlah Kredh yang ditanggung 

oleh Penanggung a.kan menjadi semakin kecil. dan semakin 

kecil Rislko yang ditanggung berarti pula semakln kecil 

jumlah penggantian keruglan. Memperhatikan uraian di atas, 

maka jumlah ganti rugi di dalam pertanggunganlasuransi 

Kredit merupakan jumlah hasH dari perseimbangan antara sisa 

Kredlt pada saat tuntutan diajukan dengan jumlah Kredit yang 

dipertanggungkan dan kerugian yang diderita.521 

Dalam pmktiknya, besarnya Kredit yang dipertanggungkan 

oleh Bank, tidaklah seluruh Kredit yang dapat diterirna 

Nasabah, tetapi hanya sebagian dari maksimum Kreditnya. 

Dengan hanya sebagian saja yang dipertanggungkan, berarti 

pertlinggunganfasuransi Kredit yang terjadi daiam praktik 

Perbankan adalah pertanggungan di bawah nilai. 522 

Memperhatikan uraian di atas, maka dapat disimpulka.n bahwa 

jumlah ganti rugi di da!am Pertanggungan Kredit merupakan 

jumlah has!! dari perseimbangan antara sisa Kredit pada saat 

tuntutan diajukan dengan jumlah Kredit yang 

dipertanggungkan dan kerugian yang diderita. Oieh karena 

hanya sebagian saja dari makslriium Kredit yang 

dipertanggungkan, maka dalam hal terjadi kerugian, Bank 

masih memikul sebagian dari kerugian yang dideritanya. yang 

tidak mendapat penggantian kerugian dari Penanggung. 

Dengan dcmikian, sepanjang penggantian kerugian yang 

diterima oleh Bank hanya ('sebaglan" saja dari kerugian yang 

dideritanya, maka Bank masih punya hak untuk menuntut 

pemenuhan piutangnya kepada Nasabah, sebatas kcrugian 

yang dideritanya telah tertutupi. Selain itu sebagian lainnya 
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yang masih dapat dituntut pada Nasabahnya menjadi haknya 

Penanggung.121 

d,) Subrogation (subrogasi) 

Berhaknya Penanggung untuk menuntut ganti rugi pada 

nasabah bank adaJah berdasarkan subrogasi. Subrogasi dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

the right of one person. h(lVihg indemnified another under a 
legal obligation to do so, to stand in the place or that other 
and avail himself of all the rights and remedies of that other, 
whether already enforced or not.524 

Betkaitan dengan hal di atas. maka subrogasi menunjuk pada 

hak dari Penanggung yang telah memberikan ganti kerugian 

kepada Tertanggung (dengan meiakukan pernbayaran klaim) 

sesuai dengan kerugian yang diderita. Dalam ha! ini untuk 

mengernbalikan semua atau sebagian dari pembayaran klaim 

dengan mengambil aUh suatu hak altematif untuk menggantl 

kerugian yang dimiliki oleh Tertanggung.525 Mengacu pada 

hal tersebut,. adanya subrogasi dikarenakan peristiwa kerugian 

yang terjadi dlsebabkan perbuatan pihak ketiga. Oleh karena 

disebabkan pihak ketig~ maka seseorang yang menderita. 

kerugian dapat n:teminta pertanggungjawaban dari pihak 

ketiga atas kerugian yang disebabkan perbuatannya. 526 
. 

Se1anjutnya, seseorang yang menderita kerugian tersebut 

(Tertanggung) telah mengasuransikan kemungkinan 

timbulnya risiko yang menimhulkan kerugian tersebut Daiam 

rn Ibid., him. 55. 
s:z• "Subrogation and Contribution, (The Chartered Insurance fnsitute: P03 OkWbet 

1999), hlm, 1212 dalam H1rkum Asuransi. K.ornelius Simanjunta!c (Jakarta: Progrnm Pascasarjana 
Fakulw Hukum Universitas lndonesla, 2008), him. I 10. 

;2.5 In file comar i!f itm~ranc.e, :mbrcgatif)ll refers to lhe right Q{ an insurer who has 
indemnified an insured in respect of a particular loss (i.e, paid claim) to recover all or part cf t!IC 
claim paymenf by taking over any al!ematil't] righl fo indemnity which !he insured pb!Sesses. Lihal 
Ibid, 

.su Hal ini mcngacu pada Pasal 1365 KUHPerdata yang bertmnyi sebagai hcrikuc 
Tiap perbuaum melanggar hukum, yang membawa ketugian kepat.la seorang lain, mewajibkan 
oang yang karena salahnya mcncrbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebuL 
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hal ini, berarti Tertanggung mempunyai hak untuk meminta 

pertanggungjawaban pada pihak ketiga penyebab kerugian 

dan Penanggung. Nanmn, apabila Tertanggung memperoleh 

ganti kerugian dari dua pihak di atas, maka Tertanggung akan 

menerima ganti kerugian yang melebihi kerugian yang 

dideritanya, Mengacu pada hal tersebut maka subrogasi 

ada!ah penggantian kedudukan Tertanggung oleh Penanggung 

yang telah membayar ganti kerugian. dalam melaksanakan 

hak-hak Tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan 

terjadinya kerugian.m 

Dalam KUHD, pengaturannya terdapat dalam Pasal 284, yang 

menentukan bahwa: 

Penanggung yang membayar kerugian dari suatu benda yang 
dipertanggungkan rnendapat ::.-emua hak-hak yang ada pada si 
Tertanggung terhadap orang-orang ketiga mengenai kerugian 
itu; dan Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap 
perbuaran yang mungkin dapat meru~an hak dari 
Penanggung terhadap orang~orang ketiga itu. 

Berkaitan dengan itu, maka adanya subrogasi adalah untuk 

mendukung!memperkuat prinsip indemnity. Dalam hal ini, 

seseorang yang mender1ta kerugian (fertanggung) tidak 

berhak untuk mencari keuntungan dari kerugian yang 

dideritanya dan mendapatkan melebihi dari besarnya kerugian 

yang Ja derita. Dengan kata lain, tidak diperkenankan bagi 

sesoorang untuk rnelakukan penambahan kekayaan yang tidak 

dibeoarkan. 

Dihubungkan dengan Asuransi Kredlt, maka dalam ha"f Risiko 

kredit terjadi. pihak Debitur tidak dapat membayar kembali 

Kredit yang diterimanya, Bank!Kreditur sebagai Tertanggung 

dapat meminta ganti kerugian kepada Penanggung. Dengan 

dibayamya ktairn oleh Pcnanggung kepada Tertanggung, 

m SasLrawidjaja, op.cit,, !t!m. 74-75. 
5
'
8 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, op.cit., Ps, 284. 
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tidak mclepaskan tanggung jawab Debitur untuk melakukan 

pengembalian Kredit. Dalam hal ini, Penanggung yang telab 

membayar kiaim akan menggantikan posisi Kreditur untuk 

rneminia pertanggungjawaban Debitur dalam mengembaiikan 

Kredit.'m Oleh karena dalam Asuransi Kredit hanya sebagian 

dari maksimum Kredit yang dipertanggungkan, maka 

subrogasi bngi Penanggung bersifat terbatas. 

Mengenai hal ini Emmy Pangaribuan Simanjuntak 

menyatakan bahwa: 

" .. , tidaklah ada jalan lain yang Iebih adil Iagi untuk 
menerapkan subrogasi itu terbatas yang berarti kalau 
penggantian kerugian itu hanya untuk sebagian saja dibayar 
oleh Penanggung, maka hanyalah dapat disubrogasikan untuk 
sejumlah kerugian yang telah dibayarnya itu dan hak-hak 
selebihnya dari Tertanggung terhadap orang~orang ;;;,ang 
bersalah itu masih tetap dipegang Tertanggung sendirL." 30 

Dalam pra.ktik, penuntutan hak Penanggung yang ada pada 

Debitur Bank/Debitur Tertanggung berdasarkan subrogasi, 

dilakukan oleh Bank. DaTam hal ini, Tertanggung 

mengusahakan segaia sesuatu untuk penyelesaian Kredit 

dengan me1akuk.an upaya-upaya pencairan agunanljaminan 

Kredit dan/atau harta milik iainnya atau tagihan yang dapat 

diuangkan atau setoran/pembayaran dari Debitur Tertanggung 

dan hal ini dinyatakan sebagai basi! penyeJesaian Kredit 

·.(recovery). Setelah Nasabah Debitur memenuhi segala 

kewajibannya pada Bank, barulah dibagi untuk Tertanggung 

dan Penanggung secara proporsional menurut perbandingan 

antara kerugian yang diderita oleh Tertanggung pada saat 

'1~1Je'Am:.m, op.dl., h!m. 57, 
510 Simanjuntak (a), op.cff .• hlm. 76. 
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timbulnya hak Tertanggung untuk mengajukan kiaim dan 

penggantian kerugian yang telah dibayar oleh Penanggung.531 

Seperti diuraikan sebelumnya, baik dalam Asuransi Kn:dit 

maupun Penjaminan K.redit dikenal adanya subrogasi. Namun, 

terdapat perbedaan antara diantara keduanya. Dalam 

Penjaminan Kredit, 1"seorang pihak ketiga" daiam Pasal 1400 

KUHPerdatam berarti orang yang menggantikan pihak yang 

531 8erdasllrl<:an Pasal 17 tentang Subrogasi dan Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Dalam 
Petjanjian Asuransi Kredil a.ntara PT Askrindo {Penanggung) dan Bank (Tertanggungh d!sebutkan 
bahwa: 
(l) Dalam O<tl Penanggung telah melaks.lnakan pembayaran klaim atas: Kredil yang 

dipertanggungkan menurut keteotuan sebagaimana ditelapkan dalam perjanjian ini, 
Penanggung menggaotikan Tertanggung dan oleh karenannya Tertanggung bertanggung 
jawab untuk setiap perbuatao yang dapat merugikan hak Penangguog terhadep Debltur 
Tertanggung. 

{2) Dengan tidak mengurangi ade.nya ketentuan sebagaimaoa tersebut pada ayat (1) Pasal ini 
maka dalam pelaksenaannya Tertanggung wajib meogusahakan Segala sesuatu untuk 
penyelesaian Kredil dengan melakukan upaya-upaya pencalran- aguna:n.jaminan Krcdlt 
danlatau har!.a milik lairmya atau tagihan yang dapat diuangkan 3tau setoranfpembayanm dari 
Oebitur Tertanggung dan hallnl dinyatakan sebagai hasfl penyelesaian Kredit (rcccvery). 

(3) Hasil peoyelesaian Kredit (recovery) sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini akan dibagl 
-untuk Tertanggung- dan Penanggung seeara proposional menurut perbandingan antara 
kerut;inn yang rliderita oleh Tcrtangg_ung padlll saal limbulnya bak Tertanggung untuk 
mengajukan kfalm dan penggantian kcrugian yang telab dibayar oleh Penanggung. 

(4) Setoran yang merupakan hasil peuyejesa:ian Kredil (recovery} dari Debitur Tertanggung 
kepada Tertanggung sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, wajib dilimpahktUl dan 
telah masuk ke rekening PenangjJ,llng dalarn batar; waldo 60 (cnam puluh} hari sejak 
<litc:rimanya. 

(5) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hat! seWran sebagaimana tersebut pada ayat (4) Pasal 
ini bclum <lilimpahkan kepada Penan,ggung. maka Tertanggung diken<~:kan biaya .administrasi 
yang besarnya dibitung berdasarkan rumus: 
Hari. bun.ga keterlambatan dibagi 30 {tiga pulph) hari diblikan persezll.ase b\lnga per bulan 
untuli'>Kredil atas ·nama tkbitur Tertanggung yang bersangkutan dikalikan juml;th recovery 
yang sebarusnya_ dilimpahkan kepada Penanggung. 

(6) Untuk setir~p pelimpahan recovery sebagaimana climaksud pada ayat ( 4} f>asal ini, Penanggung 
memberikan collecting foe kcpada Tenaoggung: sebesar 2% (dua 'persen) dari jumlah 
pelimpahan tersebut. 

(7) Pelaksanaan pembayaran callecting fee didasarkan alas adanya sura.t permintaan dari 
Tertanggung kepada penanggng yang diajukan setiap trlwulan dengan menggunakan formutir 
sesuai dengan lampi;an VI Perjanjian ini. 

(8) Penghapusbukuan terhadap hutang Debitur Tertanggung oleh Tertnnggung tidak mernerlukan 
persetujuan Penanggung. 

(9} Bilamana Pcnanggung sedang mcmproscs penyelesaian klnim, terdaput hasll pencairan 
llgunan!jaminan Kredit dan/atau hart:a milik !ainnya atau terdapal tagihan yang dapat 
diuangkan atau tedapat seLOrartlpembayaran dari Debitur Tertanggung setcla:lt limbolnya bak 
mengajukan klaim, maka segenap pembayaran tersebut dinyatakan sebagai hasil penyclesai1m 
Kredit (recovery) 

m Pasal 1400 KUHPerda!a: 
Subrogasi atau pengganlian hak-hak si berpiulang olch ~eoraog_Jlih!!k~ yang mcmbayar 
kcpada si bc-rpiutang itu, terjadi bnik dcngan pcrsetujullll maupun demi Undang-undang, (kursif 
oleh penellti) 

Unlversitas Indonesia 

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



162 

berpiutang (Kreditur) dalam suatu Perjanjian Penjaminan 

Kredit. Di sisi lain, daiam subrogasi asuransi "orang-orang 

ketiga" sebagaimana disebut dalam Pasal 284 KUHD513 

ada!ah pihak yang mempunyai tanggung jawab harus 

membayar terhadap orang yang mengg;antikan pihak yang 

mempunyai hak, 514 Dengan kata lain, dalam Perjanjian 

Penjaminan Kredit, hak subrogasi ada pada Penjamin!Pemberi 

Jaminan sebagai pihak ketiga, sedang:kan dafam Asuransi 

Kredit, hak subrogasi ada pada Penanggung sebagai pihak 

kedua dalam Perjanjian Asuransi Kredit.535 

4.3.2 Keunggulan dan Kelemahan antara Penjaminan Kredit dengan 

Asuransi Kredit 

Keunggulan dalam Penjaminan Kredit terkait dengan prinsip kerja 

sama pengendalian. Da!am Penjamlnan Kredit, untuk mengurangi Risiko 

terjadinya Kredit macet. pibak Penjamin ikut me!aksanakan fungsi 

pengendaiian atau pengawasa.n Kredit. sebagaimana yang biasa dilakukan oleh 

Kreditur (Penerima Jaminan). Kegiatan pengawasan Kredit pada dasarnya 

ditujukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Kredit sesuai dengan rencana 

dan ketentuan yang disepakati bersa.ma dan untuk rneminimalkan Risiko 

kegagalan Kredit. Kegiatan pengawasan Kredh yang dilakukan oleh Penjamin 

pada dasarnya menggunakan sumber data atau infonnasi dari Bank itu sendiri 

s-elain dari data dan/atau informasi langsung dari Terjamin-'daii dari sumber 

Jainnya.536 Pada praktiknya, upaya pengawasan dilakukan dengan 

memperjanjikan dalam Petjanjian Penjaminan Kredit bahwa Penerima Jaminan 

diwajibkan menyampaikan laporan posisi sisa Kredit (outstanding) masing~ 

m Pasal 284 KUHD: 
Penan,ggung yang membayar kerugian dari suatu benda yang dipenanggungkan mendapal 

semua hak~hak yang ada pada si Terttmggung terhadap gmng•omng keliga mengenai kerugian itu; 
dan Tertanggung lrertanggung jawab untuk: setio.p perbuatan yang mungkin dapat memgikan hak 
dari Penan~ng terbadap 001ng·ornng kcliga itu. (kursif olch pencliti) . 

.u Richard Haulussy, "Hak Subrogasi ditn Pelaksanaannya dalam Asuransi Kopal Lout 
(Suatu Tlnjauan Kasus Gugatan Perdata at~!ara PT Asuransi Aegis lndonesla Mclawan Irwan 
H~runsyah)," (Tesis Magister Hulrum Universitas Indonesia, Jakarta 2006), him. 12:5. 

m Muhammad, op.cif., him. 113. 
1

J
6 Nasroen Yasabari dan Nina Knmia Dewi, op.cir., him. 74. 
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masing Terjamin pada saat diminta oleh Penjamin.537 Adanya kerja sama 

pengendalian Kredit tersebut merupakan keunggulan dari Penjaminan Kredit 

yang tidak terdapat dalam Asuransi Kredit. 

Mengacu pada prinsip kelayakan usaha yang dianut dalam Penjaminan 

Kredit, maka Penjaminan Kredit hanya akan memberikan Penjaminan kepada 

Calon Terjamin dengan penelitian yang sangat mendalam dari berbagai kondisi 

dan keadaan usaha serta untuk mengenal reputasi yang bersangkutan. Dalam 

Penjaminan Kredit, pihak Penjamin melakukan penilaian atas kelayakan usaha 

CaJon Terjamin dan penilaian terhadap keadaan dan kemampuan keuangan 

pengusaha Calon Terjamin, tennasuk karakter dan riwayat kredit (bila 

memungkinkan).538 Tujuan penilaian tersebut untuk mengetahui apakah Kredit 

yang akan diterima layak dijamin atau tidak. Melalui hasil analisis kelayakan 

Penjaminan, selanjutnya dapat diketahui apakah Caton Terjamin layak 

(feasible), menguntungkan (profitable) serta Kredit dapat dilunasi tepat 

waktu.s39 Sebagaimana penilaian yang dilakukan oleh Perbankan atau 

Lembaga Pemberi Kredit lainnya kriteria penilaian kelayakan usaha CaJon 

Terjamin oleh LemQaga Penjaminan atau CaJon Pemberi Jaminan Kredit juga 

menggunakan kriteria 5C, yaitu characte,.140, capacityw, capitaf42, condition 

of econom;l41 dan collateral544
• Selain itu, penilaian kelayakan Penjaminan 

537 Pasal 15 sampel Perjanjian Penjaminan Kredit. 
538 Nasroen Yasabari dan Nina Kumia Dewi, op.cit., him. 43. 
539 Ibid. · 
54° Character (karakter) adalah keadaan watak atau sifat dari Nasabah, baik dalam 

kehidupan schn;i-hari atau pribadi Nasabah maupun dalam lingkungai"r usaha. Kegunaan dari 
penilaian lerhadap karakter ini adalah mengetahui sampai sejauh mana itikad baik atau kcmauan 
Nasabah untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay). Lihat Ibid, him. 44. 

541 Capacity (kemampuan) merupakan penilaian yang mempcrtimbnngkan faktor-faktor 
sumber daya yang dimiliki Calon Terjamin atas usaha yang dikelolanya. Kegunaan penilaian ini 
adalah untuk melihal kemampuan membayar kewajiban Kredit (ability to pay). Lihat Ibid., him. 
46. 

542 Capital (modal) adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh Calon 
Terjamin. Penilaian terhadap modal Calon Terjamin lcbih mcnckankan padn struktur modal yang 
dimiliki oleh pengusaha tersebut. Kegiatan penilaian ini dilakukan dcngan mclihat laporan 
keuangan yang mencerminkan struktur modal yang sehat dari usaha tersebut. Lihatlbid., him. 47. 

S'!J Condition of &onomy (kondisi ekonomi) merupakan penilaian tcrhadap kondisi 
ckonomi di lingkungan tempal usaha dan kondisi ckonomi sccara makro. Kondisi ekonomi yang 
dipertimbangkan dalam kelayakan scbuah usaha meliputi kondisi ekonomi yang mendukung 
maupun kondisi lainnya yang bersifat negatir. Lihat Ibid., him. 48. 

SH Mengingal salah salu prinsip Penjaminan Kredit adalah sebagai substitusi atau 
pengganti agunan Kredit (collateral substitution), maka penilaian lerhadap keberadaan jaminan 
atau agunan Kredit dari seorang Caton Tcrjamin bukan menjadi hal yang utama dalam pcncntuan 
kelayakan Penjaminan. Berdasarkan hal tersebut, pada dasamya pcnilaian tentang collateral ini 
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juga dapat dilakukan dengan menila! seluruh aspek usa:ha Calon Terjamin yang 

meliputi aspek Iegalitas545
, aspek produksi546

, aspek manajemen547
, aspek 

pemasaran54
1l dan aspek keuangan.549 

Penelitian yang mendalam terhadap berbagai keadaan usaha serta 

reputasi Calon Terjamin dalam Penjaminan Kredit menjadi faktor 

kelemahan. Hal ini dikarenakan berbagai kondisi dad UMKMK yang 

pengeJolaannya masih banyak dHakukan secara tradisionat atau belum 

mempunyai pengelolaan manajemen yang rapidan modem. 

Hal yang berbeda terdapa:t dalam Asuransi !Credit, pihak 

underwrite!50 atau Perusahaan Asuransi tidak melakukan penelitian yang 

mendalam terhadap Debitur Tertanggung atas berbagai aspek usaha dan 

reputasinya. Ofeh karena itu, hal ini menjadi keunggulan dari Asuransi 

Kredit. Pertimbangannya, dikarenakan pada saat proses pemberian Kredit, 

pihak Kreditur juga sudah melakukan penelitian, sehingga pihak Penanggung 

asuransi sudah lebih merasa nyaman. Selain itu dikarenakan asuransi 

mengenal prinsip insurable interest) yaitu apakah seseorang yang menutup 

perjanjian asuransi mempunyai kepentingan terhadap objek yang 

leblh menitlkberolkan pada tingkat keperoayaan Penjamin kepada Culcm Terjamin dal11m 
meajalankan us.ahacya, khususnya dalam hal kepastian sumber pengembalian Kredit di luar 
rencana RCOdapetan penjua!an usaha tersebuL Lihat Ibid., him, 50. 

m Dalam menilai aspek legalitas usaha, maka Penjamin akan memestika.n keabr.altan 
usaha yang dijalankan eaton Terjamin termasuk badan hukwn usaha tetsebut. Untuk Ca!on 
Terjantin perorang.an, pe11ilaian dllakukan untuk melihat cakap atau tidaknya yang_ bersangkutan 
berhubungan <lengan Sunk dan lembaga Penjamin, karena Kredlt dan Penjaminan Kredit 
menyangkut hukum perika!anlperjanjian. Lihat ibid,, him, 31. · 

~" Untuk mendapatkan keyakinan akan ke!ayakan Penjaminan, Penjamin berhak menilai 
aspeL: teknis dm produksi yang dimi!iki oleh Cnlon Tetjamln.. Bebenlpa hal yang perlu ditlnjau 
dafam aspek ini misalnya gedungftempat !okasi usaha, pcralatan dan mesin yang, dimiliki dan 
proses produksi, tckno!ogi yang dtgunakan, bahan baku, hahan pcmbanUt, kcadaan tena.ga kcrja 
dan lain-lain.. Lihat Ibid., blm. 52. 

Hi AsPek manajemen mcnekankan penilaian kelayakan Penjaminan Kredit pada apal<ah 
usaha !etsebut tetah dikelola dengan baik sesuai dengan nonna organisasi dan biSilis. Uhat Ibid., 
him. S3. 

su Penilaian terhadap aspck pemasaran pada dnsarnya adalah rnenilai kelayaknn 
pemberian Penjaminan karena faktor kemampuan Calon Terjamin da!am memasarkan produk 
usaha ya~ dihasilkan. Lihat Ibid., h!m. 55. 

Penilaian kondisi keuangan Caton Terjamin sesungguhnya merupnkan penHaian 
capital atau permodalan dalam kritcria JC dua hal pcntiag dalam aspek keuangan lni ada!ah 
korn.lisi keuagan CaJon Tcrjnmin di ma.sa lalu dan proyeksi kondisi kcuangan di masa yang akan 
dating setclah Kredil dlbcrikan. Liftat fbid, him, 56. 

'~ Undenvriter is 011 inswer..compony employee who is respqnsible for determining 
wlretlwr 10 issue a polfcy and rhe amoum Ia c/large for ihc cov-erage provided. Lihat Gamer, ed,, 
ap.cit., hlm.l562. 
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diasuransikannya, Jadi, Bank sebagai Tertanggung mempunyai kepentingan 

atas ketidak.mampuan Debitur-nya untuk membayar utangnya.551 Hal ini 

berarti Bank akan menderita kerugian apabila Kredit yang disalurkannya 

kepada Debitur tidak dapat dikembalil<an (maeet). 

Berkaitan dengan masalah pembayaran klaim, dapat dikatakan bahwa 

dalam Asuransi Kredit prosesnya iebih sukar dibandingkan dalam Penjaminan 

Kredit Dalam Asuransi Kredit, pembayaran klaim dilakukan setelah diketahui 

sebab~sebabnya (bahaya yang menyebabkan). Bahkan, untuk mengetahui 

sebab-sebab yang menyebabkan Risiko tersebut timbul, Penanggung akan 

melakukan penelitian lapangan yang mendalam. 552 Dalam Perjanjian Asuransl 

Kredit diatur secara terperinci sebab-sebab terjadlnya Risiko kerugian yang 

ditanggun~5J dan tidak ditanggung oleh Penanggung.s-54 Jadi, apabila Risiko 

m Saslrawfdjaja, op.cit., him. 66. 
m Betdasarkan hasil wawanca111 dengan Legal Officer Bank Nlaga pada tangga! 30 

Oktober 2008. 
5H Pesal 5 Pcrjanjian Asuransi Kredit Dank untuk KUK antara Tertanggung dengan PT 

Askrlndo. 
Risiko Kerug!an yang Dil.ailggung 
Penanggung hanya depat di~ibkan memberikan penggantian kerugian kepada Terta11ggung. 
bilamana kewajiban yang diderita olefl lertanggung disebabkari oleh selah satu dari hal·hal 
berikut; 
(l) Debitur Tertunggung tidak melunasi Kreditnya kepa.da Terlanggung pada saat Kredit yang 

bersangkutan jatuh tempo. 
{2) Debitur Tertanggung dinyat.akan dafam lre.adaan insolvent dan untuk itu harus memenubi 

salah satu dari hal-hal berUrut: 
(i)_ Debitur Tertanggung dinyatakan pailitoleh Pengadllan Negeri yang berwcnang~ 

(ii) .Dcbitur Tertanggung d!kenaku.n llkuidasi berdasntkan keputusan Pengadilatt yang 
berwenang dan untuk itu telab ditunjuk !ikuidatur; 

(i.!i) Debitur Tertanggung sepanjang bukan Badan Hukum dltempatl«m d't bawah 
pengampuan. 

(3) Debitur Tertanggung meninggal dunia dan ahli warisnyalidak mampu me!unasi Kreditnya 
kcpada Tcrtanggung; 

(4} Dehitur Tcrt.anggung me!arikan dirilntengltilangltidak lagi dlketahui almatnya; 
(S) Khusus untuk Kredit yang: bersifat investasi dengan jangka wakt.u lebih dari I (satu) tahun 

adalah termasuk terjadinya penarikan kembali fasilitas Kredit sebelum jangka waktu Krtdit 
herakhir, dcngan .syaral bahwa p<:narikan kembali fasili~ Kredil tersebut mcmcnuhi ~alah 
satu ketenluan berikut: 
(i) Dimaksudkan untuk mencegah atuu mengurangi tcrjadinya kerugian yang lebih besar 

apabila fasllilas Kredit tersebut tetap dilanjutkan; 
(ii) Dlsebabkan terdaptlt ketidaksesuaian nlau penyimpangnn yang dilakukan filch Debitur 

Tert::mggung alas pclaksanaan penggunaan Kredit d<U'i ketenloon~ketentuan yang 
tercantum dalam Perjanjian Krcdil unlara Tertanggung dengan Debitur Thrtanggung. 

(6} Akibet bencuna alam antara lain bnnjir, gunung mcletus dftn gcmpa bumi yang mettimpa 
Debimr Tcrtanggong dan/atau usahu Dehitur Tcrtanggung yarlg sceara langsung ataupun 
Hdak !nngsung: mempengaruhi dan mcngakibatkcm Debitur Tertunggung tidak OOpat 
melunasi Kredimya. 
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kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh hal-ha! yang ditanggung oteh 

Penanggung. maka klaim tidak akan dibayar. Di sisi lain, dalam Penjaminan 

Kredit, pembayaran klaim dilakukan setelah terpenuhi syarat Penjaminan yang 

diatur dan disepakati dalam Sertifikat Penjaminan dan faktor penyebab 

terjadinya Risiko kredit tidak dibayar tidak disebutkan secara terperinci seperti 

dalam asuransi Kredit Dalam SP3K Jnduk hanya disebutkan bahwa Bank 

berbak mengajukan klaim apabila Nasabah meninggai dunia tetapi bukan 

disebabkan karena bunuh diri dan Nasabah diberhentik.an dari tempat kerja 

(PHK) tetapi bukan disebabkan karena tindakan melawan hukum. 

Walaupun proses pembayaran kiaim dafam Asuransi Kredit cenderung 

lebih sukar, narnun rnasalah kepastian klaim akan dibayar lebih Terjamin di 

dalam Asuransi Kredit dibandingkan dalam Penjaminan Kredit, yaitu dengan 

cara reasuransi.555 Reasuransi merupakan suatu perjanjian yang diadakan 

154 Pasal 6 Perjanjian Asuransl Kredit untuk KUK untara Tertsnggung dcngan PT 
Askrindo. 
Risiko Kerugian yang Tidak Dilang:gung 
Penangsung tidak menanggl.lllg Risik<l kerugian, dalam hal kerugian sebagaimana tetsebut pada 
Pasal 5 Perjanjian lni disebabkan oleh salah satu dad hal-hal berikut: 
{l) Reaksi nuklir. sentuhan radio aktlf, radiasi, re.aksi inti atom yang mempengarnlli dan 

mengakibatlrnn kegagalan usaha Debitur Tertanggung untuk melunasi Kredit tanpa 
memundang bagaimana dan dimanu teijadinya; 

{2) Kerugian yang diderita Dcbitilr Tertanggung yang disebabk.an oleh Risiko-Risiko yang wajib 
dilutup pcrtanggungrumya dengan Banker's Clausr: dengan jenis pertangguogan sebagai 
berlkut: 
(i) Polis Standard Kehakaran lndonesia.; 

{il) Polis kendaraan Bermoi.Or Indonesia dengan kondist Total Lass Only atnu All msk; 
{iii) Polis Asuransi Rangka Knpai Laut (Marine Hull Policy) dengan kMdisi Total LWJS 

Only&tau All Risk; 
(lv) Po!is Asuransl Peog,angkut.an Barang (Marine Cargo Pelley); 
polis asuransi kerugiao sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan dengan nilai penulutya 
(fully Jnxured), a tau minimal sama dengan pokok Krcditn:y11. 

(3} Tcrjadi salah satu Risiko politik yang mempengaOJhi dan mcngakibatkan kcgagaltm usaha 
Oebitur Tertansgung untuk melunasi Kreditnya, yaitu: 
(i) Oemonstr~l. pergolako.n massa, pemogokan danlatau pemboikotan tanpa memandang 

bagaimana dan <limana tetjadinya; 
{li) lnvasi atau infiltrasi musuh; 
(iii) Keadaan pcrang baik Pemerinlah lerlibat secam langsung (fislk) maupuntidak terlihat 

secara langsung dcngan Negara lain; 
(iv) Perang saudara a.tau pemberootakan terhadap Pcmcrintah; 
(v} Tindakan tldak t>ersahabat yang di!akukan oleh sualU kekua:;aan Neg:nra asing; 

(vi) Tindakan hukum yang dilaku!wn oleh Pemerintah terharlap Dehilur Tertanggung 
dan/atau usaha Debltur Tertanggung, yang kang3tmg mempengarubi dan mengal:.ibalkan 
Debitur Tertanggung tidak dapat melunasi Kreditnya. 

( 4) Den can a alam yang oleh Pemerintah dinyatakan sc:bagai bencan& a!am naskmal. 
~$S Reasuransi (asuransi ulang) diotur dal:.!m Pasal 271 KUHD. Pasal ini menentukan 

bahwa Penanggung selrunanya bcrhak unluk mcngasuransikan lagl apa yang telah ditanggungn:ya. 
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antara pihak pertarna yaitu Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung Pertama 

dengan pihak kedua yaitu Perusahaan Reasuransi sebagai Penanggung Ulang 

(reinsurer).556 Penanggung Ulang, berdasarkan perjanjian tersebut menerima 

premi dari Penanggung yang jumlahnya ditetapkan tebih dulu. dan 

Penanggung Uiang bersedia untuk membayar ganti kerugian kepada 

Penanggung Pertama, bilamana Penanggung Pertama membayar ganti kerugian 

kepada Tertangung sebagai akibat asuransl yang dibuat anatara Penanggung 

dan Tertanggung. Ini berarti, bahwa dalam Perjanjian Reasuransi, Penanggung 

Pertama mengasuransikan lagi Risiko yang menjadi tanggungannya ltu kepada 

Penanggung Ulang.551 

Dengan mengadakan reasuransi, kedudukan Penanggung bertambah 

k:uat karena ada pihak lain, yaitu Penanggung Ulang yang mendukung 

Penanggung bahwa kerugian Tertanggung pasti dapat dibayar jika terjadi 

Evenemen yang menimbulkan kerugian.558 Mengacu kepada hal tersebut, 

datam hal ini PT Askrindo bekerja sa:ma dengan reasuransi internasional dan 

domestik untuk rnemperoleh back up reasuransi. 519 Dengan adanya reasurans~ 

Tertanggung akan mendapatkan jaminan terhadap kepentingannya (berupa 

ketidakmampuan Debitur untuk membayar utang) bahwa Tertanggung tidak 

akan dirugikan oJeh ketidakmampuan Penanggung rnembayar klaim. Dengan 

kata lain, reasuransi memberikan kepastian kepada Tertanggung mengenai 

kemampuan Pcnanggung membayar klaim. Bagi Penanggung, reasuransi 

memberikan manfaat bahwa _ Penanggung tidak akan kehilangan nama baik 

karena ketidakmampuan membayar kerugian kepada Tertanggung, sebab ada 

Penanggung Ulang yang akan mengatasinya. 560 

Mengacu pada hal di atas. sebenamya dengan keluamya Peraturan 

Ptesiden Nornor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan d~ Peratutan 

Menteri Keuangan Nom or 222/PMK.O I 012008 tentang Perusahaan 

Piilak yang mengasuransi!rnn itu adalail Penanggung sertdiri, sedangknn yang menjndl kepentingan 
adalah tan~ungjawab Penanggung dalarn asuransi pertnma. Llhat Muhammad, ap.cit .• him. 151. 

$ Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan tfsuransi, eeL V, (Jakarta: Sinar 
Orafika, 2008), btm. 148. 

m Muhammad, lac" cil. 
%9Jhid,hlm. 152. 
159 http://www .askrinOO.com 
~ro Muhammad, op.ci1 .• him. 154. 
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Penjaminan Kredit dan Perusahaan Peqjaminan Ulang Kredit telah diatur 

mengenai Penjaminan Ulang Kredit.561 Namun, sampai saat ini Perusahaan 

Penjaminan Ulang Kredit di Indonesia belum ada. Oleh karena itu, dalarn 

hal penempatan rtsiko penjaminan, Perum Jamkrindo bekerja sama dengan 

Perusahaan Asuransi, yang salah satunya adalah dengan PT Askrindo. 

Dengan demikian, kegiatan Asuransi Krcdit dapat membantu kegiatan 

Penjaminan Kredit dengan cara mempertanggungkan risiko kredit macet 

yang telah mendapatkan Penjaminan Kredit, 562 

S<>J Re..gtUU'cmec. adlilah kegiatan Penjaminnn Ulang yang diberikan oleh sebual\ lembsga 
Penjaminan u!ang (reguaranlor) kepada Lembaga Penjamin Kredit (guarantor) yang melakukan 
kegiatan f'enjaminan Kredit. Prnktlk Penjaminan ulang d!rnaksudkan untuk memelihara kekuatan 
dan keberlanjutnn !embaga Penjaminan dno kcgiatan l'enjaminan Kredit UMKMK. Penjaminan 
ulang dilakukan untuk scjumlah porsi lertentu atas Pcnjamtnan awal yong dibcrikan olch Lembaga 
Penjamin Kredi! (LPK} kepada Terjamin. Lembaga Penjamlnan Kredll Ulang (LPKU) menerima 
sejumlah re-guaraniee fee dari LPK dan se!anjulnya bertanggung jawab terhadap pcmbayaran 
ldalm re~guarantec setelah LPK membayar kewajiban klaim Penjaminan. Selanjutnya dari 
subrogasi yang diterima oleh LPK akan diteruskon kembali seelr1l proporsional kepada LPkU 
sesuai porsi Penjamirnm Ulang yang diberikan, Vikar Husin <vikar I'!Jll@;yl:lhoo.com>, 
"Pcrtanyaan tcntang Jamkrindo,'' e-mait kepada Hal ida Nurina, 11 Juni 2009, 

561 Tidak semua Kredit diasurallSikan, terganlung pada jcnis Kredltnya. Vikar Husln 
<vi!sQr my@:z:ahQQ&.Qm>, "Pett:myaan tentang Jamkrindo," e·mail kepada Hnlida Nurtna. 11 Junl 
2009. 
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S.l Kesimpulan 

BAB5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Penjaminan kredit rneiaiui Perum Jamkrindo masih diperlukan dalam 

pemberian kredit oleh Bank Niaga kepada KPRl·GR walaupun KPRI·GR 

telah menjaminkan piutangnya secara fidusia atas pemberian Kredit 

tersebut. Dasar pertimbangan hukumnya. adalah Objek Jaminan Fidusia 

berupa piutang dengan nilai Penjaminan minimal sebesar Rp 

400.000,000,- (em pat ratus juta rupiah) belum culwp dengan mengingat 

beberapa ke!emahan dalam eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam 

Pasal 6 ayat (I) Akta Jaminan Fidusia No. XX tanggal 5 Mei 2006. 

Selain itu, dasar pertlmbangan hukum lairmya adalah dengan adanya 

Penjaminan Kredit, maka Bank Niaga memperoieh segala kebaikan dari 

adanya jaminan yang bersifat perorangan. Dalam hal ini, yaitu 
• dilepaskannya hak istimewa Perum Jamkrindo berdasarkan Pasal l83l 

dan 1832 sub I KUHPerdata agl!f harta benda KPRI-GR lebih dahulu 

disita dan dilelang/dijual untuk melunasi hutangnya seperti tercantum 

dalam Sertifikat Penjaminan Kredit. Oleh karena itu, dengan adanya 

Penjaminan Kredit melalui Perum Jamkrindo, KPRI-GR dinyatakan 

bankable sehingga pada akhimya dapat mernperoleh kredit yang 

bcrsangkutan. Sementara ltu, Bank Niaga pun akan merasa aman atas 

kredit yang disalurkannya kepada KPRI-GR. Hal ini dikaitkan dengan 

kondisi ketika Kredit tersebut mengalami kemacetan, Bank Niaga daput 

menuntut langsung Perum Jamkrindo untuk membayar klaim. 

2. Akibat hukum yang timbul dengan adanya Penjaminan Kredit adalah 

ketika terjadi Kredit macet. Perum Jamkrindo sebagai Penjamin wajib 

membayar klaim sebesar 75% dari kerugian yang diderita kepada Bank 

Niaga sebagai Penerima Jaminan. Atas pembayaran k!aim tersebut, 

Penjamin memiliki hak subrogasi yang besarnya sebanding dengan 

besarnya klaim yang dibayar. Dalam hal ini, Penjamin menggantikan 
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hak-hak Bank Niaga (Kreditur/Penerima Jaminan) atas KPRI-GR 

(Debiturtrerjamin ). 

3. Terdapat beberapa perbedaan antara Penjaminan Kredit dan asuransi 

Kredit Pertama, Penjaminan Kredit melibatkan pihak Penjamin, 

Penerima Jaminan atau Kreditur, dan Terjamin atau Debitur. sedangkan 

dalam asuransi Kredit terdapat pihak Penanggung dan Tertanggung. 

Kedua. Penjaminan Kredit merupakan perjanjian accessoir pada 

perjanjian pokoknya (Perjanjian Kredit). Sementara itu. Perjanjian 

Asuransi Kredit ada!ah perjanjian pokok Ketiga, dilibat dari tujuan 

utamanya, kegiatan Penjaminan Kredit dimaksudkan untuk 

menjembatani kepentingan Terjamin dari sisi penggantian agunan dan 

kepentingan Penerima Jaminan untuk menyalurkan Kredit. Berbeda 

dengan Penjarninan Kredit. tujuan utama kegiatan Asuransi Kredit 

hanyalah melindungi kepentingan pihak Tertanggung atas kerugian yang 

mungkin akan dideritanya. Keempat, produk Penjaminan Kredlt adaiah 

Sertifikat Penjaminan, sedangkan Asuransi Kredit adalah polis. Kelima. 

jasa Penjaminan diterima dengan dibayarkannya sejumlah fee a tau imbal 

jasa Penjaminan. Sementara itu. jasa asuransi diterima dengan 

dibayarkannya sejumJah premi asuransi. Keenam~ prinsip~prinsip 

Penjaminan Kredit terdiri dari: kelayakan usaha. peJengkap perkreditan, 

pengganti agunan1 pengambilaiihan sementara Risiko kredit mace4 

piutapg subrogasi, keterlibatan tiga pihak, kerja sama pengenda!iao 
--- ' 
KreQit Di sisi lain, prinsip-prinsip yang terdapat dalam Asuransi l&edit 

adalah: insurable interest {kepentingan yang dapat diasuransikan), utmost 

good faith (itikad baik), indemnity (kerugian), dan subrogation 

(subrogasi). 

Seiain itu, Penjaminan Kredit dan asuransi Kredit mempunyai beberapa 

kcunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari Penjaminan Kredit dapat 

dilihat dari prinsip kerja sama pengendaiian Kredit yang dianutnya. 

Keunggulan ini terdapat dalam Asuransi Kredit. Kelemahan Penjaminan 

Kredit berkaitan dengan prinsip kelayakan usaha yang dianutnya. Hal ini 

dikarenakan da!am Penjaminan Kredit dilakukan peneiitian yang 
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mendalam terhadap keberadaan Calon Tertanggung, Hal yang berbeda 

rerdapat dalam Asuransi Kredit. pihak underwifer atau Perusahaan 

Asuransi tidak melakukan penelitian yang mendalam terhadap Debitur 

Tertanggung atas berbagai aspek usaha dan reputasinya. 01eh karena itu, 

hal ini menjadi keunggulan dari Asuransi Kredit. Keunggulan Asuransi 

Kredit iainnya menyangkut masalah lebih Terjaminnya pembayaran 

klaim dalam asuransi dengan cara reasuransi dan membantu Penjaminan 

Kredit dalam mempertanggungkan Risiko kredit macet yang te1ah 

mendapatkan Penjaminan Kredit. Hal ini dikaitkan dengan keadaan 

sampai saat ini belum ada Perusahaan Penjaminan Ulang di Indonesia, 

sehingga dalam hal penempatan Risiko. Perusahaan Penjaminan Kredit 

bekelja sama dengan Perusahaan Asuransi Kredit dengan. Dalam hal ini. 

kcgiatan Asuransi Kredit membantu kegiatan Penjaminan Kredit dengan 

cara mempertanggungkan Risiko kredit macet yang telah mendapatkan 

Penjamina11 Kredit. 

5.2 Saran 

1. Kasus kredit macet KPRI~GR pada Bank Niaga dapat memberikan 

gambaran bahwa pembayaran kembati kredit dengan mekanisme potong 

gaji setiap bulan-nya oieh Bendahara Dinas tidak berjalan dengan lancar. 

Oleh karena itu, sebaiknya kerja sama antara Perum Jamkrindo, 

.. "" , .~!~IPenerima Jaminan dan Bendahara Dinas perlu diruangkan dalam 

lJcntuk. p_erjanjian dengan klausula~klausu!a yang lebih : inengatur 

tanggung jawab masing~masing pibak beserta sanksinya apabHa tidak 

memberikan best effort-nya. Dalam hal ini, kejadian dimana Debitur 

temyata mempunyai pinjaman lain seJain pada Bank Niaga dapat dicegah 

apabila antara Bank Niaga dan Bendahara Dinas melakukan pengawasan. 

Seiain itu, kerja sama pengendalian kredit antara pihak 

Kreditur!Penerima Jarninan dengan Perum Jamkrindo pun perlu Iebih 

ditingkatkan untuk meminimalisasi terjadinya risiko kredit macet 

2. Di Indonesia saat ini baru ada dua. aturan tentang Iembaga Penjaminan 

yang derajatnya masih di bawah Unda.ng-undang, yaitu Peraturan 
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Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan serta 

Peraturan Menteri Keua.ngan Nomor 222 Tahun 2008 tentang Perusahaan 

Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Oleb 

karena itu, perlu segera dibuat Undang-undang yang mengatur 

Penjaminan yang akan menjadi payung hukum usaha Penjaminan Kredit 

3. Sebagai lembaga yang berfungsi memberikan dukungan atas Kredit 

Perbankan yang disalurkan kepada UMKMK, maka modal bagi sebuah 

Lembaga Penjaminan Kredit (LPK) adalah hal terpenting yang 

menunjuk.kan kemampuan dan kredibilitas LPK tersebut. Hal ini 

rnengingat bahwa usaha jasa Penjaminan Kredit sa.ngat terkait dengan 

kemampuan menanggung Risiko (riSk taking capacity). Pada 

kenyataannya, struktur pennodalan yang dimiliki LPK di Indonesia 

belum mencapai taraf yang cukup. Bila dibandingkan dengan kondisi 

perrnodalan LPK di negara Asia lainnya maupun LPK rain di dunia, 

kondisi permodalan LPK di Indonesia berada di !apisan paling bawah. 

01eh karena itu, maka pemerintah perlu memberikan dukungan 

pendanaan bagi LPK demi keberlanjutan kegiatan Penjaminan Kredit 

(sustainability) dan bertumbuhnya pengucuran Kredit UMKMK yang 

selama ini menjadi basis ekonomi ralcyat Indonesia. Dengan dipenuhinya 

kondisi tersebut, maka manfaat dan keuntungan ganda (multiplier effect) 

secara ekonomi dapat ditingkatkan, seperti pengentasan kemiskinan, 

penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rnasyarakat 

pada umumnya. 

4. Berkaitan dengan hal di atas, selain masatah permodalan yang menjadi 

kendala operasional LPK di Indonesia, operasiona!isasi LPK di Indonesia 

juga cenderung terharnbat karena belum terbentuknya insurance minded 

di kalangan pelaku bisnis dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan soslalisasi jasa Penjaminan Kredit oieh Lembaga Penjamin 

Kredit, bagi pelaku bisnis UMKMK pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya, sehingga pihak-pihak tersebut dapat menarik manfaat 

yang ditawarkan sistem Penjaminan Kredit. 
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5. Seperti layaknya asuransi yang rnengenal reinsurance, maka untuk lebih 

menyempumakan sistem Penjaminan Kredit di Indonesia, seharusnya 

segera dibentuk kegiatan reguarantee (Penjaminan ulang) yang sifatnya 

otomatis atas Penjaminan Kredit yang telah diberikan. Daiam hal ini, 

Indonesia dapat berkaca pada sistem yang diterapkan di Jepang. Sistem 

Penjaminan K.redit di Jepang dikenal dengan sebutan sistem suplementasi 

Kredit atau Credit Supplementation System. Sistem supiemetasi Kredit 

ini pada dasarnya dibentuk dari dua sub sistem yang saling berintegrasi 

dan diperankan oleh Lembaga Penjamin Kredit (Credit Guarantee 

Corporation) dan lembaga reasura.nsi Penjaminan Kredit (Japan Finance 

Corporation for Small and Medium Enterprise-JASME). Tugas utama 

dar! CGC ada!ah menjamin Kredit Usaha Kecil dan menengah, sementara 

tugas utama dati JASJI.ffi adalah menjamin ulang atas Penjaminan Kredit 

yang diberikan oleh CGC. Dengan adanya Penjaminan ulang, tidak pedu 

tirnbul adanya kekhawatiran akan ketidakmampuan Penjamfn untuk 

membayar klaim kepada Pcnerirna Jam inan atas Risiko rnacetnya Kredit. 
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Pcrjanjian Kredit inl 
Ban dung, pada had ini 

PllRJANJIAN KRED!T 
Nomor : 420/P'tK-!m00/2006 

(yang sefanjutnya disebut Pcrjanjian) dibuat dan dhandarzng.anl dl 
·.Iumet , tanggai 05(05/200J.i __ ,olehdanamara: 

l. PT. BANK NIAGA Tb~ ~rkcdudukan dl. J8kllrt9 • dalam hal ini mC.J.alui Cabangnya· di 
Bandung Jalan LLRE Marbtdiil~ftl. No. t34 yang diwald!i oleh Nyonya Megawll:tl, Sen lot' 
Manager, Karyawan Plrnpinan PT. Benk Niaga Tbk,. (Untuk selanjutnya disebut "BANK .. ), 

. . 
' 

2. KOPERAS! PEGAWAI tii'ii>uill.iKiNDONI!:S!A OINAS PI!.NDIIllKAN NAS!ONAL 
KECAMATAN SUKAHAJI "GOTONG RQYONG" (KPRI GOTONG ROYONG). 
berkedudukan di J;~:Jan Sukabnjl, Dc.sa Sukahajl, Kecamatan~Suknhaji, Kubupatt:n 
.M.aja1engka,_.P.ropinsLJawa._Ba:rat..::.:yangJ!alam...haLJnLdi:wakili • ..Oteh..:.J'..uan..d\:1......AdL..._·_· _ _. -~ 
Suditapur.a, Tuan M. Edi Suaedi (dalam KTP Mohamad €di Suacdi), tlan _fuan Maman 
Hermanto, yang berturut-turur berlindak datam keduduki\nnya selaku Ketua, Sekretaris dan 
Bendabara. yang dalafn tindakan hukum ini bertindak secara -bersama-sama satu dan lain hal 
guna memenuhi ketentuan dalam Akta Pendirian Koperasi yang telah didaftarkan pada Kepala 
blrektorat Koperasl No, :2047 tanggal 09 rebruiu·i 1959. yang telah difak.ukan pCrubahan 
terakhit terhadap Anggaran Dasar dengan Akta Perubahan yang te!ah terdaftar di Kcpala 
Kantor l<.operasi dan ·Usaha Kccli Menengah Kabupaten Majalengka Nomor 518/Kep. 
13/PAD/Kop. UKM tanggal17 Juni 2003, (Untuk seJanjutnya disebut ''PBMJNJAM"). 

Bahwa BANK dan PEMINJAM tc,!ah saling setuju untuk membuat, menetapkan, melaksanakan 
dan mematuhl Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan kc!tentuan-ketentuan sebagai ber.lkut : 

--- .. 

' 
~ ·--~a'J~I t > 

F ASILITAS .KREO!T 

I. JENIS, JUMLAH, DAN JANGKA WAKTU f ASI LIT AS. 

Bahwa fasititas Kredit yanjp1iberikatt BANK' kepada PEM!NJAM (selanjutn.ya·· disebut · ' :p.smtas:Kiedlifada . - ~ 

Jianls Fasilitas Jumlab JiinRk-4 waktu . 
Pirijil:man· -- ~ · . ttp; 400.000.000,-"·· -4)3· {~n!lm· ·puluh ·-tign)· bulan ·termasuk 

Transaksi Khusu!l A vt~J/ibilfty Pdritu! tcrhitung sejak . (PTK- I) ditaildatanganinya Perjanjian ini sa.mpai 
denri7 , /clambat-lambatnya 
05 08 ~011 . 

tanggal 

sehingga seluruh jumlah Fasilitas Kredit yang diberikan BANK kepada PEMINJAM 
ndalah Rp. 400.000.000.~ (Empal Ratus Jutn Rupiah) namun demikian BANK 
mcmpunyl:li huk untuk scwaktu-wnktu mengad;1kan perubahan atas jum!<lh Fasi!it<~S KredH 
tersebut. di mana jumlah yang IHC!Ijadi kcwajibom Pf:M!NJAM kcpndn flANK adalah 
jum!ah bcrdasarka.n perhihfngan-perhitungan B/\ NK, 

2. PERUBAHAN MATA UANG P!NJAMAN. . . 
Apabila berdasarkan pcrtimbang:m BANK -perlu dilakuken perubahan mata uang 
~~injnmnn. mrtkn deognn pemheritailu:m tertuHs RANK kepada PEMINJAM. BANK dapat 
dan berllak, sewakru-w;tktu, ata:;_ pertimbangannya sendlri. mclakukM p<:rub<thar'l atau 
mengubah mata uang pinjaman yaug dlberiknnnya berdasarkan flerjanjiao ini. beriku1 

-· 

. 

-·--·· 

segala perubahan dan/atau pen~m~;~hntli!)'S.Y.Ilng nk~n atau telah ditadk ol~~ _ ~~-M~!'J~!\.~~-- __ "---'--~-­
BcrS3ma l!)i PENflNJ'AMffieilYiifiiEin~PCrsefUjuuii:,)yli--atai peruoah-an mli'th uihgpifijffiii1ifi -· 
ini yang mungkin dilakukan oleh DANK. Perubah-an mata uang in[ tldak memberlkan hak 
kepada PEMINJAM untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum bcrupa apapun lethadap 
BANK, antara lain (namun tfdak ~o.;rbatas) tuntutan/gugatan rnembayar ganti n1gi kepada 
P€MINJAM atas kerugian-kerugbn yang mungkin dideritn PEM!NJAM sebagal akibat 
perubahan rnafa uang piujaman krsd>uL PEMINJAM setuju bahwa perubahart mata uang 

, p/f?mcm kc 2 dari 13 
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pirijilman dilakul<.tin ben:fasafkiin ki.ii-s. yai1-g ·b·erlakU'danla!aU' ditctSpk&n oleh BANR pada 
barl dimana perubahan tersebut dilakuka'.t1.Fh.iktl!Mi ku·rs .. ma.ta ·uani Plilfai1i8n yang:triribUT­
sehubungan dengan dilekukannya perubahan berdasarkan ketentuart inl \da!ah menjadi 
resiko dnn tang:gung-jawab PBMrNJAM. 

Apabila terjadi perubaban yang diltlaksud pada ketentua.n l .2. ini maka daiam hal jumlah 
Fasiiitas Kredit mebjadi lebih besar darl jumlah yang disebut dalam ketentuan J .I. di 

-- _ .. ·-·~· _atas,_maktt..P.EM!NJAM-w..f\iib-meng;embaUkan..keiebihan-jumlah-fasilitas~terSebut-dalam,---
jangka waktU.dan eara yang ditentukan BANK. . . 

. ' 
3. PENARIKAN FASILITAS KREDlt • 

.j A. JANGKA WAKTU P&NARIKAN..... . .. .... . ... ----· .... .. .. .. - ........... .. 

Jang~a waKtu penarikan Fasilitas Kredit m1 adalah s~ak ,ditandatanganinya 
Pe!janjian ini s/d Uln8Jal 05tOB/20Q() (3 (tlga) bulan 
sejak ditandatanganinya P'erjsnjlan i\ti}, dengan tidak mengenyampingkan 
ketentuan hsal 13. Petjanjlan ini. Jangka waktu mana dapat diperpanjang dengan 
persetujuan tertulis dariBANK setelah mempertimbangkan permOhonan tertults dari 
PEMfNJAM. Persetujuan mana rnerupakan kesatuan dari Perjanjian ini. 
CARA PENARIKAN. .. 

l) Bila PEM1NJAM bendak lhele.kukan penarikan dana atas Pasi!itas Kredit, 
PEMINJAM wajlb men~Jrlmkart pemberltabuan tertulis atau menyerahkan bukti 
peoarikan kepada BANK yang memberitahukan jumlah pinjaman dan tanggal 
·penarikan yang dikehendaki, tanggal mana tidak boleh korang dari 3 (tiga) hari 
ketja setelah BANK-menerlma pemberltahuan tersebut:,-· ~-- --·---- __ , _____ _ 

2) (Tiap) Penarikan F.-:silitas Kredit hanya dapat dilakukan dalam Jangka wa.l(:tu 
penarikan Fasilitas Kredit, pada hari kerja dan jam kerja SANK yang d!setujui 

..... ·:--~o,..ma:oJeh· MI>IK:lla'tCP.EMINJAM::::::::-:-::--.. : ::: ... ::-::· ... : :: :·::::· -- .... ...... .. -· ..... .. . 

3) Menyimpang dari - ketentlllW'l-ketentuan tersebut di atas, BANK tctap 
mempunyai hak untuk f1¥:MUnda atau mc!lga1Ur kcmbali (Rescheduling.) 
p-ertarikan F'asilitas Kredit tersebut. Penundaan atau pengaturan kembali mana 
tidak __ mernberikan _ --hak. -- kepada -- --EEMINJAM .. untuk • - mengajukan . 

. ··-· -·- -- tuntutatv'gugatar\ hukum-berupa--apapun-tcrhadap -SANK.--antara-- -lain --{namun­
tidak tcrbatas) tuntutanlgugatan -mem_bayar ganti rugi kepada PEMJNJAM atas 
kerugian~kerugian yang tnungkin didcrita PfiMINJAM sebagal akibat 
penundaan atau pengaturan kerrtbali penariktafl Fasilitas Ktedit terscbut. 

Selaiil itu BANK juga mempunyal hak unluk sewe:ktu-waktu membatalkan 
Fasilitas Kredit tanpa pem.beritahuan terlebih dahu!u kepada PEMJNJAM. Aw 
segala aldbat yang {mungldn) timbuf sehubunggn denga!l pembatalan f''asilitas 
Kredlt tersebut tidak metnberika.O h8.k kepada PEM!NJAM untuk mcngajukan 
tuntutan!gugatan hukum betupa apapun terhadap BANK, tmtara lain (na:mun 

--· tidak-terbatas)- tuniutanlgugatan-inembayaf' -gnnti rugi kepadn-PEMINJAM -ates 
kerugian~kerug.ian yang mungldn diderita PEMINJAM seba,gai akibat pemba!alan 
jumlah FasiHtas Kredit yat\g dimaksud dalam Perjanjian inL , 

j C. BUKTI PENAR!KAN. 
Untuk (tiap) penarikan, PEMINJAM wa.jib dan akan mc11yerahkan podu BANK, 
media penarikan berupa randa terJ'ma. uang o!eh nasabah (Custo-mer 
Acknowledgement Receipt/CAR) atau media penarikan lainnya yang diminta oleh 
BANK dalam bentuk dan isi yang d!setujui dan diterirria oleh BANK, media~me.dia 
penarikan mana akan rnenjadf bukli bagi BANK mengenni telah diterimanya uang 
Oleh 'J'>F.M!NJAM dari BAN.K~ "Oalam hal-tidak ditil.ndatahgliiliiiya inedia·::mecra 
Peiiiirik:tln Sf.perti -'iersCbut d.i atas -maka eerjanj@!) il!i_ ~apat juga dianggap seba~i 
1"anda Terima Uang untuk sejurillah penu~U:~i!i~_Kf,.edit~.d.a:iarkan..PMlaDMtL lni 
danPe;:i<lilJ1in'.:.PC!faiiJIIDi -!RTiiny'i-yarig~merupak~rJ: p_~rt_Jb~~~D _Q{ID{!l.~!J...~.l:!.m 
arurPerJtliljlruffnL-· - - -··-----~- ·-· -"--·· ---~~=--=~~=------- #amaa k<i J"dari/T-~~·~-
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'• 

4. I'EMilUKTIAN I-IUTANG. 

Sebagai akibal dari kc!en!Uan~ketentuan tersebu! di etas maka t'EMI}.:JA\1 den-aan ini 
menyatakan menerima Fa.silltas Kredit dari BANK dengan jumlah !tllr.gsi-lin"ggin~·a 
sebagalmana disebutkan dalam ketentuan 1.1. di atas, jumlah mana be1um tefil'\asuk bunga, 
provisi; -komisl·dan-ongkos;;ongkos-setta~blaya~blaya.··ta!nilya·yang tlmbul· sebagal·ak!bat 
pennrikau Fasili1as Kredit sebubtmgan dengan Peljanjian ini. PEMJNJAM dan BANK 
setuju bahwa media-media pe:narikan dan/atau pembukuen~pembukoan dan/ilau catatan~ 
catatan surta surat-surat dan dokumen-dokumen lain Yl\11& dipegang dan dipellhara oleh 
13ANK juga merupalom bukti Yang.l~ngkap dnri semuajumlah htJ:tang I'EMINJAM kepada 
BANK bcrdasarkan P~rjanjian ini dan mengikat terhadap PEMINJAM. 

5. PEMBA Y ARAN KBMBALI. 

a) Pembayaran kembali akan dilakukan 1>leh PEMINJAM kepada BANK dengan 
keterJtuan sebagal berlkut (d~ngan tidak mengurangi ketentuan Pasal 13) : 

Fasiiitas 
PTK 

Pembayaran kt!mbnll 
• Secnrn On Uqu!d;ttion Onsls sesuai balch mnsing-masing deng:an 

jumiah angsuran selama flO knli tmgsmtm pokok dan bungA dengan 
perl:iitun&an nntmlty Inarre:ars;~· ·---

• Deilgan k.ctentuan bahwa untuk pertama kafinya angsuran per batch 
tersebut tlk&n dilakukan/dibayarkan pada I bulan kemudian pads 
tarlgga! yung sama dengan tanggal penarikan dan selanjutnya pada 
tan~l )'nng s.ltl'ha dcngan tanggaf penarikaro per batch dad 
tiap~tiap bu~ berikutnya dan terakhlr selariibat-lambatnya pada 
tanggal yuJtg sama detlgnn tanggal pcnarikan pada bulan ke-60 
kemudian. 
(sccartt terp~rinci ·alum dfscpak!lti o1eh BANK d:in · 
PEMlNJAM p:~da Data Angsuran per bateb yang akan 
rnenia<li sulah satu sya rat Denarikan. piMJainnn), 

b). Setiap pembayafan pertami'Hama alam dip(iruntukkan bag£" perribayaran ongkos~ 
ongkos~ bunga dan pembayaran hiinnya selaid· deitda dai! plnjaman p·okok, 
kemudian untuk denda yan~ belum dibayarkafl dan kemudlan unluk pinjaman pOkok 
yang terhutang dan harus dibayarkan. 

6. BUNGA. 

f'-tas tiap jum!Jh uang yang terhutang i\.tau sisanya yang be!um dibay.tr lunas atas 
pembertan Hasilftas Kredit lni~ PBMINJAM wt\jib membayar bunga kepada BANK 
sebilgai berikut ; 

pertahun fixed 1 hd1Utl"" £1,16 
~ 2.0,50 ;)/¢ pertahun ~:fcktif fixed 2 tali:un •1l.37% na·t 
~ 21,00 °/u pcrtnbun efekliffixed 3 tnhun""" 11,88 °/o o~t 
- 22,00% ptrlahnn efektiflh:ed 4 taltun = 11,81% nat 
. 23,00 '%• pertallun eiektif fixed S tnhun = % Oat 

Namun demikian BANK mempunyai hak dan bersama ini diberi kuasa Qleh 
PEM[NJAM untuk sewaktu-waktu merubah kettntuan besarnya suku bungs tenebut 

. sesuai perkembangan~. keadaaiLpasat•~~ per:ubahan .suku_ b.unga .. mana. pas.!Ld_i;;~JI.Ij YL2ie:b __ ·--~· 
PEMINJA]\1, dan .BANI< a~_a_n l!l~Jrib~r_itgh~~an peru~ah~n suku bunga tersebut k:epada 
PEMINJAM 

Tanggal pembayaran bunga ada!ah pada setiap taoggal I (satu) tiap-tiap bulannya atau 
h~r~ ~e;j~ ~~!:I~!-1.!1."~~ .!l!?§~Pl~~~f1ggal i~~~ L (~~t!!l!ersebutJ~~.:Ih ~da ~harl_tibur .~!~':t_a!_i 
Sabtu at:ltl scsuai dengan tanggal pembaynraf'l yang tchth ditentuka,rt dalam 
Perianjian ini d:w sc~;ulli masing-masing sistem perhitungan dan pcmbflv:trnn bungn. 
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.. Bunga_tcrsi:buUiJii~Uiaoi oJeii]•EbitNJli·MherJif·ilinggifpe,lion·····iifuiaiiian· 
sampal dengan hari dan tanggal hutang tersebut dibayar kemhali den&n lunas, penuh 
dan dengan 'sebagafmana mestinya oleh PE:MlN.iAM kepada BANK sesuai· ·dengan· 
jumlah harl yang tetah berlalu. dihitung atas dasar bahw8. I (satu) tahun adalah 360 (tiga 
ratus enempuluh) hari. dan wajib dibayar lunas, penuh dan dengan sebag~imana mestinya 
oleh PBMINIAM kepada BANK pada setlap tanggal pembebanan bunga. 

7. KOMISI DAN FEE. I 
PEMINJAM seiuju unruKffientbayar·uang·koffiiSrd!n· ree ·sebagal' bC.fikUt'7 --- · ·--· ---·~· 

' Fasmtas Jenls Kornlsl .. Besarnva' C.a.ra Petnbnvaran 
PTK-1 Provlsl I % per penarikan Dltarik sekaligus dan 

dibayar di muka 

V 8. BUNG A J)ENilA. 

llamana PBMJNJAM tidak atau g. membayat lunas suatu plnjaman, bunga atatJ 
ain~lain jumlah ua_n& yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian in! atau buktl 
enerlmaan uang, maka (dengan tidak mengutimgi kewajiban PEMINJAM untuk tetap 

--- -- memba;:ar jumlah'uang rang telah wajib dibayamya ltu berikut buns<:: yang berlaku pada .iS' saat itu) PEMINJAM v.miib membayar bunga denda atas jumlah yang tidak atau tala! 
I dibaya.r ter.sebut kepada BANK. " , , 

9. 

Besamya bun:ga denda ntas tunggakan pokok pinjaman adalah 4 % (cmpl:\t pCrscn) di 
atas bunga yang berlaku sedangkan besarnya bunga dCJ;!da atas tunggaknn bunga 
pinjaman adalah sebesar"':Z% (dua: persen) yang kese!uruliannya dililtung·-·darl junilah 
pokok pinjaman I bunga pinjaman yang ··tertunggak dan/atau jumlah: uang yang.tidak atau __ 
!alai dibayar tetsebut atau seJumlah denda bunga yang ditcntuklln untuk masing· 
m.nslng pcrhitungan bunga dan ssuai dengan sistem opei-asional panlt. · 

Bunga denda terliutat1g mu!ai hari dan tang&al jorulah uang yang be~angkuttt:n tidak atau 
!alai dibaya.r satnpai dengan hari dan tanagal jumlah uang yang wajib dib<tyar terSebut '· 
dibayar lunas sesoai dengan jumlah hari yang lewat, dan wajib dibayar dengan sekaligus 
lunas oleh PEMrNJAM sekedka dita;@b'6leh BANK.-·· -· ··----·--~--··-· ·-·-~----· .. 

P]l1)'1I!UJ&V.~;:,_::_~ .... :: .. :::-.:::. :::_;:==:::::;:=.:::. ===::: ... :::. =-=:: .. :::.:::. ==. =:::,::.:::.~~­
Pa.silitas -Kredit ·yang ·dimaksud-dalam-~ P.t!rjanjian .,.I ni, akan -.dibukukarh-Oieh -BANK --pada 
kantor/cabang yang tercantum dalam Perjanjiao ini. Aka'1 tetapi PEMINJAM setuju dan 
bersama ini membetikan \uasa pada BANK untuk bilamana BANK met'lganggap perlu 
berdasarkan · Pertimbatlgin .. BANK- sendiri, ·Untuk m(mgaJihkan PcmbukutJ.n Fas-ilitas 
Kredit ·dimaksud·pacta ·ka,..tor/cab'ang-BANK yang "lain; baTk·yang berada--di· Indonesia ;. 
maupun di luaf'l!ldOhesia.·· ----~·----.. ·-~ ..... _. ··-···-·-- ·-- ·-- ·---- --·""'· ~·-- ··-·--

Pasal2 
KIJASA MENDEBET Rl!:KENJNG 

PEMINJAM bersama ini member! kuasa. kekuasaan dan we-wenang penuh padl! BANK setiap 
waktu dan da.ri walctu ke waktu. yang .ditetapkan ,- oleh BANK sendiri khusus unlok men debet 
rekenlng PEMIN:IAM pada BANK, balk rekeninglaccount giro, rekening!accounl deposito (hal 
mana bersama ini PEMTNJAM memberi kuasa pula pada flANK khusus untuk menCairkan terlebih. 
dahulu deposito atas nama PeM'INJAM tersebilt) dan/at.au rekeningfaccount lain berupa apapun, 
baik dafam mata uang Rupiah maupun dalam mata ua.ng lain, jumlah yang besamya setiap kali 
akan ditetapkan sendiri <>leh J7ANK dan menggunakan/mema!..:al jumlal1 uang tersebut untuk 
membayar dan membayar kembali semua dan Setiap jumlah uang yang sekar.ang telah dan/atau 
dikemudian harl akan terhutang dan dlbayer oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkfln 
Perja.njian ini beserta segala perub-ahan dan !afu.bahannya, media-medln pcnarikan, perjanjtan lain 
dan perjanjian-perjanjian jaminan, baik untuk jumlah pokok, bunga atau lain-lain jum!ah uang 
yang wajib dibayar o!eh PEMINJAM pada BANK. 

~ halnma" k< S dnd I J 
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PasaiJ 
PENG1UNAAN FASILITAS KREDIT • 

fasllitas Kredil .. yang.,.diberikan~.o!eh_BA.N.X_pP..4!i_.P_eM ltiM.M._ J~1Lf_.IDg1,1nakan._ olc!l. ______ ~--
PF.MINJAM untuk keperluan (~keperluan)sebagai berikul: 
- --· JenJs Fasllitas Kcpcrluan 

PTK-1 Untuk dlsalurko~ kcpada anggota scbagal l<rcdU multig_una dcngo:n 
ptntond mukslmnl RP •. IS.OOC.OOO,- (Lima 9clas',Jutll Ruplah) pc:r c-ndusc-1· 
, (anggota yang inen(Jo.f)"arkari plnrond matlslmnl RP.JS-.001}.1}00,~ (Lima 
Oefas Juta Rupiah) ~.any~t onggota :yang l!lum mclunusl pinjamon pada 
PEMJNJAM }plhak ke-3, scdangkan t.mtuk s.nggota yang tldak mcmUikl 
plnjamaft1 plafond makslmal yang dib~rilu1n Rp.ID,OOO.OO,~ (Se('lufuh Juta 

~ Pssal4 V 
SYA:RAT P&NJI.RIKAN PINJAMAN •• --· "-

Oengan tidak mcngumngi keternuan-ketentuan faitJ dalam PERJANJIAN ini; SANK -baru wajib 
"'! memberikan pinjaman k~pada PEMINJAM berqasarkan Pcfjanjian ini hila PEM(NJAM paling 

Rupia b) 

tidak te!ah memenuhi, :fiepetti namun tid&k terbat~ pada, syarat-syarat: ·· 
' . . ' •" ·- '- -·- - --- ·- - -~-----~-·-----·· 

L BANK telah rnenerima dokum¢n-<i0kumen (s:emua dengan bentuk dan isi yang di:setujoi 
BANK dan dalam hal yang. diserahkan adalah salinan maka aslinya wajib ditunjtJkkan pada 
BANK sa"t penycrahan dolcurnen-dqkumtn tersebul) S!!bagai beri~ut _:_ 

a) Ookumcn yang disyaratkan dalam Pasal 5 btttir 5.1. Perjanjian fni, yai1u tennl\Sttk akta 
pe!ldirian dan/a!l\u anggaran dasar yang dibuat sampni dC1igM w.nggal dM hari ini. 
berikut pcnge!!nhan~pengesahan yang telah dibcrikan ole:h instcmsi yang herwajiO tcrhadap 
angSiiran dasar icriebu't'03il peruoanan-pel-iib"3tiaflrlYa.-·b"ir1kU(" Ptilit-Saliriii'fl"Beril:ii"A-c-ata"" -- ·----- .... 
Rapat Para f>emegang: Saham dimana diangkat Direksi a!au Komisaris Peminjmn yang 
sekarang menjabatjabatan~jaOOtan tersebut danlatau perSch~uao kornisari~ biln disyaralkan 
da!am anggaran dasar. 

b) AsH surar kuasa yang dibuat dan diberikan oleh PEM!NJAM kepada orang-orang 
tertentu (jika ada} yaJJg ditunjuk untuk dan atas naniOI PEMJNJAM melaksanakan 
Perjanjian tni dan Pcfja'Ojian{~perjanjian) Jliminan serta semua dokumen yang dlsyaratkan 
oieh atau berkaitan dengan PerjMjian ini atau f>erjaajian~perjanjian jamirnm, berikut 
contoh Ulndatailgan orang-mang tersebut. 

e) , Sa1inan · surat"izin:usaha perdagangl.trvdan/atau -surat-surat- tzin· -laionya yang dikeluarkan 
oteh instansi yang berwenang yang diperlukan oleh PEMI'NJAM dalam menjalankan 
usahanya. 

d) As.!i ~kti-buktl hal< kei)emillklm at<\S ·barang-barang )rang 'di_iadikfln Jaminan danflitau 
Pcrjanjl:an{-perjanjian) Jaminan yang discbut da.lam Pasal 9 Per):~~~_iiM ini. 

2. Scmua Pcrjrmjinn-(perjanj!an} Jam!nan !e!ah ditanda !angani dan dalam be1ihlk dan lsi )'t\ng 
disetujul- BANK.·""·" · · -· · "'" · ---- ~ · .... ·- ···--· -.--·------·~--~----

3. PEMINJAM tidak sedang dalam kcudaan lnlai llerdasa.rkan 1\clcn!uan-kch:ntuan ynng 
tctmaktub dnlam Pasal 12 r·er;janjlnn lni «ltnl berdAsarkan sehab lain scsuai per1lmbangan 
BANK. 

ll ha!aman Ke 6 dati !J 
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3. 

' Angsurnn muksimnl 4(1 % (cmput puluh pcn;en) darl 1"akc Home Pay (TIW} 
mns-lng~masing end user. 
Surat pernyataan dnrl Dcndahara Dinas {dlpenuhl cukup I kaJitdan bcdaku pula 
un&uk fasilitas PTK) { 

Pasal 5 
PERNYATAAN-PERNYATAAN PEMINJAM 

JAM bcrSamu ini menyatakan dan mcnjamin bnhwa; 

KEWENANCAN BERTINDAI(. 1 

i>EMINJAM tidak sedang dall tidak akan dicabul kewens.pgau bertinQakn)'a menurut 
bukum. dan Akta Pcndiriaa KGpcrasi yang telah didaftar~an pildl't Kcpala Oirektorat 
Koperasi No. %047 tanggal 09 Pebruari 1959, yang telah dilakuknn perubahc.n.terakflir 
tcrhadap Ang,garan Dasar dengan Akta Perubahan..(anG !el.ili terdaftar di Kep.ala Kantor 
Kopemsi dan ·Usalta K~cil Mcncngah Kabupaten Majulengka Nomor Sl8/Kcp. 
13/PAD/Kop. UKM tanggaf 17 Juni 2003, dokumeii~dok~lmen rriMa merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dar! PERJANJfAN. 

KEKUATAN PERJANJIAN. 
Perjanjian ini dan segala dokumen senu instrument yang ;imbul sebubungan dan 
bcrkaitan dan sebagai akibatnya. adalah sah dan mengikat PEMINJAM sena ber!aku 
sesuai dengan ketentuan·kctentuan yang .terCantum di dalamnya.Pembuatan. 
penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumeo-<lokumen lAin s:epen:i yang 
dimaksud di atas tidak melanggar suatu perundang~undangao Negara Republik Indonesia 
atau anggaran dasar P£MlNJAM atau pe:rjanjlan lain dimana PEMINJAM merupakan 
pihak di dalamoya. ·· --- ···-· ·- -·· -- ---- -.. -···· "'" 

TIDAKADA TUNTUTANISENCKETA. 
TJ:dak ada dan lidak akan pemah ada sen~keta maupun tuntulnn t~;rhadap PEMiNJAM 
maupun barang-barang yang dijadikan Jami:nan. baik di Juar maupun di dalam 
pt:ngadilan. 11tau peraditan .manapun Juga yang dapat berakibat buruk/menambah resiko 
terhadap .usaha E"EMI~JAM_pada_umumnya...dan.keadaan . .k~uangan_eEMINJAM _pada 
khususnya }'ang ·dapaun·em bahayakan B ANK"atas·pem beriard~a.Si I ita-s-Kreditl nt:-·~ -.--

4. LAPORAN KIWANCAN. . . 
Laporan Keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik atau dibuat oteh 
PEMINJAM senditi (yang tolah dinyatakan "sah" o/eh PEMINJAM) Malah bennr, tcpat 
dan tidak ada kesalahan apapun, dan menunjukkan secara jelas keadaan keuaogan 
PEMINJAM yang scbenarnya. 

5, PERIJINAN. 
Se!iap ijin; · pe-rSelujuan at<ii.(We'Wtila:ny;yan& dlkeli.J~ttkail -·ute!Cinslansi·--ya.ft!:fbetwajib 
dan yang disyl!ratkan untuk dan dalam rangka pembualan, penyerahan dan pelaksanaan 
Perjanjiar: ·lni dan dOkumen-dokumen lain yang. berhubuOgan denisan peniberian 
Fasilita.<: Kredit ini telal1 dipt;'.mleh PEM!NJAM. ljin-ijin. persetujuan-persetujuan dan 
wewenang mana sekarang ini masih ber!aku, dan akan dipe1panjang olch PEMINJAM 
apabila jaogka waktu ljin. persetujuan dan/acau wewenang-wewenang tersebut telah habis 
na.mun belum seluruh pinjaman dibayar lunas oleh PEMlNJAM. 

6, PAJAK 

7 .. 

PI::MJNJAM tidnk mempunyai tunggakan-tunggakan pajak, kecuali yang diperkena1~kan 
~!ch pcrund~~G-und~n&l\:1:·, 

... KEPAILI'l'AJ:<, __ ~-· ~-----·· -----~··- .----- __ ------ __ .. _ ......................... . 
PEM!NJAM, PENJAMlN dan/atau PEMBER! JAMit.JAN lidak scdang dan tidak 
akan mcTigajukan permohonan penundaan pembayaran (surseanc~ van betalillgl terhadap 
fn;;:i!itas Kredit yang. -'.ihedkan berdasnrkan P;:rjanjlan ini dan tidak mcn,iadi insolvent 
<1tau diny:lt;-jkfll'l pailit dan !idak kehihmgnn haki'!Yll unntk mcnguru!> atau menguasai hartn 

hendanya. -,--:---.4- · -- ··· · m Jmloman lie 7 darf I J 

. ----·- --- ....... .. ---- ----~--M . . 
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lp.,., ~ 
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMINJAM 

Kecuali ditenlukan lain oleh 'SANK, PEMINJAM wajib : 
I. 

2. 
Meng&unakan rasilitaii Krcd1t scpcrtl yang discbut dalam Pasal 3 Pcrjanjian ini. 

Selama plnjaman yang ditarik berdasarkan FasiliJas Kr~dit m1 belum l1.1oas, 
mengas~si~~~ sel~ruh !'.~~t:ba~~~g dij_a~ikan Jami_nanlag~n-~n. Fasilitas Kredlt 
yang dJUrafKin i:1-iiifn ""dOT(umen(:a6Kumen) eukli Hak Kepemi1ikRn dan/atau Perjanjian(w 
perjanjian) Jaminao, terhaddP reslk:o kebakaran danlatau resiko lain yang ditetapkan oleh 
BANK pada perusahaan ..suransi serta untuk nilai - asuransi dan dengan syarat-syaral 
asuransi (seperti namun ddak tefbatas pada Banker's Clause) yang ditentukrm olell 
BANK. 

3. ll.~m!!lq!!~ m~.!!i!ll:rJ~.Uin. ~~pa41! ll<'<.NK ata" perugas-pot"S"S yllng diberi .k"asa olelf 
BANK untuk (a) melakukan pemeriksaa.n (audit) terhadap buku-buku, catatan-catatan dan 
administrasi P6MJNJAM serta memeriksa keadaan batang-barang jaminan dan (b) 
me!akukan penifijauan ke dalam proyek. bangunan-bangunan lain dan kantor-ka.nlor yang 
digunakan PEM!NJAM. • 

4. Memberikan pada BANK segaia informasilk:eteranganldata-data (seperti. namun tidak 
terbatas pada laporan k:euangan PEMTNJAM) (a) segala sesuatu sehuhungan dcngan 
keuangan dan usaba PBMINJAM, (b) bUamana terjadi perubalten £\lla.m sifar atau luas 
llngkup usaha PEMINJAM bilamana terjadi suatu peristiwa atau f._eadaan yang dapat 
mempengaruhi lreadaat~: usliha atau keuangan PEMINJAM, setiap waktu, baik dlminta 
inaupun tidak diminta oteh BANK, 

5. Menyerahkan kcpndl! BANK Laporan keuangan Tahunan yang merupakan lamplran 
Surat PemberiU.hutJn -t~-hunaii "Atils 'PaJak Pcnghasilan (SPT-_PPH) yang hertanda 
tcrim~ dar-i knntor l"elayanan Pajilk setemp.at. · .. , ·-· · --· · ··· ····· · ····- -· · · --· · -- -.:····· ---- ·· 
-----. . ... ---·-- ~ .... ··--····---~--- --- ... . ....... , 

--· 6.-----Meayerabkan~pada-SANKcf·----------------------
- •·-·LapOran ·Rapat·Anggota·Tahtman·(RAT)-seeara tabu nan selambat-lambatnya-90 ·--· ---------

. - · ------hari setelah1angg:nllapttran. · 
• Lapf)ran Keuangan T.ahunan scltunbat-l.::unbatnya 90 h~ri se!elah tnnggal 

lap6ran. 
• Tanda tcrlma penealrtm dana darl PEMINJAM l<c anggotn kcpada BANK 

(mnfcdmul 7 hari sctclah pcncairan), dan pcncair.tn krcdit lm anggota disultsikan 
olch pegawai BANK 

Mcnglnformnsikan ltepada BANK blla terjadi perubahan pcngurus. 

8. Melakukan evalu.as1 I arialisa sesuai persynratan BANK yang ter<:nntum dalam 
ketentu;tn kredit untuk debitur (Hftat la.mplran kriter'ia enduser), tennasuk pada 
evaluasi t analise kemampuan •nggrita untuk membayar angsuran pokok dan bungn. 

9.- Mengevaluasi dan menjaga jatub terupo fasil:it:as pinjamao yang- dis:alurkan kepada 
anggota tidak rnelamplaui m.asa pensiun anggDta yang menerima fasititas. 

10. Mempertanggungjaw•bkan~~r rnel\'jami:n~·kebenartw dan·-({cabsahan Surat Kut~sa 

Potnng Gaji dari anggota: kcpadn l•operasi yang diserahlmn l<epnda BANK. 
II. ·- ·-Menjnga·ketel'tibstt admlnist.rasi dokunien-pinjaman dan.jaftlinan-dari·para~anggo(a----

12. nerbtliggltng jawab·/ melakulcin Pefuni$a'n seluruh kewnjiban terhadap segala resilro 
terjndinya tunggakan dad para anggota SCcperti kredit mttcet, pensiun, PHK 
(Pemutusan-Hubungan-Ktrja),-tnutasi,-meninggaJ-duriia .atau .diakibatttan .. kondlsl ~~--
i.ain dengan mengguqakan dana yang beras.al da:ri anggota itu sendiri mnupul'l dnna 
yang berasal dari PBMINJAM sendiri. 

IJ. Mengijinkan BANK untuk dapat melakukan pemcriksaan atns dokumcntus! l<red!f 
_______ y_ang..disimpan...daru:likclnla PEMINJAM. hm~ .. ru.lokJtJli.MJtii.a:J<.\!J:!:~.n.J!I1JJimatJ~--·--­

(dua) bulan setclab penariknn kh!dit untuk kcmudian dilnltu!<tm pemeriltS~an scc:ua 
6 (enam) bulanan. Apabila terdapat kckurangan dokumcn. maka - penarikan­
bcrikutnya tidak diperkenankan s:lmpai kekur::mg::~n dOkumcn terscbut difcnglJ:npL 

,~W~J k!!-~ dnri 13 
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14. 

!6. 

Melakukan pelunas:an seturuh pinjantan anggota I)CMINJAM yang dlblayai UANK 
deugun mcnggunal<au '·sumber dna yAng bcrasal dad masing-masing llnggot.<~ 
lltaupun dana yang bcrasaJ dari.PE-ivtiNJAM sernliri. bilamnna terjadi pemlJubaran 
PEMINJAM. • 
Sdiap anggota ,Kopcn:si flEMINJAM waHb dicover asuransl Y!l"& .disetujul oteh 
BANK serta untuk penutupan pertanggungan asuransl, bfayn mtlnjadi tanggungan 

ancgorn. -·-------------------------------------------------· ··.!tfl1!····· .. 
/'

'\. Terhitung sejak tanggal dltandalanganinya Perjanjian inl, berdasitrkan Perjanjian in! dan 

--··--·-·ras-.r 1 

PEMBAif ASAN-PEMUA TASAN 

. 0 dokmncl)-dolmme~ l~!n_)'~!l1\ th~b~t sch_u~!"G"" _dan.!f<:~knifan de~ganJlY.~·.I~\~k~ ~~~pa p_t':f!>CI_Ujl_IU.J.l 
tcrtu!is terlebih dahulu dar! BANK, PEMINJAM lidak diperkenankan melakukan !indakan-
!indaKan sebagai.berikut.:-------·-------------
1. Menjmtl atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewak.anfmenyerahkan 

pcmakaian selutuh atau sebagian keka:yaan/assel PEMINJAM. baik banang~baral'!g 

bergerak mliUP!JIJ tida~ ~rgerik,_ m1Jik P~MINJAM, .~ecu}i_li dal~l'!l rangk~- ,_l]l~!li~.l~~~.n"" __ 
usaha PEMINJAM seharl-hari. 

-·· -- ···---··-·------2:---- ··tvtetijarmnuantrne~lg'!fmikT!'fl:l~fnlll'fttf'!U11!.~1acymri'EWJIN'JA"M-J..~patlr--­

o~ngfpi_h~k: ~ la.i8t.. -~-~~J!!!U.::~mel)j~ffiii!K~~!.t!ie!lgag!Jn~ ··, ~~!<_ay_~~--" ~ep~d.a_ :· !;3A~r;::.·· 
-_-·---- -_ · ~ ---~~?-~ga~~~-~~~~1-aub-dalam-perjanjian•perja!!J!!.n_jam~~!!~:---. ---·----------· 

3. Meng,adakan perjanjian yang. dapa! menimbulkan kewnjiban PEMfNJAM untuk 

4. 

5. 

6. 

7. 

mcmbayar kcpada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menja!ankJm usaha i>'EJ1!NJAM 
sehari-hari. I 
Menjamin langsung ma·,y.m ridak langsung pihak kctiga lainnya. kecua!i mclakukan 
cndorsemcn atas surat-sorat yang dapat dipcrdng:angkan uotuk kepcduan peml:layaran atau 
penagihan lransaksi-transaksi Jain yang lliZim Oi!akukan da!am menjalankan usaha. 

Memberikao plnjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam 
-rangk~rmenjUiank"anusalitfPSMINfA"Nisettarr-hari:-------·------------------·-~ 

Mcngadakan pe:rubahan dari sifat dan kegiatan· usahA PEMINJAM scpcrli yang scdang 
dijalankan dewasa ini. . 

· Mengubah · -susunan··- pengurus.--- susunan-para-- pemegang ---sal1am.--dan---niJai·--saham---­
PSMINJAivt ..... _ 

Pasnl 8 
PtRLINOUNCAN TERIIADAP Pf:NGHASU.AN BANI< 

Sc;.;;-- blay;··yang dap.at ditagih d-an hatus dibayar dan yang timbul .berdasarknn Perjanjian ----­
inj---dar~ttktba.!:dftrf:nnclrrfle:rlru-ttlall-ffii;--tefmaS!Jk::tal'!::.tkfak-terba~ad~ia~ §!!)'R 

__________ yl!.llJ bcct~!~engan penx_J~pailan da-n p6i'niil!Can i::u-rihoftn, ufl3h- sCriii.liCb8.D:oeoan~ aan·-setiaii"" .. 
pe:rr'lbayaran yang harus dibayar BANK kepada pengacara. dao/atau pen::~sehat hukum yang dit:eri 

.. - ------- -· "----·tugas-01elll3ANK untuk menag,th kreJit ter11ebv1, segala ongJ<os-ongkos yang bersangKutan ·aengan 
reulisasi jaminan i1u, tcrmasuk komisi dan pembayaran-pembayaran lainnya kepada pihak ketiga, 
demikian-pula "pajak -(sepcnt-:namun-:tidak :.terbatas-." pad a· ben "matcrai} ·darlpada- Perjanjian~int--..=:--~:"~~ 
{lermasuk seg_ala perubahan d:mfatau penarnbahannya) menjadi ttu'lggungnn PEM IN1AM. 

____ Juga. apabila~tcrjadLperubaha!L..padaJ.ladang:tUldang~pctOlllt:al.L.P-CtUUrl<'IDg:.l.Uldang~n!!·'O'"k~-c-c== 
pclaks<llmfmr1ya·, atii.u· peOUfsirarill)t<i"'·ataU fiil'!-hftf"!ilfil .. )'fiilg ·nie0&0.ki&iti(ii.l1ll-Crtiffib<iHil}'fi 1;1ia.yi''" 

I /'J hal<tmrm Jw 9 dori ! 3 
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(seperti, nruTum tidak terbatas pada pengeoaan pajak, bl::a, pungutan <~lalt biaya !<tin) pada BANK 
sehuhtmgan dengan pemberian Fasilita.-;· Kredit dalam Perjanjian ini merupakan !<mgg.ungan 
PEM!N.IAM. 

Maka s..:jak tanggal perminlaan BANK, flEMINJAM wajib dl'i!am jangka wak\u 7 (tujuh) hari 
memh:~yar t~rnbahan biaya-_biaya t~rsehv! ~t:p,aqi!_~-A~K. 

-~ ---· -- ----'Piif.r9-. .:.c.:..:_:. _________ _ 

···--------JAMINAN-ATAS·P-F.MBelUAN-KRJ;DlT-------·--------

-~------J-:-tjntuk: lJietda!Jiin pC!JJbayalan IL11as, peuulr,-1ertfb-dan-dengan----sebagaimana-mest1n,)'£t---­
semua jumlah uang yans terhutang dan wajib dlbayar oleh PEMINJAM kepada BANK 
berdasarkan Perjanjian ini dan perubahan danlatau perpanjangannya, baik jum!ah pokok 
pinjaman(·pinjaman). bu_!lga_,_piaya~biaya.dao..la!n.,.lain jomlah uaog yang wajib. maka 
PEMINJAt>.!- ~ral1kan pada- BANK Jaminan(-jamlnan} •• -. yang pengalihan hak 
kepemillkannya ·-dibuktlkan ·dengl'ln ·dokumen 11tRu pcrjarUian-pcrjanjlan yang dibuat 
dalam bcntuk; jumlah dan lsi yang mcmuaskan BANK, lermnsuk nnmun"'-tidalctcr:.baJas.-.­

. pada: h:il-lial sebagai beriku_t,__.:berikut ,o;egala .tambahan danfatau p~rJggat)tjny" ~ Y!!l!ft 
d_l .. ~.~~-~--~-•l_a~£.:~.a-~j~_an_l_<_fP~sa~ !J.llffil!f\ merupakan kesaluax: da~i_?e.rjal~i~n in1, yaitu: .. ---·- --~-~-· ··---- -··---·--·-·-------·~-------. 

Jaroinan : 

• Bcrupn Hal.; Firlusi:t atas scluruh t:~gihan Kopcrasi kepada para ang-gotanya, 
minima I sebcsil r Rp. 400.ooo:ooo.- (Emp.o: t Ra tus Jutil Rupiah). 

yang mana untuk sehmju"tnya dinyatakan lebih lanjut dalitm akla tcrpisah yang. mcrupakar, 
sa111 kesarmm dan bagian yMg !i<ll'lk terpisahkan dcngan Pc~ianjian ini. 

Dan barang~barang.jaminan la1nnytt ynng ·aka!\ diberikan di kemudian hari dengan _akta 
pembe.dan jami nan yang terpisah:. • 

::!. BANK berhak dan berwc11ang menjelankari hak d!!n wewenangnya atas jami~an yang 
-~~-~~-----disebut-pada-ketentua.n-ketenluan-d~ataSr------------------

Pnsn.t to 
KOMPENSASI 

I. Kewajlban PEMINJAM untuk membayar kemba!i hutangnya pada BANK bcrdasarkall 
Pcrjanjian 1111 atau seliap perjanjian lain yang berhubungan, wajib dipenuhi olell 
PEMINJAM tanpa PEMINJAM berhak untuk memperhitungkan (mengkompensir} 
dcngan tagihanlpiutang·da&ang·.PEM!NJAM terhadaP BANK (bHa ada} dan tanpa hak 

~-~ ~-· untuk--mern:.mfut ter!e6i!taaflulu suatu pcmbayariin lam (countc·rcloum). · -----~~-

2. P8Mil:-fJAM O)epyeJujui bahyrll:JMi_tJarVpiut~ng dagang. PF.:MINJAM. pada BANK (bllr. 
ada) tidak dapai dijadlkan altrsan untuk tldak rncmbayar arau rnenun!tlt kemhafi BANK 
bli:TdliS"afk.ill--Pt:i-jiiilji~HiiiiU"i~!J1j¢rdtilli"i'k-,m·-pcijiiftjiair:pcrjr<"tljinn-~lal·ir·--yang-dise:but·· 

tla!am Pcrjnnjian ini, PEMINJAM Ucngmt ini mckpaskan scmua haknya scpcrtl dis<::bnl 
da!am pasal ~mpai._Y!;J.!g8.1.Ll.U2...Kitab Undung-undang Hukum Pcrdn1a. 

Pn-sal l I 
----·--·------~---- PENGALIHAN HAK~-- --·------ -·--

~-~-------------A-pabHa--dt-:mggap-1'Cr!ttttieh---l3+>N~saiksfl·fH!ttirnbangan!ly>HL'lldi~K-ultm;pvnyai,h~h~~ 
.... ·-. -~ 1l1ftul-.-meuga! JhL.11n;-::baik-scl u ruh_-a..<-au::scbugian-;:Mk--=---h.!!Ha.D.:.k_e\%:ru ibM:;ls;\;..\\:~ji.Qnnm:!_!__J:ft ng-JJ.m btl!-:_·---:---~ ·~ 

-~~-·~- - .. ~ebubungan..dcng~n..r:llsilitas.Kredit.j'ang_dibedkan...pada..J?£MlliJAMJl~n:!.as~rk~rj_r._!l~!J..lD.L~ .. ~----~ 
.(berikut eemba!~a~~ ~an~a~at! _p;;na~;ba!~~~~~y~!_ kc~?d", pihnk .k::.igrt. !ainnya tanpu ~m:tuj_u:.u; 
leriebih dahulu dari f'Etv1JNJAM; menyimpang d<irl hal d1muka, PEM!NJAM . C!dak dapn\ 
mcng.1lihkan s~g,lla hak dan kewajibannya padi1 pihak hliga lainnya tanptl p<!rse!ujil<lll tertu!is 
tc!'l~.:bir. dahulu d<'ri BANK. 

· lwlamun ~f.' ((I tfuri 11'---~-
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Pasall~ 

KELAI..AlAN 

Menyimpang dari jangka waklu peml'x:rian kredit yang discbw dala111 ketentuan 1.1 . di11tas, berlkut 
segala perubahannya. seluruh jum!ah pinjaman dari PEMINJAM terhadap BANK, haik karena 
ltul<'!llg pokok. bunga. komisi. ree dan biaya-biaya lainnya yang lerhulang berdasarknn 
Perjanjian ini, dapat ditagih dan ~jl~ . Qibay.~~~n kembali dengun seketika dan sekaHgus 
seluruhnya. tanpa perlu adanya ·sumneguranjuru~·slla ·atau ·surat lainnya·yang·serupa deng:tn·itu, 
yaitu dalam hal terjadinya, paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini : 
L Bilamana angsuran hutang pok~k dan/atau·bunga d<~nlatau j~1mlah yang !t:rhutttng lain 

· · " ·yang··ti mbul-berdasarkan-~er:janj ian-lnl-t ldak-dibayar-lu nas-pada...waktu-dan-den gan....cara__ 
sebagaimana yAng ditentukan dalam Perjanjian ini danlalau perubahan danlatau 
perparijangannya, !Umana leWa!il)'nVakttnaja: sudnh merupakan tmkti )'ang-'"ukup dan·sah -· 
bafiwa llEMINJAM tel:m melala•kan keWi\jitiltnny8~ "!---··--- --

2. Bilarnana menurut BANK. PEMINJAM tidak memenuh.J. terl11mbaf memenuhi atau 
---··-·--~~---....memenuhi namun hanya sebagian. pafing tidak salah sacu dari. syarat~syarnt dan 

ketentunn-ketentuan. lain.",dalam Pt!rjanjian.ini dao/atau terjadi kelataian atau pclanggarao 
yang ... tcrmaktub.,dalam_ perjanjian~perj;mjian jamin_an .)'Mg .. <H~I.!a.t __ he.~k.c::n.a~!l.,_Q~ng~q 
Perjanjiahini. · · 

3. Jika suatu pemyataan, surat keterangan atau dokumen yang dlbertkan sehubungan dcngan 
Pcrjanjinn ini dan/atau pen.1bahan dan/atau penambahan danlatau sehubungan dengan 
Perjanjian ini temyata tidak benar Atau tldak sesusi dengan pernyataan sebenarnya dafam 
atat.: mengenai _hal-hal yang oleh BANK dianggap penting. 

4. Apabila semata-mata l1'1enurut pertimbangan BANK, keadaan keuangan, bonaf1ditas dan 
so!vnbilitas PEMINJAfyl mundur sedemildan rupa yang. dapat mcngit'-'H:mtkan 
PEMfNJAM Hdak 0:ftfl3t membayar hutangnya lagi. 

5. Bila.mana "PEMINJAM · atau- Orang/pihak laii\ yang rnenanggung at:'m menjamin ~··~~···~· 
pembayaro<n huiM:g-hutang: PEMINJAM (untuk selanjutnya disebut juga PENJAM!N) 
berdasarkan perjanjian tni mengajukatl permohonan untuk dinyatakan da!um keadaan 
pailit atau penundaan pembayaran hutang~hutang (''surseancc van bcta!Cng") kepada 
instansi yang berwcnang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang Ielah 

------- ___ Q.a~gili__Qatuh waktu"ltUau karena sebab, aPapuO tidak bcrtiak --ra·~i ·meng1.1rus diri 
menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau s.w.Hu permohomm atau tuntutan 
untuk kepailitan telah dlajukan rerlladap PEMINJAM daniatau tcrhadap PENJAMIN 
kepada instansi yang betwenang. . -

6. B11smana ?EMINJAM atau PENJAMIN dibubark~ atu1.1 mengal!lbil k,epulu.sao_ .I,I!!Wk _ 
bubac(bilamana ,. __ PBMtNJAM .. atau~ t:EN.).AMI.N adalah .suatu pcrusaha~n) C!!SU _Quo 
ineninggal dunia atau -menangguhkan untuk sementara usahanya ata:u dinyatakaan betada · 
dibawab pengampua11 ("Onder Curatele Oesteld"). 

7. Bilamaml kckttyanrd"EMINJAM atau PENJAMIN selundmya alau sebngland!slta o!eh 1-
instansi yang berwajib; alau apabila mcmrru! pcnilnian !3ANK kck:.tym:m PEMINJ/\M 

9, 

ainu PENJAMIN dianggap mcojadi berkmang schil'lgl(a dapat men·1balmy:!ilnm Fasililas 
Kn.:Jil yang dimaksud dnlam Pcrjaqj!an ini. 
Bi!::>mana barang(-baxan_g) yang dijadik:m j:uninan U1l!ul\ pcmbuyU!:,>n hulaHM 
PEMINJAM k"'pada BANK berdasarkan Pe1janjinn ini disita oleh insmnsJ yang 
berwenang. atau bl1amana barang(-barang} jaminan tersebut hi lang, rosak ~?.tau "'mosriah· 
1\arcna scbab Rpnpu'njit~a. ' , · -

Apabila PEMINJAM a:tau PENJAM!N Ieiah lalai a1au mefanggar ses•lii!u ketentuan 
daJam sulttu perjaqjinn-pcijanjimllil-in. ·ten11osuk Onmun !ldak lerbalas patla- pc!janjian -
yang mengenai atau hcrhubnhgan dengan pinjaman uang. atau pembcriun kredit dimana 
PEMINJAM atil-ll PENJAMIN adai<'lh scbagni rittak yang meminjam dan bilam;ma 
kclalnlan/atau pelanggaran tersebut mengakibatkan ?otnu memberikan -hak kcpada pihak 
lain dalam perjanjian tersebut un1uk menyaiakan bahwil hut~ug attm krcdit yang diberlkan 

~-----~.-dalam ... p;!qanja.ter:.<;ebuLmenjadL..hatus.__dili.m:_itlitiLd.ihitYar kembali d_pngan scl--:c!lka 
dan sekaligus padn tnngga! jatuh wakru pet11baya1'an yang telah ditentukan. ~-~---"'-----· 
Silamana Hdak _dapatdiyeroleh salah _satu.atawb~bc a_ a,tal,l .s~!urull __ ijiJ!,_P.~~~etuj!l!':!:l .... _ 
a!av wcWCmirlg, bani ___ 1TI •• upl1n pcrpanjililgannyn," y · ; dikcltiai"kail -'61e1i inslnnsl-- yang -

Jwfanum kc I I dar'i I J 
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berwajib dan )'!l'lS dlsyaratkan uniUk dan dalam l'angkn 
pe!aksanaan P~rJanji<m ini Uan dokume:n~dokUIIlen !ai11 
pcmberi~n Pasilitas Kredi! ini. 

pcmbualim. pcnycralmn dun 
yang berhubungan dcngan 

II. Apabila nllai asscttkekayaM milik PEMINJAM 1"\lcnurut pcni!aian BANK mcnurun. 

3. 

Pasall3 
KETENTUAN-KIITENTUA.N TA.MBA.IIAN 

JliiTIIiili-lCiedit--oenKut seiUrUii s1sa 6unga, deilda~ provisi;--oli]kCiS::oilj!..'i5S\1J:I1'itii~~--" 
biaya lainnya -·--yanl.r--terbutang --oleh- PEM !NJ AM ·-i<epada-BAN K-be.rdasarkan-· --·n-­
PERJANJIAN -· ini· wajib . dieayar kemball- dengan lunas, pcnuh .dan scbogaimona . _ 
mcstinya. o!eh PEMrNJAM kepada- BANK. Sclamb.ul-lambutnya ~- pada .. - canggal· · 

g~~g~l~3!1!ian Ual~m~~1rja~~an1~~~. ~~~ .. ~~~~"'-~.~~-~~~1-1,~~i=-~ --~-=.1~~1~~~ .. ~.~~=-~: -~·" ~--~ ... 
Fas:ilit1:1s Kre.clif !ni pul<un mcrupakan fasi!ilas "NvoMn;;" d1 matla PEMINJAM r.i<Jak 

· dlij,ilif -Jht' hi.k'ilklilf~- · pena:ri Ktl-11'- -~lnjnman-a!as:--1:fana-pe mbaya:ran -J.;cm ha ri- ·yang "telah· ~-­
djlab:u.~a.l.l .. P~,)JJ~-!.:\\1 £Vt5 [~,:ilit~ krt!dil dt!ri w;H:tu ke \l·rt!.:h: sdnm~ lt:n!!.k3 t\·aktu 
PERJ.-\NJfA}.; ini. . ., ~ .:=-~-~-= ~--···· ... __ ~~~~- --- . ---~-- --·~-- ... ,.. --~ -·- -.. - . 
Kondisi Khusus benhts:lrknn Pt::tjanjilm iui.11dulah; 
PEMINJAM dipcrk~mlnltll.n urttuk melafwknn Prepayment (In be lttlvicc dcnd" 
:;el.lesnr I% dari.()!lfstunding yang dih,mssi untuk pi11jamun kurnng dari satu t.ahun). 
Kritcria End user: -
• Syarat Umuro Debltur~ 
l. Guru tc!!lh ter<:atat scbagai pegawai tebtp (Peguwa"! Nc-ge;b- · · 
2. Minilnal masa kerja 1 (dua) tabun 
3. Anggotn y:~ng mcnerima kredit dari BANK mcrupakuu unggota KPRI yang 
- ·~·meri!iilpnTi-eKa MendaSJMrn·iE'fV1fRJAK=r______ , 
4. Minirnuni Tulu~: Home Pay sebcsar RP. 1.000.000,- (sntu jura rupi11h) per bulan -----·--· 

-. 5;::: Janglo.t ·_wn l(tu: ftl$l.U (ll1: fliQjQ-,11Jilll:.IDft!~tfP...P.l:~..:.{lj ~ V..:..!!!h u n-ata u-tidak- mele'l,i,!tL __ .. _. -='--
satu tahun scbclum karyawa.n pensiun, baik untuk piojaman multiguna :n(aupun 

6. Jang.ka w.aktu­
an ggo"filftilli lfb'Oifh m eiCbllildii'i"i'Sis-a j)J ngkn wiiKUi1niT)IliWlilfUtftU lql<?n'slun 

7. Anggoh'l diwajibkan untuk mcnutup asuransi jiwa (untuk fllsi!Has multiguna dan 
--·- kcpemUik:an·motor) d:an·wajib·untuk·men utup a sura nsi ktftilangnn-(TLO) kllusus---·­

untuk kepemlliknn nlotor. 
~--~-:-srrii'Ktur Kreatn:ffili'iln\'.luJfigunirr, ~-~-~-~-~-------------

1. Tujuan pembiayaan untuk Multiguna 
2.Jangka waktu pcmbiaynan·maksimal tiO (eMm·puluh) bulan~----~----------~-----~-­

- -- -~ ·--3.- Pembayarnn--kemb,2lh~ng~urnn--tia~-btdan,-~~~---------------------
4. Pembiaya:;tn -maJ;.simaJ sam~ai 'deitiiiiR Rp.15,(loo.Ooo,- (lima bel2:s ju"ta rup'iah} 

per anggnta, anggota yang monda:patkan pia fond mal{simal Rp.lS.OOO.OOO,- (lima 
bcbts juta rupiah) hanyn tmggola yang akllri melunnsi pinjaman pada PEM!NJAM 
I pihnk kc<>, scdunglmn nntuk anggota yang tidak nH.>tt1ilild pinjnmnn, ph:tfond 
maksima I yang d lb4;rilum Rl~.l O.OUIJ.OOO,- (sepu tu li juca I'Upiuh) 

· Evnluasi Kredit! 
l. rcmhayaran kemba!i angsurar~ sctiap bulan dcngan rnsio nngsur.tn nwftsim::~l 40 

% (em pat puluh pcrse'n) dari Take Home Pay. 

l'asul t4 
I<ETF.NTUAN PENUTlll' ---·-··----~---·· 

I. .PEMl.NJAM ·---~\.':ngaJL Jni J!'~!:I}:!IJ~kan J!ahw'l...f!;M]:ti}(':_M .. l!-!~ldt:_~ -~-e~_;-l __ ~ml~n ______ .. __ _ 
£?~~1!-\:!.J!"n:p_t:_ratll_~!!-~~~an _!s_ebijaksanean~kebijnksanann mcngenai krcdit y~ng ada pada 
BANK sekarang Uan yang akan diadak3.n kelak. -· -~---- .. -~---~~------ -~-----~ -- · -· --- --

1 Scnouo chn sctiap kHn;,.a yang tliberll-:an Oleh PEMINJAi\·1 kepada BANK b<:rdasarkan 
Pt•;_~;\ll_ii;l~l ~~1i n:cnt;.':-tb>.n ~;tgi:\n-l~ag.i;\n yanl). t.:rrl!nting (~9 rid~;; ,.d~;~)a:. d_iri~:lh~ml 
,Lm l't:r)-11\!laH HH. ;-:m~ !:wp~\ :ld<.ltt}il ku;lS\-1-.u~!~J lL'I'$..."(_){ll I'L'l]>lllJi.ll1 l~nll~i::~.k >Jk:\n 
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l. 

4. 

5. 

6. 

8. 

dibutU dlln· dengan·· Oeniiklim-ma~:.:·a kuasa-kuasa tc:rsebut tidak dap:u 'dilarik kcmbnli 
mnupun dibatalkan oleh sebab~sebab yang fercantum dalam pasul 18 l :1, IS 14 dan 1816 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata lmfonesiil. 
Pcrjanjian lni tidak dapat diubah atau ditambah. kecur!!i d~ngan !:IUtHu perj<.utiian pen1bahan 
atau Iambahan yang ditandatangani para plhak datam Perjanjian ini. 
Mcngcnni Perjanjian ini PEM!NJAM dan BANK dengan ini melcpaskan kctcrttuao pasa! 
1266 dan pasal126? KitaL Undang~undang Huk.um Peidata Indonesia. 
Terhadap Perjanjian ini Jan segala dokumen yang b<.:rfwbungan dan yan!! timbul "kibnt 
Perjanjian ini, seperti namun tid~ terbatas pada perjanjian~perjanjian jaminan, tunduk 
pada bukum negara Republik IndOnesia. 
Mengeoai Perjanjian inl dan segnla akibatnya kcdua bc!ah pihak memilih tempat 
kedudukan bukum yant~: !etap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pcng.odilan 
Nagcrl Kclas I A Bandung di Bundung. Namun, lidak mengutangi hak dan wcwcnang 

, BANK untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mcng<~:iukan tuntulani gugatao hukum 
terhadap PEM!NJAM berdasarnan Peljanjian ini dimuka pengadilan lain dalam wiiayah 
Rcpublik !J1doncsin. 
Datam...baLadi~keteOtilltrLdatam...f>_erjanJtruunLxnuit .. ni~QIWJJid?fl?irlaW-Kirena~iu--: ~ ·::·.--·~-~-­
p~!rawron . penmdang·undangan maka bila menurut penilaian OANK kctidak.berlakuan 
pasal yang bersangkutan tidak membil.hayakan kepentingan SANK maktl-ketidakberlakuan 
kclentuan tersebut tidak mengak!ba!kan batalnya Perjanjian ini 
Dalam hal terjadi atau timbui Su'atU Kelalalari!Pelanggarari, maka suatu !indakan yang 
dilakukan atau 1ldak dilakukan o!eh SANK at.au kelambatan dalam melaksanakan suatu 
hak. w.cwcnaqg Jt!)J!,i_lltfli:Slt4DJid!K.t!l~~t!l~.!k!lnl!Wt~ .. \V!!W~I)S.fl.fL~~~L!Ynfutii:!J ... te.fAeby~ .. 
dan juga tidak dapat dlartikan bahwa BANK melepaslum huk. wewenang 11tau tuntutan 
tcrscbut alau mcmbcnarkan tcrjadinya kc!alaian pn.dn atau dil"'kukannya pelanggaran o!eh 
PEMINJAM. 

---·~·~======~~~===========·· BANK, P€MINJAM. 
PT. DANK NIAGA Tbk KOPERASJ PEGAWAl RE.PUBLIK INDONESIA DINAS 

PENDIDJKAN NASfONAt.f{ECAM/I.TAN SUKAHAJJ 
. "GdT(JN<:;-RUYONt:"1'li{I'-"'R'f\XlTONIT"R'OVONC:;:.:_-----

~· 

-···--·-· 
---- .. .. ··-··-- - ··-··-· .\ 

- - -- -- ! 

·----------·-----------· - -· - " 

JJendohara · 
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! 
I 

: .. i. ,, . 

Sc.r-jana -----·· 

rt..t~n NOHAI'IAD ADE: SUDITAPURA~ '( :::i!idarn ;<.ar1:u Tand~ ---· 

per.wqanq l<;;\J"tu Tand..i'! PP.ncludt.(k n<:'l.tnDI'' ---·· -·-·--··-·-.. ----···~· .. -- ... ----

2. Tl....tan MOHAMAD ED I SUAED I • 1 ahi ~~ d i Majalengk"'~ 

.1. _!_ n'iit o: .. : •. '-l n _;_ ]_ :n;.-. J ,. 

ct:1 v-.::11*'''''-r~p ;.;-,·i'",·! :--r 

'- .. v· .. ' 
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f•P.IUE.'q"'n~ 1\.av· 'tu I and"\ t.: '0.'1 '1d udu. f.<. nt:ltncr I" ~ · ~·-··" ... --··-···---~N .. 
' .• 

s:ah mewakili KOPERASl PEGAWAl ReF"UBLIK INDONES 

D!I'•!AS PENDIDLI<AN NAS!ONAL I<ECAt<\ATAN SUKAHAJ I -. ' 
"GOTONG ROYONS't (KPR!-BOTONG ROYONGI V--~·-·--~--

I 

fNDONESIA DINAS PEND!OIF:AN NAS!ONAL ~~tCA11ATAbl 
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I rH~Jf!CI' 
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·:.· ;:r .! j.,,_.' _, •.-. . -, <-: ; "'· •:· . ":.' . -, --, 

..,_ - . "-
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"Per.janj.ian .Kred,it" 1? 

. -. ,. 

! :~-~~:!; 1 ···:-li''.:L l-::.i•I:7J:- Ci•:,,,._,_-:ib~·,>.:-, U!i'i..Ui. ;;,;;;-:n,Uto:;·-~.1-·.,-,--r, -.l:•m::n,·>r 
j -----~--------

! FiduziE~ '"'t~:;; Tag.i.han·-taqih:m/F".i.utanq kepad<>t para -"· 
,_ ------ -----
~nggota Koperasi 

-'~.,~,~·~n~c~c·~r~l:. ":'~":· _.:'_ .. _l:':":'c5":--:·i.:':' :·_'~-->:'':· :t:·:":':':~c':l.c"c":::.'r:":···':...."" .sn Q 

l h"'-W<:lh :tt",:!, ~ 
i---

-------~ """-- -t --C-::·- 67\Ti W iii:l.Tn .;.u 1·:-;,·,(,.·lli-<::rl ·iiJ.-Fi·>, ,C,"""';iC.,_~"C' >to,,c.,,:,O·(C•"<o,,,c,",--;·TI.~c;;;:n ·l: Ed'i ;t N':• ii~ i:¥':•1 .. {.;:\-n--

! 
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_;..-·f !:d \Y.";-·b·i . .,;~.<,",: 1,:\itinY;.·, l·'i.\:"iU L•.ml:.t~l b~:-:n~"\!i:i:<fr!.-,,;o-, 

f'::;T j c;r:) i -::.:-. i•- \":::-di t. :lr:r·;_:;:\); h..tmla::h uts.ng T.>k.:.r;· 52t•fi".;.;:,r 

1,_,/ 
f(~::· ~"itJtJ~ooo.,ooo .. ~" lt?nHHi•'t:<·;:..hr<;;. ;illtJ~ ,·-qpt.:-t! .. ,) <!1tiii.U ~.------~- .. 

1G<+:.i•,_m:l ;~h 11-!.\flr:l y·;:..ng di iJC!ntuk.,;tll dif-.:1-::•t!'''-\(:i.a!r h.rtr·i ··-·--···-·-.-·­

' ' . 
___ --j- .. LJ.~:? t::.O . .a.s.o!\ i:J:::.au_J:.::e_r~:-w..LaLJ:; ______l(r .ad_i ·::. , __ Jl.lm ~-""''-h . ...!.\ :t ~\Dl;.l--flO.f.>n a-...::::=·::.:.:. 

I 
J 
; "\:£-n(Y·it·L,, d<:tr:( br.lt·:.:i. kt·.;:Gl.t D~-:!:b:iJ;;:w k1,;::opctd2. l<l"editc.w~ 

P·':i hF:i• >;;:;1•·1:"'-""~l•\•'\ ;_,_er+:i nd.nk_ se~b;;;.q.od.rrtir~:n<:l -:l,";'rseb'..l'\: d~.n ----·-··-.. 

J l?..,:<.!'"f?fli'-!l'r'~•. untnk do?,n .,:.,1;.6;:> lh\lli<:t f'roenev·im;:.. F.:i'.dtu~ .. ia dc·ng.-:i.n 

~- ;~,;.-p:~·-::~r.=:~~~;::·~n::~~:.;:a:a~~~~::~~;·~:~:::: scfA~; -=~ 
I 

/ 
Rp 4(n).OOO.OOC~..:;;/ (f2rr,p:;:t.~·atus J:.1ta rupiah), atc.s obJeJ.· . 

....--
'<;8/(;U~ rL\n i:">'l' t l, .:~.p h..:.~ k, :• \<Jf}·l•Hi·:n.::\n 1;1 ~ ·(.,;AI.,! :U1.an -··L<il<;:! :f h,:-..._n 

.!. --' ~ L •• \--· .!. ~\j l 
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f. ;t" P,mrr,bt+'·l~tl:<f',;f\11 ;;;,;.;;-.:1 par, :;:'i.rii.H>:l-1\ at,;,~~~ (Jl:~:i E·!<. -)::;l(!ll-PiUl 1~ 'tdu!E. 

' ... -· .. 
j i ·:~ 
i 

' 

( 

'il:i l·'fN'n.d:i.07. h~ .. ,~;_ 
• 
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-"' ~--~ t.UI'r'f.-.t·t·:,n/9UL.Ii,;t;·Hi Y'i:H'l::! d:i.i.•'l\.\!··.,:<~"1 C"..\lt·:f"; t:;'"'·.·;:.:·H'J.'i"•J.r ... ,j 

d1ur~\~.t1.tl.n dJ. &;tc:t"!!J<,. tl.,'"tn ttt,·;,~:; !"~t::·r·qdnt.~u:,:; p<:•~·l:c<.n:='t ,i,,r· 

' 

r ulanq li,t.;.:;. Ob":leY~ ~~~minan 

l .iU<;ia tided< ci:\p.erY..en.i:\nkan t.tn·tL\!< meMbE·I::ank<an d¥-~ntJan 

I 

F i -:i t• s) ~-, ,. ·-- ~-·-- • ... -- • -··· • ·-···----· ·""·--- • · .... "'. 

''·' ·' 

• 
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O!Jje.•k ,Jamit-,an Fidu!.i!:i.rt ini t:tde<i-:. JTtH:i..c.ngqar- ketentu.:m --~--··-
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r,l;yt·. 0-1' i •:; ~ 

f'l:~.nut"" aHtt;·l ini :j:.t:tli"\i·. ct.it<:~ntlat.;,nq.,;I·IJ. 
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SALIN AN 

BUKU DAFTAR FIDUSIA 

KANTOR PENDAFIARAN FIDUSIA 

1 o J' 'I .,.,.,'o 
>. 1.11 Lv-.1 oil. o> "tJli 

JAI\1 : .......•. " ............... , TANGGAL: ... , .................... ,., ,. ........ , ......... .. 
~ 

NOM OR 1111111111 II!Cllll 

L . 

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

KANTOR WILAYAH JAWA BARAT 
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O.o~h .. 00 HOo U " H ·~ O• 00 . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . .. . .. . . . . . ~. . . . . . 
• 0 • • • • • • • • • • • • 0. • 
~ • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • 
• •• •• •• .. •• u • • .. •• 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOM OR 42 TAHUN 1999 

TENTANG JAMINAN FlDUSIA 

Pt~slll14 

{ J) Kantor Pcmktllunm Pidus!a mencrbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia 
Scrtifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sruna dengan tanggal pcnerimaall pcrmohonan 
pendafUlran. 

~ 

(2) Scrti11kat Jaminan Fidusia yang merupakan saHnan dari Buku Daftat Fid1.1sia memuat cmacan 
ten tang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasai l3 ayat (2). 

(~) J:u11imm f.idusi:t l:1!1ir pada tnnggul yang. sama dengun 111nggnl di\:<tt<Jrnya Jmninan Fitlusin 
dalam Buku Dal\ar Fidusia. 

PusnllS 

( ll Dal;;m S.:rlifika! Jaminan f-'idusia sebagaimana dimaksud dalam Pnsal 14 ayai (f) 
di..:-anlumkan kaw-k:nn "DEMl KEA01LAN BERDASARKAN KE1'UHANAN YANG 
MAHA l-ESA" .. 

t ~ l s~ni liknt Jmn i nM fidu;;in sebagatmuna dimaksud. Oalam ayat t I) n_1empunyo11 kckuman 
cksckmorial yang sam a d!!ngan i)Utusan pengadilan yang telah memperoleh kekuat.an hokum 
lctap. 

{Jl Apahiia tlt:bilnr ddcn.1 janji. Penc!'imn Fidusia mempunyni hak untuk menjual Benda yang 
mcnjn<li objek Jnmimn1 Fidusia atas kekuasaannya sendirl. 
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DAFTAR FIDUSIA 

N•na : KOI'ERASI PEGAWAI REPllllLIK 
lNOONESlh O!NAS PENDlDlKAN 
NASIQNAL KECAMATAN SUKAHAJI 

"GOTONO ROYONO" !KPRI-IJOTONG 
ROYONG) / 

Al!lluat : bertedudukan dl Kflbllpl!rtn Majaiengks 
/ 

Pekerjwm : -

Nama :PT. flANK NlAGA ·n!k 

: berkfdudukan tfntr bc:rkoHlor pusal di 
Jaki.rta 

f>eketjaan :--

Jami.rum fidns'ia ini dibttikafl Untuk menjamin p¢lunnsnil ulllll~ PU!D£RI FIDUS!A 
S<!jllmloh Rp. 400.tl00.000,• ( _ .. ,, jo!a"4JiJih) _..,.,;;. ·-- ----
befdasatbn o.kt2 Ptljlll'ljtt.a Kreditdibawah lllrtian Wlggat S-S..20061Iomnr : 420/PTK~IIBDG!l~. 
bennelcrni eukup, - _---...t:::::. 
.Dcrt~ nilni Patjsmirum sejum.fab RJt)OO.OOO.OOO,~ ( ~llSjutll rupi!UIJ. --~ 

• • • 

I.lengan syttrat-sy;nnl sebngsfmane d'"unalsudlum de!am akttt fatt(#t 5 M~i 2006 ~---------· 
Ntmmt ll,· yang dibuat Nowis Tlt:N NORMAN LUO.tS, 8.11, bctkedudukan di BandMg.--·----

~ 

Dibukukan dan Tanggal Penerbitan Sertiftlmt 
llandung, 12 JUDI 21106 

- A.N • .MWIT£Rl HUKUM DAN HAM RL 
~ Kepala Kantor W.il,:i.)rah D't} · artemen Bukum n HAM Jawn Band 

.. ~· ' ' ' . 

' . 

Drs. SuGENG~RIJO, Bc.IP, SH., MM. 
N:!P: 040016277 
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®~ PERUSAHAAN UMUM 
~~~~ SARANA PENGEMBANGAJ.'l"USAHA 

'-'<Hll!•r !S.P3!C .3tnii2004 Bandung, ~0 Maret 2004 
! 'HHptr,<J\ 

1\·rilml :';F3 lnduk alas Krcdit Yang 
Disulurkau K!!pada Kopcru.~l 

Kepada Ylh., 

Pcgnwni/Karyawnn ' 
Pinlpintm PT Bank Nio.ga 
CabMg Bandung 
JJ. RE Manadinata No. 134 
Bandung 

a. Perjanjian Pcnjaminan Kredit antara Pcrum Samoa deng.an PT. !lank 
Niaga Tbk Nomor -'PKK/!X/2000 Tanggal 22 September 2000 

h. Sura.t PT. Bank Niaga Tbk. Nomor 
24 Maret 2004 

/SK./UKM/BDG/2004 langgal 

----------

Memmjuk Pcrjanjlan Pcnjaminan Kredlt antara Pcrum Sarana Pengcmbnngan 
Usaha dan PT. Bank f..l;q,ga Cabang Bandung serta surat tersebut diatas, maka 
perlu Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

l. Pcrum Sarona Pengembanga.n Usaha Cabang Bandung dapat mcnjnmin 
krcdit pcgawai yang disalurkan PT Bank Niaga Cabang Bandung kepada 
Kopcrasi Karyawan dan atau Koperasi Peg:awai untuk direruskan kcpada. 
para anggoiaJi}':l. dengan plafoJid sebesar Rp 2.000.000.000,- (dun mllyar 
rupiah) scpanjang memenuhr ketentuan dan pcrsyarntan PT Bank Niaga 
Cabang Bnndung. ~ 

NProscnl:l~c Pcnjaminnn Pc.r1,1m Snr:ma ndalah !>Cbesar 100% dari nilai l/ p!afoml kn:Uit {unlllk rcsiko kumalinnYdan 75% dari nilai p!afond k~cdi1 
(untuk rc$iko PHK dan kredit macct). 

3. Jnngka waktu pcnjaminan krcdit :>ama dcngan jungka waktu pcrjanjian 
kredit bCrikut perubnhannya yang tclah ditandaumgani olch Bank dan 
Oab!tur. 

4, Seluruh ketentuan dan persyaratan kredlt dari Bonk otomatis mcnjadi 
syarat pc11jaminan Perum Saram:.. 

A\J;\ptm kctcntuan pcnjaminon krec.litadalah: 

A. Kr<.!dit kcpada Kopc<J.Si Karyaw.:m (Kopkar}/Kopcrasi Peg:awui 
(Kopeg) <ldalah krcdit dnri PT Bank Nia~ keifrujl;l kopern~i ~ukan 
untuk modal ketja dan atau investasi us:ba kopkarlkoppeg) yang 
dit~ruskan , kepada nnggotanya d!Hngkungan 'Perusahaan Swasta, 
BUMN/D dan instansi /lembaga Pemcrintab yang pembayaran gajl 
anggota kopcrasi dimaksud melalui atau tidak melnlui PT Sank Niaga. 
Adapun kriterin kopkarlkoppcg yang layak mendapatbn krcdit: 

Memiliki hadan hukurn 
Perusaha.:in induk ada!ab !nstansl/lembag3. P"erncrintnh, BUMNiD. 
Pcrusahaan Swasta Nasional atnu lcn1bagt:~ yang mapan 
Mcmiliki pcngurus yang aktif 
Menyefenggarake.n Rapat Ang-gotn Tahunnn (RAT) minimal 
tahun terakhir . 
Kincrja Kopkar/Koppeg mcnunjukkan adanyn labnlkeuntungan 

Halaman l dari 4 t 
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B. Angg.~lla kopcr.H>i ndnlnh karynwarlipegaw<.ti t<.!l.ap yang mcmi!iki 
standar pcngg,;jiJn Mku di ihsUinsi/kmbaga/p;;':!sahaan tcmpnl 
:mggtl!;J b,;kct:i;"~ 

C. Sum(K·r f)Cmhaynranttya dllakukan dengan c€(ra pemotong;u1 g.tji 
l:mgsur.g nlc:h bcndithnrawun perusahaan tcrlwdap nnggota 
i-:opk:trlkop;1eg d[maksud dan sefanjutnya disctorkan kc PT Bank 
Niaga nlcb Kopkar/Koppc:g dcngan bcrd:tsilrkan surnt kuasa 
pr;:motong:m gaji o)eh bendaharnwan ga,ii diltl!t!l;t tcrnpal anggoLa 
korknr/koprcg bekcrja, 

D. 1lcJ:~ks:mallll ak11d kreilitnyll dilakuknn olch Knpka:·/Koppcg. 

1~. lmhal .l:isa Penjaminnn Kredit kepada K('ipknr/K(>ppcg adalah .~t:bag«i 
bctilwt: 

!mbal Jasa Pcnjarninan dibayarkan dcngan cara mentransfemya ,j(e 
rckcning Penun Sarana Pengembangan thw.hn Bandung dengan 
nomor 130.0098074654 pad,a Sank Mandiri Cabang Metro Jalan 
Sockarno-i-lattn No. 638 Ba.ndung, 

Adapun kctcntuanlambahan yang mcngikoti ndalah : 

.1. Anggota kopernsi caJon pcnerima krcdiL .. bcrstatus scb:tg::i 
karynw>~nlpcgawai tctap tlan mcmiliki mns:il kcrja minlmnl 2 tahun :rort:~ 
jangka wnktu kredit lebih kccil dibandlogkan sisa masn/umur pcnsiun y:mg 
bcrsangkutan; · 

Sutat kunsa dnri anggota kepada bendaham instansi{Jcmbaga/fX!ruS1ih:l<ll1 
untuk memotong ga,ii karyawan!pcbr.1wai gunr. pcnycl_esaian kewajihllll11Ya 
pada Bank. · 

c. Dnftar nominatir yang bcrisi narna~nama, take home pay {THP), bcsarnya 
ang$umn, jangka waktu dan jumlah kredit masing-mnsing 
karyawnnfpcgawai yang u~lah direkomendasik;m olch koperusi ntau 
lnst:msi/!cmbaga/pemsahaan, 

d. i}cng."'tju::m pcn~itan Sertifikat Pcnjamimm· (SP} olch PT. Bank Niagx 
l:aO.lJmJtluog kcp:HI<I l>crum S;mma dik':ngk:lpi dt:::ng.;m dnfti·dttl:l sehag:1l 
bcrikm: 

o. Hasi! an:nlis::1 singkat tentang krcdit (c:-:cculivc ::~wnmar;y) .-ktri D:mk 
;1!;1~ tm&ing-m::~~ing: ko~~kaflkOppcg alau inswns.iflcmbagalpcru:mhmm. 

h. D:~flar nomin:~tif 
c. Fotocopy Aknd Krcdit 
d. Fotocopy bukti pembayuranimbal Jasa Pcnjamin<1n 

Hal:un:m 2 dmi -I L 

---~ 
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L J\;mk kiag:1 herhak untuk mengajukan klaim kcpoda Pcrum Saran.<~ 
/!~ahifu : 
I :!/ Na::<Jb;th m.;aingg;1l duniu lctapi bukan di~chabbn karcna bnnuh 
\,. diri. ' 

' ~nsahah dibcrhentikan dari tempat kcrja (PHK) te1ap1 bukal\ 
rlisclmbkan karena tindakan melawan hukum 

c. Kredit dinyatakan macet sesuai ketcntuan Bm1k htdonsia 

"' Surat llcngnjuan Klalm disampaikan o[ch PT B:mk Niaga sucaw 
tcrtulis setambat-lambalnya 2 (dua) buhm sejak timbulnya hak k\aim, 
yant;t dilcngkapi dengan: 
a. Data Po:sisi terakhir 'pinjaman nasa bah 
h. Surm ketcrnngan Kematian dad Rumah Sakii'!Keturahan dan karlu 

idcnlitas nasabah bngi nasnbah yang menioggal dunia, apabilu 
pengajmm klaim dischabkan kematian nasabilh. 

c. Sumt KcputUi<m PHK dari Jostansi/tempal nasabah bekerja dan 
kann idcnHL:lS nasabah bagi nnsabah yang di*PHK. npnbi!a 
!'X'll}::tiu011 k!:>im t!isl."b!ihk:m PHK, 

d. Dasar P~rhi(ungan jumlah kredit yang, diklaim dituangkan da!am 
Bcrita Acam Klaim yang ditandatangani PT BMk Niaga. 

3. Klaim yang dapat diajukan oleh PT Bank Niaga adalah maksimal 
scbcsar 100% tlikaltkan plafond krcdit (untuk resiko kematian) dan 
75% dikalikan plafond kredit (untuk rcsiko PHK dim krerlit macet) 

4 Keputusan atas Klaim yang diajukiln PT Bank~ Niaga akan 
disnmpr~ikan JJcrum Satana sclambal-lrunbatnya 14 {empal belas) hari 
tcrhitung sejak berkas pengajuan ldaim dari PT Bank Niaga diterimu 
secara lcngkap. 

5. Atas Klaim yang dapat disetujt1i, Pcrum SnratKl akan menyampaikan 
pcr:;ctu)uan klaim tcrscbut dalarn bentok keputm;an klaim kcpadn PT 
Bank Niaga. surat tersebut memual data tenta1tg : 
a. Jumlah Klaim yang diajukan oleh PT Dank Niaga 
h. Jumlah Klaim yang akan dibayar oh:h Perum Sarann 

GJ) Scjnk Ktnim dibnyar o!eh. Perum Sarann maka. si.<>a kredit nasabah 
scb~sar kl<~im yang telah dibay.ar oleh Perum Sacana terscbut bcrn!ih 

r \ mc.njadi Piuumg Subrogasi Perum Samna 
\J.) Sctclah Klahn dibayar oleh Perum Sarnna malw PT Bank Niagu 

tc!ap hcrkcwlljiban sccara aktif rnc!akukan upayo1 pcnagihanlpenarikan 
kembali jumlah kerugian tersebut, sampai lunas. Untuk itu Perum 
Sarann sc.cara otomatis memberi kuasa khusus kcpnda PT Bank Nlaga 

(}) Pcrum Sarana dan PT Bani< Niaga dapat juga mclukukan upaya 
pcnagi!mn piu1ang sub1·ogasi, baik bersama·somu maupun sendiri· 
scndiri dengnn beb.an biaya ditanggung masing~masing. 

'J. l'cmbayaran~pcmlt.lyaran yang diterima dari Nasabah sclelah adanya 
pcmbnyar:m klaim harus disetor kcpad<t Penm1 Samna sc:mal dcng:tn 
bcsarnya resiko yang dilanggung. 

1: 
i 

l 

~·--·---
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I !J. J Ink Kh1im menjad1 Hnpus dcngan scndirinya npnbila : 
a. PT Bank Niuga lidak mengajukan kepada l'crum Satan<! .'i~t,;bth 

kw:ll::: (dua) bt~lan tak
1
winl scjak dmbu1nyR bak unluk mcng:!.Jubn 

klnim -
b. f'T Hnnk Niuga tidak memungu\ dan tiCBk mcnyctorkan imbal jas:: 

pcnjaminan 
c. PT Bank Niaga tidak mclengkapi berkas pcng<\juan klalm yang 

diptrsyaratkan dalam 2 (dua) bulan tcrhitung tanggal surat 
pcmbcritnhmm dari Pcrum Sarnna. 

S~:b:1g:1l tamt\1. pcr.sctujuM nlas ketentunn dan pcrsyarown di atns, diharnpki\11 
I'T Bank Nbg:1 Cahang Ehmdung menyampnik;m !;-m!5l;apnn :ttu;; SJ>J ini 
sd:uubm-l:unbatnya 30 {Llga puluh) hari k:c1ja scjak tatrgga! cll!crimnnya ~w:; 
itJi. . 

Demikian ~:urnr ini di:>ampaikan. Atas kerja samanya, diucapkan tedma kasih. 

Kcpala Ca.bang 
·J>,.,_ ~'-'''"" 

"''""B" Operasional 

J!nlamm1 4 dnrl11 
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•• •• 

PERUSAHAAN UMUM 
SARAN A PENGEMBANGAN USAHA 

Sertifikat Penjaminan 

I oa 1 

Perusahaan U:rnum Sarana Peng:cmb.mg~ Usaha sebagai PENJAMiN dengan ini 
mengikatkan diri unluk menjamin hutang Terjnmln pada Penerima Jaminan . 

• 
,-----PENER!MA JAM!NAN --------, 

KETEl'lTUAN PEt<!A 

1, Jumlah Kredit 
2. Jumlah Penjaminan 
3. Jangka Waktu Kredit 
4. Jenis/Skim Kredit 
5. Penggunaan Kredit 
6, Tmgkat Bunga 
7. Imbal Jasa Penjamlnan/F!:!e 
B. Masa Pcntttminan 

Kepnia Cabang 

: Pinjaman:Transaksi I<husus {PI'l<) 
: PembiayaanKebutuhan 2.7 Anggota Koperasi 
: Sesuai Akad Kredit 
' Rp 5.440.000,00 
: Sesuai}angka Waktu Krcdit 

DiterbHkan di; Bandung 

pada tanggal : 24 Mei 2006 

Kepala. Bagian 

i 

• 
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RUANGCATATAN 

SP ini diterbitkan de~tgan mcrujuk pada kt'tcntunn-kctentuun dalam: 

1. Penjantinnn kredit it1i berlaku u1'1tuk maksimal sebesar ?5% (tujuh puluh Jima persen) dari kredil 
yang direalisasikan untuk resiko non jiwa antara lain resiko phk dan krodit macet, rlengan pengertian 
besar pcmbayaran klaim adalah sebcsnr kerugian '(fiOk<»:dan buriga) yang terl:uriggak dikalikan 
dengan prosentase jumlah penjamimm kredit, dengan hatas setinggi~ting:glnya sebesar krodit 
yang dircnlisasikan dikalikan dengan prosentl'Ose iu_.mlah penjnminan, 

2.. Penjamina11 ini wajib w1tuk merujuk dan memperhalikan atas : 

<t Perj<'~njian Penj~minan Kredit antara Perum Sarana (d/h !'erum PKK) dengan PI' "Bank Niag:a Nn.: 
/PU/lX/2000 tartggal22 September 2000. 

b. SuratPerseruju!'ln Pxinsip Penjami:nan Induk (SP3 Induk) atas Kredityang Disalurkan Kepada 
Koperasi PQgawai/l<aryawan No,: "'/SP3/C.3/Ulf2004 tanggal3<l Maret 2004. 

c. Suratl3anl: Niaga No.; ,IUKM/BD0/2006 tanggal10Mel2006 perilial PennohonanPenerbitan 
SP a.n. KPRI Gotong Royong- Sukahaji Majalengka. 

\,;;1r M~uja\!i l'<:1bti~u b:.z,l !'~njamfu. l'~n~rima J:min~n i.!;:n T~rJ:.I:nln bnbw~: 

l. Ap;:hi!n TC!JIImln ti<bk mcmtn\11111 jJnjl untuk 1uembay~ bull!l~g ~Uiu ll\tllye!;:salkan kcwnjiban pefikotannya d~ng;m ften~rima Jatn!nan, mi!lm 
p<:l\!&min akltfl mcn.yt!lest~iknnl!3n1i rugl penjaminon {klnim) kcpad.l P.,ncrimnJJmin~n IKSU:li densnn ke~nluGll yan& bcr!oku. 

t ~ng.1n tebh di!:elesDikennya gunli JU&i pcnj,:unilw.n (klnim) !!leh Pcnj11min kcpada ~ncrima Jaminall. Ttljamirt w»Jib roolllf'\i!Si hullngnya y.mg 
Le!ilh bernlih meAjadi bilk suhrojl,liSi P~njnmin, ./ 

1. J>cm:rimn1amin:~.n d:w f'eUamln wnJib mcrtlljih kcn'lljil1~n kcuanJ!iin Tc!j~mJJl $.11l!pallt!nossecuo bental'lll!·snmo 111au semliti.stll!diri, ../ 

'<2nt11r Punt' 
:'<('d!!ng Snrantl i>cnj:Htlillllll J:tlnn Angkus:~. IJlrk !l:-9 Kuv, 6 t;:,,lu !Jam U.:u,dnt Kcmayuran Jaknrln- W?:W. Tet 62-2! 6540335 
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•• •• LAMPIRAN SERTIFlKA T PENJAMINAN 
NOMOR:, ·. ·· '03 TANG GAL 24 MEl 2006 

ATAS KPRI GOTONG ROYONG • SUKAHAJI MAJALENGKA 

Berdasarkan surat Bank Niaga No; /UKM/ BDG/2006 TanggallO Mei 2006 

Nntmt/ i\.larnl!! 
l'cinflhl)a 

PERUSAHAAN UMUM 
SARANA PENGI!MBANGAN:USAHA 

CabaJ!9 Sandung 
,-:;::;:::.._~--. - ., -:. " ·- -- -

/;_ : .. 'JJJ:li -; 
Kepa!a Cabang Kepala Bagian 
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FORM-KUJJ. 

No mot 
Lamp!ran 
.Peril;.:,! 

}SK/SMA-1/0DG/2008 
1 (situ) set 
.Peng~Juan Kla:m a.n K?Rl Gotung Rayong 

Kepada Yth. ' 
Pincab Perum Sarana Bandung 
JL SOekarno Hatta No. nz Gedetmge 
Bandung 40294 

fldndung, 2.3 Mei 2008 

Sehubungan per! hal tersebct (fllrtils, bersama lnl KErn! sampa!kan h<ll-hal scbag<~l berikut: 

L Krerlit.{pembl<lyaan a.n KPRJ Gotong Royong Kec. Sukah<>Jl (d<!bi\vr} yang te!ah t>erstatoo 
m;;~cet (Ko!ektlt>Kitas 5) tl:!rhltung sejak 30 April 20011. Mapun kendisl tunggakan ang:ruran 
Kopemsl hlngga saat !hi stbag<ll t.eti~ut: 
• Tuoggak<!n Pol!;ok e Rp. 36.962.803,· 

Tunggakal'l6!lfl9<l ""R'V· 111.970.513,-
Denda Pokok & Sunga ;•uR•&"--cl'~'"·1~61~,~4S'.'!;•' 
TotatTunggakal'\ - Rp. _9&.397.770,-

2. Total l«!rugQn Bank Nfaga per 23 Mel 2008 adalah : 
" P1::kok o:: Rp. 318.Z&J.Olli,-

Tunggal:an Bl.Jnga ""P;p, 41.97il.St3,• 
Denda Ptlkok &.8Uflga ~- _ t 1.4£1.454.-

• Total Keruglan "" Rp. 381,698.986,-

3. Sesual dengan ke."entu.;n Se!tiri'at f'elljartdnan Perurn Saran& f'eng<:rnbangan US-aha 
terlampir I'll bilw<:h atils kemacetan l:ret!lt dimak.sud, bersama lnf mlmglljukan permohonen 
kla!m sebesar 7S % dar! keruglao de--.gan rnemperhltungkan demca der-9an rindan sehagal 
be(dwt! 

No. No.Sertifil:at TgiT~rbit 

4. Seba-gal bah:;m pertlmbangan, tletSatr~a In! kaml sampaikan cula kelengkap<m N:rkas 
pcngajt:an KfaJm sesual deagM yang dlaM dalam Petjanjllln ?tujamlnan Kti!Uit yattu : 
a. ASlt Sertlflkat Pen}am!ll3A 
b- CJ)JJi' buktl pe!onasen pemba;a;an ja.sa penjamlnan {telah diklrlmkan sebelumnya) 
c. Perhltunglffl Wll!Jgafcrm yang t<::nnuat dalam 6erita Acata Klalm (form terlamp!r) 
d. copy ht!sll B1 Checking data per Met zoo a 
.;, Ptts:sf tl.>ng!}<lkan setlap end user 
f. l<ultansl taoda tertma dart End user 

DEmikian kilaoya maklum. Atas J:erjasama yang ba:k, kamr ucapkO!o terima lmslh. 

Pi. sank Nlaga l'bk. 

' <- : , •• 

Account utrleer 

.\ 

UI<M O:!ntre Head ~ Bandung 

,,,:" 
10) ,,, 

A 
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FORM-KL02 

BERITA ACARA KLAIM 

Pa:ia harl ini Jumat, tanggal 23 Mei 2ci0S, \ami yang bertanda tangan dibawah inl : 

Nama 
Jabatan 
Alamat 

N;~ma 
Jabatan 
Alamat 

;;,·oc'"·' ·'•/'"·"·~:· 

: UK!'., t:ef'ltre Head sandung 
: Jl. RE Martad!nata No. 134, Bandung 

: UKM centre Head Banclung 
: JJ, RE Martadlnata No. 1311 Bandung 

Telah mengadakan pemeriksaan setempat kepada: 

Nasabab/debl:bJt 
Badan Hukt~m 
Klasifikasl 
Alamat Le.ngi<<IP 

: KPRI Gotong Royon~ Kec. Sukahajl 
: KoperaSI 
: Koperasl 
: Jl. f'angeran Muhamad No 61 Kec Sukah~ Maja!engka 

Terha<fap Kiedi't yang dlpercleh dart PT. Bank Nia.ga Tbk (kreditur} untuk kepertuan Kredit Modal 
Kerja dan Investasi yang dijaffiin oleh Perum Sarana Pengembangan Usaha (d/h Perum PKK) de:ngari 
Sertlfikat Penjamlnan (SP) Nomor sepert! yang sesua! tetiamplr ~ada Surat Pengajuan l\lalm 
No " · 'SK/SMA-!/BDG/2008 tanggal 23 Mei 2008,- dlmana total rMkSimaf penjamlnan sebesar 
Rp. 300.000.000,- untuk pokok plnjartlan sebesar Rp. 400.000.0001~. 
Perjanjlan kredit anl.<lra PT. 6zi0k Nlaga Tbk (kreditUr) dengan KPRI Gotong Royong (OE8t'i11R) : 

1 420/PTK~l/BOG 2006 

Oengan has!! pemerlksaBJ'! tersebut telah didapat data dan kenyarnan sebagal berlkut : 
L Pembayarnn kemba!l ke Sank Nlaga tfdak lancer karena mekanisine potong gaJl ofeh bendallara 

terha:iap maslng-maslng anggota tidak berja!an sepenuhnya. 
2. Tunggakan dengan perinc!an: 

.. Tungg!!kan Pokok ""'Rp. 36.962.003,-
" Tunggakan Bunga =- Rp. 41.970,513,-
• Denda Pokok & 8unga "' BP· 11.161.454,• 
• Tota( tunggakan = Rp. 90.397,770,~ 

To~l ojs p!njaman yang dljamin~n silmp!ll dengan :t3 M€1 2008 Rp 328.464.0191 ~ 
3. PT. Bank Nlaga, Tbk te!ah membayar jasa jamrnan Perum Sarana sebesar Rp 5,4'\IJ..OOO.,- (Lima 

Juta Empat Ratus fmpat P.uluh Rlbu Rupiah) dan te!ah dmansfer ke rekenlng P:ert~m Sarana dl 
Bank Mandirl <:ab.l!ng Metro Bandung. 

1. Setab-sebaO darl kemacclan ternebut adal<~h: 
• Potong gajl tldak berjalali !&ncar karena ten:lapat anggota koperasi yang meminjam lag! ke 

BPR tampa oopmgetahuan Koperasl dan dlnas pendkllkan. 
• Pihak Bendahara Dln!!S tidak mau lag! membantu prose pematongan gaji end user untuk 

pembayaran angStJran sehrngga pemfnjalilan llnggota ke kreditur selain koperasl tidak 
tcri«mlrol. 

5. Lar;gkah~langkah/upaya pemblnaan yang telah dllakukan : 
Collection secara lnteflsir namun hasllnya t1dak se.perti yang diharapkan. Collection dllalrukan 
langsl.lng ke i«>p;'!rasl ataupun vla tclepon. 

• Upaya reschedule dan restructure telah dlajukan ka lo-:operasl tetapl koperasl tid~ dapat 
men'lenutl(p'efSY"i;ratan Sank yattu pcnarnb:ahan }amlnan dan penyelesal<m tunggakan. 
Melalrukan remindet kewaj!ban dan membertkan Surat Peringatan hlngga peling<!tan teral<:hfr, 
namun debitur tli!t~p tfdak dapat memenuhi kewajlbaonya. 
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6, Agunan vano dis!moan Sank Niaaa adalah : 
Nama aounan Ni!al l.fl'lan Jeols 
Flducla 100% darl afond ta ihan 

Nomo.· 
11 

Tan a! 
05.05.06 

Sesuai dc-ngen 1st Sertifikat PenjamiiHm ($?) Pert~m Sa111na d! atas, maka atos kemaort<lO kredit 
tersebut, kaml sepakat untuk mengajtlkan klaim kepada Perum Sarana sebesar : 
a. 75 % X Rp. 381.6%.986 = Rp. 286.274.239,$ 

Setelah klaim dlbayar oleh Perum Sarana~ mal<a semua sisa pinjaman tldak lagi drkenakan bunga,dan 
plut:arig. PT. Bank Niaga Tbk ate:; Kl'RI Gotong Royong. tersebut bera!lh menjadl plutang Perum 
Sarnna (piul1!ng subrogas!} sejuml<..! yang dlgantl}dibayar oleh Perum Sarana. SeQrua ~!!!..Y!!l9 
dls!m~l: ... tetaQ.._G}Sim]l3ll._tji Bank ybs dan hanya -~p_a!. QI~mballkan..kepada KPLLGatoog 
R~~uanEerum .. Saran-a.:- -------·--

Demiklan be rita acara irti karri buatdengan sebenamya dan untuk dlgunakan sebaglamana mestlnya. 

PT. Bank Niaga Tbk 

I 
f 

' . . . 

. .... ·- '·' • > 

_,_ 
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DAiA PQS!Sl TERAKH!R PlNJAMAN NASABAH 
(LAMPIRAN SURAT PENGAJUAN Kt.A!M Ml2.7 ORANG ANGGOTA KPR! GOTONG ftOYOh'G) 
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•• PERUSAHAAN UMUM 
•• SARAN A PENGEMBANGAN USAHA 

Nom<»" 
Lampi ran 
Periha1 

fPIC.3N1120fJS Bandung, tF;' Juni 2008 
I (satu) Lembar 

: PengajtlllD Klaim Atas Nama Kepada Yth. 
./ !'flU C'!<iltong l!oyong Majalengka PT Bank Niaga 

UKM Cenler Bandung 
__.-1 n. R.E. MartadinataNo.l34 

Bandung 40 113 

• SPJ lnduk atas Kredit Yang Disalurkan Kepada Koperasi Pegawai/Karyawa.n 
nomor: , ?ISP3/C.JII1II2004 tanggal30 Maret 2004. • 

• Surat Bank Niaga nornor : :, · 'SKJSMA~I/BDG/2008 tanggal 23 Mel 200& 
perlhal Pengajumi Klaim a.n. KPRI Gotong Royomg 

Sehubungan dengan SP3 Induk dan surat Saudara tersebut diatas, dapat kami 
sampaikan hal-hal sebagai be.rikut : 

L Berdasarkan SP3 Induk tersebut di atas dapat dijelss'kan bahwa Kredit kepada 
Koperasl KaryawanJKaperasi Pcgawa.i adalah kredit dari Bank Niaga kepada 
kopertui yang diteruskon kepada anggtJ/ImYa diffngkungan perusahaan (huktm 
untuk mm/(1] kerja dan atau investasi usaha !topkt:u!troppeg tersebut) sehingga 
diper1ukan data yang lebih rinci mengenai klaim kredit a:tas nama KPR1 Gatong 
Royong yang d!ajukan k.epada Perurn Sarana 

2. Untuk memproses pengajuao k.la!m tersebut,. sesuai dengan SP3 Jnduk kami 
tersebut dlatas kami masih memerlukan data sebagai berikut : 

Hal. 1 dnri zJ,. 
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•• •• 
3. Kam! moh6n agar pemenuhan berkas seba.gaimana pada butir 2 (dun) tersebut 

diatas dapat kami terima selambat~lambatnya 2 (dua) bulan darj tanggaf surat In!. 

Demikian kami sarnpaikan, atas ke!j~amanya kami ucapkan terima kasih. 

PERUSAHAAN UMUM 
SARAN A PBNGEMBANGAN USAHA 

kC{'BANO llANDUN'f 

i.rn~l.-~ 
I ' II .. ·.,, : ' "\ 

\ 
( <lt'--',-w-;~•'' 

·; 'Kq?ru~ C~ang 

Hal. 2 dari 2 
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•• 

A NAMA.AHGGOTA 
8 PLAFONO 
C JK. WAKTU 
o euwGAifHN 
E· ANGSURAWBULAN 
F TANOOAL REALISASI 
G TANGGALJATIJH 'f'EMI 

SUAOI (AMGGOTA J<PRI GOTO..\IG ROYONG! 
15.000,000 

" '" 422,857 
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ii§~ BANK NIAGA 
No. I Sl</ SME·II 800108 

Bandung, 17 Jul/2008 

Kepada Ylh, 
Perum Jaminan Kred!t Indonesia 
Jl. Soekamo hatta Km.12 No.722 
Gedebage • Bandung 
Up. (Kepala !lagian) 

Periha! : Kelengkapan Adminlstrasi Proses Penga]uan Klaim KPRI Gotong RQY.OJ1_g 

Dengan Honna! 

Menunjuk s!H'al terakhir Perum Jamkrlndo No.19001 Pi C.3/ VII 2008 tg! 5 Junl 2008 perihaf Pengajuan 
Klaim aln KPRI Gotong Royong, rn<'lka bers~UM inl kaml .sampaikan data yang dim!nta ter';;aij perihill 
terSebLrt sebagal h<>..rikut : 

(1) Perincian Tunggakan atas nama masing-mastng anggo!a KPfU Gotong ReyOng {sebanyak 27 anggota) 
2. Rekening Pinjaman atas nama KPRI Goloog Royong yang kredilnya dijaminkan kepada Perum 

Jamkrindo, 
l Rekening Koran yang menunjukan tmkii pencafran kredit dari Bank Niaga kepada KPRI Gotong 

Royong. 
4. Buktf tanda terima uong o1eh '11 orang: anggOta Koperasf dari Kj!>Rt Gorong r\oyong. 
5. Kartu Pegawai a1n 27 anggota KPRI Gotong Royoog digantikan oleh Su:at Pemyataan dari Kepara 

Oinas Pendidikan setemp.at yang tnenerangkan bahwa anggota Koperasi ada!ah pegawai !etap pada 
Ungkungan dmas satempat. KTP troak dapat kami lampi:tan mengingat data tersebut tidak kaml 
syaralkan pad a l\tlperasr dan untuk meminla Wang data !ersebut StJiif dilakukan mengii'lgat lokasi dinas 
masing·masing pegawal yang merupakan guru-guru terse bar di beberapa lokasi kecamatan. 

6. Bukti Sural Kuasa Potong ga;t dart masing-masing anggo!a (27 orang} kepada bendaharawan gap 
KPRI Gotong Royong. 

Kam! hacap do.%umen tersebut dapat memba.ni11 terealisaslnya klaim yang kami ajukan,_ 

Oemikian kami sampaikan. terima kasih alas perha~iaqn dali Xelfusamanya. 

Hormal kami, 

PT. Bank Niaga, Tbk UKM Centre Head Bandung 

, 

--
JL. R. E. 1'-!ARTADINATA NO. 131\. 3ANDUNC 4G'il4 ·INCC.,....~SlA 

TEL? (022) 424185-2 ,.,,. -~~.,, ......... ~ 

.,.. ' "' - '}__.. 

Anluanl VIa PAddanl 

' 
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Nomor 
Lamp iran 
Perihal 

/P/C3NIII2008 
l (saUl) helai 
Pembayar.an Klaim a.n. KPRI 
Gotong Royong Kab. Majalengka 

' 

Banclung, ~-Juli 2008 

Kepada Yth, 
Pimploan PT Bank Niaga 
UKM Center Bandung 
Jln. R.E. Martadina!a No.lJ4 

r-f BANDUNG-40114 

• SP3 lnduk atas Kredit Yang Disalurkan Kepada Koperasi Pegawaur.:::aryawan Nomor: 
281SP3/C.3/JII/2004tangga130 Maret2004, 

• Sert\fikat P<:njaminan (SP) nomor: 04-1166-0Jtanggal 10 Mei 2006. 
• Surat Bank Niaga no-mor : 254/SK!St..1A-IJBDG/2008 tanggal 23 Mei 2008 jo Surat 

414/SK/SME-1/BDG/08 taoggal 17 Juli 2008 
• Suro.t Kami nomor : 1909/PICJ/Vl/2008 tanggal 05 Juni ~!008 

Sehubungan dengan perihal seperti pada pokok surat dan menunjuk surat 
tersebut di atas, bersama ini Kami sampalkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Perum Jaminan Kredit Indonesia (dlh Perum Sarana Pengembangan Usaha) dnpat 
menyetujui ~mQf;O~~!I_kJ~bn se~~rsial sebelum kreditjatuh tempo atas nama 
KPRI Gotong Royong Majalengka yailg-diiijiikiiii-Ofill .. P"f B:ink- Niaga U~ 
Center Bandung. 

2. Besamya klaim yang dapat Kami setujul adalah scbcsar 75% x Rp 68.933.309 atau 
sebesar ~p 51 .699.~9&2~. (terbitang : Limapuluh satu juta enamratus sembi!an 
puluh seil16llif\ ribu sembilanratus detapanpuluh dua Rupiah). Perhituogan 
sebagaimana terlampir. 

3. Pembayaran klaim akan Kami takukan setelah Kami menerima rekening 
pentunpun~an yang dituqjuk oleh PT Bank Niaga UKM Center Bandung. --

Dcmil<'lan kiranya maklum. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, Kami 
ucapkan terima kasih. 

PERUSAHAAN UMUM 
n.JAMINAN _KJ<EDIT !NDONESl/f 

Cabang 13andung.. 
~-~··--<>-·,~) !•;;.~ .. ; 

Kepala Cabang Kepala Bagian 
Tembusa11 Yth : 
CJ J3apak Oirektur Pengembangao Perum Jamkrlndo (Sebagai Laporan} 

Hoi. I dari l 
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Ui'\TUK 

KREDIT US.< :iA. :KECIL 

DE:SGA . .:'i 

PT ASUPL"-''SI KR"D!T !NDO\ESL-\ 

·~· ·· .. -.. 
'· ·····.-
\"·~=·~:''::~ 

fl:T. ASUrt..:.~SI Kn::piT JNDON:::SIA 
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Pada hari ini 1 

b_ertanda tangan 

PERJANJIAN ASURANSI KREDI~ BANK 
UNTUK KREOIT USAHA KECIL 

NOMOR : PAK.B/050 

tanggal 
di bawah ini : 

para pibak yang 

I. . ••••••••• , selaku DIREKTUR UTAMA dan ...•...•.. , selaku 
DIREKTUR Bank Oagang Nagara 1 dalam hal l.nl · :masing-JUasing 
bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia nomor 97/M/1988 tangqal 23 April 
1989, selaku demikian secara bersama-sama berliak meWaki.li 
Direksi dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk 
dan atas nama Bank Dagang Negara 1 berkedudukan di .Jakarta, 
yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor lB tahun 1968 1 

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut : 

~-~---------------------~TERTANGGUNG-------------------------

II. • * •••••••• , selaku DIREKTUR UTAHA dan •..••••••. , selaku 
- DIREKTUR dari Perseroan Terbatas yang akan disebut, dalarn ha1 
ini liiasing-masing be-rtindak dalam jabatannya tersebut berda­
sa:rkan Surat Keputusan Bena:ma Menteri ~euangan-, "Republ._ik 
Ind9nesia dan Gubernur Bank Indonesia nomor 1065/KHK.Qll/229~ 
. . . · 24/7 /KEI'/GBI 
tanggal 28 Oktober ~991 1 dan se1aku demikian secara berSama­
sama bertindak mewakili Direksi, dari dan oleh kal:ena itu,. 
berdasarkan pasal 11 ayat {2) dari Anqgaran Dasar Perseroan 
Terbatas tersebut yang termuat dalam Berita Neqara Republik 
Indonesia tanqgal 10 Desentber 1971 nomor 99 ta:tllbahan no:mor 
555, berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terba­
tas Asuransi ·Kredit -;rndonesia {disingkat PT~ _Askrindo). 
berkedUdukan di J.akarta ;;ralan · Cikini - ·Raya nomor 99-lOI,, ·. 
selanjutnya dalam perjanjian ini ct·isebut : 

-------------------------PENANGGUNG--------------------------
dengan ini TERTANGGUNG dan PENANGGUNG menyatakan sepakat 
untuk mengatlakan PERJANJIAN ASURANSI KREDIT BANK UNTUK KREDXT 
USAHA KECIL dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat 
sebagai berikut : 

Jika tidak ditentukan 
sud dengan : 
1. PERJANJIAN 

BAll I 
KETEN'l'UAN UMUM 

Pasal 1 
Arti Istilah 

lain, maka dalam PERJANJIAN ini yang dimak­

: Perjanjian asuransi kredit 
bank untuk kredi t us aha 
keoil antara T~ANGGUNG 

l 

' r 
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I 
I 
' 2. DEBITUR 'l'ERTZ..NGGUNG 

J. JUMI.AH ,PBRTANGGUNGAN 

4 • JUMLAH KERUG!AN TERTANGGtniG 

5. JUl!LAH KLAIM 

dengan PENANGCUNG ~ang 
termuat dalam surat perJan­
jian ini beserta peruba.han­
perubahannya danjatau penam­
bahan-penambahannya danjatau 
-pe~baharuan-pembaharuannya. 

: Badan hukum 1 perserikatan 
perdata atau perorangan yang 
lilendapat fasilitas kredit 
dari TERTANGGUNG. 

: Plafond kredit (naksimum 
kredit) yang tercantum dalam 
perjanjian kredit antara 
DEBITUR TERTANGGUNG dengan 
'l'ERTAtlGGUNG ~ 

: Baki Debet rekening pinjaman 
DEBITUR TERTANGGUNG pada 
TER.TANGGUNG pada saat titn­
bUlnya hak TERTANGGUNG untuk 
menqajukan klaim kepada 
PENANGGUNG yang ll;le:t'\})',ll!tkan 
kesel"Qru.l)an jumlah kei"ugian 
yang diderita · ·TERTANGGUNG 
sebagai akibat tidak diluna:..:. · 
sinya kredit DEBITUR TER­
TANGGUNG kepad.a TERTANGGUNG 
yang terdiri d.ari poked<. 
terhutang ditambah bung a, 
denda bunt;ja·, l;>iaya. adlbinis­
trasi bank ,yang diatu~ da~am 
perjanjian kredit 'antara 
TERTANGGUNG dengan . DEBITUR 
TERTANGGUNG dan biaya-biaya 
1ain~ 

: bagiah dari .:mML.AH 
TERTANGGUNG yang 
ol.eh PENANGGUNG. 

KERUGIAN 
d~ganti 

6. TANGGUNGAN SENDIRI 'l'ER'l'ANGGUNG : Bagian dari JUML.AH KERUGIAN 
TERTANGGUNG yang menjadi 
beban sendiri TERTANGGUNG. 

7. OEKLARASI JUMLAH PERTANGGUNGAN ; surat permintaan -penutup'an 

2 

pertanggungan oleh "''ERTANG­
GUNG Kepada PENANGGUNG atas 
kredi t yang diberikan oleh 
TERTANGGUNG kepada DEBITUR 
TERTANGGUNG berdasarkan 
perjanjian kredit. 
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•• NOTA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN : Nota yang :menyatakan kese­
diaan PENANGGUNG untuk 
mernberikan penutupan per­
tanggungan atas kredi t yang 
·direalisasi TERTANGGUNG. 

9. KRE:DIT : Kredit Usaha Xecil {KUK) 
yang diberikan oleh TERTANG­
GUNG kepada DEBI'l'UR TERTANG­
GUNG. 

10. KREDIT LAIN 

Pasal 2 

: Setiap jenis kredit diluar 
kredit yang ctiberikan oleh 
TERTANGGUNG kepada DEBITUR 
TERTAllGGUNG~· 

Obyek Pertan9gungan 

Kredit yang dapat ditutup pertanggungannya berdasarkan perjanjian 
wajib memenuhi persyaratan sebaqai berikut •. 
1* Bahwa kred.it yang dimakeud adalah Kredit Usaha Keel]. (KUK) 

~ebagaimana diatur dali'Ua surat Eilaran Banl\. IndoneSia nollOr 
26/~fUlQ(:. titnggal 29. .l{ei. 1993, Pe:tikut s~gi'map ke.tentUan-. 
tamb?hart dan perubahannya~ · 

2. Kredi t sebagainana tersebut pada ayat ( 1) pasal 1 adal'ah : 
i. · Kredi t baru -ya:ng diberikan oleh TERTANGGUNG kepada 

DEBITUR TERTANGGUNG terhitung mulai sejak tanggal 
berlakunya perjanjian. 

ii. Rredit yang berasal dari konversi dan atau pembaharuan 
(restructuring) ·danjatau perpanjangan ,(rescheduling} 
atas fiisilitas kredit yailg tetlah diberikan sebelumriya 
t'lan yang menqrut p'enilaian TERTANGGUNG masih daHt.m 
keadaan lancar • 

iii. Kredit Usaha Kecil (KUKL ya~g dibarikan oleh TERTANG­
GUNG dalam rangka kerja sqa pemberian Kredit usaha 
Kecil {KUK) malalui pihak lain. (pihak kertiga) yang 
belum mengadakan perjanjian asuransi kredit de:ngan PT . 
.Askrindo. Pelaksanaan penutupan pertanggungan , atas 
kredit tersebut akan diatur dalam satu perjanjian 
tersendiri atau addendum antara PRNANGGUNG dan TERTANG­
GUNG yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan denqan perjanjian. 

iv. Kredit Usaha Kecil (KUK) yang diberikan oleh TERTANG­
GUNG dalam :rangka kerja sama pemberian Kredit Usa)la 
Kecil ( KUK) mel.alui pihak lain ( pihak ketiga.) yang 
telah menqadakan perjanjian asuransi kredit denqan PT. 
Askrindo, dengan ketentuan : 
a# Pelaksanaan penutupan pertanggungan akan dilaksana­

kan oleh pihak ketiga tersebut~ 
b. TER'l'ANGGUNG wajib menoantumkan kewajiban pihak 

ketiga untuk melaksanakan penutupan pertanqgUngan 

3 
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asuransi kredit kepada PT. Askrindo, dalam perjqnji­
an kerja sama antara TERTANGGUNG dengan pihak ketiga 
tersebut. 

v. Tidak termasuk Kredit Usaha Kecil (KUK) yang diberikan 
oleh TERTANGGUNG kepada : 
a. Koperasi " . 
b. Pegawai T.ERTANGGUNG untuk K;sedit Pemilikan Ru:mah 

sampai dengan tipe 70 H (tujuh puluh meter 
persegi). . 

3. Penutupan pertanggungan atas kredit sebagaimana tersebut pada 
ayat (1) pasal ini dilakukan seoara wajib dan otornatis, yaitu 
TER'l'ANGGUNG wajib memintakan penutupan. pertanggungan kepada 
PENANGGtrnG dan PENANGGUNG wajib memberikan penutupan pertang~ 
qungan kepada TERTANGGUNG. 

4. Delam hal TERTANGGUNG bermaksud untuk merealisasi ata~ 
metnberikan kredit yang dapat dikategorikan sebaqC\.i kradit 
mas sal¥ rnaka TERTANGGUNG wajib. me:minta persetujuan secara 
khusus dari PENANGGUNG terlebih dahulu. 

5. Yang dimaksud dengan kredit yang bersifat massal dalam pcr­
janjian· adalah kredit yang dlberikan dengan ketentuan sebagai 
berikut : -
i. Lokasi usaha sama atau mengelompok 
ii. Sektor ek~nomi sama _ 

-iiJ,.. ..:[umlah- debi-.tur ataU. .. pla-fond kredit memenuhi kriteria 
se;bagai be:rikut : -
a. Untuk bidang pertanian dalam arti luas adalah kredit 

yanq diberikan kepada lebih dari 100 (seratus} 
del;itur atau jumlah keseluruhan plafond kreditnya 
minimal Rp. 100.ooo.ooo,oo (seratus juta rupiah). 

b. Untuk bidang non pertanian adalah kredit yang diber­
ikan kepada lebi~' dari 50 (lima puluh) deb_itur a tau 
jumlah kesaluruhan plafond kreditnya minimal Rp. 
l··.ooo.ooo+o00 1 00 (satu mil.yard rupiah)~ 

iv. Ditinjau dari aspek ~najemen, pemasaran, pembelanjaan, 
serta aspek teknis; usaha tersebut me~erlukan pengelo­
laan yang terkait satu dengan lainnya~ 

6. Bahwa pada dasarnya selain l:redit tersebut pada aYat (1) 
pasal ini tidak terdapat kredit lain antara TERTANGGUNG 
denqan DEBITUR TBirl'ANGGUNG yang bersangkutan yang dibuat 
sesudah ditandatanqaninya perjanjian kredit. 

7. Dalam hal terdapat kredit lain, maka kredit l.ain antara 
TERTANGGUNG dengan DEBITUR TERTANGGUNG yang bersanqkutan yang 
dibuat sesudah ditandatanganinya perjanjian kredit wajib 
dimintakan penutupan pertanggungannya kepada PENANGGUNG 1 

dengan prosedur sebagai tierikut : 
i. Pe:rnintaan penutupan pertangqungan dilakukan dengan 

mengqunakan surat Permintaan Penutupan Pertanggungan 
(SP3) dengan mengqunakan formulir sesuai dengan lampi­
ran IV perjanjian. 

ii. Pengiriman surat J?ermintaan Penutupan Pertanggungan 
sebagaimana tersebut di atas; dilampiri dengan peni1ai­
an 'l'ERTAMGGUNG atas permohonan kredi t dari DEBI:t'O"R 
TERTANGGUNG yang bersangkutan. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

iii. 

iv. 

y, 

Dala:m hal PENANGGUllG bersedia memberikim penutupan 
pertanggungan, maka PENANGGUNG akan menerbitkan Nota 
Penawaran (Quotation) yang me:muat syarat-syarat per­
tangqungan antara lain tarip premi pertanggungan, 
tanqgungan sendiri TERTANGGUNG serta maksimum jumlah 
klaim yang dapat dibayar. 
Dalam hal Nota Penawaran tersebut tidak disetujui oleh 
TERTANGGUNG, maka Oerdasarkan persetujuan tersebut, 
PENANGGUNG akan menerbitkan Nota Penutupan Pertanggun­
gan atas kredit lain tersebut dengan syarat-syarat yang 
saroa dengan Nota Penawaran. 
Oalam hal PENANGGUNG tidak bersedia rnemberikan penutu­
pan pertanggungan atas kredi t lain maka hal tersebut 
akan diberitahukan pula kepada TERTANGGUNG. 

Pasal 3 .,. 
Syarat-syarat Berlakunya Pertanggungan 

Bahwa permintaan penutupan pertanggungan dilakukan oleh 
TERTANGGUNG se:suai Clengan ketentuan pasal 7 perj·anjian. 
Bahwa telah ada Nota PSnutupan Pertanggungan yang diterbitkan 
oleh PENANGGUNG untuk TERTANGGUNG sebaqai bukti persetujuan 
PENANGGUNG telah mamberikan penutupan pertanggungan. 

Bahwa premi pe:rtanggun<;~an beserta segenap biaya 1ainnya 
sebagaimana . terseb\lt pada .J>asal . a dan pasal 9 per_janjian 
telah dibayar lunas. ·· ·· · · ' · · · 
·sahwa PENANGGUNG menyetujui dan mengikatkan diri untuk memba­
yar klaim yang besarnya ditetapkan menurut ketentuan pada 
Pasal 12 perjanjian. 
Bahwa dalam hal Nota Penutupan Pertanqgungan m~muat ketentuan 
:khusus yang menyimpanq dari ketentuan perjanjian dan telah 
disepakati oleh TERTANGGUNG dan PENANGGUNG 1 mak:a ketentuan 
kh~us: y;:,tng tercantum da:Lam Nota Penutupan Per-tanggungan 
adalah ketentuan yang berlaku. 

Pasal 4 
Mulai Qan Berakhirnya Risiko 

Risiko pertanggungan atas kredit yang ditanggung berdasarkan Nota 
Penutupan Pertangqungan yang' diterbitkan berdasarkan perjanjian 
dimulai pada saat penarikan kredit oleh DEBITUR TERTANGGUNG dan 
berakhir pada saat tixnbulnya hak TERTANGGUNG untuk '11:\engajukan 
klain sasuai dangan k:etentuan pasal 10 perjanjian, atau pada saat 
kredi t dibayar lunas oleh OEBITUR TERTANGGUNG, tergantung mana 
yang terjadi lebih dahulu. 

BAB II 
LUAS PERTANGGUNGAN 

Pasa1 5 
Risiko Kerugian yang Ditanggun9 

PENANGGUNG hanya dapat diwajibkan memberikan pengqantian kerugian 
kepada TERTANGGUNG 1 bila~ana kerugian yang diderita olah TERTANG-

5 
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GUHG disebabkan oleh salah satu dari hal~hal berlkut : 
l. OEBITUR TERTANGUNG tidak melunasi kreditnya kepada TERTANG­

GUNG pada saat kredit yang bersangkutan jatuh tempo. 
2. DEBITUR TERTANGGUNG dinyatakan dalam keadaan insolvent dan 

untuk itu harus memenuhi salah satu da~i hal-hal beriku~ : 
i, DEBITUR TERTANGGUNG dinyatakan pailit oleh Pengadllan 

Negeri yang berwenang. 
ii. DEBITUR TERTANGGUNG dikenakan likuidasi berdaaarkan 

keputusan p~ngadilan yang ber~enang dan untuk itu telah 
ditunjUk likuidatur. 

iii. OEBITUR TERTANGGUNG sepanjang bUkan badan hukum ditem­
patkan dibawah pengampuan. 

iv. DEBITUR TERTi\NGGUNG mempunyai sis a hutang sebagai 
akibat terjadinya perdamaian antara TERTANGGUNG dengan 
DEBITUR TERTANGGUNG. 

3. DEBl:TUR TERTANGGUNG meninggal dunia dan kreditnya balum 
lunas. 

4~ DEBITUR TERTANGGUNG melarikan. diri atau menghilang atau tidak 
lagi diketahui alamatnya. 

5. Terjadinya penarikan kembali fasilitas kredit sebelum jangka 
w.qktu kredit berakhir, khusus untuk kredit dengan jangka 
waktu lebih dari 1 (satu) tahun, dengan syarat bahwa penari­
kan ke:mbali fasilitas kredit tersebut metnenuhi salah satu 
ketentuan berikut : 
i. Dimaksudkan untuk :mencegah a~au menguranqi terjadinya 

kerugi{Ul yarig _ lebih -: besar upabila fasilitas kriadi t 
-tersebut tetap dilanjutkan. -

ii. Disebabkan terdapat ·ketidaksesuaian atau penyimpangan 
yang dilakukan oleh DEBIT'tJR TERTANGGUNG atas pelaksa­
naan penggunaan kredit dari ketentuan-ketentuan yang 
tercantum dalam perjanjian kredit. 

6. Aldbat ,bencana a lam antara lain barljir 1 gunung meletus dan 
-gempa bumi, yanq llteninpa QEBITUR TERTANGGUNG danjatau -usaha . _ 
DEBITUR TERTANGGUNG~yang secara langsung ataupun tidak lang­
,sung mempengaruhi dan mengakibatkan DEEITUR ~ERTANGGUNG tidak 
dapat melunasi kreditnya. 

Pasal 6 
Risikq Kerugian yang Tidak Ditanqgung 

PENANGGUNG tidak menanqgung risiko kerugian yang disebabkan olah 
salah satu darl hal-hal sebaqai berikut : 
1. Reaksi nuklir, sentuhan radioaktif, radiasi, reaksi inti atom 

yang mempengaruhi dan mengakibatkan keqaqalan usaha OEBITUR 
TER'l'ANGGUNG untuk melunasi kredit tanpa memandang baqaimana 
dan dimana terjadinya. 

2. Kerugian yang dideri ta DEBtTUR T!RTANGGtmG yang d:lsebabkan 
oleh risiko-risiko agunan kredit DEBI'l'UR TERTANGGUNG yang 
wajib ditutup pertangqungannya dengan Banker's Clause pada 
perusahaan asuransi ker:ugian dan dilaksanakan dengan nllai 
penuh (fully insured) atau minimal sana dengan pokok kredit­
nya, dengan jenis pertanggunqan sebagai beriJ<.ut .. : 
i. Polis standard kebakaran Indonesia. 
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ii. Polis kendaraan bermotor Indonesia dengan kondisi tota~ 
Loss Only atau All Ri~k. 

iii. Polis asuransi rangka kapal laut (:marine hull policy) 
dengan kondisi total Loss Only atau All Risk~ 

iv. Polis asuransi pengangkutan barang (marine cargo Poli-
cy). 

Terjadinya salah satu risiko poli tik yang :mempengarUhi dan 
rnengakibatkan kegagalan usaha DEBITUR T£RTANGGUNG untuk 
melunasi kr~ditnyar yaitu : 
i. Oemonstrasi, pergolakan massa., pemogokan dan/a tau 

pemboikotan tanpa memandang bagaimana dan dimana terja­
dinya. 

ii. Invasi atau infil~rasi musuh. 
iii. Keadaan perang baik ·Pemerintah terlibat secara langsung 

{fisik) maupun tidak terlibat secara langsung dengan 
negara lain. ··· 

iv. Perang saudara atau pemberontakan terhadap Pemerintah. 
v. Tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu 

kekuasaan negara asing~ 
4. Bencana alam yang olah Pemerintah dinyatakan sebagai bencana 

alam nasional~ 

BAB III 
PEI..AKS~ PEN'U'I'UPAN PERTANGGUNGAN 

Piisal- 7 
Tata cara Penutupan Pert:angqunqan 

1. TERTANGGUNG wajib mengaj\}kan Deklar~si JUmlah Pertanggungan 
secara bulanan atas kredit yang telah disetujui dalam bulan 
takwim sebelumnya dan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat ( 1 ) 
perjanjian. 

2. · Deklarasi J:wnlah Pertanggungan waj:ib disampaikan kepada 
PENANGGUNG. selambat-...laJQbatnya · tanggal 15 (lima belas) dari 
setiap bulan dan bilamana tang-gal tersebut jatuh pada hari 
libur, maka diambil hari kerja berikutnya. 

3. Deklarasi .1umlah Pertanggun9an dibuat oleh TBR'l'ANGGUNG dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
i . Untuk kredi t baru, Deklarasi Jumlah Pertanqgungan 

dibuat sesuai denqan lampiran I perjanjian~ 
ii. Untuk kredlt yanq berasal dari konversi atau switching 

atau pembaharuan kredit (restructuring), Oeklarasi 
Jumlah Pertangqungan dibuat sesuai lampiran II perjan­
jian. 

iii. Untuk tambahan atau penurunan plafond kredit danjatau 
perpanjangan jangka waktu kredit danjatau penjadwalan 
kembali kredi t (rescheduling} atas suatu kredi t yang 
telah ditanqqung sebelumnya, Deklarasi Jumlah Pertang­
gungan dibuat sesuai ctengan lampiran III perjanjian. 

4. Deklarasi Ju.mlah Pertangqungan dikirittkan kepada PENANGGUNG 
dalam rangkap 4 (empat). 

5. Terhadap Deklarasi Jumlah Pertanggungan yang diajukan oleh 
TERTANGGUNG, PENANGGUNG wajib menerbitkan Nota Penutupan 
Pertangqunqan dan dikirimkan ke Kantor TERTANGGUNG~ 
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Pasal 8 
Tarip Premi Pertanggungan dan Biaya-biaya Lain 

1. Tarip Prend Pe:rtanggungan di tetapkan berdasarkan ketentuan 
sebagai berikut : 
i , Untuk jangka waktu pertangqungan atau ja:ngka waktu 

kredit sampai "dengan 6 (enam) bulan, ditetapkan sebesar 
0,4 * (empat persepuluh persen}, dengan discount 0,1 % 
(satu persepul~ persen) sehingga tarip premi pertang­
gungan netto )IIenjadi sebesar 0,3 % (tiga persepuluh 
persen} dari jumlah pertanggungan. · 

ii. Untuk jangka waktu pertang9ungan atau jangka waktu 
kredit lebih dari 6 (enam) bulan ~ampai dengan 1 (satu) 
tahun ditetapkan sebesar tarip piemi tahunan yaitu 0 1 7 
% (tujuh persepuluh persen), dengan discount o,1 % 
(satu"persepuluh persen) sehingga tarip premi pertang­
gungan netto menjadi 0,6 ·% (enam persepuluh. persen) 
dari jumlah pertanggungan. 

iii. Untuk jangka waktu pertanggungan atau jangka waktu 
kredit lebih dari 1 (satu) tahtm .sampai dengan lo 
(sepuluh) tahun, ditetapkan sebesar tarip premi tahunan 

. net'!:'? dikallkan : jangka ·. w~tu Jc;"edi t qengan pembulatan. 
keatas mEmjadi "kelipatan t.ahunan ctengan naksimun: tarip 
prellii pertangguhga.n sebesar 3 % (tiga persen) dari 
jumlah pertangqungan .• 

i v. Untuk janqka waktu pertanggungan atau jangka waktu 
kredit· 1ebih. dari 10 (sepuluh) tahun ditetapkan sebesar 
5 t (lima persen} dari jumlah pertanggungan. 

2. Tarip preroi pertanggungan netto tersebut pada ayat (1) pasal 
ini 1 · dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan antara 
·PENANGGUNG dl.'iil TERTANGGUNG ~ 

3 ~ Selain premi pertanggungan, untuk setiap Nota ?enuttipan 
Pertanggungan TERTANGGUNG wajib membayar : 
i~ Bea materai sesuai ketentuan yang ber1aku. 
ii ~ Biaya administrasi pertanggungan sebesar 0,1 % o 

( s:epuluh perseratus permil) dari jumlah pertanggungan 
dengan maksimum sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu 
rupiah). 

Pasal 9 
Perhitungan dan Tata cara Pembayaran Premi Pertanggungan 

1. Besarnya prerni pertangqunqan yang harus dibayar oleh TERTANG­
GUNG dihitung berdasarkan tarip premi pertanggungan natto 
kali jumlah pertanqqungan, dengan memperhatikan ketentuan 
pembulatan jangka waktu dan maksimum tarip preminya sebagai­
mana diatur dalaro pasal 8 ayat {1) perjanjian. 

2. Dala:m hal terjadi perpanjanqan jangka waktu · pertanggungan 
atau jangka waktu kredit : 
i. Untuk pertangqungan-pertanggungan yang semula ber~angka 

I a 
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waktu rnaksirnum 6 (anam) bulan maka : 
a. Apabila denga·n perpan jangan tersebut berakhirnya 

perjanjia:n }tredit perpanjangan dihitung sejak 
tanggal perjanjian kredi t semula masih makslmum 6 
(enam) bulan, terhadap perpanjangan tersebut tidak 
dikenakan tambahan premi pertanggungan. 

b. Apabila dengan perpanjanqan tersebut berakhirnya 
perjanjian kredit semula menjadi diatas 6 (enam) 
bulan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan 
sejak tanggal perjanjian k.redit se:mula, te:rhadap 
perpanjangan ini dikenakan tambahan premi pertang­
gungan sebesar tarip premi tahunan netto dikurangi 
premi pertqnggungan Yang talah dibayar. 

ii. Untuk pertanggungan-pertanggungan yang semula berjangka 
waktu lebih dari 6 {enam) bulan sanpai dengan 1 (satu) 
tahun maka : ,.. 
a~ Apabila dengan perpanjangan tersebut·- berakhirnya 

perjanjian kredit perpanjangan dihitung sejak 
tangggal perjanjian kredit senula masih dalam 
kelipatan tahunan sebagai:mana sebelum diperpanjanq 
maka terhadap perpanjangan janqka waktu pertanggun­
gan ini tidak dikenakan tamhahan premi. 

b~ Apabila dengan perpanjangan tersebut berakhirnya 
perjanjian kredit perpanjangan dihitunq sejak 
tanggal perjanjia.n. kredi_t _s~mula. m_elampaui kelipil­
tan tahuhcin -se-bagaimma ,. sebelulfi · diperpanjang 1 

terha.'dap perpanji.:mqan jangka waktu pertanggungan 
1ni dikenakan t:ambahan premi sebe.sar tarip pre:mi 

_ pertanqgungan tahunan netto kali tambahan ke1ipatan 
tahunan~ Janqka waktu perpanjangan terhitung sejak 
aknir kelipatan tahunan jangka waktu kredit sebel~w 
diperpanjang kali plafond kredit yang diperpanjang~ 

iii. RhUsus untu~ perpanjanqan pertanggungan atau jangka 
, waktu kredit (rescheduling) dt\lam rangka: memberikan 

kes.empatan kepada DEBITUR TERTANGGUNG untuk melunasi 
kreditnya tidqk dikenakan tambahan premi pertanggungan. 
Untuk keperluan ini maka Deklarasi Jumlah Pertanggungan 
sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat ( 3) parjanjian 
wajib dilampiri dengan tenbusan addendum perjanjian 
kredi t an tara DEBITUR TERTANGGUNG dengan T:e:R.'l'ANGGUNG 
yang menyatakan bahwa perpanjangan kredit tersebut 
adalah khusus dalam rangka membarikan kesempatan pelu­
nasan kre<iit dan Dl!:lUTUR TER!l'ANGGUNG tidal\ mempunyai 
hak tarik atas rekeningnya. 

Dalaill hal OEBI'l'UR TERTANGGUNG memperoleh tambahan kredi t, 
maka TERTANGGUNG wajib membayar tambahan premi pertanggungan 
sabesar tarip premi tahunan kali kelipatan tahunan jangka 
waktu tambahan kredit terhitung sejak tanggal tambahan kredit 
kali besarnya tambahan kredit. 
Dalam hal DEBITUR 'tERTANGGtJNG :memperoleh pe:rpanjanqan j'angka 
waktu kredit sekaligus tambahan kredit, maka TERTANGGUNG 
waj.ib membayar premi perpanjangan ditambah preni t"am.bahan 
kredit yang masing-masing besarnya ditetapkan menurut perhi~ 
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tungan pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini. 
5. Bea materai pertanggungan dan biaya administrasi pertanggun­

gan berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal a 
ayat (3) perjanjian. 

6. Premi pertanggungan dan biaya-biaya lain sebagaimana tersebut 
pada ayat (lL ayat (2)~ ayat (3), ayat (4) dan ayat (5} 
pasal ini wajib dibayar oleh TERTANGGUNG kepada PENANGGUNG 
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 
penerimaan Nota Penutupan Pertanggungan atau dalam waktu 60 
(enan puluh) hari dihitung Sejak tanggal penerbitan Nota 
Penutupan Pertanggungan. 

!lAB IV 
K L A I M 
Pasal 10 

Timbulnya Mak Tertangqung untuk Mengajukan klai~ 
' 

1. Timbulnya hak TERTANGGUNG untuk mengajukan klaim adalah pada 
saat jatuh tempo kredit~ . 

2. Khusus untuk kerugian yang diderita oleh TERTANGGQNG sebagai 
akibat dari pena.rikan kembali fasilitas kredit sebagailnana 
dimaksud pada pasal 5 ayat (5), maka timbulnya hak TERTANG­
GUNG untuk menga jukan klaim adalah - setelah setengah dari 
janqk~ wa~tu angsuran kredit dilampaui. atau se~~lah TERTANG­
GTJNG berhasit melaksal)akan_ -Pe:ilcairan ·.agunan a tau·- jaminan 
kredit. 

3. Khusus untuk keruqian yang diderita oleh TERTANGGUNG sebagai 
akibat . dari DEBITUR TERTANGGUNG meninggal d.unia, DEBITUR 
TERTANGGUNG 111elarikan d.iri dan sebagai akibat dari adanya 
bencana alam, maka timbulnya hak TERTANGGUNG untuk mengajukan 
klaim adalah setelah adanya pernyataan dari yang berwenang. 

, Pasal 1~ 
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Klaim 

1. Pada setiap pengajuan klairn sebagaiTuana dimaksud pasal 10 
ayat (l}, ayat {2) dan ayat (3) perjanjian, TERTANGGUNG wajib 
menqgunakan formulir surat Klaim.se9uai dengan lampiran V dan 
untuk kredit lain mengqunaKan formulir su:r:at Klaim sesuai 
den9an la~piran VIII parjanjian. 

2. PENANGGUNG akan seqera Inengeeek k.elengkapan dan kebenaran 
data surat Klaim sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini 
dan apabila data yang bersangkutan belmn lengk.a.p dan belum 
memenUhi syarat, PENANGGUNG memberikan kesempatan kepada 
'r~AlfGGUNG untu.k melenqkapi data Surat Klaim. dalaJil waktu 1;:! 
(dua belas) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pertama 
kelangkapan data klain oleh PENANGGUNG. 

3. Setelah data klaim diterima lengkap dan memenuhi syarat dan 
ternyata dari penelitian PENANGGUNG terhadap dokWQen Xlaim, 
kelllacetan kredit yang terjadi termasuk atau tercakup dalam 
risiko yang ditangqung oleh perjanjian, maka selambat­
lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak data 
klaim diterima lengkap dan memenuhi syarat, PENANGGUNG wajib 
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nemberikan persetujuan ~an melaksanakan pembayaran klaim~ 
4. Bilamana dala:ro. waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimaha 

tersebut pada ayat (3) pasal ini, ternyata PENANGGUNG belum 
juga memberikan persetujuan klain yang diajukan oleh TERTANG­
GUNG, maka PENANGGUNG dikenakan blaya administrasi yang 
besarnya ditetapkan berda~arkan pada suku bunga yang berlaku 
untuk kredit yang dinikmati oleh DEBITUR TERTANGGUNG yang 
bersangkutan dan dihitung dari hak TERTANGGUNG atas klaim. 
Biaya adminl.strasi kar~ma -keterlanbatan penyelesaian klaim 
dihitung berdasarkan rurnus- : hari bunga keterlarnbatan dibagi 
360 (tiga ratus enam puluh) hari dikalikan persentase bunga 
~er tahun dikalikan hak TERTANGGUNG atas klairn. 

1. 

2. 

J, 

4. 

5. 

Pasal 12 
Besarnya Ganti Rugi yang Dapat Diklaim 

' Sebagai dasar untuk menghitung jumlah klaim adalah jumlah 
kerugian TERTANGGUNG dengan ketentuan sebagai berikut : 
i. Bcsarnya jw:nlah klain di tetapkan sebesar 70 % ( tujuh 

pulul'i persen) dari jumlah kerugian TER'l'ANGGTJNG denqan 
maksiuum 70 % (tujuh puluh persen} dari plafond kredit. 

ii. Bagian dari kerugian yanq tidak diganti oleh PENANGGUNG 
l!lerupakan tanggungan serldiri TERTANGGUNG. 

Perhitungan jumlah klaim sebaqaiuana tersebut pada ayat (1) 
pasal ini didasarkan_ ataS keten~u_an seba·qai. berikut .: 
i. Oala:n( hal jumlah -kf.:!rugfan TERTANGGUNG lebih kecil 

dS.ri Plcifond kredit, makci yang diperqunakan sebagai 
dasar men(Jhitung jumlah kla~ adalah jwnlah kerugian 
TER'l'ANGGUNG. 

ii. Oalam hal jumlah keruqian TERTANGGUNG lebih besar 
daripada plafond kredit, maka yang diperqunakan sebaqai 
dasar-menghitung jumlah klaim adalah plafond kredit. 

- Da:lam hal telcih dilakukan :panUtupan pe:t'tanggunqlin terhadap 
- asuransi kerugian sedan(Jkan gantt •"ruqi dari pa:rusah~an asu-
ransi ke:rugian atau umum tidak dapat nteluna-si jurnlah kerugian 
'l'ERTANGGUNG sebagaim.aria dimaksud dalam pasal 1 ayat ( 5) 
perjanjian 1 maka menyimpang da:r;i ketentuan pasal 6 ayat(2) 
per sisa jumlah kerugian TERT~GG~G yang ada dapat diajukan 
klairn.nya kepada PEN'ANGGUNG. 
Dalam hal DEBITUR TERTANGGUNG meneriua fasilitas kredit l&in 
selain kredlt_ sebagahuana tersebut pS.da pasa.l 2 ayat (1) 
perjanjian, dan ternyata fasi1itas kredit lain tersebut,tidak 
ditdntakan penutupan pertanggungan kepada l?ENANSGUNG, maka 
jumlah klaim didasarkan pada pe:rhitungan prorata (prorata 
clause) antara jumlah kradit yang diasuransikan dibagi dengan 
total kredi t yang diberikan atas nama DEBITUR TBRTANGGUNG 
yang .bersangkutan kali Msarnya hak TERTANGGUNG atas klain 
sebagaimana diUtapkan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal inL 
Dalam hal TER.TANGGUNG telah menqajukan permintaan 'penutupan 

pertanqgungan untuk kredi t ~a in sebagaimana dimaksud pad a 
pasal 2 ayat (6) perjanjianr PENANGGUNG tidak bersedia menut­
up pertanggungannya, naka untuk jumlah klaim dari pertanggun­
gan kredit berdasarkan perjanjian tetap berlaku ketentuan 

11 

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



r 
l 
! 
i 

f 
t 
' 
t 
I 

I 

1. 

ayat (1) pasal ini. 
Dalam hal TERTANGGUNG melaksanakan pembebasan hutang DEBITUR 
TERTANGGUNG, maka hal ten:ebut harus dianggap bahwa TERTANG­
GUNG telah menerima pelunasan kredit dari DEBITUR TERTANGGUNG 
untuk jumlah hutang yang dibebaskan tersebut, oleh karena itu 
TERTANGGUNG hanya berhak mengajukan klaim atas sisa hutang 
DEBITlJR TERTANGGUNG yang tidak dibebaskan. 

Pas:al 13 
Batalnya Hak Tertanggung ataS Ganti Rugi 

Hak TERTANGGUNG untuk me,mperoleh ganti rugi menjadi batal 
apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut : 
i. Kredit yang tel.ah ditanqgung berdasarkan perjanjian, 

tidak memenuhi ketentuAn-ketentuan sebagaimana tersebut 
pada pasal 2 dan pasal 3 perjanjian~ 

i i. Ternyata kredit yang diasuransikan hanya merupakan 
sebagian saja dari seluruh fasilit~s kredit yang diber­
ikan oleh T£RTANGGUNG kepada DEBITUR 'l'ERTANGGUNG yang 
"bersa:ngkutan~ 

iii. Pelaksanaan pemberian kredit kepada DEBITUR TERTANGGUNG 
yanq ditangqung berdasarkan perjanjian tidak sesuai 
denqan yang dinyatakan oleh TERTANGGUNG dala~ Deklarasi 
Jumlah Part.anggunqan yang :menyangkut .DEBITUR T~RTANG­
GUNG terseb~t~ atau Dekl~raai Jurnlqh Pertangqungan·yang 
dibuat oleh ~ANGGUNG sebagaimana tersebut pada pasal 
7 ayat ( 3) tid.ak benar atau ti,dak sesuai dangan kenya-
taannyaw · 

iv. Buk:ti dan keterangan yang dipergunakan TE:RTANGGUNG 
untuk mengajukan klaim kepada PENANGGUNG tidak benar 
atau palsu. 

v. ·TERTANGGUNG .bersama-sama dengan O:j!JBITUR TERTANGGUNG 
t~lah mengadakan perUbahan pad~ ·perjanjian kredit, 
tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada PENANGGUNG. 

vi. Penqajuan Surat Kl~im sudah dal.uwarsa · sebaga:j_m.ana 
ditetapkan pada pasal 14 perjanjian~ 

vii. TERTANGGUNG tidak melaksanakan atau menjalankan k~waji­
ban sesuai pasal 15 ayat (1), ayat· {2}, ayat (3) dan 
ayat (4) Perjanjian. 

viii~ T!RTANGGUNG melakukan penindahan hak yang timbUl dari 
perjanjian kredit yang ditanqgung kepada pihak lainnya, 
atau ,TER'l'ANGGUNG melakukan pe:mindallan kewajihan TER­
TANGGUNG yang timbul dari per1anjian kredit yang di­
tangqung tanpa persetujuan tertulis dari PENANGGUNG. 

ix. Premi pertangqun9an sebagaimana terSebut pada pasal a 
dan pasal 9 perjanjian ini ~ tidak atau belum dibayar 
lunas oleh TERTANGGUNG. 

x. liak penqqantian kerugia;n dari TERTANOOUNG atas keruqian 
yang timbul atau berasal dari fasilitas kred.it yang 
diherikan kepada DESITUR TERTANGGUNG yang bersangkutan, 
sebelumnya telah dinyatakan batal ata.u ditolak oleh 
PENANGGUNG. 

xi. 'l':ERTANGGUNG tidak melengk:api data yang dhninta untuk 
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I PENANGGUNG dalam waktu 12 (dua belas) bulan dihitung 
sejak. tanqgal perlnintaan pertama kelengkapan data klaim 
oleh PENANGGUNG sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 
ayat {2} perjanjian. · · 

:x::i i _ TERTANGGUNG tidak :melaksanakan ketentuan sabagaimana 
diatur dalam pasal 6 ayat (2) perjanjian. 

xiii. DEBITUR TERTANGGUNG tidak mengakui hutangnya dan dapat 
membuktikan kebenarannya dan apabila hal tersebut 
diputus oleh Pengadilan yang berwenang dan putusannya 
telah me:mperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka batal­
nya hak klaim adalah atas bagian hutanq yang tidak 
dibenarkan atau tidak diakui tersebut. 

xi v. Keputusan dari Pengadilan yan9 berwenang dan telah 
memperoleh kekuatari hukum yang tetap r memutuskan bahwa 
TERTANGGUNG tidak berhak atas pengembalian kredit atau 
atas klaim. _,-

xv. Dewan Arbit:rase sebaqaimana dimaksud dalam pasal 20 
perjanjian telah memutuskan bahwa TERTANGGUNG tidak 
berhak Dernperoleh qanti rugi dari PENANGGUNG. 

dengan hapusnya hak TERTANGGUNG sebagaimana dimaksud dala:m. 
pasal ini 1 segenap premi dan biaya pertanggungan yanq telah 
dibayar oleh TERTANGGUNG, sepenuhnya menjadi hak PENANGGUNG* 

,2 ~ Menyimpang dari ketentuan pasal 1266 Ki tab Urtdang-undanq 
Hukum Perdata, untUk batalnya hak TERTANGGUNG atas ganti ruqi 
SC!;bagaimana tersebut: pada aya_t ( 1) pasa:t -.L tidak p¢rlu dimi_n-
t_a)c_an "keputusan hakiin. , · · · · · 

Pasal 14 
D a 1 u w a r s a 

Menyimpang dari ketentuan dalam buku IV Bab ke VII bagian ke XII 
~i tab Undang-undang Hukum Perdata 1 maka segaJa hak TER'l'ANGGUNG 

·!Jntuk mend8.patkan pembayar"an ganti _rugi dari PENANGt;UNG mEnjadi 
bapus dengan sendirinya, apabila t 
1. T:eR'PANGGUNG · tidak mengajukan k1aim kepada PBNAN'GGUNG yang 

menjadi hak ~TANGGUNG berdas·arkan perjanjian dalam waktu 12 
(dua belas) bulan takwim terhitung sejak timbulnya hak TER­
'l'ANGGUNG untuk menqajukan klailn, atau · 

2. TERTANGGUNG mengajukan klaim, ternyata tuntutan terseout 
ditolak oleh PENANGGUNG dan selanjutnya dalam waktu 6 {enam) 
bulan terhi tung sejak tang-gal penolakan, TERTANGGUNG tidak 
mengajukan klaim ulang sebagai sangqahan atas penolakan 
tersebut. 

BABV 
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN TERTANGGUNG 

Pasal 15 
Kewajiban Tertanggung 

1. TERTANGGUNG wa'jib melaksanakan tugas dan peranannya sebagai 
Bank pemberi kredit dengan memperhatikan norma dan ketentuan­
ketentuan pa:rkreditan sebagaimana ditetapkan Qalam Undang­
undang Perba_nkan nomor 7 tahun 1992. 
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2. TER'l'i\NGGUNG wajib melakukan tindakan dan usaha untuk mempero­
leh pelunasan kredit daTi DEBITUR TERTANGGUNG dengan pe~inga­
tan, penagihan dan tindakan pengamanan kredit lainnya terma­
suk pula melakukan tindakan dan usaha yang perlu untu* penga­
~anan agunan atau jaminan kredit dan;atau harta milik lainnya 
atau tagihan yang dapat diuangkan dari DEBIT'tJR TER'J.'ANGGONG, 
yang kar~na sifatnya dapat dianggap sebagai jaminan atau 
dapat dipakai sebagai kompensasi kerugian yang diderita oleh 
TERTANGGUNG. 

3. TERTANGGUNG wajib memberikan segena.p keteratlgan dan bukti­
bukti yang dibutuhkan oleh PENANGGUNG dalam mempertimbangkan 
suatu klaim. 

4. TERTANGGUNG wajib ~eminta .persetujuan tertulis terlebih 
dahulu dari PENANGGUNG, apabila TERTANGGUNG bermaksud melaku­
kan pencairan atau penjualan agunan atau jatninan kredit, 
kecuali apabila hasil pencairan atau p~njualan agunan atau 
jaminan. kredit tersebut dapat menutup _.,jumlah kerugian TER­
TANGGUNG atau plafond kredit. 

5. TER'I'ANGGUNG wajib menqirimkan laporan perke:mbangan kredit atas 
kredit sebagtlimana dimak:sud pasal 2 perja.njian ini dengan 
menqgunakan ;ormulir laporan perkembangan kredit sesuai 
lampiran VI perjanjian 1 denqan ketentuan bahwa laporan per­
kembangan kredit terSebut wajib disampaikan kepada PENAN~UNG 

-.se:tiap triWlan tak~i:m dan sela:mbat-lambatnya dikirbnkan 
·dalam waktu 30 (tiga pllluh~ hari sejak akhi:r. periode laporan-
perkembafigan kredi t yant]' berSan·gkutan: - ' - · ·· " 

6. TER'l'ANGGUNG wajib mengirimkan kepada PENANGGUNG tindasan 
setiap surat pengajuan penyelesaian kredit·macet kepada Badan 
Urusan ~iutang dan Lelang Ne:gara (BUPLN)/ Pengadilan NegerL_ 

c Pasal 16 
Perubahan Risiko Pertanqgungan 

1. :Dal.iun hal-·TERTANGGUNG.: 
i. ~engadakan per~bahan atau penyimpangan atas perjanjian 

kredit, atau 
ii. Mamberikan tambahan kredit atau pembaharuan kredit atas 

kredit sebalumnya, 
untuk OEBITUR TERTANGGuNG yanq telah ditanggung berdasarkan 
perjanjiant maka TERTANGGUNG wajib memberitahukan hak terse­
but secara tertulis kepada PENANGGUNG dengan disertai data 
dan keterangan secukupnya. 

2. Atas dasar pemberitahuan. sebagaimana tersebut pada ayat (1) 
pasal ini, PENANGGUNG berhak meninjau kembali penutupan 
pertanqgungan yang telah diberikan terhadap kredit yanq 
dinikmati oleh DEBITUR TERTANGGUNG yang terkena atau terpen­
garuh oleh perubahatl sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 
inL 

3. Peninjauan kembali penutupan pertangqungan sebagaimana terse­
but pada ayat (2) pasal ini dapat berupa : 
i. Perubahan syarat-syarat penutupan pertanqgungan, atau 
ii. Penghentian penutupan pertanggungan yang telah diberi-

kan dan dengan demikian PEN~GGUNG tidak la9i bertang-
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4. 

1. 

2. 

J. 

•• 

5. 

6. 

gung jawab atas kerugian yang mungkin diderita TERThNG­
GUNG atas realisasi kredit tersebut. 

Dalarn hal dengan adanya perubahan atau penyimpangan atau 
penambahan fasilitas k~edit tersebut, fasilitas kredit mcnja­
di tidak dapat xnermenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana 
tersebut pada perjanj ian a tau tidak dapat disetujui untuk 
di tutup pertanggungannya oleh PENANGGUNG maka pertanggungan 
atas fasilitas kredit yang bersangkutan untuk OEBITUR TER­
TANGGUNG yang bersangkutan menjadi batal atau tidak dapat 
ditanggung. Apahila terjadi kasus yang demikian, maka hanya 
premi pertanggungan atas fasili tas kredi t yahg bersangkutan 
untuk DEBITUR TERTANGGUNG yang bersanqkutan akan dikembalikan 
kepada TERTANGGUNG~ 

Pasal 17 
Subrogasi dan Pelaksanaan Penyele.~aj an Kredi t 

Dalam hal PENANGGUNG telah·melaksanakan pemhayaran klaim atas 
kredit yang dipertanggungkan menurut ketentuan sebagaimana 
ditetapkan dalam perjanjian, PENANGGUNG menggantikan TERTANG­
GUNG atas bagian h8k yang diperolehnya terhadap DEBI~UR 
TERTANGGUNG 1 dan oleh karenanya TERTANGGUNG bertanggung jawab 
untuk setiap perbuatan yang dapat merugil<:an hak PENANGGUNG 
terfiadap DEB.ITUR TERTANGGUNG. . 
Denqa.n ~ida}<; men9wi-angi adanya ketentUan sebagl;timana ter;:;ebut . 
pada ay~t (1) pasal ini ~aka dalam pelakSanaabnya 'TBRTANGGUNG 
wajib lileilgusahakan segaltl Sesuatu· ontuk penyJtlesaian kredit 
dang an melakukan upaya-upaya · pencairan agunan atau jaminan 
kredi t danjatau harta milik lainnya a tau taqlhan- yang dapat 
diuangkan atau setoran atau pembayaran dari DEBITUR ~ERTANG­
G~G, dan hal· ini dinyatakan sebagai hasil penyelesaian 
kredit (recovery). 

H'asil penya1esaian kredit {recovery) sebagairnana tersebut 
pada ayat · { 2) paf?al ini akan dibaqi untuk TERTANGGUNG dan 
PENANGGUNG secara . proporsional menurut perbandingan antara 
kerugian yang diderita oleh TERTANGGUNG pada saat timbulnya 
hak TERTANGGUNG untuk mengajukan klaim dan penggantian keru­
gian yang telah dibayar oleh PEN~GGUNG. 
setoran yang ~erupakan basil penyelesaian kredit (recovery) 
dari DEBITUR TERTANGGUNG kepada TERTANGGUNG sebaqaimana 
tersebut pada ayat (3) pasal ini, wajib dilimpahkan dan telah 
masuk ke rekening P'ENANGGUNG dala:m batas waktu 60 ( enem 
puluh) hari sejak diterimanya. " 
Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari setoran sebagaimana 
tersebut pada ayat ( 4) pasal ini belum dilimpahkan kepada 
PENANGGUNG, maka TERTANGGUNG d.ikenakan biaya ad1Uinistrasi 
yang besarnya dihitung berdasarkan rumus : hari bunga keter­
la:mbatan dibagi 360 (tiga ratus 'enaro puluh) hari dikalikan 
persentase bunqa per tahun untuk kredi t atas nama DEBITUR 
TERTANGGUNG yang bersangkutan dikalikan jumlah recovery yang 
seharusnya dili:mpahkan kepada PENANGGUNG. 
Untuk setiap pelimpahan recovery sebagai:mana dimaksuli pada 

ayat (4) pasal ini 1 PENANGGUNG memberikan collecting fee 
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kepada TERTANGGUNG sebesar 5 % (lina persen) dari jumlah 
pelimpahan tersebut. 

7. Pelaksanaan pembayaran collecting fee didasarkan atas adanya 
surat permintaan dari TERTANGGUNG kepada PENANGGUNG yang 
diajukan setiap triwulan dengan m.enggunakan formulir sesuai 
larnpiran VII perjanjian. 

S. Penghapusbukuan terhadap hutang DEBITUR TER'l'ANGGtJNG oleh 
TERTANGGONG tidak memerlukan persetujuan PENANGGUNG. 

9. Bil.aJD.ana PENANGGUNG sedang rnemproses penyelesaian klaim 1 

L 

2. 

3. 

4 • 

terdapat hasil pencairan agunan atau jaminan kredit dan;atau 
harta milik lainnya atau terdapat tagihan yang dapat diuang­
kan atau terdapat se.toran atau pembayara:n dari DEBITUR 'l'ER­
'l'ANGGUNG sete.lah tilllbulnya hak mengajukan klaim, mak:a segenap 
pembayaran tersebut dinyatakan sebagai hasil penyelesaian 
kredit (recov~ry). 

~AB VI 
1\ETENTUAN-KETENTUAN LAIN 

Pasal lS 
Hak Meninjau dan Menagih 

Dengan telah ditandatanganinya perjajian, maka apabila PE­
NANGGUUG menganggap perlu, PENANGGUNG diberi hak oleh TER­
TANGGUNG unt~ mengetahui ,data peJ;kreditan dan, men~liti 

. admiilistrasi lq.-edit · dari DEB:rTUR TERTANG~UNG y~ng ada -pada 
TERTANGGUNG,. baik untuk kredit. yang belum· mau,PW'l, ya.rig sudah 
Ciibayar klainmya serta bersama-sama dengan TER'J;ANGGUNG men­
qunjungi dan meninjau tempat usaha DEB.ITUR TERTANGGUNG. 
Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 

(1) pasal ini_ maka apabi1~ dapat dibuktikan oleh PENANGGONG 
terdapat pembayaran ganti rugi yang seharusnya tidak merupa­
kan kewa jiban . PENANGGQNG, male a PENANGGUNG berhak untuk 
mena:il.k g"anti rt:tgi "yang telah dibayarkan · tei'sebut baik sc'oa-
gian atau seltirlil'.mya.· ' ,• 
Jika dianggap perlu oleh TER'I'A.NGGUNG# .PENANGGUNG dapat mem­
bi'\ntll menagih kredit yang dipertangqungkan yan<J telah jatuh 
tempo segala biaya yang timbul sampai batas-batas yang wajar 
karena usaha penagihan k:redit tersebut ditanggunq oleh TER­
TANGGUNG, kecuali kalau ditentukan lain .. 
PENANGGUNG mengikatkan diri dan berjanji memenuhi kewajiban 

untuk rnerahasiakan data-data dan;atau keterangan yang karena 
jabatan atau usahanya diperoleh dari TERTANGGUNG dan/atau 
OEBlTUR TERTANGGUNG. ' 

Pasal 19 
Penghentian Pertanggungan terhadap Debitur Tertanggung 

1. Apabila dari basil penelitian PEN~GGUNG terdapat DEBITUR 
TERTANGGUNG yang karena tindakannya atau hal ~hal lain dapat 
dianggap akan membahayakan keamanan kredit yang telah diteri­
nanya, maka PENANGGUHG dapat menghentikan pertanggungan 
kredit atas nama DESITUR TERTANGGUNG yang bersangkutan dengan 
persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari TERTANGGUNG. 
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2. Penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini hanya berlaku te.;rhadap risiko kredit yang akan 
direalisasikan oleh TBRTA.NGGUNG kepada DE:BITUR TERTANGGONG 
yang bersangkutan setelah tant;;gal diputuskannya pertanggun­
gan, sedangkan risiko kredit yang telah direalisasi seba.l um 
pe~utusan pertanggungan tetap berlaku sampai berakhirnya 
pertanggungan. , 

J. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh} hari terhitung sejak 
tanggal pemberitahuan penghentian pertanggungan sebagaimana 
tersebut pada ayat (1) pasal ini TERTANGGV~G tidak mengajukan 
keberatan, :maka Tli:RTANGGUNG dianggap telah :m:enyetujui peng­
hentian pertanggungan tersebut." 

4. Terhadap penghentian pertangqungan tersebut pada ayat ( 1) 
pasal ini 1 TERTANGGUNG a~can menerima pengembalian premi 
pertanggungan yang dihitung secara prorata terhadap jangk.a 
waktu pertanggunqan. 

Pasal 20 
P e r s e 1 i s 1 h a n 

1. Dalam hal timbul perbedaan pendapat antara TERTANGGUNG deng~n 
PENANGGUNG mengenai panafsiran d~njatau pelaksanaan perjanji­
an dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleb TERTANGGUNG dan 
PENANGGUNG, maka pada tah~p pertama TERTANOOUNG dan PENANG­
GUNG ·meinilih pemutusa_n perse-lis;;ihan deng:an cara !"'.~bitrase 
-oleh suatl,l- Dewan ·Arbitrase ·yang .terdiri dari· -3 · ( tig'a) orang-~ ·-· 

2. Pihak yanq ·m.enghendaki penyelesaian dengan ca:ra arbitras.e 
haius memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya. 

3. Dewan Arbitrase tersebut pada ayat (1) pasal ini disusun 
.dengan tata cara sebaqai berikut : 
i. TERTANGGUNG menunjuk seseorang yang dianqgap ahli dalam 

bidang yang diperselisihkan untul!; duQuk didalam Dewan 
~bitrase dan ~etnberitahukan. secara t~rtul-is kepada-
PENAN~GUNG. , .. 

ii. ·PENANGGUNG.menunjuk seseorang yang dianggap ahli dalam 
bidang ySnq diperselisihkan untuk dudu.k didalam Dewan 
Arbitrase dan ~embaritahukan secara tertulis kepada 
TER.TANGGUNG. 

iii. Kedua orang- yang ditunjulc tersebut pada ayat (3) (i) 
dan (ii) pasal ini 1 menunjuk seorang lagi untuk·duduk 
sQqagai Ketua meran9kap anggota Dewan Arbitrase. 

iv. Ketua dan para anggota Dewan Arbitrase dalam melakukan 
tugasnya harus beritikad baik dan bijaksana serta 
mendasarkan semua keputusannya atas dasar keadilan. 

v. Ketua dan para angqota Dewan Arbitrase akan menetapkan 
sendiri pera.turan dan tata cara arbitrase yang diang­
gapnya sesuai dan perlu untuk menyalesaikan persalisi­
han& 

vi. Jika dianggap perlu, Dewan Arbitrase dapat menunjuk 
seorang atau beberapa ahli untuk memberikan nasehat dan 
pertimhangan k~pada Dewan. 

vii. Dewan Arbi trase rnenetapkan bahwa kedua belah pihak 
bersarna-sama menangqun9 biaya arbitrase secara prorata, 
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termasuk pembayaran dimuka dari biaya yang diperlukan. 
viii. Keputusan yang diambil oleh Dewan Arbitrase bersifat 

mengikat dan tidak dapat digangg:u gugat oleh pihak­
pihak ya~ bersel~sih. 

4. .lika dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal peltlberitabuan 
tertulis sebagaimana diroak:sud pada ayat (2) pasal ini, ter­
nyata Dewan Arbitrase tidak dapat disusun atau dapat disusun 
tetapi dalam waktu 3 (tiga) bulan Dewan Arbitrase tidak d~pat 
mengambil keputusan 111engenai masalah yang diperselisihkan, 
maka ke.dua belah pihak sepakat untuk lllenyelesaikan perselisi­
hannya nelalui Pengadilan dan untuk itu memilih domisili di 
K~paniteraan Pengadilan Ne.geri Jaka~ta Pusat. 

Pasal 21 
Perubahan dan Hal-hal yang Belum Diatur 

Perubahan danjatau hal-hal yang belpm _atau belum cukup diatur 
dalam perjanjian akan ditetapkan· dalam suatu pe-rjanjian tersen­
diri antara lain dapat berupa addendum antara TERTANGGUNG dengan 
PENANGGUNG dan merupakan bagian yang tidak_'.dapat dipisahkan dari 
pe:rjanjian. 

EAB VII 
PBNUTUP 

Pasal 22 
Jangka Waktu Perjanjian 

1. Perjanjiah mul.ai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh 
TERTANGGUNG dan PENANGGUNG sanlpai -denqan janqka. waktu 'Yang 
dikehendaki untuk ·diakhiri oleb kedua be1ah pihak. 

2. Dalam hal salah satu pihak menqhendaki diakhirinya 'pertlanji­
an, maka berakhirnya perjanjian akan berlaku efektif terhi­
tung 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberita­
huan oleh pihak lainnya. 

3. Sekalipun pe·rjanjian telah tidak berlaku lagi na~n PENANG­
G.UNG tetap memb~rikan panutupan pertanggungan bagi. fa:silitas 
kredit yang telah dit-u"tup pertanggpngannya dan telah didek1a­
rasikan sebelun tanggal· beriakuny_a penghentian perjanjian. 

Pasal 23 
Penutup 

Perjanjian dibuat di ···~•·•••• denqan itikad baik dan ditanda­
tangani oleh kedua belah pihak, TERTANGGUNG dan PENANGGUNG, pada 
hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam 
rangkap 2 (dua) di atas kertas yang bermaterai cukup, masing­
masing isinya sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama 
PT. Asuransi Kredi t Indonesia 1. 1 <• · • .J·;· 

""• . ~ ................ . 
Direktur Utama ................... . ' .. 

Direktur 

')<'' ,, ,·,If d .. fkF.t. ··-,:- '·•'•"'\I,', i , ..• -

.-, HP.T:'Q1an~·,, 
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SU!'\1\T KLAIM IN\ D!I.M'IP!!lf Ol!Nt.iAN t 

(20) 

l. TEMilUSl\N fit ll.JANJtAN I':!I!:IJIT (!"K) /\TAU FOTO COf'Y l~K YANG UllEGALISin/YANO OINVATAKAN, SESUAI 
OENtVI.t~ ASliN (I\, UEfliKU'rSEO!!l~AP P!lnU!lAI lANNY A. 

2.. a. UNIUKKLA'MSSfi'!LAIIJJ\TUliTEMf'Cl; 
• - C!JI'Y Kf.!lTU l'lNJAM/114 MA1J IU<J<!:NING KOfiAN S!:JI\K 3 !TIGA} t!VLAN SEUIH.VM J>\TUH TEf'.WO S/0 · 

SMrmt JUK.AN KtAfM. . 

h. UNTUJ< KLiVM SEilEU!MJATUII TEM/'0! 
- COPY KlllnU Plt:iAMAN ATAU fli!KEN!NO KOMN SEJAK 3 (TIGA} BUlAN SEGelUM SETENGAH JANGKA 

WAIHU ANGSUl\AN KllEUET ATAU 3 (TJGA) llUtAN Si!Dt:LUM Pl!NCAifiAN JAMINAN SAMPAI OENGAN' SJVI.T 
Ll!A.!UKAN KL/'I[l\1. 

c. UNlUK 1~1.1\!M KArl€'fl•\ J)[;(ll'fUH Mf:NlNGG/\L OUN!A, MELAIUKAN Ollll DAN OENCANAAlM1: 
- · COI'V lthf fiJ PtNJi.MAN ATAIJ flEKI!NING KORAN·SEJAK 3 {T!GA) OULAN SEDI!LUM AOANVA 51JMT 

l't:IINY/\T/ AN l>A!tl VN>IG DEI'\WEN/\NG S/0 SAAT OINVKAN I<LAIM. . 

3. CUI't DE11!1J\ ACi\fiA flt'!Vl•-'lllKSMN SHI.:MI•AT YANG T€f!i\RHifl ANIAI'lA tAfN MENGENAi JALANNYA USAHA, 
,lhMINAN I IAN 01\1~1 OE.l'Jt;fTeM«Hin DAN SE:DI\01\lNYA. 

4. ~UIVI.r r.t:tlntV GI\NIPC::INYAfMN t>Am YANG ·BF.ri\.vAJID /\TAU YANG BF.RWENANG OllAMANA TERTANOGUNG 
Mf:lt;H!l(AN Ulfll, MI:Nitl3UAL !JUNIA, PIND/\H l'EMfl'Ali'"H1ANSMIGI11\Sl, MENGAl.AMI MUSfDAf.l I):£NCANA AlAM, 

lf:!&~Nn ~ 

··-·--·· . ---·-·--····----·----------------

·' ~."· ..... ·.· .... :~ ... ''· 
·' <' H •' ,., ., >' 

., .r: .•. ". . :·, :, ! 
. , ... _,'<I' 

,_ "" ~·-·· ., ., ., " 
~ ., .. ·:·• :· ... 

··~· ''·' .,, ........ --.-., .-.. 
... --" ...... --

',.,, .. 

' '' ' I I"' 

' ,I • ' ' ' I .; 0' • • 
1 ""<·' Ill ., . 

. . . . " 
' ... ' .. -

' "'" • f" -" • 

' I • "1 1 -~·· 

"""·'·'''""l"•'" ... .. 

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



-·· 

.• ! 
l 

; 

1 ; 

. 

I ~ 
I 

~1~1=-+--t------------------------------------~'c-il 

l . I 
I 

i '. '. 

-
i . 

\ 

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



' ' 

. . 

. 

Yi~ A~k\NINUU 
P.T. ASURANSI KREDIT INDONESIA 

~rUS4f: Jl t""m&t'A !1':7-..:tl Ai:.olllt. lOl~ -01.1'05 )t.~l J);,tJJjl,\ 1®1 I!;~P J:'OOJ'J I~ ~ ..... 0<>1 
l(LU "&&i ~~ .._._~ ~ #.SUI.!I\I'OO 

KAI'flQI'ICI<!V.>IO< ~ -..(...!M,TiJ.IISv.IO.U~N<I. 2. Tt~F.Wx.IO 
tt.KlriQrA."<<MC .JL.~l!.I<O>l\h2$ TC.f>.eJisa 

NOTA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN 
NO • 

II 

Densa<; ini PfNANCGUNG m.:mberlkan pCnulupan pcrl>*nggun~;an atas Kredit·Krer!lt dcngo:m d;JC."l • 

clan kelcnluan•l(eh.mtuan scb.:~s,i berilnll: 

I. 

II. 

. lit. 

. 
DATA MENGENAl TERTANGGUNG ' . 

OATAMENGENAt KREDIT 

Sebagaimana te~rincl pada Oeklara:sl jUMlah Pert:msgunco>n yang d!bua't oleh TEIITA.~CGUNC : 
No. 
Tgl. 
yang terlampit p.tda No tit P~nutupan inl. 

KETENTUAN~KETENTUAN PERTANGGUNCAN 

1. Se«..asarkan PerjanjianAsura!'lsi Kredit NQ.: 
dan Addendum Nt~. 

2.Jumfalt Pertanggung11n : Rp. 

3. Debltur yang dit¥tggung 

4. Oebilur yang tidak dl!~~mggung 

5. Perhltunga11 Premi Penanggungan 

6-l\lmlah biay.a p~:tUnggungan y<~ng 1'13:rvt>dlbayar: 
a. Pteml Pertanggun~;:ao t ltp. 
b. Sea Mi!lernl : Rp. 

Debitvr PK 

c:. 81ayaAdmir.istrasi &_Pono :~R~P·'----------------

JtiMt:AH : Rp, 

· NOTA PENUT\JP'AN PERTANGGUNGAtliNl S£KAJJ9US BEAI..JI.KU SEBAGA! NOTA "TAG!HAN. SELANJUT­
N'iA PEMBAYARAN BIAYA PERTANGGUNGM<i TERSEBUT 01ATAS HARAP OIUMPAHKAN PAOA REKENING 
KAMIOI 
SESUAI ot:NGAN SURAT KAMI NO. 

DlBUATDI TANCGAL 

PT ASUIIANSI KREOIT INDONESIA 
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'iii ruar-!l !ni ~Cat (;Uitup 
ap':!d3nju:l:;m Pad a 
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' I 

PERINClAN NOTA i<l~l:D!T XU:( 
Si:SAGAI DASAR F-NGAJIJAi.J C0ll!:C7l~JG FEE 

TRJV'Ii.lt.AN' :<E .~ .. --a- T..;HUN '19 .......... -

Peri!Y.:lan 

No, Cbim Sen!ement Nama O..~itur I Ru::liah 

' ' . 

' 

' 

' 

i 
I 
f 

' . 
' 

Jumlah 

SziOo l::.~lci , 
d1obet detOur 

I ' 

' 

I 
I 

! 
' 

I 
SANK.._., ·-----·--·-··-­
CABAN<:--~--···--···-·"'''"···-·· .. ··· 
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